PUTUSAN
Nomor 5/Pid;Sus-Tpk/2022/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadiiah ﬁridak Pidéna 3 Kdrupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura
yang memenksa dan mengadlll perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan
acara pemeriksaan biasa pada peradllan tingkat pertama, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap =~ : Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP;;

Tempat lahir ~: Jayapura;

Umur/tanggal lahir . 45 tahun / 04 November 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan . Indonesia; |

Tempat Tinggal ' ' :_Kampung Sorendlwen Distrik  Supiori . Timur

Kabupaten Suplon / JI, Waigeo No. 381 Kelurahan
Saranom, Biak Kota;

Agama . Kristen Protestan;

Pekerjaan ~°: Pegawai Negeii Sipil (PNS) pada KomISI Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Supiori

Pendidikan | . 8.1 (Benjazah),

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat
penetapan penahanan'

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Apnl 2022 sampai dengan tanggah 30 April
2022;

2. Penahanan oleh Haklm Pengadllan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jayapura, sejak tanggal 22 Apnl 2022 sampai dengan 21 Mei 2002;

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 20 Juli
2022, = iR

4. Perpanjangan penah_anan'pénéma oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,
sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022;

Terdakwa di peréidahgan' didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu
Yulius Lala’ar, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Perkunipulan
Bantuan Hukum Cendérawasih berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 5/Pid.Sus-
TPK/2022/PN Jap tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Tindak Pldana KOFUDSI pada Pengadulan Negeri Jayapura
tersebut;
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. -

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Jayapura Nomor . 4/P|d Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal
22 April 2022 tentang penunjukan Ma;ells Hakim yang mengadili perkara ini;
Penetapan Majells Haklm Pengadllan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jayapura Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Jap  tanggal
22 April 2022 tentang penetapan han SIdang pertama pada hari Rabu tanggal
27 April 2022;

3. Berkas perkara dan surat-surat Ia|n yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan

keterangan Tendakwa

Setelah memenksa buktl surat. dan barang bukti yang diajukan

dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pldana (requisitoir) Penuntut Umum yang

telah dibacakan dlp(-:_-rSIdangan_pada tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya
menuntut supaya Méjelis’ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa  NAOMI ORPA DORCE MAYER bersama dengan
Saksi LINDA MARIA YAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam
pidana sesuai Pasal 2 a’y_at (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Oleh karena itu Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER dan Saksi LINDA
MARIA YAWAN dibebaskan dari dakwaan primair.

Menyatakan Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER bersama dengan
Saksi LINDA MARIA YAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak: pldana sebagalmana dalam surat dakwaan subsidair Pasal
3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah
dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke — 1 KUHPidana.

Menjatuhkan pit;_l_ana ‘terhadap Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER
dengan pidana bénjara 25'('_dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa
tahanan yang telah : dijalani - Terdakwa dan membayar denda
Rp. 100.000. 000 (seratus juta ruplah) Subsmialr 3 (tiga) bulan kurungan,
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4. Menghukum Terdakwa NAOMI ORPA DORGE MAYER untuk membayar
uang pengganti sebesar Rp. 227.400.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta
empat ratus ribu rupiah) jika terpidaﬁa tidak membayar uang pengganti
tersebut 1 (satu) bulah setelah putﬁsari berkekuatan hukum tetap maka harta
bendanya d|S|ta oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka
harus menjalam pldana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

5. Memenntahkan agar Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER tetap ditahan.
Menetapkan barang buktl berupa

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

15)

2 (dua) Lembar Foto copy POK (Petunjuk Operasional Kerja) Tahun
Anggaran 2018.;

2 (dua) Lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun
Anggaran 2018

2 (dua) Iembar foto copy SP2D (Surat Persintah Pencairan Dana) Tahun
Anggaran 2018

1 (satu) bundle foto copy Surat Per]anjlan Sewa Bangunan Tahun 2018;
1 (satu) Lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun
Anggaran 2020;

1 (satu) bundle Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2019 Alokasi
Rp.14.052.466.000 (Empat belas juta lima puluh dua ribu empat ratus
enam puluh enam ribu rupiah);

2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
Nomor : 00554 tanggal 31 — 12 - 2019,

3 (tiga) lembar fotocopy Reviu Laporan Keuangan Semester Il Tahun
2019 Nomor : 076/KU.03.2SR/91/Sek-Prov/1l/2020;

1 (satu) blindel fotocopy Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu
lainnya dari bulan Januari s/d Desember 2019;

1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja KPU Supiori Tahun
2019;

1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah KPU Supiori Tahun 2018;

Daftar SP2D Satker;

Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 Afokasi Rp. 10.753.201.000
(sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);
2 (dua) Rangkap Dokumen Foto Copy SP DIPA (Surat Pegesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP
DIPA-076.01.2.659928/2019.

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

06-02-2019 dengan nomor : 00029
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16) 2 (dua) Len';bar fotoéopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
12'12'2019. <::|engan nomor : 00489

17) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
29—04-2019.‘dengan nomor : 00184

18) 1 (satu) Bundel fotoodpy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
14-01—2019,‘dengan nomor : 00002

19) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
26-03-2019 dengan nomor : 00133

20) 1 (satu) Bundel fétogépy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
08-04-2019 dengan nomor : 00168

21) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
20-06-2019 dengan.nomor : 00277

22) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
02-07-2019.dengan nomor : 00307

23) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
13-08-2019 dengan nomor : 00341

24) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
15-11-2019 dengan nomor : 00440

25) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
31-12-2019 dengan nomor ; 00579

26) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
01-04-2019 dengan ndmor : 00156

27) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
07-11-2019 dengan nomor : 00430

28) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
11-06-2019 dengan nomor : 00271

29) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
12-08-2019 dengan nomor : 00335

30) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
24-01-2019 dengan nomor : 00013

31) 1 (satu) Bunde! fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
04-02-2019 dengan nomor : 00026

32) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
06-03-2019 dengan nomor : 00105

33) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
06-09-2019 dengan nomor : 00370
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34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)
44)
45)
46)
47)

48)
49)
50)

51)

52)

1 (satu) Bundel fotocopy Dokdmen, Surat Perintah Membayar tanggal :
07-10-2019 dengan nomor : 00401

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
02-05-2019 deﬁgan nomor : 00215.

1 (satu) Bundel fét_ocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
02-05-2019 dengan nomor : 00201

1 (satu) Bundel fotbcopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
01-07-2019 dengan nomor : 00299

1 (satu) B_Undel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
13-120-2019 dengan nomor : 00529

1 (satu) lembar Rencana Kegiatan Konser Musik dan KPU Run oleh
KPU Kabupaten Supiori Tahun 2019;

3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima barang Nomor :
03/Cv.le/Bastb/IV/2019 dari Cv. Irjaya Expres;

2 (dua) |eﬁ1bar SK Béndahara atau Kuasa Anggaran KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 03/Kpts.KPU/91/.19/1/2019;

1 (satu) buﬁdle Rincian Biaya Perjalanan Dinas denga lampiran'SPD
Nomor : 035-Spd/Kpu/094.012/Vi/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dan
yang menerima Petronella P. Touisuta, SH dengan Uang sebesar Rp.
12.015.000 (Dua Belas Juta Lima Belas-Ribu Rupiah);

1 (satu) bundle Surat Perjalanan Dinas Ibu Nela;

2 (dua) lembar fotocopy nota Garuda 2;

1 (satu) lembar SPM dengan Nomor : 00276 tanggal 20 Juni 2019;

2 (dua) lembar nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 5838 U;
1 (satu) bundel nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 1610
Uz; .

5 (lima) lembar fotocopy Nota Belanja Barang

Copy Kwitansi sewa gudang logistik Rp.50.000.000;

Copy Surat Perintah Kerja (SPK) No. 03.01/SPK/LOG/SEK/KPU-
SUP/IV/20198 tanggal 30 April 2019 dan Kwitansi sewa 2 kamar untuk
keperluan gudang kotak suara dan kamar bawaslu tanggal 16 April 201S;
Copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas No. 035-
SPD/KPU/094.012/1V/2019 tanggal 11 Juni 2019 dan lampiran bukti
transfer;

Copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas No. 039-
SPD/KPU/094.012/1X/2019 tanggal 09 September 2019 dan lampiran
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53)
54)
55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69)

70)

tiket perjalénan dinés Iampirén kwitansi fasilitas pendidikan KPU Go To
Schocl; _ R ‘

Copy Kwitansi Lom.ba Kreasi Pentas Seni;

Copy KWitansi pengadaan buku PKPU 3,4 dan 5;

Copy Rekomendasi no. 01/Div.Sos-Sdm/KPU-SUP/IV/2019 dan Kwitansi
konser rﬁuéik; ..

Copy Ringkas Konjtrak Pembayaran Jasa Event Organizer KPU RUN
PEMILU DAMAI 2019 beserta lampiran Kwitansi;

Copy Daftar nominatif ;;embayaraﬁ panitia lomba cipta gerak jingle
pemilu 2019 dan qaﬂér pembayaran honor juri lomba cipta gerak jingle
pemilu 2019; |

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Namor : 00008 tanggal 17-01-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Norhor ; 00009 tanggal 17-01-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00010 tanggal 17-01-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00022 tanggal 28-01-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00031 tanggal 06-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00032 tanggal 06-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nofhor : 00069 tanggal 25-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00070 tanggal 25-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00083 tanggal 26-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Menibayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00111 tanggal 11-03-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00123 tanggal 25-03-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perirjtah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00137 tanggal 26-03-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten

Supiori Nomor : 00144 tanggal 29-03-2018;

Halaman 6 dari 206 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap



71)

72)

73)

74)

75)

76)

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00147 tanggal 29-03-2019;
1 (satu) Igrhbar fotocopy Sura'g Pe_ljntah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00149 tanggal 29-03-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00171 tanggal 10-04-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Suraf Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00172 tanggal 10-04-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 001 84 tanggal 29-04-2019;
1 (satu) Ie,_rhbar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten

~ Supiori Nomor : 00200 tanggal 29-04-2019;

77)

78)

79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00201 tanggal 02-05-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00208 tanggalt02-05-201 9;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00211 tanggal 02-05-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00239 tanggal 14-05-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00240 tanggal 14-05-2019;
1 (satu) lembar fotoooby Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00243 tanggal 14-05-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00256 tanggal 23-05-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00276 tanggal 20-06-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00278 tanggal 20-06-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00279 tanggal 20-06-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00356 tanggal 13-08-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten

Supiori Nomor : 00378 tanggal 10-09-201¢;
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89) 1 (satu) Ilclaln;nbaryfotqcopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Ni),rh_or : 00379 tanggél 1 1-09-2019;
90) 1 (satu) Iérr:)bar‘fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00390 tanggal 11-09-2019;
91) 1 (satu) Ierﬁbar fotocopy Surét Perintah Membayar KPU Kabupaten
" Supiori Nomor : 00416 tanggal 09-10-2019;
92) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00423 tanggal 15-10-2019;
93) 1 (satu) Iembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00462 tanggal 29-11-2019;
94) 1 (satu) Iembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00463 tanggal 26-11-2019;
95) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00517 tanggal 12-12-201;
96) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori No‘m'or : 00529 tanggal 13-12-2019;
97) 1 (satu) Igmpar fotocoby Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00569 tanggal 31-12-2018;
98) 1 (satu) Iembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00574 tanggal 31-12-2019;
99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00575 tanggal 31-12-201S;
100) 1 (satu) Iémbar fotocqu Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00576 tanggal 31-12-2019;
101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00577 tanggal 31-12-2019
102) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan dengan nomor rekening
1994004110;
103) 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening 0308-
01-000607-56-1; '
104) 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Lomba Cipta Gerak
Jinggel Pemilu 2019;
105) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Honor Panitia Pelaksana Lomba Cipta
Gerak Jinggel Pemilu 2019.
106) 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Persetujuan Berlayar dengan normor :
DD2/KSOP/I/360/1V/20189;
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107) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangangkatan dari Direktur PT.
Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi pada tanggal 02 Januari 2019;

108) 1 (satu) lembar fotocopy Suratkl-‘;‘enﬁohonan penggunaan KM.Sabuk
Nusantara 64 dari KPU Supiori dengan nomor : 21/Sek-
KPULOG/V2019

109) 2 (dua) lembar dokumen foto KM. Sabuk Nusantara

110) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitési dengan nomor: /KWT/2018 yang
diterima déri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan
jumlah uang sebesar, Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

111) 1 (satu) lembar fotqcopy Kwitasi dengan nomor : /KWT/2018 yang
diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan
jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

112) 2 (dua) lembar rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori Nomor : 01/Div.Sos-Sdm/KUP-SUP/IV/2019 asli;

113) 2 (dua) lembar ringkasan kontrak pembayaran jasa event organizer KPU
RUN Pemilu Damai 2019 asli; .

114) 1 (satu) lembar kartu pengaWasan kontrak pembayaran jasa event
organizer KPU RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;

115) 1 (satu) lembar kwitansi / bukti pembayaran belanja bahan kegiatan
pemilu RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;

116) 50 (lima puluh) lembar kwitansi / bukti pembayaran biaya belanja medal
divisi sosialisasi Parmas dan SDM asli;

117) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Komisioner divisi Sosialisasi Parmas dan SDM asli;

118) 3 (tiga) lembar bukti slip setoran/transferdiring/inkaso dari PT.Bank
Mandiri dengan nominal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

119) 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Kasubag Divisi Hukum dan Pengawasan asli;

120) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas atas hama Petronella
Toisuta, SH asli;

121) 1 (satu) lembar rekap pembayaran belanja perjalanan dinas KPU
Kabupaten Supiori periode 2018 s/d 2023 di KPU RI Jakarta;

122) 6 (enam) lembar kwitansi dan tiket pesawat asli;

123) 1 (satu) bundel dokumen surat perintah kerja pengadaan Jasa Distribusi
logistik pemilu 2019 KPU Kabupaten Supiori asli.

124) 1 (satu) bundel SPJ Kapal KM Sabuk Nusantara 65 tahun 2019
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125) 1(satu) lembar permé:honan séwa bangunan dengan nomor :
01/l0g/KPUISUPMII2018 |

126) 1 (satu) lembar daftér manifest penumpang kapal sabuk nusantara 64
tujuan my;esbifondi‘ke rﬁapia tanggal 16-17 april 2019;

127) Copy Sali’nén Keputuéan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Supiori No,mbr § 03/KU/03.2—Kpt/91 19/Sek-Kab/1/2021 Tentang
Penunjuka‘h Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akutansi
Barang Milik ‘Negar.a (SIMAK BMN) Tahun Angggaran 2021;

128) Copy Lap<:>‘ran Realisési KPU Kabupaten Supiori Aplikasi SAS (Sistem
Aplikasi Satker),

129) Copy Laporan Realisasi Anggaran _Betanja Satuan Kerja Melalui KPPN
dan BUN tahun 2019 (dalam Rupiah) Aplikasi SAIBA (Sistem Akutansi
Instansi Berbasis Akrual) 2019:

130) Copy Lapbran Pagu Dana Per Kegiatan Data SPAN (Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Dipergunakgn dalarﬁ perkara An. Terdakwa Linda Maria Yawan.

7. Menetapkan agar Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang dibabakan di depan persidangan pada tanggal 27 Juni 2022 yang
pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Pidana;

3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan
harkat serta martabatnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya
semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya
- terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota
Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal April 2022, No. Reg.

Perkara. PDS~ 04/Ft.1/04/2022, dan telah dibacakan didepan persidangan
sebagai berikut:
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~190641302000253 | Rp, 3.000.000,- | 31 Desember

18 | 00575
| 2019
19 | 00069 | 190641302000222 |  Rp. 3.700.000,- | 26 Februari 2019
190641302002270 | Rp. 3.700.000- | 29 November
20 | 00462-|-. - - waital B
2019
190641302002271 | Rp. 3.700.000,- | 29 November
21 00463 |. )
| 2019
190841302002564 | Rp. 6.700.000,- | 16 Desember
22 | 00529 | - : oot

23 | 00008 | 190641302000022 | Rp. 5.000.000,- | 18 Januari 2019

24 | 00031 . 190641302000109 | Rp.11.000.000,- | 06 Februari 2019

25 | 00147 | 190641302000454 | Rp. 16.500.000,- 29 Maret 2019

26 | 00208 | 190641302000014 | Rp. $.000.000,- 02 Mei 2019

27 | 00211 | 190641302000009 | Rp. 43.000.000,- 02 Mei 2019

-190641302000247 | -Rp. 11.000.000,- 31 Desember

28 | 00569
2019

0 Kegiatan Ko‘n§olidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat) dengan anggaran
sebesar Rp; 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Terdakwa
meminta Salgsi LINDA MARIA YAWAN menyerahkan uang sejumliah
Rp. 24.162..90_0,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu
rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI dan Saksi RISMAN PABONEAN
dalam rangka kegiatan Konsolidasi Partisipasi Masyarakat yang
diselenggarakz;n di Manado (Sulawui Utara). Atas pencairan dana
kegiatan tersebut terdapat sisa dana sebesar Rp 23.838.000,- (dua puiuh
tiga juta delapan ratus tiga puluh delepan ribu rupiah), yang atas
persetujuan dan pengesahan Terdakwa, dicairkan oleh Saksi LINDA
MARIA YAWAN sehingga sisa dana kegiatan sebesar Rp 23.838.000,-
(dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tidak
dapat dipertanggungjawabkan.

0 Kegiatan Fésilitasi Pendidikan Pemilih dengan anggaran sebesar
Rp 79.500.000,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah),
Terdakwa meminta Saksi LINDA -MARIA YAWAN menyerahkan uang
sejumlah Rp 21.275.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI selaku Divisi Sosialisasi

Pendidikan Pemilh dan Saksi RISMAN PABONEAN selaku Kasubag
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tiga puluh ribu rupiah) yang atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa,
dicairkan oleh 'Sé_ksi !.I{NDA MARIA YAWAN sehingga sisa daﬁa kegiatan
sebesar Rp 120.530.000,- (seratus'dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu
rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan Pendid——ikan'Pemilih kepada Masyarakat Umum dengan anggaran
sebesar Rp 444_.700.000,- (empat. ratus empat puluh empat juta tujuh ratus
ribu rupiah) untuk. membiayai 8 (delapan) sub-kegiatan, yang seluruh dana
kegiatan terseBi]f{juga telah dicairkan seluruhnya, dengan rincian sebagai

berikut:
Nomor' - - Jumlah Tangggal
No Nomor SP2D
SPM
' Rp. 24.162.000,- 10 September
1 00378 | 190641302001617
2019
- Rp. 23.838.000,- 12 Desember
2 | 00517 | 190641302002523 | -
: 2019
3 | 00022 | 190641302000066 | Rp. 36.000.000,- | 28 Januari 2019
4 | 00083 | 190641302000234 | Rp. 30.000.000,- | 26 Februari 2019
5 | 00171 | 190641302000084 | Rp. 70.000.000,- 12 April 2019
6 | 00172 | 180641302000082 | Rp. 75.000.000,- 12 April 2019
190641302001630 | Rp. 33.479.000,- 11
- | 0030 p. 33.479.000 September
2019
190641302000252 . 2.521.000,- 31D b
8 | 00574 Rp esember
2019
- 190641302000255 | Rp. 12.000.000,- 31 Desember
9 | 00577
2019
10 | 00070 | 190641302000223 | Rp.2.700.000,- | 26 Februari 2019
190841302000254 | Rp. 2.700.000,- 31 Desember
11 | 00576
2019
12 | 00009 | 190641302000023 | Rp. 2.500.000,- 18 Januari 2019
13 | 00032 | 190641302000110 | Rp. 5.000.000,- | 06 Februari 2019
14 | 00148 | 190641302000455 | Rp. 1.500.000,- 29 Maret 2019
15 | 00278 | 190641302000977 | Rp. 1.000.000,- 20 Juni 2019
16 | 00279 | 190641302000978 | Rp. 1.000.000,- 20 Juni 2019
17 | o0ar9 190641302001624 | Rp. 5.000.000,- 11 September
2019
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00256- | 190641302000851 | Rp. 8.769.000,- 24 Mei 2019

4
5 | 00276 | 190641302000974 | Rp.43.593.000,- | 20 Juni2019
6 00239 190641302000791 | Rp. 5.000.000,- 14 Mei 2019
7 00240 - | 190641302000792 | Rp. 7.500.000,- 14 Mei 2019
- | 190641302001398 | Rp. 20.100.000,- 13 Agustus
8 00356
: 2019
| 190641302000024 | Rp. 13.425.000,- 18 Agustus
9 00010
_—_ , 2019
10 00137.. | 190641302000433 | Rp.7.175.000,- | 26 Maret 2019

Sub-kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan
Pemiihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan
DPRD Provinsil..Kabupatenl Kota ’tahun 2019 dengan anggaran sebesar
Rp 12.175.000;- (dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
Terdakwa meminta Saksi- LINDA MARIA YAWAN untuk menyerahkan uang
sejumlah Rp. 77175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
kepada Saksi PETRONELLA TOISUTA selaku Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemiliharvl’Umum (KPU) Kabupaten Supiori untuk pembelian ATK (Alat
Tulis Kantor) pada Divisi Hukum dan Pengawasan. Atas pencairan tersebut,
terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang atas
persetujuan dan pengesahén Terdakwa, dicairkan oleh Saksi LINDA MARIA
YAWAN sehingga sisa dana kegiatan sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya  Sub-kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam
Penyelenggaméﬁ Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota
DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupater/ Kota tahun 2019 dengan
anggaran sebesar Rp 163.131.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga
puluh satu ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN
untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 47.601.000,- (empat puluh tujuh juta
enam ratus satu ribu rupiah) kepada Saksi PETRONELLA TOISUTA dan
Saksi PAUL RUMBEKWAN untuk membiayai perjalanan dinas (termasuk
biaya foto copy dan sewa kendaraan) dalam kegiatan Penyelesaian Sengketa
Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Waki
presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun
2019 yang berlangsung di Jayapura dan di Jakarta. Terhadap anggaran

kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu masih terdapat
sisa anggaran sebesar Rp 120.530.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus
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oleh Saksi Yuhantn selaku D|rektur Utama _biaya tiket untuk 4 (empat) orang
penumpang kapal ke Pulau MIOSblfondI biaya tiket 7 (tujuh) penumpang kapal
ke Pulau Mapia,. biaya sewa 2 (dua) kamar kapal, biaya konsumsi di atas
kapal, biaya konsumsi d| pelébuhan; biaya sewa kapal Jonson yang
keseluruhan pembiéyaén térégbm di atas berjumlah
Rp. 360.810.16‘7',-3 (tiga rafus enam buluh juta delapan ratus sepuluh ribu
seratus enam b_ﬁluh tuj'uh, rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan
sebesar Rp. 1:‘?0.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh
tujuh ribu delapan ratus figa puluh tigé mpiah) Selanjutnya Terdakwa meminta
Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk menyimpan seluruh sisa anggaran
tersebut di brankas milik Terdakwa yang ada di rumahnya. Beberapa hari
kemudian Terd‘algwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN mengambil sisa
dana kegiatan ftersebu_t sejum]ah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan
sisa dana kegiath sejumlah Rp 100.587.833,- (seratus juta lima ratus delapan
puluh tujuh ribu delap‘an ratus tiga puluh tiga rupiah) tetap berada di dalam
brankas milik Terdakwa. ‘Namun sisa dana kegiatan sebesar Rp.
170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu
delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu, terdapat 2
(dua) sub-kegiatan yang terdiri dari; Kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan
Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan
anggaran sebesar Rp 12.175.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh lima
ribu rupiah) dan Keglatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota
DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan
anggaran sebesar Rp 163.131.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga
puluh satu ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk kegiatan Bantuan
Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu berjumiah Rp. 175.306.000,-
(seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), yang seluruhnya
telah dicairkan, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Jumlah Tangggal
No Nomor SP2D
SPM

00111 190641302000336 | Rp. 11.902.000,- | 12 Maret 2019
2 00123 190641302000420 | Rp. 38.675.000,- | 25 Maret 2019

3 | 00243 | 100841302000781 | Rp. 10.167.000- | 15 Mei2019 |
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menjadi hak taglh kepéda negara oleh Terdakwa bersama dengan Saksi
LINDA MARIA YAWAN selaku Bendahara Pengeluaran, antara lain:

Kegiatan Sewaqudérig dengan ang'garan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus
sepuluh juta ru—'p;)iah) y‘a'rig telah dicairkan seluruhnya, dengan rincian sebagai
berikut:

Nomor - Jumlah Tangggal

No Nomor SP2D
SPM
s i g Rp. 10.000.000,- 10 September
1 | 00416 | 190641302001846
_ 2019
Rp. 100.000.000,- 15 September
2 | 00423 | 190641302001876 o

Selanjutnya, Ter&akwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN menyerahkan
seluruh uang tersebut kepada Terdakwa untuk dikelolanya sendiri dalam
pembelanjaan item Kegiatan Sewa Gudang. Setelah Terdakwa menerimanya,
Terdakwa mel";'ibayar biaya Sewa Gudang kepada Saksi Trisnawati selaku
pemilik gudang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan
tanda terima/ kwitansi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
tertanggal 05 Oktober 2018 dengan keterangan untuk penyewaan gudang
selama 2 . (dua) tahun dan kwitansi sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas pembayaran tersebut, terdapat
sisa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tidak
dapat dipertanggung jawabkan.

Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke
TPS dengan anggaran sebesar Rp 531.398.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh
Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang telah
dicairkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Jumlah Tangggal
No Nomor SP2D

SPM i
00184 190641302000664 | Rp. 369.930.000,- 29 April 2019 |

2 00200 | 190841302000667 | Rp. 161.468.000,- | 29 April 2019 ]

Dana kegiatan' Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik
sampai ke TPS digunakan untuk membiayai kegiatan distribusi logistik ke
seluruh TPS yang tersebut di Kabupaten Supiori sesuai dengan Surat Perintah

Kerja (SPK) Nomor 03.01/ SPK/ LOG/ SEK/ KPU- SUF/ 1IV/ 2019 tanggal 19
April 2019 dengan CV. Ijaya Express selaku pihak penyedia yang diwakili
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f. Penggandaan . Alat |- Rp 18.000.000,-
Peragas  Pendidikan
Pemilih Pemilu 2019

g. Pendidikah Pemilih | Rp 83.700.000,-
Mobilisasi - Massa
(Konser Musik Pemiiih |
Berdaulat Negara Kuat)

h. KPU Run “Satu Tujuan | Rp 122.700.000,-
Melangkah bersama”

TOTAL Rp. 1.265.204.000,-

Bahwa adapun Mekanisme Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Supio‘ri. Tahun Ahggara\ 2019 berdasarkan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/
2019, dilakukan déngan cara; '
a) Melakukan permintaan dana sesuai program dan kegiatan setiap bulan
dalam 1 (satu) Tahun oleh Pejabat yang membidangi tugas yaitu Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
b) Melaksanakan pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) oleh Bendahara Pengeluaran APBN;
c) Melaksanakan pembayaran belanja kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori oleh Bendahara Pengeluaran APBN,;
d) Melaksanakan pertanggungjawaban atas belanja oleh Bendahara
Pengeluaran berupa :
@) Penwté_tan transaksi belanja dalam pembukuan yaitu Buku Kas Umum
~ dan Buku Pembantu lainnya; '
(2) Melaksanakan verivikasi atas belanja laporan pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

(3) Mengesahkan belanja sesuai dengan pencatatan ke dalam Aplikasi
Keuangan;

(4) Mengarsipkan seluruh bukti-bukti belanja perbulan dalam 1 (satu) tahun
Anggaran oleh Bendahara Pengeluaran

Bahwa realisasi anggaran kegiatan — kegiatan tersebut terlebih dahulu

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Kabupaten Biak

yang didasari Surat Perintah Membayar (SPM) yang tidak dilakukan pengujian
dan tidak dilakukan penelitian terhadap kebenaran materiil dan keabsahan

mengenai perintah pembayaran dan mengenai hak tagih kepada negara/yang
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Pengelolaan dan

Pendistribusian Ldgistik
sampai ke TPS

Bantuan | Hukum
Penyelesaian Kasus
Hukum Pemilu

Rp 175.306.000.-

a. Advokési Pemmasalahan

Hukum dalam
Penyélénggaraa_n |

Pemilihan Umum
Presidén dan :Wakil
presiden. dan -Anggota
DPR, DPD dan DPRD

Provinsi/ Kabupaten/ | .

Kota tahun 2019

Rp 12.175.000,-

. Penyelesaian sengketa

Hukum dalam
Penyelenggaraan

Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil
presiden dan Anggota
DPR,: DPD dan DPRD
Provinsi/ Kabupaten/
Kotaltghun 2019

-Rp-163.131.000,-

Pendidikan Pemilih kepada
Masyarakat Umum

Rp 448.500.000,-

a.

Konsolidasi Parmas
(Partisipasi Masyarakat)

Rp 48.000.000,-

Fasilitasi Pendidikan
Pemilih

Rp 79.500.000,-

Pendaftaran Lembaga
Survey dan
Penghitungan Cepat

Rp  5.000.000;-

. Lomba Selfie di TPS

Rp 35.400.000,-

. Lomba Kreasi Pentas

Seni Pemilih Pemula

Rp 52.400.000,-

i

|
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Umum, untuk membantu ;Terdakwé"é,ebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dalam meiaksanakan Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan
‘Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, berdasarkan

Keputusan Sekrétaris KPU Kabupaten Supiori Nomor Nomor : 02/KU.02.4-

Kpt/9119/Sek-Kab/1/2019 fentang Pembentukan tim Pengelola Keuangan

Anggaran 076 Komisi ‘Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran

2019 tanggal 05 Januari 2019, mengangkat:

—  Terdakwa sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

— Saksi Adolfina Tanan ditunjuk dan diangkat sebagai Operator Keuangan
(Aplikasi SAIBA):

- Sakai lka Sulistyowéti ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat
Penandatanganan' Surat Perintah Membayar (PPSPM) (Keputusan Komisi
Pemilihan Umﬁm (KPU) Kabupaien Supiori Nomor: 03/ Kpts. KPU/ 91/ I/
2019 tanggal 09 Januari 2019);

- Saksi Linda Maria Yawan sebagai Bendahara, yang berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/
Kpts. KPU/.91/ 1/ 2019'tanggal 09 Januari 2019 sebagai Bendahara
Pengeluaran KPU Kabupaten Supiori.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Supiori méndapatkan -Dana Rutin yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia sebesar

Rp 10.391.079.000,- (sepuluh milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tujuh

puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-

076.01 .2.659958/201 9 tanggal 05 besember 2018, selanjutnya dari hasil revisi

yang ke-5 (lima) Dana Rutin yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Supiori bertambah menjadi Rp 14.052.466.000,- (empat

belas milyar lima puiuh dua juta empat ratus enarn puluh enam ribu rupiah)

untuk sejumlah item kegiatan yang dilaksanakannya.

Bahwa berdasarkan hasil Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 tanggal 27 Desember

2019, terdapat realokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sejumiah kegiatan

antara [ain :

No Kegiatan Anggaran (Rp)
Rp 110.000.000,-

1. | Sewa Gudang
2. | Tambahan Jasa Rp 531.308.000 - J
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uang) untuk dlkelolanya dengan cara membayarkan sendiri kegiatan-kegiatan dari
KPU Supiori Tahun Anggaran 2019 yang mana dalam pembayaran tersebut tidak
sesuai dengan nominal yang semestlnya tertera dalam pagu anggaran,
selanjutnya sisa anggaran tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa
sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor
28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi daﬁ Nepotismé P_asal 5 Ayat (4) Jo. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) melakukan perbuatan memperkaya diri
terdakwa sendin sebesar Rp. 212.987.833,- (dua ratus dua belas juta sembilan
ratus delapan puluh tu;uh ribu delapan ratus tlga puluh tiga rupiah), dan
memperkaya orang lain yakni Saksi Linda Maria Yawan sebesar Rp.
335.109.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah), yang
merugikan keuangén negara atau/ perekonomian negara sebesar Rp.
548.069.833,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu
delapan ratus tiga puiuh tiga rupiah), atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut,
sebagaimana hasil perhitungan dari Bédan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 16 September 2021
dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus
Dugaan Tindak Pidana Kbrupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, perbuatan tersebut
dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
= Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP diangkat
sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Republik Indonesia Nomor: 53/ SDM.05.5-Kpt/ 05/ SJ/ I/ 2018 tanggal
24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Supiori dan juga bertindak selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor:
02/KU.02.4-Kpt/9119/Sek-Kab/Il2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola
Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun

Anggaran 2019.
* Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 124/ Kpts/

KPU/ Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan
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PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NAOMI QRPA DORCE MAYER, S. STP, selaku Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. (KPU) Republik Indonesia Nomor:
53/ SDM.05.5-Kpt/ 05/ SJ/ If 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan
Sekretaris Komisi ’Per'nilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dan juga selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan rﬁenjabat sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) p;a_da‘ Komris,i Pemi!ihan Umum Kabupaten Supiori Tahun
Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Sekrefaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori Nomor. 02/KU.02.4-Kpt/®119/Sek-Kab/ll2019  tentang
Pembentukan Tim. Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, sebagai orang yang yang melakukan,
yang menyuruh melakukén dah turut serta mélakukan perbuatan bersama dengan
Saksi Linda Maria Yawan selékuf Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umﬁm (KPU) Kabupaten Supiori Nomor:
03/ Kpts.KPU/ 91/ I/ 2019 tanggal 09 Januari 2019 (dilakukan penuntutan terpisah)
pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 09 Januari 2019
hingga bulan Desember 2019, atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat
di Kantor Komisi Pémilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori atau setidaknya
bertempat di Kabupaten Supioqi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus
perkaranya ini berdasarkan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum Terdakwa telah
membuat keputusan atau mengambil tindakan yang dapat berakibat timbulnya
pengeluaran uang atau tagihan atas beban Anggaran DIPA, walaupun keputusan
atau tindakan tersebut diambil tanpa menguiji kebenaran material surat-surat serta
keputusan atau tindakan tersebut diambil tanpa meneliti kebenaran dokumen,
sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) Jo. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal
29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2); Selain itu Terdakwa
yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah meminta

sejumiah dana dari Bendahara (meme_rintahkan _Bendahara untuk menyerahkan

Halaman 11 dari 206 Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Tpk/2022/PN Jap



Teknis Pemilu, untuk biaya BBM Sosiélismi Goes to School, biaya Sewa
Kursi 803|a||saS| KPU Goes to School blaya Pembinaan Pemilih Pemula,
biaya Blmtek Relawan Demokrasn blaya Sewa Gedung Sosialisasi KPU
Goes to School Pengamanan Sos:ahsasu KPU Goes to School tentang
surat suara dan pmdah pemilih. Atas pencairan tersebut terdapat sisa dana
kegiatan sebesar Rp. 58.225.000,- (lima puluh deiapan juta dua ratus dua
puluh lima nbu ruplah) yang atas persetu]uan dan pengesahan Terdakwa,
dicairkan oleh Sak5| LINDA MARIA YAWAN sehingga sisa dana sebesar
Rp. 58.225. 000 (lima pquh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu
rupiah) tidak dapat dtpertanggung jawabkan

Kegiatan Pendaﬁaran Lembaga Suwey dan Penghitungan Cepat dengan
anggaran sebesar Rp 5.000. 000 (hma juta rupiah), yang kegiatannya
sama sekah tidak terlaksana Akan tetapi, atas persetujuan dan
pengesahan Terdakwa dana kegla'an fersebut dicairkan oleh Saksi LINDA
MARIA YAWAN sehlngga dana kegiatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta
rupiah) tidak _dapat_ dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Lqrr;ba Selﬁel di TPS dengan pagu anggaran sebesar
Rp 35.400.000,- (tiga pufuh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang
kegiatannya sama sekali tidék terlaksana. Akan tetapi, atas persetujuan dan
pengesahan Térdakwa, dana kegiatan tersebut dicairkan oleh Saksi LINDA
MARIA YAWAN sehingga dana kegiatan sebesar Rp 35.400.000,- (tiga
puluh lima juta lémpat fatus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan Lbrq_ba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dengan pagu
anggaran sgbésar Rp 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat rafus ribu
rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk
menyerahkan seluruh uang tersebut untuk dikelolahnya sendiri yang
digunakan sebagai biaya kegiatan Event Organizer Lomba Jingle Pemilu
sejumiah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh
Saksi MUSLIADI melalui CV. Insan Jaya Merdeka. Atas pencairan tersebut,
dana kegiatan tersebut masih tersisa Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta
empat ratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan Penggandaané Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019
dengan anggaran sebesar Rp 18;OO0.000.~ (delapan belas juta rupiah).
Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN menyerahkan uang
sejumiah Rp. 1.985.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu
rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI untuk membiayai pembuatan

stiker, pamflet, baliho serta kegiatan lain. Atas pencairan tersebut, terdapat
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sisa dana keglatan sebesar Rp 16 015.000,- (enam belas juta lima belas
ribu rupiah) yang atas persetujaun dan pengesahan Terdakwa, dicairkan
oleh Saksi LINDA MARIA YAWAN sehingga sisa dana kegiatan sebesar
Rp. 16.015.000,- (enam belas juta lima belas ribu rupiah) tidak dapat
dlpertanggungjawabkan |

Kegiatan Pendldlkan Pemlllh Moblllsasu Massa (Konser Musik Pemilih
Berdaulat Negara Ku:aft) dengan pagu anggaran sebesar Rp 83.700.000,-
(delapan puluh‘ tiga‘ juta tujuh rafus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Divisi
Sosialisasi Pendidikan Pemilih yakni Saksi Selvia Mundoni untuk
membiayai kegiatan évent“orga’rA\izer konser musik Pemilu 2019 dengan
penyelenggara CV. Gavindo Pufra berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor
001/ SPK-SOS/ SEK—KPU/ SUP/ lli/ 2019 tanggal 25 Maret 2019 serta
membiaya keglatan honor pamtla konser musik sebanyak 12 (dua belas)
orang, pembellan nasi ikan telur sebanyak 100 (seratus) kotak, 3 (tiga)
karton fresa cup, 1 (satu) karton fresa cup, 40 (empat puluh) kotak nasi ikan
telur dengan jumlah Rp 82.101.500,- (delapan puluh dua juta seratus satu
ribu lima ratus r_Qpiah). Atas pencéiran dana kegaitan tersebut, terdapat sisa
dana kegiatan sebesar Rp. 1.598.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh
delapan ribu lima ratus rupiah) yang atas persetujaun dan pengesahan
Terdakwa, dicarikan oleh Saksi LINDA MARIA YAWAN gunakan sehingga
sisa 4' dana kegiatan sebesar
Rp. 1.598.500(- (s.atu juta lima r_atqs sembilan puluh delapan ribu lima ratus
rupiah) tidak .qapat dipgrtanggun‘gjgwabkan.

Kegiatan KPU Run “Satu Tujuan Melangkah bersama’ dengan pagu
anggaran sebesar Rp 122.700.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus
ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi
Pendidikan Pemilih yakni Saksi Selvia Mundoni untuk membiayai kegiatan
jasa event organizer KPU Run Pemilu Damai 2019 sesuai Surat Perintah
Kerja Nomor 002/ SPK-SOS/ SEK-KPU/ SUP/ Ill/ 2019 tanggal 25 Maret
2019, pembayaran honor KPU Run, 50 (lima puluh) kotak nasi ayam ikan,
50 (lima puluh) nasi ikan telur, pembelian jumbo nasi, setrika, termos panas,
kulkas polytron, TV Polytron, Dispenser Miyako, 1 (satu) dus kue nastar, 4
(empat) bungkus kue pia, 310 (tiga ratus sepuluh) kue camp serta sewa
kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak kendaraan yang berjumiah
Rp. 98.197.500,- (sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh

ribu ima ratus rupiah). Atas pencairan tersebut, terdapat sisa dana kegiatan

sebesar
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Rp. 24.502.‘50_"0,- (dua puluh erﬁpat juta lima ratus dua ribu lima ratus
rupiah) yang étas perset}.ljuan dan bengesahan Terdakwa, dicairkan oleh
Saksi LINDA MARIA YAWAN sehingga sisa dana kegiatan sebesar
Rp. 24.502.500,- (dua puluh empat juta lima ratus dua ribu lima ratus
rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa seharusny;a seluruh ddkumen atau surat — surat yang menjadi dasar

keputusan ataq tindakan yang dapat berakibat timbulnya pengeluaran uang

atau tagihan atas beban anggararilePA ailakukan penelitian dan pengujian
terhadap kebenaran materialnya, akan tetapi Terdakwa bersama dengan

Saksi LINDA MARIA YAWAN tidak melakukan pengujian dan tidak melakukan

penelitian terhadap dokumen atau surat — surat yang menjadi dasar keputusan

atau tindakan yang dapat berakibat timbuinya pengeluaran uang atau tagihan
atas beban ariééaran DIPA, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan
dengan Undahgfundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara Pasal 1é Ayat (3) ’Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/

PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran

dalam Rangka Rélaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal

40 Ayat (2) Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11

Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian

Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur sebagia

berikut: B

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara:
“Pejabat yané" menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban
APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang
timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal
29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat
(2) Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal
11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian
Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:

“Pembayaran tagihan kepada penyedia barangfasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan' berdasarkan bukti-bukti

yang sah yang mefiputi:
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Bukti perjanjian/kontrak;

Referensi Bank 'yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barang/jasa;

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;

Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;

Berita Aéara’ Pembayaran;

Kuitansi yang teléh ditandét'an_géni oleh penyedia barang/jasa dan
PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; o .

Faktur lpajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;

Jaminén yang dikeiuarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan
atau perusahaan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah; dan/atau

Dokumén lain  yang  dipersyaratkan  khususnya  untuk
perjanjian/kontrak vyang dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana
dipersyaratkan dalam naskah pefjanjian pinjaman atau hibah
dalam/luar negeri bersangkutan.

= Bahwa seharus-ng‘a dala'm | pémbelanjaan item - item kegiatan di KPU
Kabupaten Supiori dilakukan secara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, akan tetapi kenyataannya Terdakwa telah meminta sejumiah dana
dari Bendahara untuk dikelolanya dengan cara membayarkan sendiri
kegiatan-kegiatan dari KPU Supiori Tahun Anggaran 2019 yang mana dalam
pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nominal yang semestinya tertera
dalam pagu anggaran, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan
Undang-Undang Rl Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 Ayat (4)

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme:

“tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”
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- Pasal 3 Ayat ) dan A;Iat (3) Pératuran Menteri Keuangan Nomor 190/
PMK.05/ 261 2 tanggél 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran
dalam Ranéka Pelék$énaan Ang'jgarén Pendapatan dan Belanja Negara:
(2) “Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi
pengeluaran negara
(3) “Pengeluaran negara sebaga|mana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
dilaksanakan jlka alokaS| dananya tldak tersedia atau tidak cukup tersedia
dalam DIPA".

Bahwa pel‘buatanTerdakwa sebagaiméﬁa uraian di atas telah memperkaya

diri Terdakwa sendiri sébesar Rp. '212:987.833,- (dua ratus dua belas juta

sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)
yang berasal dari selisih bembayaran datam ilem kegiatan Sewa Gudang,

Tambahan Jasa Pengeiélaan, dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS,

Pendidikan Periilih kepada' Masyarakat Umum (dalam sub kegiatan Lomba

Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula) dan tetlah memperkaya orang lain yakni

Saksi LINDA MARIA YAWAN sebesar Rp. 335.109.000,- (tiga ratus tiga puluh

lima juta seratus sembilan ribu rupiah) yang berasal dari selisih pembayaran

dalam item kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian

Logistik sampai ke TPS, Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu,

Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama — sama

dengan Saksi LINDA MARIA YAWAN sebagaimana uraian diatas, telah

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar

Rp. 548.069.833,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh sembilan

ribu delapan rafd-s"tiga pdiuh ﬁéa rupiah), dengan rincian:

L

No. Kegiatan Realisasi Pencairan | Realisasi Riil | Selisih (Rp)
Dana Rutin SP2D sesuai
(Rp) Peruntukanny
a (Rp)
Sewa Gudang 110.000.000,- 50.000.000,- | 60.000.000,-

2. | Tambahan Jasa
Pengelolaan dan

Pendistribusian 531.398.000,- 360.810.167,- | 170.587.833,-
Logistik . sampai
ke TPS

3. |Bantuan Hukum 175.308.000 .- | 54.776.000,j 120.530.000 - f
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Penyelesaian
Kasus . Hukum
Pemilu

4. | Pendidikan
Pemilih . kepada

, 444.700.000,- 247.721.000,- | 196.979.000,- |
Masyarakat . ;

Umum . -
JUMLAH. Rp 1.261.404.000,- | 713.307.167,- | 548.096.833,-

atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan
dari Badan Pengawasan Keuangah dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Papua tanggal 16 September 2021 dalam Laporan Hasil Audit
Penghitungan Keruglan Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Suplon Tahun Anggaran 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
Ayat (1) Jo Pasal 18 UU. Rl. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas UU. RIl. Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER, S. STP, selaku Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat
Keputusan Sékfétaris Jenderal Komisi | Pemilihan Umum (KPU) Republik
Indonesia Nomor: 53/ SDM.05.5-Kpt/ 05/ SJ/ I/ 2018 tanggal
24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemifihan Umum
(KPU) Kabupaten Supiori dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang
juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan
Pengelolaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori
Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Supiori Nomor: 02/KU.02.4-Kpt/9119/Sek-Kab/1/2019
tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, sebagai orang
yang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta
melakukan perbuatan bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan selaku

Bendahara Pengeiuaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
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Supiori yang d‘itqnjuk dan diangkat berdg;sarkan Surat Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan’ Urﬁum (KPU) Kabuhéfen Supiori Nomor: 03/ Kpts.KPU/ 91/
I/ 2019 tanggal Q9 Januari 2019 (dilakukah 4penuntutan terpisah) pada hari dan
tanggal yang tidak dapat .diifi-gat lagi a'ntara tanggal 09 Januari 2019 hingga
bulan Desembér.2019., afa_u setidak-tidakn,ya pada tahun 2019, bertempat di
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori atau setidaknya
bertempat di Kabupaten Supiori atéq setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk_ dalam daerah hukurh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkaranya ini be'rd‘asarkan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni menguntungkan diri
Terdakwa . - sendiri sebesar
Rp. 212.987.833,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh
tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan telah menguntungkan diri
orang lain yakni Saksi Linda Maria Yawan sebesar Rp. 335.109.000,- (tiga
ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah), menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau karena kedudukan, yakni Terdakwa dalam jabatannya selaku Kuasa
Pengguna Anggaran telah menyalahgdnakan kewenangan dan kesempatan
dalam mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta telah menyalahgunakan
kewenangan dan kesempatan karena membuat dan menandatangani Surat
Perintah Pembayaran tanpa menguji kebenaran, keabsahan serta akibat yang
timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; Selain
itu Terdakwa telah menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban
APBN berupa laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran,
yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar
Rp. 548.069.833,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh sembilan
ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), atau setidak tidaknya sekitar jumlah
tersebut, sebagaimana hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 16 September
2021 dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
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Bahwa pada —tahun 2019 TerdakWa‘ Haomi Orpa Dorce Mayer, S.STP
diangkat sebagal Sekretans Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 53/ SDM.05.5-Kpt/

05/ SJ/ I/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris

Komisi Pemlhhan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang karena

jabatannya secara melekat juga bertindak selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) yang juga merangkep sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen dalam kegiatan Pengelolaan Dana Rutin Pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Supioﬁ Tahun Anggaran 2019 berdasarkan

Keputusan Sékretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor:

02/KU.02. 4-—Kpt/9119/Sek-Kab/l/2019 tentang Pembentukan  Tim

Pengelola Keuangan Anggaran 076 Kom|s| Pemilihan Umum Kabupaten

Supiori Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 124/

Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, untuk membantu Terdakwa sebagai Kuasa

Pengguna'Anggaran (KPA) dalam melaksanakan Pengelola Keuangan

pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran

2019, berdasarkan Keputusan Sekretasis KPU Kabupaten Supiori Nomor

Nomor : 02/KU.02.4-Kpt/9119/Sek-Kab/A/2019 tentang Pembentukan tim

Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Supiori Tahun_ Anggaran 2019 tanggal 05 Januari 2019, mengangkat:

_  Terdakwa sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

— Saksi Adolfina Tanan ditunjuk dan diangkat sebagai Operator
Keuangan (Aplikasi SAIBA);

—~ Sakai lka Sulistyowati ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/ Kpts.
KPU/ 91/ I/ 2019 tanggal 09 Januari 2019)

— Saksi Linda Maria Yawan sebagai Bendahara, yang berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor:
03/ Kpts. KPU/ 91/ I/ 2019 tanggal 09 Januari 2019 sebagai
Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Supiori

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilinan Umum Nomor:

124/ Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman
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Teknis Pelaksafiaan Anggaran’ Bagian Anggaran 076 di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Tugas Terdakwa selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) ialah:

a. Menyusun DIPA :

b. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

c. Menetapkan Pejabat' Penguji] Penandatangan Surat Perintah
Membayar - -

Menetapkan panitia/ pejabat pengadaan/ penerima hasil pekerjaan

Menyusun’rencana umum pengadaan

Membeiikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan

@ ™ o o .

Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

h. Menyusun ié‘poran keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran

Sedangkan Tugas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

ialah; '

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan
dana berdasarkan DIPA

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa
Menetapkan rencana pengadaan barang/ jasa
Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan jadwal kegiatan
pengadaan

e. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak
denga‘np'e‘riyedia barang/ jasa

f. Melaksanakan kegiatan swakelola

g. Memberitahukan kepada kuasa. BUN/ KPPN atas perjanjian/ kontrak
yang dilakukan

h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak

i. Menguji dan menandatngani surat bukti mengenai hak tagih kepada
Negara

j.  Membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran dengan

menguji:

a) Kelengkapan dokumen tagihan

b) Kebenaran perhitungan tagihan

c) Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas
beban APBN ‘
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d) Kééééuaian spésiﬁkaéi teknis dan volume barang/ jasa
sebagaimana yang tefc;'antufh dalam perjanjian/ kontrak dengan
barang/ jééa yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa

e) Kesesuaian spésifikasi teknis dan volume barang/ jasa
sebagéimana yang tercantum pada dokumen serah terima
barang/ jasa dengan dokumen pegjanjian/ kontrak

f) Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara

g Ketéb’atan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana
yang tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan
dokumen perjanjian/ kontrak

h) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan secara bulanan
kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat antara lain;

a. Perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang telah
ditandatangani -

b. Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/
jasa '

c.” Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya

d. Jangka waktu penyelesaian tagihan

k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran déngan berita acara penyerahan

. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatéh 3 '

m. Melaksanakan tugas dan wewehang lainnya yang berkaitan dengan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara
sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Supiori mendapatkan Dana Rutin yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia

sebesar Rp 10.391.079.000,- (sepuluh milyar tiga ratus Sembilan puluh

satu juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019

Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/2019 tanggal 05 Desember 2018,

selanjutnya dari hasil revisi yang ke-5 (lima) Dana Rutin yang diterima oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori bertambah menjadi Rp

14.052.466.000~ (empat belas milyar lima puluh dua juta empat ratis
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enam puluh enam r|bu ruplah) untuk sejumiah item kegiatan yang

dllaksanakannya
Bahwa berdasarkan hasil ‘Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.012. 659928/ 2019 tanggal
27 Desember 2019, terdapat ankasx anggaran yang diperuntukkan bagi
sejumiah kegiatan antara lain

N

Kég‘iatah -

Anggaran (Rp)

Sewa Gudang

Rp 110.000.000 -

o
1.
2

Tambahan ] Jasa
Pengelolaan ~ dan
Pendistribusian Ldgistik
sampai ke TPS

Rp 531.398.000,-

Bantuan | Hukum
Penyelesaian ~ Kasus
Hukum Pemilu

Rp 175.306.000,-

a. Advokasi Permasalahan
Hukum dalam
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Présiden dan  Wakil
presiden dan Anggota
DPR, DPD dan DPRD
Provinsi/
Kota tahun 2019

Rp 12.175.000.-

.Kabupaten/ | .

b. Penyelesaian sengketa
Hukum dalam
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil
presiden dan Anggota
DPR, DPD dan DPRD
Provinsi  Kabupaten/

Kota tahun 2019

Rp 163.131.000,-

Pendidikan Pemilih kepada
Masyarakat Umum

Rp 448.500.000,-

I
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a. Konsqlida'si. _L__‘,Farmas Rp 48.000.000,-
(Partisipasi Masyarakat)
b. Fasilitasi Pendidikan Rp 79.500.000,-

Pemilih

c. Pendaftaran Lembaga | Rp 5.000.000,-
Survey ‘ dan
Penghitungan Cepat |

d. Lomba Selfie di TPS Rp 35.400.000,-

Rp 52.400.000,-

e. Lomba Kreasi Pentas
Seni Pemilih Pemula

f. Penggandaan - Alat| Rp 18.000.000,-
Peraga  Pendidikan
Pemilih Pemilu 2019

g. Pendidikan ~ Pemilih | Rp 83.700.000,-
Mobilisasi . Massa

(Konser Musik Pemilih
Berdaulat Negara Kuat)

h. KPU .Run “Satu. Tujuan | Rp 122.700.000,-
Melangkah bersama”
TOTAL Rp.

1.265.204.000,-

Bahwa adapun Mekanisme Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Kabupateh Supion‘ Tahun Anggaran 2019 berdasarkan

Daftar Isian Pelaksanaan Ahggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-

076.01.2.659928/ 2019, dilakukan dengan cara;

a) Melakukan permintaan dana sesuai program dan kegiatan setiap bulan
dalam 1 (satu) Tahun oleh Pejabat yang membidangi tugas yaitu

~ Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);

b) Melaksanakan pencairan dana sesusi dengan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Pengeluaran APBN;

c) Melaksanakan .pembayaran belanja kegiatan pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Supiori oleh Bendahara Pengeluaran APBN;

d) Melaksanakan pertanggungjawaban atas belanja oleh Bendahara

Pengeluaran berupa :

(1) Pencatatan transaksi belanja dalam pembukuan yaitu Buku Kas

Umum dan Buku Pembantu lainnya;
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(2) Melékéanékah verivikasi étas belanja laporan pertanggungjawaban
Bendahara Pengéluara_n oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
(3) Mengesahkan Bé'lanja sesuai dengan pencatatan ke dalam Aplikasi
Keuangan;,
4) Mengja{sipk_an_sgluruh bukti-bukti belanja perbulan dalam 1 (satu)
tahun A‘hggaran oleh Bendahara Pengeluaran
= Bahwa realisasi aanggaran kegiatan - kegiatan tersebut terlebih dahulu
diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Kabupaten
Biak yang didasari' Surat Perintah Membayar (SPM) yang tidak dilakukan
keabsahan méﬁéenai perintah pembayaran dan mengenai hak tagih
kepada negaralyang menjadi hak tagih kepada negara oleh Terdakwa
bersama dengan Saksi LINDA MARIA YAWAN selaku Bendahara
Pengeluaréﬁ, éﬁtara l‘ain.: | -
» Kegiatan Sewa Gudang dengan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,-
(seratus sepuluh juta rupiah), telah dicairkan seluruhnya dengan rincian
sebagai berikut; | ‘

Nomor , , ,
No Nomor SP2D Jumlah Tangggal
SPM
PR 10
1 00416 | 190641302001846. | Rp. 10.000.000,- September
2019
15
2 | 00423 | 190641302001876 | Rp. 100.000.000,- | September
2019

Selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU
Kabupaten Supiori Tahun 2019 dengan kewenangan yang ada padanya
meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN, untuk memberikan seluruh dana
kegiatan tersebut kepadanya. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa
membayar biaya sewa gudang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) kepada Saksi TRISNAWATI dengan kwitansi dengan tanda
terima/ kwitansi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal
05 Oktober 2018 dengan keterangan untuk penyewaan gudang selama 2
(dua) i ”t'ahun dan kwitansi sebesar

Ro. 10.000.000; (sepulun juta rupiah). Atas pembayaran ferseblr,
terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puiuh juta
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rupiah). Terdakwa yang seharusnya menmwam penatausahaan transaksi
dana keglatan dimaksud justru tidak dapat mempertanggung jawabkan
sisa dana keguatan sebesar Rp 60 000. 000,- (enam puluh juta rupiah).
Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik
sampai ke TPS dengan anggaran sebesar Rp. 531.398.000,- (Lima Ratus
Tiga Puluh: Satu Juta Tlga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah),
telah dmlrkan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

Nomor: L . Jumlah Tangggal
No Nomor SP2D
SPM . o

00184 | 190641302000664 | Rp. 369.930.000,- | 29 April 2019

2 | 00200 | 190641302000667 | Rp. 161.468.000,- | 29 April 2019

Pencairan Idana kegiatan Tahbahan Jasa Pengelolaan dan
Pendlstnbu3|an Logistik sampal ke TPS digunakan untuk membiayai
kegiatan dlStl'IbUSl loglstlk ke seluruh TPS yang berada di Kabupaten
Supiori sesuai de_ngan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03.01/ SPK/
LOG/ SEK/ KPU- SUP/ v/ 2019 tanggal
13 April 2019 dengan CV. Ijaya Express selaku pihak penyedia yang
diwakili oleh §aksu qulantl selaku Direktur Utama, biaya tiket untuk 4
(empat) orang penumpang kapal ke Pulau Miosbifondi, biaya tiket 7 (tujuh)
penumpang kapal ke Pulau Mapia, biaya sewa 2 (dua) kamar kapal, biaya
konsumsi di atas kapal, biaya konsumsi di pelabuhan, biaya sewa kapal
Jonson yang keseluruhan pembiayaan tersebut di atas berjumlah Rp.
360.810.167,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu
seratus eném pdluh tujuh rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan
sebesar Rp. 170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan
puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya
Terdakwa karena kewenangan yang ada padanya meminta Saksi Linda
Maria Yawan untuk menyimpan sisa dana kegaitan tersebut di dalam
brankas yang'ada di rumahnya. Beberapa hari kemudian atas permintaan
Terdakwa, Saksi Linda Maria Yawan mengambil lagi sisa anggaran
sejumiah Rp 70.000.000,- (fujuh puluh juta rupiah). Sementara sisa dana
sejumiah Rp 100.587.833,- (seratus juta lima ratus delapan puluh tujuh
ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut tetap berada di brankas
milik Terdakwa. Terdakwa yang seharusnya bertugas untuk mengawasi
penatausahaan transaksi dana kegiatan dimaksud justru tidak dapat

mempertanggungjawabkan sisa dana kegiatan sebesar 170.587.833,-
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(seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus
tiga puluh tig a rupiah) tei'éebut. -

Kegiatan Bantuan.Hukurﬁ Penyélesaian Kasus Hukum Pemiilu, terdapat 2
(dua) sub-kegiatan yang ter_diri._da_ci; Kegiatan Advokasi Permasalahan
Hukum dalém Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota
tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 12.175.000,- (dua belas juta
seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Penyelesaian sengketa
Hukum dalam Penyelenggaraan ‘Pe;milihan Umum Presiden dan Wakil
presiden dan Anggota DPR, DPD dén DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota
tahun 2019 - dengan - anggaran sebesar
Rp 163.131.000,- (sera‘tu's' enam puiuh tiga juta seratus tiga puluh satu
ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum
Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu berjumiah Rp. 175.306.000,- (seratus
tujuh puluh lima juta tiga. ratus enam ribu rupiah), yang seluruhnya teiah
dicairkan dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Jumlah Tangggal

No Nomor SP2D
SPM o

Rp. 11.902.000,- 12 Maret

1 00111 | .190641302000336
- 2019

Rp. 38.675.000,- 25 Maret

2 00123 190641302000420
2019

00243 190641302000781 | Rp. 19.167.000,- | 15 Mei 2019

00256 | 190641302000851 Rp. 8.769.000,- | 24 Mei2019

00239 1.90641 302000791 | Rp.5.000.000,- | 14 Mei2019

3

4

5 00276 190641 302000974 | Rp. 43.593.000,- | 20 Juni2019
-

7

00240 190641302000792 | Rp. 7.500.000,- | 14 Mei2019

190641302001398 | Rp. 20.100.000,- | 13 Agustus

8 00356
2019
190641302000024 | Rp. 13.425.000,- | 18 Agustus
9 00010
; 2019
| 190641302000433 | Rp. 7.175.000,- 26 Maret
10 | 00137 2019

Dalam sub-kegiatan Advokasi Pemasalahan Hukum dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan
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Anggota DPR DPE?)‘da;fDP’RI‘D' ﬁrovinsil Kabupaten/ Kota tahun 2019
dengan anggaran sebesar Rp 12 175 000,- (dua belas juta seratus tujuh
puluh lima nbu ruplah) kemudlan Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA
YAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus
tujuh puluh Ilma ribu ruplah) kepada Saksi PETRONELLA TOISUTA
selaku Kepala Sub Baglan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Suplon untuk pembehan ATK (Alat Tulis Kantor) pada Divisi
Hukum dan Pengawasan. Atas pencairan tersebut terdapat sisa anggaran
sebesar Rp 5.000.000,- (I.ima. juta rupiah) yang seharusnya
pe'watausahaan transaksi ”dia.wa‘si dleh Terdakwa, namun justru karena
kesempatan yang ada padanya membeﬂkan persetujuan dan pengesahan
kepada Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk mencairkan sisa dana
kegiatan sebesar Rp S. 000.000,- (lima juta rupiah), sehingga tidak dapat
dipertanggung jawabkan. :

Selanjutnya dalam sub-keglatan Penyelesalan sengketa Hukum dalam
Penyelenggar.aan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan
Anggota DPR, DPD dan JDP.RD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019
dengan anggéran sebesar Rp 163.131.000,- (seratus enam puluh tiga juta
seratus tiga puluh satu ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi
LINDA MARIA YAWAN menyerahkan uang sejumiah
Rp. 47.601.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah)
kepada Saksi PETRONELLA TOISUTA dan Saksi PAUL RUMBEKWAN
untuk membiayai per]'élanan ‘dinas (termasuk biaya foto copy dan sewa
kendaraan). dalam keglatan Penyelesalan Sengketa Hukum dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan
Anggota DPR, DPD dan:DPRD Provinsi Kabupaten/ Kota tahun 2019
yang berlangsung di Jayapura dan di Jakarta. Sehingga terdapat sisa
anggaran sebesar Rp 120.530.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tiga
puluh ribu rupiah) ‘'yang dengan kesempatan yang ada padanya,
memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi Linda Maria
Yawan untuk mencairkan sisa dana kegiatan sebesar Rp 120.530.000,-
(seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga tidak
dapat dipertanggung jawabkan.

Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum yang terdiri dari 8
(delapan) sub-kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 444.700.000,-
(empat ratus empat puluh empat juta twjuh ratus ribu rupiah) telah

dicairkan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:
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Nomor AR, Jumlah Ta al
No ™ Nomor SP2D Hme bea
SPM_
; Rp. 24.162.000,- | 10 September
1 | 00378 | 190641302001617
2019
alis Rp. 23.838.000,- | 12 Desember
2 | 00517 | 190641302002523
2019
- ") Rp. 36.000.000,- 28 Januari
3 | 00022 | 190641302000066
2019
' ' Rp. 30.000.000,- 26 Februari
4 | 00083 | 190641302000234
2019
00171 190641302000084 | Rp. 70.000.000,- | 12 April 2019
6 | 00172 | 190641302000082 Rp. 75.000.000,- | 12 April 2019
190641302001630 | Rp. 33.479.000,- | 11 September
7 | 00390
_ 2019
190641302000252 | Rp.2.521.000,- | 31 Desember
8 | 00574~ :
) ' 2019
: 190641302000255 | Rp. 12.000.000,- | 31 Desember
9 | 00577-| - 3
_ 2019
190641302000223 | Rp. 2.700.000,- 26 Februari
10 | 00070-| - L
. 2019
190641302000254 | Rp.2.700.000,- | 31 Desember
11 | 00576 - :
: 2019
12 | o0ose. _1 9064_1_3_02000023 Rp. 2.500.000,- 18 Januari
2019
: 190641302000110 . 5.000.000,- 06 Februari
13 | 00032 "%
2019
14 | 00148 | 190641302000455 | Rp. 1.500.000,- | 29 Maret 2019
15 | 00278 | 190641302000977 | Rp. 1.000.000,- 20 Juni 2019
16 | 00279 | 190641302000978 | Rp. 1.000.000,- 20 Juni 2019
190641302001624 | Rp. 5.000.000,- | 11 September
17 | 00379
2019
190641302000253 | Rp. 3.000.000,- | 31 Desember
18 | 00575
2019
190641302000222 | Rp. 3.700.000,- 26 Februari
19 | 00069 2019
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100841302002270 | Rp. 3.700.000,- | 29 November
20 | 00462-| 1
2019
190641302002271 | Rp. 3.700.000,- | 29 November
21 | 00463 s e |
2019
190641302002564 | Rp. 6.700.000,- | 16 Desember
22 | 00529 |. . .
2019
190641302000022 | Rp. 5.000.000,- 18 Januari
23 | 00008 -
* 2019
190641302000109 | Rp.11.000.000, | 06 Februari
24 | 00031 -
i 2019
25 | 00147 | 190641302000454 | Rp. 16.500.000,- | 29 Maret 2019
26 | 00208 | 190641302000014 | Rp.9.000.000- | 02 Mei2019
57 1 00211 | - 190641302000009 | Rp. 43.000.000,- | 02 Mei2019
190641302000247 | Rp. 11.000.000,- | 31 Desember
28 | 00569 ot

0 Kegiata‘n~ Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat) dengan
anggarah sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah),
Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk menyerahkan
uang sejumlah Rp. 24.162.000,- (dua puluh empat juta seratus enam
puiluh dué ribu rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI dan Saksi
RISMAN PABONEAN'daIam rangka kegiatan Konsolidasi Partisipasi
Masyarakét yang diselenggarakan di Manado (Sulawesi Utara). Atas
pencairan dana kegiatan tersebut terdapat sisa dana sebesar Rp
23.838.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu
rupiah), yang seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh
Terdakwa, namun justru karena kesempatan yang ada padanya
memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi LINDA
MARIA' YAWAN untuk mencairkan sisa dana kegiatan sebesar Rp
23.838.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu
rupiah) sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan anggaran sebesar
Rp 79.500.000,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah),
Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk menyerahkan
uang sejumiah Rp 21.275.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh

puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI selaku Divisi
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Sosialisasi Pendidkan Pemilh den Saksi RISMAN PABONEAN
selaku Kasubag Teknis Pemllu untuk biaya BBM Sosialisasi Goes to
School, blaya Sewa Kursi ‘Sosialisasi KPU Goes to School, biaya
Pembinaan Pemilih Pemula, btaya Bimtek Relawan Demokrasi, biaya
Sewa ‘_G'ed_'ung ,S,‘oslriélisas_i—" KPU Goes to School, Pengamanan
Sosialisasi KPU Goes to School tentang surat suara dan pindah
pemilih. Atas per{béiran tersebut terdapat sisa dana kegiatan sebesar
Rp. 58. 225 000 (I|ma puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima
ribu ruplah) yang seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh
Terdakwa, namun justru karena kesempatan yang ada padanya
memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi LINDA
MARIA YAWAN untuk mencairkan sisa dana kegiatan sebesar Rp.
58.225.000,- (ima puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu
ruplah) sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat
dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang
keglatannya sama sekah tidak terlaksana. Akan tetapi, Terdakwa
dengan kesempatan yang ada memberikan persetujaun dan
pengesahan kepada Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk mencairkan
seluruh anggaran tersebut sehingga seluruh dana kegiatan dimaksud
tidak dapat dlpertanggung jawabkan.

Kegiatan Lomba Selﬁe di TPS dengan pagu anggaran sebesar
Rp 35.400.000,- (tlga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang
kegiatannya samé sekali tidak terlaksana. Akan tetapi, Terdakwa
dengan 'kesembétan byéng ada memberikan persetujuan dan
pengesahan kepada Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk mencairkan
seluruh anggaran tersebut sehingga seluruh dana kegiatan dimaksud
tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dengan pagu
anggaran sebesar Rp ' 52.400.000.- (lima puluh dua juta empat ratus
ribu rupiah), Terdakwa dengan kesempatan yang ada padanya
meminta Saksi Linda Maria Yawan untuk menyerahkan seluruh dana
kegiatan tersebut untuk dikelolanya sendiri. Dana kegiatan tersebut
Terdakwa  serahkan kepada Saksi MUSLIADI  melalui
CV. Insan Jaya Merdeka untuk pelalsanaan kegiatan Event Organizer

Lomba Jingle Pemilu sejumiah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah). Atas pencairan dana tersebut, terdapat sisa dana kegiatan
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sebesar Rp 32.400.000,- (tlga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
yang mana seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh
Tendakwa akan tetapi sisa dana kegiatan sebesar
Rp. 32.400.000,- (t|ga pquh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak
dapat dipertanggung jawabkan

Keglatan Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019
dengan pagu anggaran sebemr Rp 18.000.000,- (delapan belas juta
rupiah), Terdakwa memlnta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk
menyerahkan uang sebesar Rp.1.985.000 - (satu juta sembilan ratus
delapan puluh lima ribu ruplah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI
untuk memblayal keglatan memblayal pembuatan stiker, pamflet,
baliho serta keglatan Ialnnya Atas pencairan tersebut, terdapat sisa
dana , keglatan : sebesar
Rp. 16.015.000,- (enam belas juta ima belas ribu rupiah) yang
seharusnya penatausahaan transak3| diawasi oleh Terdakwa, namun
justru karena kesempatan yang ada padanya memberikan
persetujuan dan pengesahan kepada Saksi LINDA MARIA YAWAN
untuk mencairkan sisa dana kegiatan dimaksud sehingga sisa dana
kegiatan sebesar Rp. 16.015.000,- (enam belas juta lima belas ribu
rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Peﬁdidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilih
Berdaulat Negara Kuat) dengan pagu anggaran sebesar
Rp 83.700.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih yakni Saksi
Selvia Mundoni untuk membiayai kegiatan event organizer konser
musik Pemilu 2019 dengan penyelenggara CV. Gavindo Putra
berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 001/ SPK-SOS/ SEK-KPU/
SUP/ 11l 2019 tanggal 25 Maret 2019 serta membiaya kegiatan honor
panitia konser musik sebanyak 12 (dua belas) orang, pembelian nasi
ikan telur sebanyak 100 (seratus) kotak, 3 (tiga) karton fresa cup, 1
(satu) karton fresa cup, 40 (empat puluh) kotak nasi ikan telur dengan
jumlah Rp. 82.101.500,- (delapan puluh dua juta seratus satu ribu lima
ratus rupiah). Atas pencairan dana kegaitan tersebut, terdapat sisa
dana kegiatan sebesar

Rp. 1.598.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima
ratus rupiah), yang seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh

Terdakwa, namun justru karena kesempatan yang ada padanya
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membenkan persetujuan &an pengesahan kepada Saksi LINDA
MARIA YAWAN untuk mencalrkan sisa dana kegiatan dimaksud
sebesar Rp 1.598.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan
ribu I|ma ratus ruplah) sehlngga tidak dapat dipertanggung jawabkan.
(o] Keglatan KPU Run “Satu Tu1uan Melangkah bersama” dengan
- anggaran sebesar Rp 122. 700 000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh
ratus ribu rupiah), selanjutpya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh
Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemillh yakni Saksi Selvia Mundoni
untuk mer'ﬁbiayai 'kegiatan jasa event organizer KPU Run Pemilu
Damai 2019 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 002/ SPK-SOS/ SEK-
KPU/ SUP/ I/ 2019 tanggal 25 Maret 2019, pembayaran honor KPU
Run, 50 (lima puluh) kotak nasi ayam ikan, 50 (lima puluh) nasi ikan
telur, perhbelian jumbo nasi, setrika, termos panas, kulkas polytron,
™V Polytron Dlspenser Mlyako 1 (satu) dus kue nastar, 4 (empat)
bungkus kue pia, 310 (tlga ratus sepuluh) kue camp serta sewa
kendaraan dan pembellan bahan bakar minyak kendaraan dengan
jumiah Rp 98.197. 500 (sembllan puluh delapan juta seratus
sembilan puluh tujuh nbu lima ratus rupiah). Atas pencairan tersebut,
terdapat sisa dana kegiatan sebesar
Rp. 24.502.500,- (dua puluh empat juta lima ratus dua ribu lima ratus
rupiah), yang seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh
Terdakwa, namun justru karena kesempatan yang ada padanya
memberikan persetujuan:dah pengesahan kepada Saksi Linda Maria
Yawan untuk mencairkan sisa dana kegiatan sebesar
Rp. 24.502.500,- (dua puluh empat juta lima ratus dua ribu lima ratus
rupiah) sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Bahwa tindakan Terdakwa tersebut tefjadi karena dilakukan bersama-
sama dengan Saksi Linda Maria Yawan sebagai orang yang menyuruh
melakukan. dan orang yang turut serta melakukan penyalahgunaan
kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan/
kedudukan yakni Terdakwa dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna
Anggaran telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan dalam
mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran karena telah meminta
sejumlah dana dari bendahara untuk dikelolanya dengan cara

membayarkan sendiri kegiatan-kegiaten dari KPU Supiori - Tahun
Anggaran 2019 yang mana dalam pembayaran tersebut tidak sesuai
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dengan nomlnal yang. semestmya fertera dalam pagu anggaran,

selanjutnya Slsa anggaran dan pembayarar tersebut dibelanjakan lagi

oleh Terdakwa qntuk kepentlngan pribadi Terdakwa atau untuk kegiatan
lain yang,fidak dialokésikan/ tidak ada dalam pagu anggaran tanpa
dilengkapi oleh bukti pendukung yang sah sebagaimana dalam Peraturan

Menteri | Keuahgan' Nomor 190/PMK.05/2021 tanggal

29 November 2012 tentang ‘,Tatacara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Angéaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 9 ayat (1)

huruf g Jo.'_Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11

Oktober 2(~J_1‘6 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian

Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur

“Dalam pgl-aksélhaan anggaran. pada Satker, KPA memiliki tugas dan

wewenang mquawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang

berkaitan d_engag pelaksanaan kegiatan dan anggaran’.

Bahwa seharusnya Terdakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat

Komitmen melakukan pengujian dan penelitian terhadap kebenaran dan

keabsahan dari setiap surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Akan_tetapi, karena kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri

Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan tidak melakukan pengujian dan

penelitian terhadap kebenaran material atas semua surat yang menjadi

hak tagih kepada negara hmgg a perbuatan Terdakwa bertentangan

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021 tanggal 29

November - 2012 tentang ‘Tatacara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anégaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13 ayat (3)

huruf a Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11

Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian

Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur

sebagai berikut:

- Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMII(.O5/2021 tanggal 29 November 2012 tentang Tatacara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara:

“Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang menguji
kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih

kepada negara”
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- Keputusan KPU Nomor 124/KptsKPU/Tahun 2016  tanggal
11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Bagian Anggaran 076 di Lingkungan' Komisi Pemilihan Umum:

“Pejabat Pembuat Komltmen bertugas untuk menguji kebenaran,
keabsahan serta aklbat yang tlmbul dari penggunaan surat bukti
mengenai hak taglh kepada negara

Selain itu eharusny a Terdakwa dalam menyusun laporan keuangan dan

kinerja atas pelaksanaan anggaran harus dilengkapi denga surat bukdi

yang sah dan Iengkap Akan tetag Terdakwa telah menyalahgunakan
kewenangan dan kesempatan dalam menyusun laporan keuangan dan
kinerja atas pelaksanaan anggaran, karena telah menandatangani dan
atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN walaupun dokumen atau
surat bukti yang menjadn dasar pengeluarm atas beban APBN tersebut
tidak sesuai sehingga bertelntangan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 190/PMK.05/2021 tanggal

29 November 2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 9 ayat 1

huruf g '

- Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2021 tanggal 29 November 2012 tentang Tatacara
Pembayéran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara: '

“Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan
wewenang menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan
anggaran sesuai dengan peraturan perundang - undangan”.

- Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal
11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:

“Kuasa Pengguna Anggaran bertugas menyusun laporan keuangan
dan kinerja atas pelaksanaan anggaran’.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian di atas telah

menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 212.987.833,- (dua

ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus
tiga puluh tiga rupiah) yang berasal dari selisih pembayaran dalam item

kegiatan Sewa Gudang, Tambahan Jasa Pengelolaan  dan
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Pendistribusian Logistik sampai ke TPS, Pendidikan Pemilih kepada
Masyarakat Urhum (dalam sub kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni
Pemilih Pemula) dan telah menguntungkan orang lain yakni Saksi Linda
Maria Yawan sebesar Rp335.109.000.- (tiga ratus tiga puluh lima juta
seratus sembilan ribu rupiah) yang berasal dari selisih pembayaran dalam
item kegiatan Tambahan_u.'lasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik
sampai ke TPS, Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu,
Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana
uraian diatas, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara sebesar Rp548._(_)§_9.833,- (lima ratus empat puluh delapan juta
enam puluh sembilan rib;J delépén ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan

rincian:
No Kegiatan Realisasi | RealisasiRiil | Selisih (Rp)
_Pencairan Dana | sesuai
Rutin SP2D (Rp) | Peruntukanny
a (Rp)
Sewa Gudang 110.000.000,- | 50.000.000,- | 60.000.000,-

2. | Tambahan Jasa 531.398.000- | 360.810.167,- | 170.587.833,-
Pengelolaan dan
Pendistribusian
Logistik sampai
ke TPS

3. | Bantuan Hukum 175.306.000,- | 54.776.000,- | 120.530.000,-
Penyelesaian

Kasus Hukum

Pemilu
4. | Pendidikan 444.700.000,- | 247.721.000,- 196.979.000,- |

Pemilih kepada
Masyarakat ‘
Umum l

JUMLAH Rp | 713.307.167 - 548.096.833,-
1.261.404.000,-

atau setidak tidaknya sekitar jumiah tersebut, sebagaimana hasil
perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
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(BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 16 September 2021 dalam
Laporan Hasn Audit Penghltungan Kerugian Keuangan Negara atas
Kasus Dugaan 'l"ndak Pidana Korupsn Penyalahgunaan Dana Rutin Pada
Komisi Pemlhhan Umum Kabupaten Supion Tahun Anggaran 2019.
Perbuatan Terdakwa sebagalmana dlatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo
Pasal 18 UU. Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana dlubah dalam UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU. Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Pemberantasan Tndak Pldana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER S. STP, yang merupakan
Pegawai Negeri Slpl| berdasarkan berdasarkan Petikan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 818. 133—2994 tanggal 19 Juli 1999, sebagai orang yang
yang melakukan, -yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
perbuatan bersama denaﬁ Saksi ‘l:'_ihda Maria Yawan selaku Bendahara
Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang
ditunjuk dan diangkat berdasar_kan Surat Kepﬁtusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Suﬁiori Nomor: 03/ Kpts.KPU/ 91/ I/ 2019 tanggal
09 Januari 2019 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak
dapat diingat lagi antara tanggal 09 Januari 2018 hingga bulan Desember 2019,
atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Supiori atau setidaknya bertempat di Kabupaten Supiori
atau setidak-tidakﬁyé pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan
Undang-undang Rl Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus
menerus atau untuk sementara waktu yakni sebagai Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum : (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor:
53/ SDM.05.5-Kpt/ 05/ SJ/ I/ 2018 tanggal
24 Januari 2018 tentahg Pengangkatan §ékretaﬁs Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Supiori yang karena jabatannya secara melekat selaku Kuasa
- Pengguna Anggaran yang juga merangkap sebagal Pejabat Pembuat Komitmen

dalam kegiatan Pengelolaan Dana Ruﬂn Pada Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten SUPIOI’I Tahun Anggaran 2019 serta merangkap sebagai Kasubag
Keuangan Umum dan Logistik dengan sengaja memalsukan buku-buku atau
daftar-daftar yang khusus untuk pemenksaan administrasi, yakni Terdakwa
selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam
Kegiatan Pengelolaan Dana Rutln pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 telah membuat dan/ atau mengesahkan
Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak didasarkan pada dokumen/ bukti
pendukung yang sebenamya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara

sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Supiori mendapatkan Dana Ruun yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia sebesar
Rp 10.391.079.000,- (sepuluh milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tujuh
puluh Sembilan'jribu' rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP  DIPA-
076.01.2.659928/2019 tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya dari hasil revisi
yang ke-5 (lima) Dana Rutin yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Supiori bertambah menjadi Rp 14.052.466.000,- (empat
belas milyar lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
untuk sejumiah ittm kegiatan yang dilaksanakannya.
Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan program kegiatan yang tertuang
sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019
Nomor SP DIPA-076.01.2.650928/2019 tanggal 05 Desember 2018, maka
ditunjukiah An'g‘géta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, yakni:
— Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Supiori-berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Repubiik Indonesia Nomor: 53/
SDM.05.5-Kpt/ 05/ SJ/ I/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang
Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori merangkap Kasubag Keuangan Umum dan Logistik.

—  Buziri Ronald Korwa, S.Sos - Ketua KPU merangkap Divisi Keuangan
Umum dan Logistik

— Paul Rumbekwan - Anggota merangkap Divisi Hukum dan
Pengawasan

—  Pit Hein Wakum, S.IP., M.M. . Anggota merangkap Divisi Program
Perencanaan dan Data
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Selvia Mundoni, S.T., M.M. : Anggota merangkap Divisi Sosialisasi
dan Sumbé}'Da’ya Manusia

Abner Krei, $.S0s., M.Si, . Anggota merangkap Divisi Teknis
Pelayanan Pemilu

Yang kelimanya ditunjuk dan-dfangkat berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Komisi Pemiliian Umum (KPU) RI Nomor 2026/ PP.06-Kpt/ 05/
KPU/ XIl/ 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengangkatan
Anggota Komisi Pemilihan Umum -(KPU) Kabupaten Supiori Provinsi
Papua Periode 2018 —2023. -

lka Sulistyowati, SE. ~: Pejabat Penguji Penandatangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM)
Linda Maria Yawan  :Bendahara Pengeluaran

Yang keduanya ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/
Kpts. KPU/ 91/ I 2019 tanggal 09 Januari 2019.

Petronela T’oi.suta - :Kasubag Hukum dan Pengawasan

Risman Paboean "1 Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Sumber Daya Manusia

Bahwa berdasarkan hasil Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 tanggal
27 Desember 2019, terdapat alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi

sejumlah kegiatan antara lain :

No . Kegiatan , Anggaran (Rp)
1. | Sewa Gudang Rp 110.000.000,-
2. | Tambahan Jasa Rp 531.398.000,-
Pengelolaan dan
Pendistribusian Logistik
sampai ke TPS

3. | Bantuan Hukum Rp 175.306.000,-
Penyelesaian Kasus '
Hukum Pemilu

a. Advokasi Rp 12.175.000,-

Permasalahan
Hukum dalam

Penyelenggaraan
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Pemilihan _ Umum
Pré_siden dan Wakil
présid_en .. dan
Anggota DPR, DPD
dan DPRD Provinsi/

Ka-bupaten/ - Kota{-

tahun 2019
b. Penyelesaian Rp 163.131.000;-
sengketa - Hukum | -
dalam o
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum |.
Presiden dan Wakil
presiden . .dan
Anggota DPR, DPD
dan DPRD Provinsi
Kabupaten/ Kota
tahun 2019 )
Pendidikan Pemilih Rp 448.500.000,-
kepadé Masyarakat
Umum |
a. Konsolidasi Parmas | Rp 48.000.000,-
(Partisipasi
Masyarakat)
b. Fasilitasi Pendidikan | Rp 79.500.000,-
Pemilih
¢. Pendaftaran Rp 5.000.000,-
Lembaga Survey dan
Penghitungan Cepat
d. Lomba Selfiedi TPS | Rp 35.400.000,-
e. Lomba Kreasi| Rp 52.400.000,-
Pentas Seni Pemilih
Pemula
f Penggandaan ~Alat| Rp 18.000.000,-

Peraga Pendidikan

Pemilih Pemilu 2019

|

Halaman 48 dari 206 Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Tpk/2022/PN Jap



9. Pondidikan _Pemiih| Rp 83.700.000,-
Mobilisasi  Massa |
(kdriser' ~ Musik
Pemilh  Berdaulat

Negara Kuat)

h. KP‘U _Run_ “Satu | Rp 122.700.000,-
Tujuan Melangkah

bersama”

TOTAL Rp. 1.265.204.000,-

Bahwa ada‘piu'n . Mekanisme Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabuﬁafe_n Supi:ori ATahun Anggaran 2019 berdasarkan

Daftar Isian Peléksanaan Anggéran’(DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-

076.01.2.659928/ 2019, dilakukan dengan cara:

a) Melakukan perrnintaan dan\a”sﬂesuai program dan kegiatan setiap bulan
dalam 1 (safu) Tafhvun oleh Pejabat yang membidangi tugas yaitu
Pejabat Penéndatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);

b) Melaksanakan pencairan .daha sesuai dengan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Pengeluaran APBN,;

c¢) Melaksanakan pembayaran belanja kegiatan pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Supiori oleh Bendahara Pengeluaran APBN,;

d) Melaksanakan pertanggungjawaban atas belanja oleh Bendahara
Pengeluaran berupa:

(1) Pencatatan trénsaksi belanja dalam pembukuan yaitu Buku Kas
Umum dan Buku Pembantu lainnya;

() Melaksanakar verivikasi atas belanja laporan pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

(3) Mengesahkan belanja sesuai dengan pencatatan ke dalam Aplikasi
Keuangan;,

(4) Mengarsipkan seluruh bukti-bukti' belanja perbulan dalam 1 (satu)
tahun Anggaran oleh Bendahara Pengeluaran.

Bahwa realisasi anggaran kegiatan — kegiatan tersebut terlebih dahulu

diterbitkan Surat Perintah Penc_airan Dana (SP2D) oleh KPPN Kabupaten

Biak yang didasari Surat Perintah Membayar (SPM) yang tidak dilakukan

penguijian dan tidak dilakukan penelitian terhadap kebenaran materiil dan

keabsahan mengenai perintah pembayaran dan mengenai hak tagin
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kepada negar‘alyang menjadi hak tagih kepada negara oleh Terdakwa

bersama dengan Saksi Linda Mana Yawan selaku Bendahara

Pengeluar;l_w; antara léin":m‘ Y

= Bahwa dana Kegiatan Sewa'Gudang telah terealisasi seluruhnya
yakni ‘sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),
dengan rincian sebagai berikut:

Nomor | e | Jumlah Tangggal
No |« | NomorSP2D. |
'SPM
3 Rp. 10.000.000- 10
1 | 00416 | 190641302001846 September
2019
Rp. 100.000.000;- 15
2 | 00423 | 190641302001876 September
| il 2019

Selanjutnya, Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan
menyerahkan seluruh uang ftersebut kepada Terdakwa untuk
dikelola'nya sendiri. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa
membayar biaya Sewa Gudang kepada Saksi Trisnawati selaku
pemilil{ gudang sejumiah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
dengan tanda terima/ kwitansi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta
rupiah) tertanggal 05 Oktober 2018 dengan keterangan untuk
penyewaan gudang sglama 2 (dua) tahun. Atas pembayaran tersebut,
terdapat sisa uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
yang terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Sehingga pelaksanaan kegiatah dimaksud tidak dilengkapi dengan
bukti pertanggung jawaban yang sesuai.

= Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik
sampai ke TPS dengan Anggaran sebesar Rp531.398.000,- (Lima
Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puiuh Delapan Ribu
Rupiah), telah dicairkan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Jumlah Tangggal
No Nomor SP2D
SPM

Rp. 369.930.000,- | 29 April

2019
| &

1 | 00184 | 190641302000664
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Rp. 161.468.000,- | 29 April

2 | 00200 | 190641302000667
. 2019

Pencalran dana keglatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan
Pend|stnbu5|an LOgIStIk sampal ke TPS dilengkapi dengan dokumen
berupa Surat Penntah Keqa (SPK) Nomor 03.01/ SPK/ LOG/ SEK/
KPU- SUP/ IV/ 2019. tanggal 13 April 2019 dengan CV. Irjaya Express
selaku plhakpenyedla yang diwakili oleh Saksi Yulianti selaku Direktur
dengan: nilai yang Jditetaplgan untuk pekerjaan ini ialah sebesar
Rp369.930.000,- (tig»a vratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus
tiga puluh ribu rupiah) ’yangl sgtelah dipotong pajak maka nilai yang
diterima menjadi Rp331.255.500,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua
ratus |iriné puluh_lima ribu lima ratus rupiah) yang telah dibayarkan
oleh Saksi Linda Maria YaWah dan diterima oleh CV. Irjaya Express
melalui-rekening Bank Mandiri Kantor Cabang biak Nomor 154-00-
1559239-1 tanggal 28 April 2019 atas nama CV. Ifjaya Express
sekalipun Saksi Linda Maria Yawan mengetahui bahwa Surat Perintah
Kerja (SPK) Nomor 03.01/ SPK/ LOG/ SEK/ KPU- SUP/ IV/ 2019
tanggal. 13 April 2019, disusun setelah pelaksanaan kegiatan
Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke
TPS dilakukan. Terhadap pembayaran terdapat sisa anggaran
sebesar Rp170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan
puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya
Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN menyimpannya di
brankas yang ada di rumah milknya. Beberapa hari kemudian
Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan mengambil lagi sisa
anggaran sejumlah
Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk digunakan di luar
peruntukannya. Sementara sisanya sejumiah Rp100.587.833,-
(seratus juta lima ratus delapan puiuh tujuh ribu delapan ratus tiga
puluh tiga rupiah) tetap berada di brankas Terdakwa yang
dipergunakan di luar peruntukannya. Sehingga pelaksanaan kegiatan
dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang
sesuai..

Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemily,
terdapat 2 (dua) sub-kegiatan yang terdiri dari; Kegiatan Advokasi

Permasalahan Hukum dalam Penyeienggaraan Pemilihan Umum
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Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD
Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar
Rp12.175.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
dan Kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden ldan Wakil presiden dan Anggota DPR,
DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan
anggaran sebesar Rp163.131.000,- (seratus enam puluh tiga juta
seratds tiga puluh'?satu ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk
kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
berjumiah Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus
enam ribu rupiah). Adapun seluruh anggaran tersebut telah dicairkan,

yakni:

Ndfnor Jumlah Tangggal
No |- ---- Nomor SP2D |
SPM v b
| "Rp. 11.902.000 | 12 Maret
1 |-00411 | 190641302000336 |
. | 2019
: . Rp. 38.675.000,- 25 Maret
2 |-00123 | 190641302000420
R 2019
3 | 00243 | 190641302000781 Rp. 19.167.000,- | 15 Mei 2019
4 00‘2-56 19064_1 302000851 | Rp. 8.769.000,- | 24 Mei2019
5| 002?6 190641 302000974 Rp. 43.593.000,- | 20 Juni 2018
& | 00239 | 190641302000791 | Rp.5.000.000,- | 14 Mei2019
7 |.00240 | 190641302000792 | Rp. 7.500.000,- | 14 Mei 2019
190641302001398 | Rp. 20.100.000,-
s | 00356 p. 0.000 13 Agustus
o Bl 2019
, 190641302000024 | Rp. 13.425.000,- | 18 Agustus
9 | 00010
2019
, 190641302000433 | Rp. 7.175.000,- 26 Maret
10 |: 00137 |
Il 2019

Dalam sub-kegiatan Advokasi

Pemmasalahan Hukum dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan
Anggota DPR, DPD dah'DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019
dengan anggaran sebesar Rp 12.475.000,- (dua belas juta seratus
tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA

YAWAN menyerahkan uang sejumlah
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Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada
Saksi Ii’ETRONELLA TOISUTA selaku Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori untuk pembelian
ATK (Alat Tulis Kantor) pada Divisi Hukum dan Pengawasan, dengan
tidak meneliti dan tid_ak melakukan pengujian atas kelengkapan dan
kebenaran perint_ah pembayaran dimaksud. Atas pencairan tersebut,
terdapat éisa anggaran Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang Saksi
Linda Maria Yawaﬁ gunakan tidak sesuai peruntukannya. Sehingga
pelaksanaan kegiafén Idimaksud tidak dilengkapi dengan bukti
penanggqngjawabanyangsesuaﬂ

Selanjutnya dalam sub—kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum
dalamijP.enyelenggéraan Pemiiihan Umum Presiden dan Wakil
presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/
Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp163.131.000,- (seratus
enam puI‘uh tiga juta seratué tiga puluh satu ribu rupiah), Terdakwa
meminta Saksi Linda Maria Yawan menyerahkan uang sejumiah
Rp47.601.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah)
kepada Saksi PETRONELLA TOISUTA dan Saksi PAUL
RUMBEKWAN untuk membiayai perjalanan dinas (termasuk biaya
foto copy dan sewa kendaraan) dalam kegiatan Penyelesaian
Sengketa Hukum dala’rh Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/
Kabupaten/ Kota tahun 2019 yang berlangsung di Jayapura dan
Jakarta. Terhadap anggaran kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian
Kasus | Hukum Pemilu masih terdapat sisa anggaran sebesar
Rp120.530.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu
rupiah) yang Saksi Linda Maria Yawan gunakan tidak sesuai dengan
peruntukannya. Sehinnga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak
dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.

Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum yang terdiri
dari 8 (delapan) sub-kegiatan dengan anggaran sebesar Rp
444.700.000 - (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu
rupiah), yang telah dicairkan seluruhnya dengan rincian sebagai

berikut:

Nomor Jumiah Tangggal
No Nomor SP2D

SPM
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: ' - : Rp. 24.162.000,- 10 September
1 | 00378 | 190641302001617
2019
ol Rl Rp. 23.838.000,- | 12 Desember
2 | 00517 | 190641302002523
2019
' srp =t Rp. 36.000.000,- 28 Januari
3 | 00022 | 190641302000068
2019 ;
- Rp. 30.000.000,- 26 Februari ‘
4 | 00083 | 190641302000234 .
B 2019 |
00171 190641302000084 | Rp. 70.000.000- 12 April 2019_Ji
6 | 00172 190641302000082 | Rp. 75.000.000,- | 12 April 2019 ‘|
] 190641302001630 | Rp. 33.479.000.- 11 September |
7 | 00380
| 2019
190641302000252 | Rp. 2.521.000.- 31 Desember |
8 | 00574 I
2019 |
190641302000255 | Rp. 12.000.000.- 31 Desember |
9 | 00577 |-
: 2019
190641302000223 | Rp. 2.700.000 26 Feb B
10 | 00070 p. 2.700.000.- ebruari |
2019
190641302000254 .2.700.000.-
11 | oos78 0 Rp. 2.700.000,- | 31 Desember |
2019 |
190641302000023 | Rp. 2.500.000,- i
12 | 00009 | p. 2.500.000, 18 Januari
2019
190641302000110 . 5.000.000,- i
13 | 00032 Rp. 5.000.000, 06 Februari
2019 |
14 | 00148 | 190641302000455 | Rp. 1.500.000,- | 29 Maret 2019
15 | 00278 | 190641302000877 | Rp. 1.000.000,- 20 Juni 201‘534l
16 | 00279 | 190641302000978 | Rp. 1.000.000.- 20 Juni 2019
100641302001624 | Rp. 5.000.000,- 11 September
17 | 00379
2019
190641302000253 | Rp. 3.000.000,- 31 Desember
18 | 00575
2019
, 190641302000222 | Rp. 3.700.000,- 26 Februari
19 | 00069
2019
190641302002270 | Rp. 3.700.000,- | 29 November
20 | 00462
2019
(
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190641302002271 | Rp. 3.700.000,- | 29 November

2019
~ .| 190641302002564 | Rp. 6.700.000,- 16 Desember
22 | 00529
: 2019
; 190641302000022 | Rp. 5.000.000,- 18 Januari
23 | 00008 .
-+ 2019
' 190841302000109 | Rp.11.000.000,- 06 Februari
24 | 00031 :
- 2019
25 | 00147 | 190641302000454 | Rp. 16.500.000,- 29 Maret 2019
26 | 00208 190641302000074 | Rp. 9.000.000,- 02 Mei 2019
27 | 00211 | 190641302000009 | Rp. 43.000.000,- 02 Mei 2019 l
~1190641302000247 | Rp. 11.000.000,- | 31 Desember |
28 | 00569 _
2019 J
0 Keglatan Konsol:daS| Parmas (Partisipasi Masyarakat) dengan

anggaran sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta
ruplah) Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan untuk
menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.162.000,- (dua puluh empat
Juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi SELVIA
MUNDONI dan Saksi RISMAN PABONEAN dalam rangka
kegiatan Konsollda3| Partisipasi Masyarakat  yang
dis_élenggaraikan d| Manado (Sulawesi Utara). Atas pencairan
dana kegiétan ‘tersebut terdapat sisa dana sebesar
Rb23;838.000,- (dda puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh
delapan ribu rupiah) yang Saksi Linda Maria Yawan gunakan
tidak sesuai dehgan peruntukannya. Sehingga pelaksanaan
kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung
jawaban yang sesuai.

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan anggaran sebesar
Rp 79.500.000,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah),
Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan untuk menyerahkan
uahg sejumlah Rp21.275.000,- (dua puluh satu juta dua ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI
untuk biaya BBM Sosialisasi Goes to School, biaya Sewa Kursi
Sosialisasi KPU Goes to School, biaya Pembinaan Pemilih

Pemula, biaya Bimtek Relawan Demokrasi, biaya Sewa Gedung
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Sosaallsa5| KPU Goes to School Pengamanan Sosialisasi KPU
Goes to School tentang surat suara dan pindah pemilih. Atas
pencalran tersebut terdapat sisa dana kegiatan sebesar
Rp58.225.000,- (Ilma puluh deiapan juta dua ratus dua puluh lima
fibu rupiah) yang Saksi LINDA MARIA YAWAN gunakan di luar
peruntukannya antara lain; bayar gedung, makan minum dan
biaya transportasi. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud
tldak dllengkapl dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.
Keglatan Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat
dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang
keglatannya sama _sekall tldak terlaksana. Akan tetapi, Terdakwa
meminta Saksi Linda"Maﬁé Yawan untuk menggunakan dana
kegiatan tersebut di luar dari peruntukannya. Sehingga
pelaksanaan keglatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti
pertanggung jawaban yang sesuai.

Keglatan Lomba Selfie di TPS dengan pagu anggaran sebesar
Rp35 400 000,- (tlga pquh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang
keglatannya sama sekali tidak terlaksana. Akan tetapi, Terdakwa
memlnta Saksi Linda Maria Yawan untuk menggunakan dana
keglatan tersebut di luar dari peruntukannya, yakni untuk
membayar honor-honor Sekretariat KPU di Bulan Desember
2019 Sehlngga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi
dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.

Keglatan Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dengan
pagu anggaran sebesar Rp52.400.000,- (lima puluh dua juta
emba-t ratus' ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA
YAWAN untuk menyerahkan seluruh dana kegiatan tersebut
untuk dikelolahnya sendiri. Dana kegiatan tersebut Terdakwa
serahkan kepada Saksi MUSLIADI melalui CV. Insan Jaya
Merdeka untuk biaya Event Organizer Lomba Jingle Pemiiu
sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dana kegiatan
tersebut tersisa sebesar sebesar Rp32.400.000,- (tiga puluh dua
juta empat ratus ribu rupiéh), yang Terdakwa gunakan tidak
sesuai dengan peruntukanhya. Sehingga pelaksanaan kegiatan
dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban

yang sesuali.
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0 Keglatan Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu
2019 dengan anggaran sebeaar Rp18.000.000,- (delapan belas
juta ruplah) Dana keglatan tersebut telah dicairkan seluruhnya
dan dlgunakan untuk memb[ayal pembuatan stiker, pamflet,
bahho serta keglatan lain oleh Saksi Selvia Mundoni selaku
pelaksananya Dana keg:atan yang digunakan untuk pembuatan
stlker pamﬂet ballho serta kegiatan lain  berjumiah
Rp1. 985 000,- (satu Juta sembitan ratus delapan puluh lima ribu
ruplah) Atas pencalran teisebut. terdapat sisa dana kegiatan
sebesar Rp16 015. 000 (enam belas juta lima belas ribu rupiah)
yang Saksi Linda Mana Yawan gunakan tidak sesuai
peruntukannya Sehlngga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak
dllengkapl dengan bukt| pertanggung jawaban yang sesuai.

0 Keglatan Pendldlkan Pemilih. Mobilisasi Massa (Konser Musik
Pemilih Berdaulat Negara Kuat) dengan anggaran sebesar
Rp83 700.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih yakni
Saksi SELVIA MUNDONI untuk membiayai kegiatan event
organlzer konser musik Pemilu 2019 dengan penyelenggara
CV. Gavindo Putra berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 001/
SPK-SOS/ SEK-KPU/ SUP/ liIf 2019 tanggal 25 Maret 2019 serta
membiaya kegiatan honor ban&ia konser musik sebanyak 12 (dua
belas) orang, pembelian nasi ikan telur sebanyak 100 (seratus)
ko"cak, 3 (tiga) karton fresa cup, 1 (satu) karton fresa cup, 40
(empat puluh) kotak ‘nasi ikan telur dengan jumlah
Rp82.101.500,- (delapan ,puluh dua juta seratus satu ribu lima
ratus rupiah). Atas pencairan dana kegaitan tersebut, terdapat
sisa dana kegaitan sebesar Rp1.598.500,- (satu juta lima ratus
sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang Saksi LINDA
MARIA YAWAN gunakan tidak sesuai peruntukannya. Sehingga
pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti
pertanggung jawaban yang sesuai.

o] Keglatan KPU'Run “Satu Tujuan Melangkah bersama” dengan
pagu anggaran sebesar Rp122.700.000,- (seratus dua puluh dua
juta tuluh ratus  ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut

dlaksanakian oleh Divisi Sosialisasi Pendicikan Pemilh yais

Saksi Selvia Mundoni untuk membiayai kegiatan jasa event
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organlzer KPU Run Pem|lu Damai 2019 sesuai Surat Perintah
Kel]a Nomor 002/ SPK-SOS/ SEK-KPU/ SUP/ 11l 2019 tanggal 25
Maret 2019 pembayaran honor KPU Run, 50 (lima puluh) kotak
naS| ayam lkan 50 (Ilma puluh) nasi ikan telur, pembelian jumbo
naS| setnka termos panas kulkas polytron, TV Polytron,
kue pla 310 (tlga ratus sepuluh) kue camp serta sewa kendaraan
dan pembellan bahan bakar mmyak kendaraan yang berjumlah
Rp98 197 500,- (sembllan puluh delapan juta seratus sembilan
puluh tu1uh nbu I|ma ratus rupsah) Atas pencairan tersebut,
terdapat S|sa | dana kegiatan sebesar
Rp24 502. 500 (dua puluh empat juta lima ratus dua ribu lima
ratus ruplah) yang Saksi Llnda Maria Yawan gunakan tidak sesuai
dengan peruntukannya Sehlngga pelaksanaan kegiatan
dlmaksud tldak dllengkapl dengan bukti pertanggung jawaban

yang sesuan

o Bahwa seharusnya Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dibuat
setelah dllakukannya pembayaran atas tagihan, sementara berdasarkan
Peraturan Menteri .’Kéuang_an Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal
29 Novembér 2012 fentang Tafa' cara Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat
(2) dlsebutkan bahwa Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan

bukti-bukti yang sah yang meliputi:

a.
b.

@ =+ o oo

Bukti perjanjian/koritrak;

Referensi Bank 'yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barang/jasa

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang

Bukti penjfe%aian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan

Berita At:ara'Pembayaran

Kurtans; yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan
PPK, yang ‘dibuat sesuai- format sebagaimana tercantum - dalam
Lamplran lll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri im
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h. Faktur fpéj."a'k beserta Surat’ Sétoran Pajak (SSP) yang telah
d'rtandat'a_hdani oléh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran

i. Jaminan yang dikéanrkah' oleh bank umum, perusahaan penjaminan
atau perusahaan asuransn sebagalmana dipersyaratkan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/fjasa
pemen_ntahv‘ dan/atau

J- Dokurﬁéﬁ - i'aiﬁ': yang dipersyaratkan khususnya  untuk
per]anjlanlkontrak yang ‘dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/iuar negeri sebagaimana
dlpersyaratkan dalam naskah pefjanjian pinjaman atau hibah
dalam/luar _negen bersangkutan.

Sehingga Laporan Pertanggung JéWaban 'Keuangan yang dibuat harus

memuat dokumen’ atau buktl-buktl yang sah sebagaimana ketentuan yang

telah diuraikan diatas. -

Bahwa Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran pada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dalam membuat

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak didasarkan pada

dokumen/ bukti pendukung yang sebenamya, yang dilakukan bersama-

sama Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan dan orang

yang turut serta melakukan perbuatan yakni:

o Terdakwa dalam jaBatanny'a selaku Kuasa Pengguna Anggaran:

— Terdakwa tidak menga;ﬂasi penatausahaan dokumen dan
transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan
ariggaran serta dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja
atas pelaksanaan anggaran tidak dilakukannya dengan benar,

_ Terdakwa teélah menandatangani dan atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar
pengeluaran atas beban APBN; selain itu

o Terdakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen :

_ Terdakwa telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran
tanpa melakukan penguijian, serta

_ Terdakwa telah meminta sejumiah dana dari bendahara untuk
dikelolanya dengan cara membayarkan sendiri kegiatan-kegiatan
dari KPU Supiori Tahun Anggafan 2019 yang mana dalam
pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nominal yang

semestinya tertera dalam pagu anggaran, selanjutnya slea
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anggaran dan pembayaran tersebut dibelanjakan lagi oleh
Terdakwa untuk kepentlngan pribadi Terdakwa atau untuk
keglatan |a|n yang tidak dialokasikan/ tidak ada dalam pagu
anggaran tanpa dllengkapl oleh bukti pendukung yang sah.
Perbuatan Terdakwa sebagalmana dlatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo
Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RL Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU.“RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP. |
Menimbang, ’b’éhwa ‘Atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa secara sadar sehat jasmani dan rohani menyatakan mengerti terhadap
surat dakwaan dari -"Pénuhtut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya
menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi dipersid'aﬁgan yang masing-masing telah
memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sebagai berikut:

1. TRISNAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut: |

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan
sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019; » |

- Bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Supiori melaksanakan Pemilu yaitu
antara lain Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Pemilihan Legislatif,
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

- Bahwa pada saat dilaksanakan pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten
Supiori saksi menyewakan 1 (satu) gedung yang disewa oleh pihak KPU
Kabupaten Supiori;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan serta tidak
memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi
Terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori;

. Bahwa saksi didatangi oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (sekretaris) di Kantor KPU Supiori, saat

ity Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, 5.STP mengatakan akan menyena
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gedung milik saksi untuk penyimpanan logistik kegiatan KPU Supiori karena
pada saat itu tahun 2019 rencana untuk kegiatan Pemilu serentak;

Bahwa Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP. selaku Sekretaris
KPU Kabupaten Supiori. hanya menygmpaikan secara lisan kepada saksi
tentang niatnya menyewa g'edung'yang saksi miliki untuk digunakan sebagai
tempat penyimpanan barang Logistik- berupa Kotak Suara Pemilu Tahun
2019 dengan.‘be_saran:s‘;ey'va gedpng sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) selama 1 (sa‘_fu) tahm_ih un’;uk kegiatan KPU Kabupaten Supiori
pada tahun 2019; ,. | ‘

Bahwa tidak ada surat perjanjlan sewa gedung, perjanjiannya hanya
dilakukan secara lisan, dan saksi memiliki kwitansi dari KPU Supiori yang
diberikan oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP dengan nilai
uang yang tertuhs dalam kWItanSI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan ada Kwitansi sebesar Rp10 000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Bahwa ke-2 (dua) lembar kwitansi tersebut saksi terima tanggal
5 Oktober 201 8 dan kwitansi tersebut dltandatanganl oleh saksi dan
Terdakwa Naomi Ormpa Dorce Mayer, S.STP. dan berstempelkan
Sekretariat KPU Supiori. Pada saat itu saksi hanya diberi uang oleh
Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan saat menyerahkan uang sewa gedung ada bendahara
KPU namun saksi tidak mengetahui nama bendahara tersebut dan ada juga
suami saksi bernama saudara Syarifuddin, saksi menerima uang sewa pada
tanggal

5 Oktober 2019 , .
Bahwa saksi membenkan sewa gedung kepada Terdakwa Naomi Orpa

Dorce Mayer, S. STP atas dasar kepercayaan saja tanpa menggunakan
dasar dokumen Surat Perjanjian ataupun Surat Perintah Kerja (SPK).
Termasuk kesepakatan harga sewa juga hanya berdasarkan kepercayaan
saja tanpa disertai dengan kelengkapan dokumen seperti dokumen
Rencana Anggaran Biaya (RAB).: Kegiatan sewa gedung tersebut juga
dilaksanakan tanpa berdasarkan dokumen perjanjian/SPK;

Bahwa Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP. hanya memberikan
uang sewa Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) saja sedangkan di
kwitansi tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mengatakan
alasannya kalau uang yang Rp. 50. 000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk

membayar uang makan anggota yang jaga dan untuk tempat logistik (kotak

suara) untuk kegiatan Pemilu tahun 2019;
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Bahwa pada'saét Terdakwa memberikan kwitansi pada tanggal 5 Oktober
2018, Terdakwa Naomi Orpa. Dorce Mayer, S.STP. mendatangi saksi
seorang d|r| Saat itu saksn bersama dengan suami saksi diminta
menandatanganl kw1tanS| dan saat |tu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,
S.STP mengatakan akan menyewa gedung milik saksi dalam
1 (satu) tahun sebesar Rp50 000 000 00 (lima puluh juta rupiah) yang
berakhir tanggal 5 Oktober 2019. Kemudian Terdakwa Naomi Orpa Dorce
Mayer, S.STP bersama dengan Bendahara KPU Supiori yang lama, datang
ke gedung saksi dan mengatakan akan melanjutkan sewa gedung milik
saksi lagi dan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP. mengatakan
ongkos sewa gedung sebesar Rp50 000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
untuk tahun benkutnya yaitu tahun 2019 namun untuk sewa gedung tahun
2019, Terdakwa Naomi Orpa_ Dorce Mayer, S.STP tidak memberikan
kwitansi; »

Bahwa Terdakwa membenkan saksi uang sebesar Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) secara bertahap, yang pertama saksi terima
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rqplh) tanggal 5 Oktober 2018. Yang
menyerahkan. Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP  (ada
kwitansinya). Kemudian yang kedua saksi menerima pembayaran uang
gedung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupih) namun tidak ada
kwitansinya dan yang menyerahkan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,
S.STP bersama dengan bendahara KPU Supiori yang lama namanya saksi
tidak mengetahumya |

Bahwa dari penyampaian Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP untuk
sewa gedung untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupih), namun sampai sekarang logistik milik KPU Supiori masih ada di
gedung milik saksi. Dan untuk sewa gedung ditahun 2020 belum ada
pemberitahuan dari pihak KPU Supiori;

Bahwa saksi tidak tahu kalau sewa gedung hanya selama 1 (satu) tahun
karena yang saksi ketahui sewa gedung sampai dengan tahun 2020 yang
akan berakhir di bulan Oktober 2020. Jadi saksi tidak menanyakan kepada
pihak KPU Supiori karena saksi dibayar Rp50. 000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sebanyak 2 (dua) kali setiap tahumya dan yang saksi ketahui setiap
tahun biaya sewa sejumiah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP;

Bahwa saksi tidak pemah menanyakan kepada pihak KPU Supiori apakah
untuk tahun 2020 sewa gedung diperpanjang atau tidak. Dan terkait sewa
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gedung dari pihék KPU éupiori untuk tahun 2019 tidak pemah memberikan
surat penanjlan atau surat yang terkalt dengan sewa gedung, dan tidak ada
kesepakan atau penawaran dan saksu maupun dari pihak KPU Supiori.
Saksi langsung dlbentahy oleh T_erdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP
jika gedung mi‘l‘ik_,saksi _,idi sewa per tahunnya untuk tahun 2019 sejumiah
Rp50.000.000,(?0 (lima puluh juta n_:piah) tanpa kwitansi, tetapi saksi
diberikan kwifahsi pada tahun 201A8 nilainya sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta mplah) | |

Bahwa saksi hanya mengetahm jlka gedung milik saksi disewa untuk Pemilu
Legislatif dan Pemllu Pilpres dan Pilwapres tahun 2019 saja melalui
Terdakwa Naom| Orpa Dorce Mayer S.STP. Sedangkan untuk Pemilu
Bupati dan Waklll Bupatl yang,akarll dilaksanakan tahun 2020 sampai
sekarang belum ada penyampaian' dari pihak KPU Supiori;

Bahwa sewa gedung berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan
Terdakwa Naomi Orpa Doree Mayer, S.STP berakhir pada tanggal
5 Oktober 2020;

Bahwa alamat gedung yang disewa berada di Jalan Sorendiweri;

Bahwa saksi terima pembayaran sewa gedung sejumlah Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah), terkait proses pembayaran oleh Terdakwa Naomi
Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori
dilakukan seCara bertahap yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) di bulan Oktober 2018 dan selanjutnya dibayarkan kembali sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di buian Oktober 2019 sehingga
total yang dibayarkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2018
dan 2019 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian sejak awal terkait pembayaran
tersebut sehingga pembayarannya dilakukan secara mencicil oleh Terdakwa
Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP atas inisiatif dari Terdakwa Naomi Orpa
Dorce Mayer, S.STP;

Bahwa pembayaran dilakukan secara langsungftunai oleh Terdakwa Naomi
Orpa Dorce Mayer, S.STP kepada saksi tanpa melalui rekening Bank;
Bahwa terkait Kontrak Nomor: 001/SP-LOG/SEK/KPU-SUP/IX/2018,
tanggal 01 September 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Kwitansi
pembayaran’ sewa gedung tersebuf Terdekwa Naomi Orpa Dorce Mayer,
S.STP tidak pernah memberikannya kepada saksi;

Bahwa saksi menyatakan tidak pemah menerima sesuatu imbalan dari

Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP maupun pihak KPU Kabupaten
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Supiori lainnya, §ak§i hanya menerimé biaya sewa gedung logistik Pemilu
Tahun 2019 d_'agji Terdakwa Naomi Ompa Dorce Mayer, S.STP senilai
Rp.100.000.9(1:9,99 (seratys juta ‘.‘rt_xph‘) yang dibayarkan tunai dalam 2
. (dua) tahap yaitu Tahun 2018 dan 2018;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. YULIANTI, SE d| bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sgpagaimana di dalam Berita Acara
Pemeriksaan; -

- Bahwa saksi membenkan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak
Pidana Korupsn ,Eenyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supfqri Tahun Anggarah 2019,

- Bahwapada tahhn 2019 saksi selakuDirek!ﬁs CV. Irjaya Express;,

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Dlrektns CV. Ijaya Express adalah
meiakukan tugas-tugas secara admnmstrasn terkart kegiatan Pendistribusian
barang termasuk pengadministrasian pengelolaan keuangan pada
perusahaan;.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku
Sekretaris KPU Kabupaten Supiori dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen
PPK;

- Bahwa saksi yéng melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan barangfjasa
pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu di Tahun 2019 pada KPU
Kabupaten Supibri;

. Bahwa saksi mengetahui di tahun 2019 ada Kegiatan Pemilihan Umum
Legislatif daﬁ ‘Pemilihan Presiden RI, kegiatannya dilaksanakan oleh pihak
KPU Kabupaten Supiori yang menggunakan jasa pihak ke-3 (rekanan);

- Bahwa kegiatan barangfjasa pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu
tahun 2019 pada KPU Supiori saksi ketahui dari teman saksi yang berada di
Supiori kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Naomi Orpa Dorce
Mayer, S.STP di supermarket HAD! Biak sekitar awal Bulan April tahun
2019 namun tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi dan sepengetahuan
saksi Terdakwa adalah Sekretaris KPU Kabupaten Supiori sekaligus
menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian pada saat
saksi bertemu, Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti
pekerjaan/kegiatan barang/jasa pengadaan pendistribusian logistik di Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dan menyuruh saksi untuk

mempersiapkan segala dokumen administrasi perusahaan yang akan
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dijadikan sebagai pelaksana pékerjam Kemudian setelah tiga hari
berikutnya sakS| menemun Terdakwa di rumahnya di Biak untuk
mengantarkan seluruh dokumen perusahaan antara lain KTP, SIUP/SITU,
NPWP, Akta Pendlnan Perusahaan yang diminta. Saat itu hanya saksi saja
yang dlarahkqn ke rumahnya dan saksi tidak melihat adanya calon rekanan
lain / pihak lain yang ,mgngantar,do,l(umen perusahaan selain saksi;

- Bahwa pihak-pihak dalam kegiatan barangfasa pengadaan Pendistribusian
Logistik Pemilu Tahun 2019 pada KPU Supiori yaitu:

a) Pihak ketiga yaitu rekanan adaléh CV. lIjaya Express dengan
Direktrisnya saat itu adalah saksi gendiri (YULIANT!, SE.);

b) Pejabat Pembuat Ko-m’it.men yaitu.Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,
SSTP; |

c) Terdakwa Naomi Orpa Dorce. Mayer, S.STP selaku Sekretaris KPU
Kabupaten Supiori Juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

d) Pejabat Pengadaan, sak81 tldak mengetahulnya

e) Bendahara, saksi fudak m__engetahuinya padahal seharusnya terkait
dengan penagihan kegiatan tersebut, saksi berhubungan dengan
Bendahara;

- Bahwa saksi tidak mengetahun metode Pengadaan Barang/Jasa tersebut
dan sepengetahuan sak31 baru pertama kali saksi melaksanakan pekerjaan
Pendistribusian Loglstlk ‘Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan
Umum(KPU) Kabupaten Suplon Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya penawaran termasuk saksi
juga tidak ada mengajukan penawaran beserta dokumennya untuk kegiatan
Barang/Jasa pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019
karena yang saksi ketahui hanya memberikan dokumen perusahaan kepada
Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP namun saksi tidak mengetahui
yang membuat dokumen penawaran tersebut termasuk siapa yang menjadi
Pejabat Pengadaannya dan apakah sudah dilakukan Ferivikasi terkait
dokumen Penawaran oleh Pejabat Pengadaan, saksi juga tidak
mengetahuinya karena saksi hanya mengetahui pelaksanakan pekerjaan
Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Yyang
dlpenntahkan oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP tersebut
termasuk saksi juga tidak mengetahun apakah ada pihak lain yang juga
mengajukan penawaran beserta dokumen penawaran untuk kegiatan

tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
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termasuk beéaran rﬁila_i RAB uﬁtuk l:(egiatan tersebut dan sepengetahuan
saksi terkait c}_‘engéq RAB, saksi baru mengetahui setelah pekerjaan tersebut
selesai yang mar'\é' saksi yang menéndatangani dokumen Surat Perintah
Kerja (SPK) berserta dokumen pendukung lainnya termasuk RAB yang
terlampir dalam dokumen QPK tersebut dan saksi yang menandatangani
RAB tersebut di Tahun 2019 setelah peker)aan tersebut selesai namun yang
membuat SPK beserta kelengkapan dokumen lainnya tersebut bukan saksi
dan sepengetahuan sak5| yang membuatnya adalah pihak KPU Supiori
karena saksi hanya. menandatanganl dokumen tersebut. Saksi hanya
‘dltugaskan untuk melaksanakan pekeqaan pendistribusian Logistik Pemilu
Tahun 2019 tersebut tanpa disertai dokumen pendukung lainnya baik itu
Nilai RAB maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing-masingnya
sepengetahuan saksi sekitar RP360;00°-°0°. (tiga ratus enam puluh juta
rupiah) yang tertuang dalam dokumen SPK;

Bahwa saksi tidak tahu épakah dilaksanakan proses lelang termasuk
kelengkapan dokumen lelangnya itu sendiri, karena saat awal pelaksanaan
Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti pekerjaan/kegiatan
barang/jasa pengadaan pendistribusian logistik di Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Supiori dan menyuruh saksi untuk mempersiapkan segala
dokumen administrasi per_usahaan yang akan dijadikan sebagai pelaksana
pekerjaan, dan saksi mengantarkan selunsh dokumen perusahaan antara
lain KTP, SIUP/SITU, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan yang diminta;
Bahwa saksi tidak tahu sumber dana untuk kegiatan Pendistribusian Logistik
Pemilu Tahun 2019;

Bahwa saks.i tidak pernah diperlihatkan dokumen anggaran (DIPA) untuk
pekerjaan tersebut termasuk besaran jumiah dana untuk kegiatan tersebut;
Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) berserta dokumen pendukung lainnya
termasuk RAB yang terlampir dalam dokumen SPK tersebut saksi tanda
tangani setelah pekerjaan tersebut selesai dan saksi menandatangani RAB
tersebut di Tahun 2019 setelah pekerjaan selesai, dan yang membuat SPK
beserta kelengkapan dokumen lainnya sepengetahuan saksi adalah pihak
KPU Supiori karena saksi hanya menandatangani dokumen tersebut. Saksi
hanya ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan pendistribusian Logistik
Pemilu Tahiin 2019 tersebut tanpa disertai dokumen pendukung lainnya
baik itu nilei RAB maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing-
masingnya sepengetahuan saksi sekitar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam

puluh juta rupiah) yang tertuang dalam dokumen SPK sebelum dipotong
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pajak PPN dan Pph
Bahwa saksi . membenarkan telah menandatanganl dokumen tagihan
pembayaran kegqg’;an di kantor KPU Supcon yang mana saat itu saudari IKA
kantor untuk menandatangam dokumen penaglhan tersebut dan setelah
dana tersebut cair kemudlan sak3| yang mengambil dana kegiatan tersebut
sekitar Rp331.255.500,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima
puluh lima n'bu lima' rétqs,.:ljupiah') ‘Yahg sudah masuk di rekening CV. Ifjaya
Express pad.ah Bank Mandiﬁ Kéntbr Cébang Biak. Dari uang tersebut saksi
memberikan kepada saudara MUSLIADI senilai Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) ter;ébUt sebagaimana yang disampatan Terdakwa Naomi Orpa
Dorce Mayer,;S'iSI»v'["jD kepada saksi qntuk mengganti uang milik saudara
MUSLIADI kareha.dana senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sudah digunakan sebagéi modal awal untuk paket pekerjaan pendistribusian
logistik tersebut, namun sejak awal Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,
S.STP tidak, pemah menyampaikan kepada saksi mengenai adanya
peminjaman ﬁuangjpleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP dari
saudara MUSLIADI sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Bahwa saksi ‘tidak‘ permnah dimintai atau memberikan dokumen jaminan
penawaran atas pelaksanaan . pekerjaan kepada pihak KPU Kabupaten
Supiori maupun oleh Terdakwa Naomi Ompa Dorce Mayer, S.STP selaku
PPK pada saat itu; |
Bahwa sekitar bulan April 2019 sak5| pemah menemui Terdakwa Naomi
Orpa Dorce Mayer, S.STP untuk meminta Surat Perintah Kerja akan tetapi
Surat Perintah Kerja tersebut tidak pemah saksi terima sampai selesainya
pekerjaan sehingga-saksi tidak punya-dasar untuk melaksanakan kegiatan
pengadaan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2019;
Bahwa dalam dokumen Surat Perintah Kefja (SPK) dengan nilai pekerjaan
Rp369.930.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga
puluh ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan, sebagai berikut:

1. Distribusi Logistik dari Kantor KPU Kab. Supiori ke -5 PPD Pulang

Pergl (PP):
— PPD Supiori Timur =24 Tps X @Rp1.433.333
. =Rp34.400.000,00
—~ PPD SupioriUtara = 7 TpsX @Rp1.085.714
=Rp7.600.000,00
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- PPD SupioriBarat = © Tps x @Rp2.500.000
© =Rp22.500.000,00
—  PPD Supiori Selatan = 12 Tps x @Rp1.850.000
=Rp22.200.000,00
— PPD Kepulauan Aruri = 19 Tps x @Rp3.205.263
~Rp60.900.000,00

2. Distribusi Logistik dari PPD ke PPS dan KPPS (PP) :
_ PPD Supiori Timur ke 10 PPS dan 24 KPPS
= 24 Tps x @Rp2.125.000 = Rp51.000.000
—  PPD Supiori Utara ke 5 PPS dan 7 KPPS
= i Tps X @Rp2.071.428 = Rp14.500.000
- PPD Suplon Barat ke 7 PPS dan 9 KPPS
=9 Tpsx @Rp2. 611.111 = Rp23.500.000
~ PPD Supiori Selatan ke 7 PPS dan 12 KPPS
=12 Tps x @Rp1.433. 333 = Rp17.200.000
— PPD Kepulauan Aruri ke 9 PPS dan 19 KPPS
=19 Tps X @Rp4.342: 105 = Rp82.500.000
3. JUMLAH (1+2) = Rp 336.300.000
4. PPN 10 % =Rp 33.630.000
5. JUMLAH TOTAL =Rp 369.930.000
selain uraian pekerjaan dalam dokumen SPK tersebut juga ada

dokumen pendukung lainnya yaitu:
a) Surat Pesanan (SP) . Nomor 04.01/SP/LOG/SEK/KPU-

SUP/IV/2019, tanggal 13 April 2019;

b) Standar ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja;

c) Surat Penawaran harga pekeriaan Pengadaan Pendistribusian
Logistik Pemilu Tahun 2019 tertanggal 10 April 2019 namun surat
tersebut bukan dari perusahaan saksi yaitu CV. lrjaya Express
yang membuatnya dan saksi hanya menandatangani saja;

d) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertanggal 10 April 2019 namun
yang membuat bukan dari perusahaan saya yaitu CV. lrfjaya
Express dan saya hanya menandatangani saja.

e) Jadwal Pengadaan Langsung tanggal 06 April 2019;

f) Surat Pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019,
tanggal 08 Apri 2019;

q) Tandaterima Undangan Pengadaan Langsung,

h) Daftar Pemasukan sampul Penawaran;
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i) Berita acara pembukaan sampul penawaran Nomor: 008/BAP.PL/
LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 10 April 2019;
)] Lam_pirah _berita  acara pembukaan penawaran Nomor:
OOBIBAP,PULOG/SEK(KPU—S!._JPINQO‘! 9, tanggal 10 April 2019;
) Berita acara koreksi Aritmati Nomor: 009/BAK PLILOG/SEK/ KPU-
SUP/IV/2019, tanggal 10 April 2019;
) Berita acara hasil evaluasi Penawaran Nomor: O10/BAKPL/
LOG/SEK/KPU-SUP/I\{/201 9, ftanggal 10 April 2019;
m) Resume hasil penilaia,rj dokumen penawaran, tanggal 10 April
2019; -
n) Lampiran Hasil Evaluési .dokumen Penawaran tanpa disertai
tanggal; y
o) SuratUndangan Klariﬁk_asi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor:
011/UNDKL.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 10 April
2019; , _
p) Berita Acara Klariﬂkasi dan Negesiasi Teknis dan Biaya Nomor:
012/ BAKL.PULOG/SEWKPU§UPWQO19, tanggal 11 April 2019;
q) Lampiran Berita Acara Klan'ﬁlga_si dan Negosiasi Teknis dan Biaya
Nomor: 012/BAKL.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 11
April 2019; ]
r) Berita acara.hasil Pengad'aan Langsung (BAHPL) Nomor: 013/
BAHP.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV2019. tanggal 11 April 2019;
s) Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor:
014/TAP.PL/ LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 11 April 2019;
t) Peﬁgumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 015/
PPBJ.PLLOG/SEK/KPU-SUR/IV/2018, tanggal 11 April 2019;
u) Laporan proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa Nomor: 016/
LAP.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2018, tanggal 12 April 2019.
Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03.01/SPK/LOG/SEK/KPU-
SUP/IV/2019, tanggal 13 April 2019 beserta kelengkapan dokumen tersebut
yang menandatangani adalah benar saksi sendiri setelah semua pekerjaan
pengadaan pendistribusian ‘logistik  Pemilu Tahun 2019 selesai
sebagaimana nama saksi yang tercantum dalam dokumen tersebut dan
stempelicap adalah milik peruéahaan saksi yaitu CV. ljaya Express pada
saat saksi dipanggil oleh ibu IKA dari pihak KPU Kabupaten Supiori sekitar
Tahun 2019 ke kantor KPU Kabupaten Supiori namun bulannya saksi sudah

tidak ingat lagi dan sepengetahuan saksi dalam dokumen SPK tersebut
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beserta kelengkapannya tldak ada tanda tangan dari Terdakwa Naomi Orpa

Dorce Mayer, SSTP selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) sedangkan

yang membuat seluruh admlnlstras1 tersebut saksi tidak tahu dan seluruh

Kop Surat perusahaan tersebut bukanlah Kop surat milik CV. Irjaya Express

Sedangkan . untuk dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) beserta

kelengkapannya sampa| saat |n| sak5| tldak pernah menerima aslinya yang

dltandatangam oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku

PPK; .

Bahwa peker]aan tersebut saksi kerjakan sejak awal April sekitar tanggal 15
April 2019 hmgga akhlr bulan Apnl 2019 dan pekerjaan tersebut saksi
kenakan mnpa dlsertal dengan Surat Per;anian Kerja (SPK);

Bahwa saksi tidak memiliki dasar untuk melakukan pekerjaan pengadaan
pendistribusian Ioglstlk Pemilu Tahun 2019 karena saksi tidak ada
memegang dokumen Surat Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan
sepengetahuan saksi Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Sekretaris KPU Supiori
hanya menunjukkan dan memperlihatkan saja kepada saksi berupa surat
selembar yang isinya adalah daftar tempat-tempat atau daerah penerima
logistik tersebut, namun surat tersebut tidak diberikan kepada saksi sebagai
dasar saksi untuk mengerjakan kegiatan tersebut di Tahun 2019 dan dapat
saksi jelaskan juga saksi menerima format Surat Perintah Kerja (SPK)
setelah selesainya pekerjaan pada bulan Juni tahun 2019 yang belum
ditanda tangani oleh‘ Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku
Pejabat Pembuat Komltmen (PPK);

Bahwa saya pemah melakukan pertemuan pertama dengan Terdakwa
Naomi Orpa Dorce Mayer, S:STP - sekitar awal bulan April 2019 di
Supermarket HADI untuk membahas mengenai anggaran pekerjaan
tersebut dimana pada saat itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP
menunjukkan selembar kertas kepada saksi dan mengatakan anggaran
untuk pekerjaan pengadaan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2019
pada KPU Kabupaten Supiori sekitar Rp700. 000.000 (tujuh ratus juta
rupiah). Selanjutnya pada pertemuan ke-2 (dua) sekitar pertengahan bulan

_April 2019 bertempat di Hotel Sapun Kabupaten Supiori pada saat itu
Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP mengatakan kepada saksi
anggaran pekerjaan pendistribusian sebenamya Rp500.000.000 (lima ratus
juta rupiah) akan tetapi anggaran tersebut dibagi dengan dua kegiatan yaitu

pekerjaan melalui pengadaan langsung dan pekerjaan metode swakelola
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sehingga saksi mendapatkan paket pekerjaan dengan cara pengadaan
langsung dengan nilai sekltar Rp300 000 000 (tiga ratus juta rupiah), namun
saksi tidak pemah dltunjukkan Dokumen Anggaran (DIPA) untuk kegiatan
tersebut namun karena Terdakwa Naoml Orpa Dorce Mayer, S.STP
meyakinkan saksn sehlngga saksn mau melaksanakan pekerjaan tersebut
tanpa menggunakan dasar yaltu kontrak kesja/Surat Perintah Kerja;

Bahwa saksi tidak tahu terkait sewa kapal yang memuat logistik pemilu;
Bahwa pada“s._aat pekerjaan se!esai di bulan April 2019, saya menanyakan
terkait dengan Berita Acéra Serah Terima Barang ke Terdakwa Naomi Orpa
Dorce Mayer S STP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian
Terdakwa Naom| Orpa Dorce Mayer, S STP menyampaikan agar saksi yang
membuat Benta Acara tersebut yang menyatakan penyerahan hasil kerja
dari pihak kedua kepada pihak pertama, kemudian setelah saksi membuat
surat Berita Acara tersebut saksi langsung mengantarnya ke rumah
Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, .S_.STP, namun pada saat itu Terdakwa
Naomi Orpa[' Dorce Mayer, S.S‘I_‘P tidak langsung menandatangani dan
hanya meyampaikan kepada saksi untuk ditinggal di rumahnya, setelah itu
saksi pulang :kémbali ke rumah Idan sepemetahuan saksi hingga saat ini
saksi tidak pérnah diberikan atau diserahkan Berita Acara Serah Terima
Barang terse:but; ‘ ,

Bahwa saksi menyatakan kegiatan tersebut telah terlaksana dan terealisasi
100 (seratus) persen dan sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut telah
dicairkan senilai Rp369.930.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta
sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam dokumen kontrak
kerja/SPK sebelum dipotong ‘pajak Ppn dan Pph dan setelah potongan pajak
senilai Rp331.255.500 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh
ima rbu lima ratus rupiah) dan sepengetahuan saksi hanya
menandatangani dokumen tagihan pembayaran kegiatan tersebut di Kantor
KPU Supiori yang mana saat itu saudari IKA selaku pegawai KPU Supiori
menyampaikén kepada saksi untuk datang ke kantor untuk menandatangani
dokumen penagihan tersebut dan setelah dana tersebut cair kemudian saksi
yang mengambil dana kegiatan tersebut senilai Rp331.255.500 (tiga ratus
tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang
sudah masuk di rekening Giro Pihak ke-3 (ketiga) dengan cara ditransfer ke
rekening perusahaan yakni Rekening Bank Mandiri KC Biak Nomor 154-00-
1559239-1 An. CV. ljaya Express dengan nilai Rp331.255.500 (tiga ratus

tiga puluh satu juta dua ratus lima puiuh lima ribu fima ratus rupiah) tanggal

Halaman 71 dari 206 Putusen Nomor 5/Pid. Sus-Tpk/2022/PN Jap



29 April 2019 yang mana dari nilai dana tersebut, saksi ada memberikan
“kepada saudara MUSLIAD! senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
tersebut seb'ajgaima_na':yang djsa_mpa_kan Terdakwa Naomi Orpa Dorce
Mayer, S.STP kepada saksi untuk mengganti uang milik saudara MUSLIADI
karena dana s.“e_n‘ilai Rp]Q0.000__.OQO (seratus juta rupiah) sudah digunakan
sebagai moda]‘awal untdl_( paket pekeg'aan pendistribusian logistik tersebut
namun sejak awal Terdakwa Naomi Orpa Dbrce Mayer, S.STP tidak pernah
menyampaikan kepada éaksi méngenai adanya peminjaman uang oleh
Terdakwa Naomi Orpa borbe Mayer, S.STP dari saudara MUSLIADI senilai
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

Bahwa saksi tidak pernah mengajukah tagihan pembayaran dan saksi
hanya menan_yakan saja kepac_i_a saudari IKA selaku pegawai KPU karena
pekerjaan sudah selesai d_ilaksanakan termasuk proses/pengajuan
pembayaran termasuk kelengkapan dokumen apa sajakah dari pihak ke-3
uniuk pembayaran kegiatan térsebut, saksi tidak mengetahuinya namun
sepengetahuan saksi dana untuk peketjaan tersebut sudah masuk di
rekening Giro Pihak ke-3 (ketiga) dengan cara ditransfer ke rekening
perusahaan yakni Rekening Bank Mandiri KC Biak Nomor: 154-00-
1559239-1 An. CV. Irjaya Express senilai Rp331.255.500 (tiga ratus tiga
puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban
kegiatan yang 4’sudah dikerjakan oleh CV. Ijaya Expres selaku Pihak ke-3
(rekanan) karena sepengetahuan saksi yang mengurus semua kelengkapan
pencairan atéu pembayaran maupun maupun yang membuat laporan
pertanggungjawaban yang mehgurus semuanya adalah pihak Komisi
Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Supiofi dan sepengetahuan saksi hanya
membuat berita acara serah terima barang untuk pekerjaan tersebut yang
sudah selesai saksi kerjakan,

Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan atau Commitmen Fee atas
kegiatan pekerjaan pengadaan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2019
pada Komisi ?_Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori namun dari hasil
pekerjaan tersebut saksi terima dana yang ada pada saksi setelah dipotong
untuk biaya pekerjaan pendistribusién termasuk pembayaran pinjaman
Terdakwa Naomi Orpa Dorce MaYer, S.STP senilai Rp100.000.000 (seratus
juta rupiah) sébagai modal awal untuk perkerjaan tersebut sehingga total
dana yang saksi terima sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupian) dari

hasil kegiatan barang/jasa tersebut;
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Terhadap kete‘r.angan Saksi terseput, Térdanwa membenarkan;
3. PETER KHO, di pawah' _éumpgh. pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut: T -

- Bahwa bena_i_r keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara
Pemeriksaan; | ‘

- Bahwa saksi tahu hadir di persidangan untuk memberikan keterangan
sehubungan dehgan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada Ifgrhis_i Pemilihan VL.Jrlnum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019;

- Bahwa sak3| menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Mandala Sejahtera
Abadi Biak Pada tahun 2019, ‘

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagaz Kepala Cabang PT. Mandala
Sejahtera Abadi Biak yaitu Surat Pengangkatan Direktur PT. Pelayaran
Mandala Sejahtera Abadi Surabaya tanggal 2 Januari 2019 tentang
Pengangkatan sebagai Kepala Cabang PT. Mandala Sejahtera Abadi
Cabang Biak; J

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Cabang PT. Mandala Sejahtera
Abadi Biak _adalah mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan
Administrasi‘yang berhubungan dengan operasional kapal;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer AYER, S.STP
selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori namun saksi tidak ada hubungan
keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,
S.STP;

- Bahwa saks1 tahu ada kegiatan Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Suplon dalam hal ini kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilu
dengan menggunakan jasa tranportasi angkutan laut yang menggunakan
kapal KM. Sabuk Nusantara 64;

- Bahwa fidak ada dokumen kontrak kerja maupun Surat Perintah Kerja (SPK)
antara pihak penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Supiori dengan
perusahaan PT. Mandala Sejahtera Abadi Biak, karena sepengetahuan
saksi pembayaran tiketnya masih menggunakan tarif normal untuk
penumpang maupun barang pada saat pendistrribusian logistik Pulau
Miosbepondi dan Pulau Mapia; g

- Bahwa saksi mengetahui terkait pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019
melalui jalur_Laut selaku penyelenggama adalah pihak Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan menggunakan angkutan kapal

yaitu KM. Sabuk Nusantara 64 yang dikelola PT. Mandala Sejahtera Abadi
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Cabang Biak ﬁémun tidak diserfai dokumen kontrak kerja maupun Surat
Perintah kerjé (SPK) kéréha sépéngetahuan saksi sekitar awal bulan April
Tahun 2019, Terdakwa Naomi Orpa Doree Mayer, S.STP datang ke kantor
saksi yaitu PT. Mandala Sejahtera Abadi cabang Biak menanyakan terkait
kapal penntls KM Sabuk Nusantara 64 karena akan digunakan untuk
kegiatan KPU berupa dlstnbus1 Loglstik Pemilu Tahun 2019 ke Pulau
Miosbifondi dan Pulau Mapla dan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,
S.STP datang ke kantor tanpa membawa kelengkapan dokumen atau surat-
surat lainya yang berkaitan dengan kegiatan pendistribusian logistik Pemilu
tersebut, I

Bahwa saksi mengéta‘hui sekitar awal bulan april Tahun 2019, Terdakwa
Naomi Orpa' Dorce Mayer, S.STP pemah datang ke kantor saksi yaitu
PT. Mandala Sejahtera Abadi cabang Biak, tujuannya menanyakan terkait
kapal perintis KM. Sabuk Nusantara 84 karena akan digunakan untuk
kegiatan KPU berupa distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019 ke Pulau
Miosbifondi dan Pulau Mapia. Kemudian saksi menjelaskan kepada
Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, 1S.STP jika pihak Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Supiori agar membuat surat yang ditujukan
kepada Direktur Utama PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi di
Surabaya selaku pengelola kapal perintis KM. Sabuk Nusantara 64 yang
kemudian akan diteruskan ke pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan RI, setelah itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce
Mayer, S.STP langsung menyurat ke kantor PT. Pelayaran Mandala
Sejahtera Abadi di Surabaya dan sepengetahuan saksi Terdakwa Naomi
Orpa Dorce Mayer, S.STP ‘hanya'bettemu dengan saksi 1 (satu) kali di
kantor PT. Mandala Sejahtera Abadi cabang Biak, namun saat itu Terdakwa
Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP tidak membawa dokumen kontrak kerja
ataupun dokumen lainnya;

Bahwa terkait dengan Surat Persetujuan Berlayar beserta kelengkapan
dokumen lainnya termasuk surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut yang ditujukan kepada Direktur Utama
PT. Mandala Sejahtera Abadi Nomor: PR.101/26/1 5/0A-2019, tertanggal 10
April 2019 perihal Trayek Omisi KM. Sabuk Nusantara 64 Trayek R-79 yang
dikelola oleh PT. Mandala Sejahtera Abadi, untuk melayani atau
mengoperasikan trayek ke pulau terluar juga yaitu Pulau Miosbifondi dan
pulau Mapia untuk memuat Logistik Pemilu Tahun 2019 berupa Distribusi

Kotak Suara dan Perlengkapak Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)
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Kabupaten Supiori ke-2. (kedua)l TPS yang berada dipulau terluar yaitu TPS

Mapia dan TPS Masyai ~(P’ulau Miosb'rfbndi);

Bahwa pendistri_busién logistik tersebut tidak menggunakan dokumen

kontrak kerja maupun Surat Perihféh kérja (SPK);

Bahwa terka_if dengan ‘Surat dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,

S.STP selakq éekrefaﬁé Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori

Nomor : 21/Sek4KPU/Log/lV/2019, tanggal 08 April 2019 Perihal

Permohonan' -Penggunaan KM. Sabuk Nusantara 64, saksi pernah

melihatnya atau ditunjukkan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

pada kantor K_antor Keéyahbandarén dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Biak
yang mana §l_Jrat tersebut tembusannya kepada Kepala Kesyahbandaran
pada kantor.térsebut dan karena kamki 1 (satu) Tim kerja dengan pihak
pemerintah qehingga pihak pemerintah menyampaikan kepada saksi yang
mana kapal yang akan d_igunakén adalah KM. Sabuk Nusantara 64 yang
dikelola oleh PT. Mandala Sejahtera Abadi yang pada pokoknya dalam surat
tersebut menerangkan Permohonan dari pihak Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Supiori untuk penggunaan KM. Sabuk Nusantara 64

untuk Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2018 berupa Distribusi Kotak Suara

dan Pertengkapan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 dari KPU

Kabupaten Supiori Provinsi Papua ke-2 (kedua) TPS yang berada dipulau

terluar yaitu TPS Mapia dan TPS Masyai (Pulau Miosbifondi) dengan

rencana Rute dan tanggal Penggunaan Kapal, sebagai berikut:

- Distribusi Kotak Suara dan Perlengkapan Pemilu Tahun 2019 dan PPK
ke TPS Masyai dan TPS Mapia, tanggal 16/04/2019 Rute: Biak—Pulau
Miosbifondi — Pulau Mapia |

- Pelaksanaan Pemilu Serentak (Logistik Pemilu 2019 dari TPS Masyai
dan TPS Mapia ke PPK), tanggal 17/04/2019, Rute: Pulau Mapia — Pulau
Miosbifondi — Biak;

Bahwa jasa angkutan laut dengan menggunakan KM. Sabuk Nusantara 64

untuk trayek. rutin untuk pulau' Miosbefondi untuk tarif 1 (satu) orang

penumpang sudah termasuk barang b.aman sekitar 100 kg dikenakan tarif
sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) jadi jika hitungannya pulang
pergi (PP) pulau Miosbefondi - Biak sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu
rupiah) sedangkan untuk Pulau Mapia untuk tarif 1 (satu) orang penumpang
sudah termasuk barang bawaan sekitar 100 kg dikenakan tarif sebesar
Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) jadi jika hitungannya pulang pergi (PP)

pulau Mapia - Biak sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah),
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Bahwa saksigb_p‘em_a‘h menerima. imbalan senilai Rp5.000.000 (lima juta
rupiah) sebagai tanda ucapan terima kasih dari Terdakwa Naomi Orpa
Dorce Mayer, S.STP sglaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Sypion’ di Tahun 2019 terkait dengan kegiatan Pendistribusian
Logistik Perr;ilu Tahun 2619 yar;g uahgnya tersebut diantar oleh seorang
laki-laki suruhén dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP;

Terhadap ketefangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. SIMON YAWAN,.S.H., d| bawah sUmpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara
Pemeriksaaﬁ:;» | ,

Bahwa saksi hadir‘ di persidangan untuk memberikan keterangan
sehubungaﬁ 'dengan dugaan 'ﬁndak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada Komisi Pejnilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019, | |

Bahwa sak_si mengenal Terdakwa Naomi Oma Dorce Mayer, S.STP
sebagai Pegawai pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Supiori dan saksi masih ada hubungan keluarga sebagai
keponakan, dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP;

Bahwa sakSi mengetahui pihak-pihak yang ikut menggunakan jasa
angkutan laut yaitu KM. Sabuk Nusantara 84 terkait Pendistribusian Logistik
Pemilu Tahun 2019 adalah Pihak Penyelenggaran Pemilu yaitu Panwaslu
Kabupaten Supiori, anggota Sekretariat KPU Kabupaten Supiori, para
Saksi termésuk saksi sendiri (SIMON YAWAN), petugas keamanan (Polri)
dan sebagai masyarakat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT) yang jumlahnya sekitar 50 (ima puluh) penumpang/orang
sedangkan untuk jumlah Logistik yang saksi ketahui adalah di kampung
Mapia terdapat 1 (TPS) terdiri dari 5 (lima) kotak suara atau bilik suara,
kemudian jumlah surat suara pemilih yang diisi dalam kotak suara
sedangkan untuk Miosbifondi, saksi  tidak mengetahuinya karena saksi
bertugas sebagai saksi pemilu di Kampung Mapia dan sepengetahuan
saksi terkait distribusi logistik saat -di Pulau Mapia kapal KM. Sabuk
Nusantara 64 tidak masuk ke pelabuhan dan jaraknya sekitar 7 (tujuh) Km
dari pulau karena ada karang (koréi) yang menghalangi kapal masuk
sehingga perahu Jonson yang digundcan untuk mengangkut Logistik

hingga masuk ke pulau yang dikawal oleh pihak keamanan Polri, Anggota
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KPU dan plhak Bawaslu

Bahwa saKS| tldak menandatangam kwnanS| dan sepengetahuan saksi
seharusnya yang menandatangam buktl kwitansi tersebut bukanlah pihak
- Kapal KM. Sabuk Nusantara 64 karena yang seharusnya menandatangani
adalah penumpangnya |tu sendlrl yang, terdaftar dalam manifes penumpang
kapal; .

Bahwa saks‘il tidak meng_etahui bukti kwitansi yang diperlihatkan oleh
Penuntut Umum yang 'mencantum}gan nama keponakan saksi yaitu
saudara IRIANTO YAWAN yang mané dalam bukti kwitansi tersebut tertulis
YUSAK IRIANTO YAWAN padahal sepengetahuan saksi, sdr. IRIANTO
YAWAN tidak ikut dalam pelayaran kapal KM. Sabuk Nusantara 64 tujuan
ke Pulau M'apia karena posisinya saat #tu ikut pemilihan di salah satu
kampung di Kabupaten Suploru ¥

Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tercantum di dalam
manifes penumpang maupun bukti kwitansi apalagi bukti kwitansi atas
nama sdr. IRIANTO YAWAN ditandatangi oleh pihak Kapal KM. Sabuk
Nusantara 64 sedangkan yang bersaﬁgluan tidak ikut naik ke atas kapal
untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kampung Mapia
(Pulau Mapia); | |

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang dari pihak KPU Kabupaten
Supiori yang melakukan pembayaran kepada pihak Kapal KM. Sabuk
Nusantara 64 dengan menggunakan Jasa Angkutan Laut Pendistribusian
Logistik Pemilu Tahun 2019;

Bahwa saya tidak mengetahui kalau saksi terdaftar dalam manifes
penumpang kapal KM. Sabuk Nusantaxa 64 karena yang saksi ketahui
bahwa saksi hanya didaftarkan nama saksi oleh pihak ABK Kapal
KM. Sabuk Nusantara 64;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus perjalanan dengan
menggunakan kapal KM. Sabuk Nusantara 64 tersebut baik itu yang
berkaitan dengan manifes penumpang maupun pembayaran dengan bukti
kwitansi yang berkaitan dengan kegiatanPendistribusian Logistik Pemilu di
tahun 2019 tersebut,

Bahwa saksi tidak pemah menerima imbalan atau Fee terkait dengan
kegiatan Pendistribusian  Logistik Pemilu Tahun 2019 termasuk
Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 ke Pulau Mapia (Kampung
Mapia); ‘

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan,
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5. RISMAN PABONEAN, S.Sos., di baweh sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara
Pemeriksaan, -. , | )

Bahwa saks: hadlr d| perS|dangan untuk memberikan keterangan
sehubungan dengan dugaan Tindak Pldana Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada Kom|S| Pemlllhan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran

2019; .
Bahwa saksu sebagal Kepala Sub Bagvan Teknis Pemilu dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Supiori Pada tahun 2018,
Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Teknis
Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masya:akat (Tekmas) pada Sekretariat
Komisi Pemlllhan Umum (KPU) Suplon yaﬂu berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Nomor: 582/Kpts/Setien/Tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2015 Tentang
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;
Bahwa tugas pokok (T UPOKSI) saksi selaku Kepala Sub Bagian Teknis
Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori sejak Tahun 2015 adalah, sebagai
berikut:
a) Melakukan verifikasi syarat-syarat pencalonan anggota DPRD
Kabupaten Supiori;
b) Melakukan perhitungan suara atau Rekapitulasi terhadap hasil
Pemilihan Umum Tahun 2019;
c¢) Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan dalam
hal ini secara Administrasi kepada Sekretaris KPU Supiori
sedangkan secara Teknis kepada Anggota KPU (Komisioner KPU).
Bahwa saksi mengetahui Sumber Dana pada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2019 sekitar
Rp14.052.466.000,00 (empat belas mi|ia|' lima puluh dua juta empat ratus
enam puluh enam ribu rupiah) sesuai Petunjuk Operasional Keuangan
(POK) Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut, yaitu :
KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORG . (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
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UNIT KERJA i, (659928) KPU KABUPATEN SUPIORI
ALOKASI - : Rp1:4.052<.466.000,00 (empat belas miliar
) Iimé pulﬁh dua juta empat ratus enam puluh
enam ribu rupiah);

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2019 pemah dilakukan revisi namun saksi
tidak mengetahun kapan revusmya oleh pengelola keuangan pada KPU
Supiori. Kemudlan di Tahun Anggaranl2019 juga saksi ikut melaksanakan
Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Présiden dan Legislatif serentak Tahun
2019 dan dari pihak Pe_meﬁntah Daerah Supiori memberikan Bantuan
Hibah dalam bentuk Uang dengan menggunakan APBD Kabupaten Supior
Tahun Anggaran 2019 senilai Rp250.090.000,00.(dua ratus lima puluh juta
rupiah) sebagaimana Naskah Pérjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah
Kabupaten Supiori dengan Komisi Pémllixan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori Tahun 2019 yang. berkaitan dengan Program Penunjang Kegiatan
dan Tahapan Pemilu Téhun 2019, namun secara dokumen pihak Pengelola
Dana Hibah di KPU Supiori yang lebih mengetahuinya;

- Bahwa menurut saksi mekanisme pengelolaan anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori Tahqn Anggaran 2019 hingga tahap Pencairan dana untuk kegiatan
bidang teknis adalah melakukan rencana penarikan kemudian dibuatkan
Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan SPM (PP-
SPM) melalui KPPN Biak Numfor kehudhn pihak KPPN mengeluarkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian Dana APBN tersebut
masuk ke rekening Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori atau ke
rekening P'ihak ke-3 (ketiga) bilamana ada kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa,

- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran digunakan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori adalah Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 124/Kpts/KPU/Mahun 2016,
tanggal 11 Oktober 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Bahwa Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan menggunakan anggaran
APBN Tahun 2019 adalah Sekretariat KPU Supiori terlebih dahulu
membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk kegiatan kemudian RAB
tersebut dibuatkan Nota Dinas / Disposisi oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) yang saat itu dijabat oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,

S.STP untuk dilakukan realisasi anggasan oleh Bendahara Pengeluaran
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APBN KPU :Kabupaten Supiori yang .saat itu dijabat oleh saudari Linda
Maria Yaw’an‘ (T e_rdal_gwa dalam berkas terpisah), kemudian untuk
pertanggungjawaban _'kegiatannya diserahkan kepada bendahara
pengeluaran diéértai dengan bukti-bdkti pendukung kegiatan pada masing-
masing bfdang tekms tersebut
Bahwa terkait pelaksanaan keglatan pada bidang Teknis Pemilu dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Supiori :berda.salrk‘én Petuhjuk Operasional Keuangan (POK) Tahun
Anggaran 2019 yanQ maha saksi selaku Kasubag Tekmas membidangi 2
(dua) Divisi yaitu DIVISI Sosiallis‘,é'.si déﬁ Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Divisi Teknis Penyglenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dengan anggaran
sebesar Rp2.702.787.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus
delapan puldh tujuh ribu rupiah) karena Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya
Manusia (SDM) belum ada Kasubag yang menjabat dan sepengetahuan
saya masih. ada beberapa Kabupaten selain Kabupaten Supiori yang
mengalami hal serupa. Adapun perincian anggarannya adalah sebagai
berikut
01 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemiu Rp15. 400.000,00
02 Pendidikan Pemilih kepada Pemilh Pemula, Perempuan, dan
Disabilitas Rp75.000.000,00
03 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Rp50.000.000,00
04 SupervisiMonitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Rp59.000.000,00
05 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Rp123.498.000,00
06 Pendidikan Pemilih kepada Mésyatakat Umum Rp448.500.000,00
07 Relawan Demokrasi Rp414.550.000,00
08 Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Provinsi
Rp. 169.765.000,00
0¢ Pemungutan Suara Rp567.845.000,00
1C Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Rp719.229.000,00
11 Penetapan Hasil Pemilu Rp60.000.000,00
JUMLAH TOTAL Rp2.702.787.000,00
Bahwa terkait dengan pencairan dana/anggaran untuk bidang Teknis Pemilu
dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Supiori TA. 2019, saksi'percayakan kepada Bendahara
Pengeluaran -APBN KPU Kabupaten' Supiori yang saat itu dijabat oleh

saudari Linda maria Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk
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menyimpan anggaran yang sudah dicairkan dan dibayarkan setiap per
kegiatan sesuai dengan Rincian Ahg_garan Biaya (RAB) yang saksi ajukan
dan sudah disetujui oleh KPA saat ituq Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,
S.STP, karena saat itu saksi terlalu sibuk dalam kegiatan penyelenggaraan
Pemilu Tahuh ‘2019, rﬁeskipun 'mek\énisme pengelolaan dana Tekmas
tersebut per kégiatan seh-arusnya‘ dana tersebut diserahkan kepada bidang
saksi untuk dikeldla dana/anggaran tersebut sebagaimana peruntukkannya;
Bahwa menyangkut keg:atan Tekms Pemilu dan Hubungan Partisipasi
Masyarakat (T ekmas) pada Komisi Pemuﬂhan Umum (KPU) Supiori yang
dilaksanakan oleh Pihak Ke-3 (ketiga)- yang saksi ketahui adalah Program
Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum yaitu sebagai berikut:

a) Pihak ke-3 (ketiga) yang dari Jayapura mengadalakan event dalam
dentuk kegiatan KPU Run dengan anggaran dalam POK sebesar
Rp122'.7Q0.000,00 (sératus dua pulth dua juta tujuh ratus ribu
rupiah) dan Konser Musik dengan anggaran dalam POK sebesar
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) dan sepengetahuan saksi kedua
kegiatan tersebut terlaksana namun terkait kontrak ataupun surat
perjanjian (SPK) dengan pihak ketiga yang dari Jayapura tersebut
saksi tidak mengetahuinya;

b) Pihak Ke-3 (ketiga) yaitu saudara MUSLIADI yang berdomisili ci
Biak namun terkait usaha yang djalankan oleh saudara MUSLIADI,
saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi saudara
MUSI__IADI selaku pihak ke-3 (ketiga) mengadakan event/kegiatan
dalam bentuk Lomba Kreasi Pentas Seni dengan anggaran dalam
POK sebesar Rp52.400.000,00 (lma puluh dua juta empat ratus
ribu rupiah) dan sepengetahuan saksi kegiatan tersebut terlaksana
namun terkait kontrak ataupun surat perjanjian (SPK) dengan
saudara MUSLIADI selaku pihak ke-3 (ketiga), saksi tidak
mengetahuinya;

Bahwa terkait dengan anggaran Rutin Tahun 2019 yang diperuntukkan
untuk bidang Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
(Tekmas), yahg mana saksi juga membawahi Divisi Sosialisasi dan Sumber
Daya Manusia (SDM) sebagai kasubagnya, sepengetahuan saksi sudan
sesuai dengan peruntukkannya dalam Petunjuk Operasional Keuangan
(POK) seperti perjalanan Dinas dalam kota dan luar kota termasuk
dana/anggaran perjalanan dinas yang diserahkan kepada komisioner KPU

yang masuk dalam bidang saksi yaitu' saudari SELVIA MUNDONI dan
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saudara ABNER KREI ‘juga sudah sesuai dengan POK namun terkait
dengan perjélanan dinasnya saiL_pdaﬁl SELVIA MUNDONI dan saudara
ABNER KREI yang melebihi permintsan dalam POK, saksi tidak
mengetahuinya;
- Bahwa terkait aeﬁgén ju‘mi‘avh/be'saran perjalan dinas dalam POK dapat saya
rincikan sebagai berikut
~ Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan
Disabilitas ' '
Rp75.000.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pendidikan pemilih melalui
metode -'tatatp muka ké‘pada' Pemilih Pemula, Perempuan, dan
Disabilitas sebesar Rp21.600.000,00
— Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Rp50.000.000,00
— Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp6.000.000,00
— Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Rp59.000.000,00 -
~ Perjalanan Dinas dalam rangka Supervisi Tahapan pemilu 2019 ke
Kecamatan sebesar Rp59.000.000,00
— Sosidlisasi Penyelengga'réan Pemilu Rp123.498.000,00
— Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp8.000.000,00
- Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum Rp448.500.000,00
- Perjalanan Dinas Biasa (keluar daerah) sebesar Rp48.000.000,00
-~ Relawan Demokrasi Rp414.505.000,00
~ Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp18.480.000,00
— Fasilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Provinsi
Rp169.765.000,00
~ Perjalanan Dinas Keluar dalam rangka bimbingan Teknis
pencalonan Pemilihan sebesar Rp52.965.000,00 ‘
— Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Provinsi) sebesar
Rp16.800.000,00
— Pemungutan Suara Rp567.845.000,00
— Perjalanan Dinas Biasa ke KPU Provinsi sebesar Rp35.000.000,00
Perjalanan Dinas Biasa Keluar Jakarta sebesar Rp25.000.000,00
- TOTAL Rp1.908.158.000,00

— TOTAL PERJALANAN DINAS - Rp290.845.000,00

- Bahwa terkait dengan perjalanan dinas di Tahun Anggaran 2019 sudah
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sesuai dengé‘r;‘yéng .sa-ksi terir_ﬁa dalam Petunjuk Operasional Keuangan
(POK) tama_svuk' pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut sudan
sesuai karena sételah' berjalénan dinés “bukti pertanggungjawabannya saksi
langsung serahkan ke bagién keuangén sedangkan yang menyusun laporan
pertanggung]awaban adalah baglan keuangan

Bahwa terkait dokumen Benta Acara Serah Terima tersebut, saksi tidak
pernah mellhatnya dan sepengetahuan saksc selama saksi bertugas di KPU
Kabupaten Supiori tidak pernah melihat dokumen Laporan Audit Inspektorat
Jenderal KPU RI. o

Bahwa keglatan Pengadaan Barang/ asa pada Tahun Anggaran 2019 yaitu
pengadaan 2 (dua) unlt mob|I berupa 1 (satu) unit Toyota Inova dan 1 (satu)
unit Toyota Kayla namun saksi tidak pemah melihat dokumen kontraknya
termasuk saksi tidak _mengetahui siapa yang menjadi Pejabat Pembuat
Komitmennya (PPK) : termasuk pihak . Penyedia (rekanan) namun
sepengetahuan saksi yang mengeluarkan 2 (dua) unit mobil tersebut adalah
pihak Hasjrat Abadi Biak Numfor dan nilaiharga dari kendaraan tersebut
saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa saya. tidak tahu apakah Inspekbrat Jenderal KPU RI pemnah
melakukan Inspeksi atau tidak ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Supiori;

Bahwa saksi tidak pernah menerima imbdan atau fee atas kegiatan yang
dilaksanakan dengan menggunakan Dana APBN maupun Dana Hibah
tersebut selain Honorarium kegiatan .yang bersumber dari Dana APBN
(POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;

Bahwa Terdakwa Naomi Oma Dorce Mayer, S.STP sebagai Kasubag
Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Supiori Tahun 2019, saat itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce
Mayer, S.STP merangkap jabatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi
dari Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan saat itu belum ada yang
menjabat sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik kemudian pada
Bulan Oktober Tahun 2019 diangkat saudara ALLEN A. PONGOH sebagai
Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Supiori;

Bahwa yang mengelola anggaran pada bagian Keuangan, Umum dan
Logistik pada:Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun
Anggaran 201 9 adalah bagian Keuangan, Umum dan Logistik sendiri

sedangkan Anggota Komisioner yang membidangi bidang tersebut hanya
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malaksanakan atau bertanggungjawab terhadap kegiatannya pada bagian
Keuangan, Umum dan Loglstlk tersebut dan yang membidangi divisi
tersebut adalah saudara BUZIRI RONALD KORWA selaku Ketua
Komisioner KPU Kabupaten Suplorl saat i#tu.

Bahwa anggaran pada bagian Hukum dan Pengawasan digunakan untuk
kegiatan memblayal tahapan/keglatan dana kampanye pada saat Pemilu
Tahun 2019 dan untuk memblayal keqlatan sengketa hukum dalam
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 apabila ada sengketa;

Bahwa pada penyelenggaraan Pemllu pada KPU Kabupaten Supiori yang
berkaitan dengan sengketa Pemilu Tahun 2019 tidak ada sengketa Pemilu
pada KPU Kabupaten Supiori.

Bahwa untuk. Pendistribusian Loglsuk yang menggunakan jasa transportasi
yang anggarannya bersumber dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) Tahun Anggaran 2019 pada bagian Keuangan, Umum dan Logistik
adalah Jasa Transportasi Darat dan laut namun mekanismenya
menggunakan jasa Pihak ke-3 _(ketiga) yang berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa namun saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan
mekanisme Pengadaan barang/jasa termasuk kelengkapan dokumen baik
itu kontrak kerja/Surat Perintah Kerja (SPK), karena yang mengetahui
proses tersebut adalah bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;

Bahwa terkait kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
berupa sengketa Pemilu Tahun 2019 tidak ada sengketa Pemilu pada KPU
Kabupaten Supiori namun terkait anggaran atau dana tersebut sudah
dicairkan oleh Bendahara Pengéluaran KPU Kabupaten Supiori Tahun 2019
dalam hal ini saudari Linda Maria Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah)
Bahwa mekanisme Pendistribusian Logistik yang berkaitan dengan sarana
prasarana yang digunakan untuk penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2019
menggunakan sarana berupa Gudang penyimpaanan Logistik Pemilu antara
lain adalah Kotak Suara dan Bilik Suara yang tempatnya/gudang tersebut
berada di Kampung Sorendiweri Kabupaten Supiori dan saksi pernah ke
lokasi tempat penyimpanan logistik Pemilu tersebut sedangkan yang
berkaitan dengan besaran anggaran atau dana yang digunakan untuk
penyimpanan Logistik Pemilu tersebut, saksi tidak mengetahuinya, namun

sepengetahuan saksi dana tersebut ada pada bagian Keuangan, Umum dan

Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun
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Anggaran 2019. 7
Bahwa saksi tldak mengetahun mekamsme menggunakan jasa Pihak ke-3

(ketiga) yang berkaitan dengan. Pengadaan Barang/Jasa, apakah sudah
sesuai dengan mekanisme Pengadaan barang/jasa termasuk kelengkapan
dokumen balk itu kontrak kerja/Surat Perintah Kerja (SPK), karena yang
mengetahui proses tersebut adalah bagm Keuangan, Umum dan Logistik
pada Komisi Pemilihan U_mum (KPU) Kabupaten Supiori;

Bahwa terkait item kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

di Bagian SosmhsaSI dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori untuk Pemilu Legislatif dan

Pemilu PreS|den dan Wak|I Presiden Tahun 2019 nilai anggaran

Rp448.500.000,00 (empat ratus gmpat puluh delapan juta lima ratus ribu

rupiah) perinciannya adalah sebagai berikut

a) Konsolidési Pafti_éipasi Mééyamkat yang diperuntukkan untuk biaya
perjalanan dinas Divisi Téknié Sosialisasi, SDM dan Partisipasi
Masyarakat (Parmas) dengan anggaran senilai Rp48.000.000,00
(empat puluh delapan jiltat mpiah). terkait penyerapan anggaran
sepengetahuan saksi sudah terealisasi karena ada kegiatan perjalanan
dinas ke Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan undangan
dari Pihak KPU RL Namuh terkait penyerapan anggarannya sudah
mencapai 100 (seratus) persen saksi tidak mengetahuinya;

b) KPU Goés To Campus / Goes To School dengan anggaran senilai
Rp79. 500 000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
yang mana kegiatan tersebut berupa sosialisasi Pemilih Pemula di
Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kabupaten Supiori di
Tahun 2019. Terkait penyerapan anggarannya sudah mencapai 160
(seratus) persen saksi tidak mengetahuihya;

c) Pendaftaran Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat yang
diperuntukkan untuk kegiatan “pendaftaran lembaga Survei dan
Penghitungan cepat dengan anggaran senilai Rp8.800.000,00 (delapan
juta delapan ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahuinya;

d) Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di seluruh
Distrik pada Kabupaten Supiori yang diperuntukkan kepada Pemilih
yang sudah memberikan hak suaranya di TPS dengan anggaran senilai
Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) namun
kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak Penyelenggara KPU

Kabupaten Supiori, hamun anggamn/dananya sudah terealisasi 100
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g)

(seratus) ~ persen, sedangka_n menyangkut pelaporan
pertanggungjawabannya | -édé atau tidak pelaporan
pertanggungjawabannya termasuk yang membuat ataupun menyusun
laporan pertanggung}awaban tersebut sepengetahuan saksi adalah
Bendahara Pengeluaran

Lomba KreaS| Pentas Seni yang dlperuntukkan untuk Pemilih Pemula
yang dllaksanakan di Gedung Keseman Kabupaten Supiori dengan
anggaran senllal Rp52.400. 000,00 (ima puluh dua juta empat ratus ribu
rupiah) yang mana kegiatan tersebm berupa lomba tari-tarian oleh
Pemilih Pemula atau siswa/siswi Sekolah Menegah Atas yang ada di
Kabupaten Suplorl di Tahun 2019. Terkait penyerapan anggarannya
sudah mencapan 100 (seratus) persen saksi tidak mengetahuinya;
Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2019
(Kode Program : 3364.052 baglan F Kode Akun : 521211 dan 521811)
yang dlperuntukkan kepada Pemlllh (Masyarakat Umum) yang alat
peraganya dicetak kemudian dlbaglkan kepada masyarakat dengan
anggaran semlau Rp18.000.000,; .(delapan belas juta rupiah) namun
terkait penyerapan anggarannya sudah mencapai 100 (seratus) persen,
saya tidak mengetahumya dan sepengetahuan saksi bahwa dana
tersebut sudah dicairkan untuk pencetakan stiker maupun alat peraga
lainnya namun saksi sudah tidak mgat lagi sedangkan pencairan dana
untuk keglatan tersebut, sak3| tldak mengetahuinya termasuk pelaporan
pertanglgungjawabannya ada atau tidak pelaporan
pertanggyngjawabannya ten'nasqk yang membuat ataupun menyusun
laporan peftéhggungjawaban tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
Konser Musik dan KPU RUN yang diperuntukkan untuk para pemilih
(masyarakat umum) yang dilaksanakan di Kabupaten Supiori yang
bertempat di halaman kantor Distrik Supiori Timur yang mana 2 (dua)
kegiatan tersebut dijadikan 1 (satu) dengan anggaran masing-masing
kegiatan yaitu untuk Konser Musik senilai Rp83.700.000,00 (delapan
puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk KPU RUN senilai
Rp122.700.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
sehlngga total yang dianggarakan untuk ke-2 (kedua) kegiatan tersebut
senilai Rp206.400.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah)
dengan menggunakan jasa Pihak ke-3 (ketiga). Terkait kontrak ataupun
surat perjanjlan (SPK) antara pihak Penyelenggara KPU Kabupaten

Supiori dengan rekanan selaku pihak ke-3 (ketiga), saksi tidak
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mengetahulnya Sedangkan anggaran/dananya apakah sudah
tereallsa3| 100 % (seratus persen) saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksn tersebut Terdakwa membenarkan;

E 6. PAUL RUMBEKWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Se

sebagai benkut

Bahwa benar keterangan sak31 sebagaimana di dalam Berita Acara
Pemerlksaan
Bahwa sak3| tahu hadlr dl pers1dangan untuk memberikan keterangan
sehubungan dengan QUgaan Tndgk ELQana Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada K‘omiAsli‘\ Péfnilihan .Umluim'Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019; :
Bahwa saksi menjabat sebaga| Kom|S|oner di KPU Kabupaten Supiori dan
dilantik tanggal 24 Desember 2019 sampal dengan sekarang (Divisi Bidang
Hukum Pada KPU Supiori) berdasarkan SK KPU Rl nomor: 2026/PP.06-
Kpt/05/KPU/X11/2018 tentang pengangkatan anggota KPU SUPIORI
periode 2018 s/d 2023 tanggal 18 Desember 2018;
Bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Supiori melaksanakan Pemilu yaitu
antara lain pemilih_an Gubemur dan Wakil Gubemnur, pemilihan »Iegislatif,
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
Bahwa pada saat dilaksanakan perhilu pada tahun 2019 di Kabupaten
Supiori saksilberkedudukan sebagai Komisioner di KPU Kabupaten Supiori;
Bahwa tupoksi saksi sebagai Komisioner di KPU Kabupaten Supiori adalah
sebagai berikut :

a) Sak31 menanganam sengketa hukum Kabupaten Supiori,

b) Menangam pelaporan SPIP (Sistim Pengendali Intem Pegawai).

c) Membuat Surat Keputusan- (SK) terkait laporan tahapan yang

sedang berjalan;

d) Mempersiapkan laporan terkait audit dana kampanye;
Bahwa sumber dana yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Supiori bersumber
dari APBN dan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Supiori dimana pada
tahun 2019 KPU Kabupaten Supiori;
Bahwa peruntukan anggaran yang bersumber dari APBN biasanya
digunakan untuk internal ataupun operasional kegiatan kantor KPU
Kabupaten Supiori seperi Belanja Pegawai, ATK Kantor, Perjalan Dinas
dan lain-lain sedangkan anggaran yang sumber dananya dari hibah
Kabupaten Supiori digunakan untuk kegiatan Pemilu dan dana Rutin juga

ada untuk kegiatan Pemilu di tahun 2018;
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Bahwa KPL}__IKébupatgﬁ Sﬁpiori pjernah menerima dana hibah dari
Pemerintah Kabupaten Supiori kurarié lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juté r’u'p'iah)>djmang pada saat itu bendahara yang mengelola
dana tersebut Aadélaﬁ saksi Ahike Kﬁ@fu sedangkan untuk jenis kegiatan
saksi tidak mengetahumya ’

Bahwa pada tahun 2019 KPU Kabupaten Supiori pernah menyewa sebuah
gedung yang. dlgunakan untuk gudang logistik yaitu di Sorindiweri Distrik
Biak Tlmur' dengan biaya anggaran lurang lebih Rp110.000.000,00
(seratus sepulhﬁ juta rupiah) dan yang bertugas untuk mencari sewa
gudang adalah ‘Terdakwa Ngémi Ompa Dorce Mayer, S.STP selaku
Sekertaris (KPAPPK);, |

Bahwa keglatan pemellharaan gedung kantor tidak dilaksanakan
sebagaimana. mestinya sementara anggaran yang tersedia sesuai DIPA
APBN T.A. ’2'01.9 adalah Rp88.400.990.00 (delapan puluh delapan juta
empat ratus ribu rupiah); |

Bahwa anggaran pemellharaan kendaraan yang tersedia sesuai DIPA
APBN TA. 2019 adalah- Rp143.753. 000,00 (seratus empat puluh tiga juta
tujuh ratus I|_ma puluh tlga rupiah) kendaraannya ada di KPU Supiori dan
yang saksi ketahui malah dari sekertaris menyewa kendaraan untuk
kegiatan Perﬁilu fahun 2019;

Bahwa anggaran kegiatan penyelesaian sengketa hukum pemilu yang
tersedia sesuai DIPA APBN T.A. 2019 adalah Rp175.306.000,00 (seratus
tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) akan tetapi kegiatan
penyelesaian éengketa hukum peﬂ]ilu tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya karéna pada penyelesaian sengketa hukum dalam
penyelenggaraan pemilu ada satu sengketa yang sampai ke Mahkamah
Konstitusi (MK) di Jakarta yaitu sengketa pemilihan legislatif DPRD Provinsi
yang saksi lupa namanya;

Bahwa pada saat sengketa pileg tersebut saksi bersama dengan satu
orang komisioner KPU Kabupaten Supiori yang bernama Paul Rumbekwan
ditunjuk untuk menghadiri persidangan sengketa tersebut di Jakarta
kemudian sebelum berangkat saksi dibeti biaya perjalanan oleh bendahara
pengeluaran saudari Linda Yawan (T erdakwa dalam berkas terpisah)
kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk kegiatan
selama 3 (tiga) hari, akan tetapi pada saat di Jakarta dengan agenda
sidang sengketa terjadi kemunduran selama 3 (tiga) hari lalu saksi

mendapat tambahan biaya perjalanan yang dibayar secara transfer oleh
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bendahara s¢be§ar kurang lebih RpS.QOG.OO0,00 (tiga juta rupiah), adapun
penambahan biéya telah kami Plenokan bersama KPU Provinsi dan dihadiri
29 (dua pljluh sembilan) Kabupaten Khusus Divisi Hukum yang
melaksanakan sengketa dandi setu;uu penambahan anggaran tersebut;

- Bahwa saksi ketahun tldak ada lagi keglam yang dilaksanakan mengenai
penyelesaian sengketa hukum maupun advokasi permasalahan hukum
dalam penyelenggaran pemilihan umum dan juga pihak KPU Kabupaten
Supiori tidak adé menyewaljasa' Advokési;

- Bahwa pada saat saksi di Jak}a‘rla‘ gaksi sampaikan kepada Terdakwa
Naomi Orpa Dorce Mayer, IS STP melallji telephone kalau uang tidak dapat
digunakan untuk keglatan ke Jakarta namun pada saat saksi tiba di Supiori
bersama dengan: saudari PETRONELLA saksi menanyakan kembali
kepada Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP kalau uang untuk
kegiatan bidang hukum sudah dlgunakan untuk kegiatan yang lain;

- Bahwa Terdakwa Naom| Orpa Dorce Mayer, S.STP pernah menyampaikan
akan menggunakan kapal SABUK NUSANTARA untuk ke MAPIA, tetapi
saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sewa kapal atau tidak, karena
Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP tidak transparan mengenai
sewa kapal pada saat itu;

- Bahwa terkait internal KPU Supiori kami semua Komisioner sepakat untuk
melaporkan ke Sekjen KPU Pusat dan telah dilaporkan sebanyak 2 kali
secara resmi dan surat dari kami Komisioner tidak di balas oleh KPU pusat
dan kami KomISIoner juga sudah menyampalkan kepada Pemda Supiori
melalui surat resmi sebanyak 2 kali tetapi sekertaris KPU Supiori tidak
menlndaklanjutl. Kenapa saksi sampaikan hal tersebut ke pemerintah
daerah dalam hal ini Kabupaten Supiori karena sekertaris adalah PNS

- organik Kabupaten Supiori karena kerja sekertaris tidak transparan dan
tidak profesional dalam mengelola keuangan contoh anggaran bidang
hukum ada _keglatan tetapi sekertaris menyampaikan tidak bisa dicairkan
karena bukan kegiatan bidang hukum namun kenyataannya setelah saksi
tanyakan kembali uang bidang hukum sudah habis, padahal saksi dan
saudari Petronella tidak mengetahuinya, karena sesuai penyampaian
‘Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP uang tersebut tidak dapat
digunakan untuk bidang Hukurm;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
7. ADOLFINA TANAN, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:
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Bahwa benar ke'\qerangan-l saksi séb_éga'mana di dalam Berita Acara
Pemeriksaan; - .
Bahwa saksi hadir di persidangah untuk memberikan keterangan
sehubungan"den‘g.an dugagn Tihdak Pidéna Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019, . o I
Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagali Pegawai Negeri Sipil pada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori);
Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dalam Dokumen Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) / Peturjuk Operasiqqél Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten VSupiori tefdapat kegiatan Sewa Gudang Logistik
untuk Penyelenggaranaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden di Tahun 201Qi‘dan sepengetahuan saya jumlah dana/anggaran
yang tersedia adalah R91;10.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
Bahwa pada Tahun Aqggéran 2020 dalam DIPA) / Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori
terdapat belanja sewa .gudang kantor yang diperuntukkan untuk logistik
bekas (Ex) Pemilu Tahun 2019 yang mana barang-barang Ex Pemilu
Tahun 2019 yang sudah tidak digunakan akan tetapi belum ada perintah
untuk dilaksanakan pe&lusnahan Logistik Ex Pemilu Tahun 2019 tersebut
untuk Pa\yelenggaraan“il?emilu Kepala Daerah Kabupaten Supiori di Tahun
2020 dan sepengetahuan saya jumiah dana/anggaran yang tersedia di
Tahun 2020 adalah Rp126.501.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima
ratus seribu rupiah); -
Bahwa pada Tahun Anggjaran 2019 dalam Dokumen lIsian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Supiori terdapat kegiatan Sewa Gudang Logistik
untuk Penyelenggaranaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden di Tahun 2019 dan sepengetahuan saya jumiah dana/anggaran
yang tersedia adalah Rp1 10.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
Bahwa kelengkapan dokumen berserta pertanggungjawabannya untuk
kegiatan Sewa GudanQ”sebagaimané datam DIPA/POK Tahun Anggaran
2018 dengan rincian dokumen adalah, sebagai berikut:
a) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional
Kegiatan '(POK) Komisi Pémilihah Umum (KPU) Kabupaten Supiori
Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan Sewa Gudang Logistik senilal

Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah),
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b) Pennohonan sewa bangunan Nomer: 01/LOG/KPU-SUPNIII/2018,
tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU
Kabupaten Suplon yaltu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP
selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada pemilik
Gudang / Ruko yaitu saudan TRISNAWATI;

¢) Surat Peqanjlan sewa bangunan (Kontrak) Nomor: 001/SP-
LOGISEK/KPU-SUP/IX12018 tanggal 01 September 2018 yang
dltandamngam oleh Sekretans KPU Kd)upaten Supiori yaitu Terdakwa
Naomi Orpa Doroe Mayer SSTP dan saudari TRISNAWATI selaku
pemilik bangunanlgudang dan ditandatangani oleh saksi saudari
ADOLFINA TANAN yang mana kelengkapan dokumen yang
dilampirkan, yaits:

& Sertifikat. Tanah (Sertifikat Hak Milik/SHM) Nomor: M.78/
Sorendlwen tanggal 12 Oktober 2012 atas nama SYARIFUDDIN
(suami dari saudari TRISNAWA11) yang diterbitkan oleh Badan
Pertanar;an Nasioqal.:(BPN) Kabupaten Biak Numfor,

< Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 80.308.338.5-954.000 atas
nama TRISNAWATI;

% Buku. Tqb@ngan Bank BRI ‘Unit Supiori Biak dengan Nomor
Rekening: 7169-01-001941-53-1 An. TRISNAWATI;

d) Kemudlan dlterbltkan Surat Perintah  Membayar (SPM) Ganti Uang
Persediaan (UP) Nomor 00256, tanggal 10 Oktober 2018 senilai
Rp100.000.000,00  (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh
Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saudari IKA SULISTYOWATI;

e) Kemudian diterbitkan lagi Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang
Persediaan (UP) Nomor: 00266, tanggal 18 Oktober 2018 senilai
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat
Penandatanganan SPM yaitu saudari IKA SULISTYOWAT;;

f) SeIanjutnYa diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
180641302001698, tanggal 11 Oktober 2018 senilai Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh pihak KPPN Biak;

g) Kemudian diterbitkan kembali Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 180641302001752, tanggal 18 Oktober 2018 senilai
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh pihak
KPPN Biak;

h) Kemudian setelah dana dicairkan sesuai dengan dokumen SPM dan

SP2D lalu saya selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 melakukan

Halaman 91 dari 206 Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Tpk/2022/PN Jap
o

-~



pembayaran Sewa Gudang ng‘is}tillghanya 1 (satu) kali saja pembayaran
dengan pqltpn.g‘an,paj‘ak Ppn dan Pph dengan 2 (dua) kali pemotongan
pajak sesuai 'dengén.:SPM GUP yahg diterbutkan 2 (dua) kali karena
pembayarqp. menggunakan Ganti' Uang Persedian (GUP) dengan
perincian potongan péjak ya.-itu" Shrat Perintah Membayar (SPM) Ganti
Uang Per‘sedféan (UP) Nomor: 00256, tanggal 10 Oktober 2018 senilai
Rp100.00.(_)_;.‘9,60_,_00 v(s‘er-atus’ Juta 'rupiah) dengan potongan pajak Ppn
senilai Rp9.090.809,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus
sembilan rupiah) dan potongan pajak Pph senilai Rp. 1.363.636,00 (satu
juta tiga fath_ enam puiﬁh tiga nbu enam ratus tiga puluh enam rupiah)
kemudian uhr’ltuk S,uyét Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang
Persediaan. (UP) Nomor: 00266, tanggal 18 Oktober 2018 senal
Rp10.000.100@,00 ‘ (sepuluh juta ruP"nah) dengan potongan pajak Ppn
senilai Rp909. 9'01‘- (sembilan rafus sembilan ribu sembilan ratus satu
rupiah) dan potongan pajak Pph senitai Rp136.364,00 (seratus tiga
puluh enam nbu tiga ratus enam puluh empat rupiah)dengan bukti
kwitansi pgmpgyaran yang dibayarkan 1 (satu) kali dengan bukti witansi
pembayaran sewa gudang sementara logistik pemilu Tahun 2019 sesuai
dengan Sur'at.A Perjanjian sewa bangunan (Kontrak) Nomor: 001/SP-
LOG/SEK/KPU-SUP/1X/2018, tanggal 01 September 2018 yang
dibayarkan kepada saudarai TRISNAWATI senilai Rp100.000.000,00
(seratus jUta rupiah) namun pada faktanya yang dibayarkan kepada
saudari TRISNAWATI selaku pemilik Ruko / gudang sebesar
Rp55. 000 000 00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan di bulan
Oktober 2018 karena saksi hanya diperintahkan oleh Terdakwa Naomi
Ompa Dorce Mayer, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU
Supiori untuk membayarkan saja;
i) Foto Dokumentasi Gudang Logistik untuk Penyelenggaraan Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2019.
Bahwa Sewa Gudang Logistik yang tercantum dalam DIPA/POK Tahun
Anggaran 2018 terkait pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu di
Tahun 2018 sementara penyelenggaraaan Pemilu dilaksanakan di Tahun
2019 bukan d| Tahun 2018 namun Tahapan pelaksanaan sudah dimulai
dari Tahun 2018 antara lain verifikasi partai poliik termasuk kotak suara
dan bilik yang pengadaannya dari KPU RI. sedangkan dari Pihak KPU

Supiori hanya menyediakan Gudang Logistik yang telah dianggarkan d

Tahun 2018 namun saksi sudah tidak ingat kapan kotak suara dan bilik
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masuk di dalam Gudang tersebut

Bahwa Sewa. gudang Ioglstlk di Tahun 2018 yang dibayarkan kepada
saudari TR!SNAWATI_ selaku permik gudang/ruko  sebesar
Rp55.000.00'0_,‘.v00, (ima puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan di bulan
Oktober 201"8 yang mana terkait sewa gudang logistik tersebut memang

serta penggunaan gudang Ioglstlk tersebut untuk kotak suara dan bilik yang

berasal dari pengadaan KPU RI masuk di dalam Gudang tersebut di tahun

2018 untuk penyelenggaraaan Pemilu dilaksanakan di Tahun 2019,

sedangkan anggaran di Tahun 2018 untuk sewa gudang logistik ada

anggarannya sendiri namun saksi sudah bukan bendaharanya lagi jadi
sudah tidak mengetahul mekanlsme pembayarannya di tahun 2019 dan

sepengetahuan sak5| bendahara pengduaran (APBN) di Tahun 2018

adalah saudari L|nda Mana Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa yangmgnanganinya adalah Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

yang saat itu di.T.ahun 2918 tidak ada Kasubagnya dan dijabat sementara

oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris KPU

Supiori sejak Bulan Jan:ua.ri 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019

kemudian saudafa ALLEN A. PONGOH menjabat secara definitif sejak

bulan November 2019 sémpai dengan sekarang sedangkan ketua Divisi

Keuangan, Umum dan Loglstlk yang dijabat oleh anggota Komisioner

adalah saudara LUKAS BONAY, SE di Tahun 2018 kemudian di Bulan

Januari 2019 digantikan oleh saudara BUZIRI KORWA selaku Ketua

Komisioner sampau dengan bulan Agustus 2020 kemudian karena saudara

BUZIRI KORWA tersangkut kasus Pidana lalu digantikan oleh saudari

SELVIA MUNDONI selaku.Pit. Ketua KPU Supiori sejak bulan September

2020;

Bahwa kelengkapan dokumen berserta pertanggungjawabannya untuk

kegiatan Sewa Gudang sebagaimana dalam DIPA/POK Tahun Anggaran

2020 dengan rincian dokumen adalah, sebagai berikut .

a) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori
Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan Sewa Gudang Logistik senilai
Rp126.501.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus seribu

_ rupiah);

b) Permohonan sewa bangunan Nomor:
tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU

47/LOG/KPU-SUP/IX/2020,
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Kabupaten Suplon ya|tu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP
selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada saudari
RISMA RIA SIHOMBING selaku pemlllk Gudang;
c) Surat Perjanjian sewa bangunan (Kontrak) Nomor:  01/SP-
LOG/SEKIKPU-SUP/IXIZOZO tanggal 07 September 2020 yang
dnandatanganl oleh Sekretans KPU Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa
Naomi Orpa Dorce Mayer YER, S.STP selaku KPA dan saudari RISMA
RIA SIHOMBING selaku pemilik bangunan/gudang dan ditandatangani
oleh saksn adalah DAUD SARAWAN (Staf KPU Supiori) dan saudara
MURSIDIK (suamn dari saudari RISMA RIA SIHOMBING) yang mana
kelengkapan dokumen yang dllampukan yaitu :
< Sertifikat Tanah (Sertlfkat Hak Milik/SHM) Nomor: 314, tanggal
11 Maret 2016 atas nama AGUSTINA RAYAR yang diterbitkan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Biak Numfor;

< Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP): 90.737.434.2-954.000 atas
nama_i RISMA RIA SIHOMBING;

& Buku Tabungan Bank BRI Unit Supiori Biak dengan Nomor

Rekening: 7169-01-007579—53-6 An. RISMA RIA SIHOMBING;

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9119036307780002 An. RISMA RIA

SIHOMBING _

d) Kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang
Persediaan (TUP) Nombr: 00172, tanggal 02 Desember 2018 senilai
Rp75.000.000,00 (tUjuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani
oleh Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saudari IKA SULISTYOWAT;;

Bahwa pembayaran Sewa Gudang logistik menggunakan Surat Perintah

Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) karena saat itu UP

yang tersedia di Tahun 2020 yang diperbold1kén hanya Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) sesuai dengan mekanismenya seperti itu, namun

faktanya pembayaran sewa gudang logistik di atas Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah), sehingga Sekretaris KPU Kabupaten Supiori yaitu

Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku KPA mengajukan

Tambahan Uang Persedia (TUP) sebesar Rp144.500.000,00 (seratus

empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana ada surat

permohonan pengajuan TUP ke pihak KPPN Biak Numnfor dari Terdakwa

Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP selaku KPA yang didalamnya termasuk

pengajuan untuk pembayaran PCR/SWAP untuk pegawai KPU dalam

®,
%

masa pandemi Covid-19 di Tahun 2020 sehingga terbitah SPM
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Pertanggungjawaban Tambahan Uang Pevsedlaan (PTUP) Nomor: 00172,
tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp75 000.000,00 (tujuh puluh lima
juta rupiah) yang dlgunakan untuk pembayaran sewa gudang milik saudari
RISMA RIA SIHOMBING semla| Rp75 000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah) sebanyak 1 (satu) kaI| pembayaran dengan potongan pajak Pph
Final senilai Rp7.500. 000 00 (tu1uh juta fima ratus ribu rupiah) sehingga
dana yang dlca:rkan untuk pembayaran sewa gudang logistik setelah
potong pajak senilai Rp67 500. 000 00 (emam puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk pembayaran Jasa petugas
PCR/SWAP untuk pegawan KPU dalam masa pandemi Covid-19 di Tahun
2020. Selanjutnya dlterbltkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 200641701000052 tanggal 03 Desember 2020 senilai
Rp75.000. 000 00 (tu1uh puluh lima juta rupiah) yang diterbitkan oleh pihak
KPPN Biak. Kemudlan setelah dana dicairkan sesuai dengan dokumen
SPM dan SP2D lalu saya selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2020
melakukan pembayaran Sewa Gudang Logistik sebanyak 1 (satu) kali
pembayaran yang sudah dipotong pajak Pph Final dengan metode Transfer
senilai senilai Rp67. 500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) yang ditransfer melalw rekening BRI Unit Supiori Biak dengan
Nomor Rekening: 7169—01-007579—53-6 An. RISMA RIA SIHOMBING
dengan bukti kwitansi pembaYaran yang dibayarkan 1 (satu) kali dengan
bukti Kwitansi pembayaran sewa gudang Ex Pemilu 2019 tanggal 30
November 2020 sementara logistik pemilu Tahun 2019 sesuai dengan
Surat Penanjlan sewa bangunan (Kontrak) Nomor: 01/SP- LOG/SEK/KPU-
SUP/X/2020, tanggal
07 September 2020 yang dibayarkan kepada saudari RISMA RIA
SIHOMBING senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) sudah potong pajak Pph Final yang dibayarkan oleh saya
sendiri (ADOLFINA TANAN) selaku Bendahara Pengeluaran Tahun
Anggaran 2020.

Bahwa Sewa Gudang Logistik yang tercantum dalam DIPA/POK Tahun
Anggaran 2020 yang berkaitan dengan penyimpanan logistik berupa Kotak
Suara, Bilk serta barang-barang  logistik lainnya bekas (EX)
Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019 karena belum ada petunjuk dari KPU RI terkait

Pemusnahan Logistik tersebut;

Bahwa terkait dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di Tahun
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2019 yang berkéitan dengan sewa gudang logistik di Tahun Anggaran 2019
yang kaitannya dengan Kégiatan KPU. Supiori di Tahun Anggaran 2020
yang mana sepengetahuan sak3| sewa gudang tersebut diperuntukkan
untuk penyimpanan barang-barang bekas (Ex) Pemilu Tahun 2019 namun
tidak ada kaltannya dengan Pemlllhan Kepala Daerah di Tahun 2020 dan
sepengatahuan saksi pembayaran sewa gudang Ex Barang-barang
Logistik Pemllu Leglslatlf dan Pemllu Presiden Tahun 2019 dibayarkan
kepada saudarl RISMA RIA SIHOMBING senilai Rp67.500.000,00 (enam
puluh tujuh juta Ilma ratus ribu rupxah) sudah potong pajak Pph Final yang
dibayarkan oIeh saksn sendm (ADOLFlNA TANAN) selaku Bendahara
Pengeluaran dan tidak ada kartannya dengan sewa gudang logistik milik
saudari TRISNAWATI di Tahun 2020 karena pembayaran sewa gudang
logistik milik saudari TR§NAWAT! yang saksi ketahui dibayarkan di Tahun
2018 sedangkan Tahun Anggaran 2019, saksi tidak mengetahuinya karena
yang menjagji. 'bendaharghp_engelualan (APBN) di Tahun 2019 adalah
saudari Linda Maria Yawan (T erdakwa“dalam berkas terpisah);
Terhadap keierangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8. SELVIA MUle)ONI, S.T, l;di bawah su_mpah pada pokoknya menerangkan

sebagai benkut '

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara
Pemeriksaan; :

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan
sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019, | .

- Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai Anggota Komisioner KPU
Kabupaten Supiori;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Komisioner KPU
Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 2026/PP.06-
Kpt/05/KPU/XI11/2018, tanggal 18 Desember 2018 Tentang Pengangkatan
Anggoat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Provinsi Papua
Periode 2018 s/d 2023;

- Bahwa tugas pokok (TUPOKSI) saya selaku Anggota Komisioner KPU
Kabupaten Supiori adalah sebagai berikut:

a) Mengikuti kegiatan Pleno terbuka maupun tertutup;

b) Mengikuti rapat Rutin dalam seminggu sekali;
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+)] Menghadln undangan dan Penmntah dezerah, Forkopimda dan
stekholder lainnya;

- Bahwa sela|n sebagan Anggota Komls:oner KPU Kabupaten Supiori saksi
juga membldangl DIVlSl Sosuahsasu Pendidikan Pemlhh Pastisipasi
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Naoml Orpa Dorce Mayer, S.STP
sebagai staf pada KPU..Kabupaten Supiori dan Terdakwa Naomi Orpa
Dorce Mayer, S.STP sekéiigus juga §élaku Bendahara Pengeluaran APBN
pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019; )

- Bahwa Sumber Dana pada KomIS| Pemrlrhan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun Anggaran 2019 .yéng dilakukan beberapa kali revisi anggaran
namun jumlah dana yang dianggarkan beserta rincian alokasi anggaran
tersebut pada Téhun Anggaran. 2019, saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa mekanisme pengelolaan anggafan Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) pada Komisi Pepﬁlihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori hingga
tahap Pencairan dana untuk- kegiatan bidang teknis adalah melakukan
rencana penarikan kemgdian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM)
oleh Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) melalui KPPN Biak Numfor
kemudian pihak KPPN l.mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) kemudian Dana APBN tersebut masuk ke rekening Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Supiori atau ke rekening pihak ke-3 (ketiga)
bilamana ada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

- Bahwa salah satu acuan yang dlgunakm oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Supiori-.dalam pengelofaan anggaran adalah Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 124/Kpts/KPU/Tahun
2016, tanggal 11 Oktober 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Anggaran Baglan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Bahwa terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban  kegiatan
menggunakan anggaran APBN di Sekretariat KPU Supiori, terlebih dahulu
dibuatkan rencana anggaran belanja (RAB) untuk kegiatan kemudian RAB
fersebut dibuatkan Nota Dinas / Disposisi oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) untuk dilakukan realisasi anggaran oleh Bendahara Pengeluaran
APBN KPU Kabupaten Supiori kemudian untuk pertanggungjawaban
kegiatannya diserahkan kepada bendahara pengeluaran disertai dengan

bukti-bukti pendukung kegiatan pada. masing-masing bidang teknis
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tersebut;

Bahwa setlap keglatan masmg-masmg bidang di Tahun 2020 yang mana
membuat nnclan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan
tersebut dan dlajukan ke baglan Divisi pada Komisioner KPU yang
membidangi DNISI tersebut dan seﬁelah dtsetu;m oleh Divisi masing masing
bagian kemudlan dlserahkan oleh masing-masing Kasubag kepada
Sekretaris KPU Kabupaten Suplon selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) untuk’ dllakukan venﬁkaS| apakah Rincian anggaran tersebut sudah
sesuat dalam Petunjuk Operasmnal Keuangan (POK) untuk segera dibayar
atau dicairkan; .

Bahwa Terdakwa Naoml Orpa Dorce Mayer, S.STP sebagai Kasubag
Keuangan, Umum dan Log|st|k pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Suplon Tahun 2019. Saat itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce
Mayer, S.STP merangkap jabatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi
dari Kasubag Keuangan, . Umum dan Logistik karena belum ada yang
menjabat sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik. Di akhir tahun
2019 diangkat saudari ALLEN A. PONGOH sebagai Kasubag Keuangan,
Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori; :

Bahwa terkalt sewa gudang untuk logistik Pemilu Kabupaten Supiori Tahun
2019 yaitu Kotak suara, yaitu gedung. yang berada dekat kantor BNPBD
Kabupaten Supiori yang berbentuk Rumah Toko (Ruko) dan
sepengetahuan saksi besaran biaya anggaran uang sewa gedung untuk
logistik Pemllu .yang ada dalam Petunjuk Operaswnal Keuangan (POK) /
DIPA APBN KPU Kabupaten Supiori tersebut adalah sebesar
Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh-juta rupiah) namun apakah sudah
dilakukan pencairan ataupun pembayaran, saksi tidak mengetahuinya;
Bahwa terkait biaya Pemeliharaan Gedung Kantor KPU Supiori ada
dianggarkan di Tahun 2019, untuk besaran nominalnya seingat saksi
sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa terkait biaya pemeliharaan peralatan dan mesin ada dianggarkan di
Tahun 2019 tetapi saksi tidak mengetahui besaran anggaran maupun
apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan atau belum

Bahwa untuk kegiatan pengelolaan keuangan pada bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

menggunakan APBN pada KPU Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019

sepengetahuan saksi bahwa kegiatan pada bagian Teknis Penyelenggara
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Pemilu dan Suﬁber Dayé Manu;ia (SbM) dengan membuat rincian atau
Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan tersebut dan diajukan ke
bagian Divisi pada Komlsloner KPU yang membidangi Divisi tersebut dan
setelah dlsetUJUI oleh DIVlSl pada pada bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Sumber Daya Manusua (SDM) kemudian diserahkan oleh
masmg-masmg Kasubag kepada Sekretans KPU Kabupaten Supiori selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Terdakwa Naomi Orpa
Dorce Mayer,. S STP untuk dilakukan veriﬁka3| apakah Rincian anggaran
tersebut sudah sesual dalam Petunjuk Operasional Keuangan (POK) atau
DIPA APBN TA 2019 untuk segera dibayar atau dicairkan;

Bahwa terkait dengan anggaran pada bagien Teknis Penyelenggara Pemilu

dan Sumber Daya Manusia (SDM) dlgunalean untuk kegiatan yaitu:

a) Kegiatan s03|aI|saS| kepada . pemlllh pemula, kelompok perempuan dan
dlsabtlaltas yang dianggarkan;

b) Lomba kreasi pentas seni pemlllh pemula;

c) SOSIallsaSI kepada relawan Demokrasn (Relasi) yang langsung terjun ke
masyarakat untuk mensosialisasikan 5 (lima) surat suara pada Pemilu
Pileg dan Pilpres Tahun 2019 dengan kelompok masyarakat namun
anggarannya saya sudah tidak ingat lagi, yang didatangi Kelompok
pemilih P?mula, Kelompok Perempuan, Kelompok disabilitas dan
Kelompok marginal;

d) Kegiatan sosialisasi di Gereja Agter Korido;

e) Sosialisasi.tahapan kampanye dan jadwal kampanye;

f) Tatacara ;rj‘r_)_encoblos surat suara Pilpres dan Pileg Tahun 2019;

g) Kegiatan KPU Run dan konser musik Pemilih Pemula dengan tema
"Pemilih Berdaulat Negara Kuat’,

Bahwa Pendistribusian Logistik yang menggunakan jasa transportasi yang

anggarannya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019, karena

dianggarkan dalam DIPA APBN KPU Kabupaten Supiori TA 2019,

Bahwa penyelenggaran Pemilu pada KPU Kabupaten Supiori yang

berkaitan dengan kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum

Pemilu berupa sengketa Pemilu Tahun 2019, ada dianggarkan dalam

POK/DIPA APBN KPU Kabupaten Supiori TA 2019;

Bahwa Tahun 2019 saat penyelenggaraan Pemilu Pemilihan Legislatif

(Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tidak ada sengketa Pemilu pada

KPU Kabupaten Supiori;

Bahwa mekanisme Pendistribusian Logistik yang berkaitan dengan sarana
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prasarana yang dié’un_akan untuk penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2019
berupa gudang Logistik Pemilu ada dianggarkan dalam POK atau DIPA
APBN KPU Kabuptaen Suplon TA 2019;

Bahwa yang mengelola anggar,an pada bagian Keuangan, Umum dan
Logistik di Tahun 2019 untuk kegiatan pendistribusian logistik yang
menggunakan jasa transportaS| maupun sarana penyimpanan Logistik
Pemilu Tahun 2019 pada KomlSl Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori adalah Kasubag Keuangan Umum dan Logistik yang dijabat oleh
Terdakwa Naoml Orpa Dorce Mayer S.STP (sekretaris KPU Supiori)
sebagai Kasubag Keuangan Umum dan Logistik saat itu dan selaku
Pejabat Pembuat Komltmen (PPK) untuk kegiatan tersebut;

Bahwa terkait dengan anggaran Rutin Tahun 2019 yang diperuntukkan
untuk DIVISI saya yaltu Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Pastisipasi
Masyarakat. dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Supiori
termasuk laporan pertanggungjawabannya, pada dasamya sudah sesuai
dengan POK dan kegiatannya juga sudah dilaksanakan termasuk
pertanggungjawabannya . sudah diserahkan kepada Bendahara
Pengeluaran APBN KPU._\Supiori saat itu adalah saudari Linda Maria Yawan
(Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan Sak_si tersebut, Terdakwa membenarkan;

9. PETRONELLA PITERSINA TOISUTA SH., M.Si., di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara

Pemeriksaan;
Bahwa saksi hadir . di - persidangan untuk memberikan keterangan

sehubungan-dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran

2019;
Bahwa pada tahun 2019 pada kabupaten Supiori melaksanakan Pemilu

yaitu antara lain pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan legislatif,

pemilihan presiden dan wakil presiden;
Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KPU

Kabupaten Supiori dan jabatan saya sebagai Kasubgag Hukum pada KPU

Supiori;
Bahwa tupoksi saksi sebagai Kasubbag Hukum adalah sebagai berikut:

- Saya menanganani sengketa hukum Kabupaten Supiori.
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- Menangani‘p'el'épéran- SPIP ( Sistim PeWali Intern Pegawai).

- Membuat Surat Keputgs)an (SK) terkait laporan tahapan yang sedang
berjalan. | |

- Memper5|apkan laporan terkait audlt dana kampanye;

Bahwa peruntukan anggaran .yang bersumber dari APBN biasanya

digunakan untuk mtemal ~ataupun operasional kegiatan kantor KPU

Kabupaten Suplon seperti Belanja Pegawal ATK Kantor, Perjalan Dinas

dan lain-ain sedangkan anggaran yang sumber dananya dari hibah

Kabupaten Supiori digunakan untuk keglatan Pemily;

Bahwa pada tahun 2019 KPU Kabupaten Supiori memperoleh dana Hibah

sesuai dengan Naskah Perjanjlan Hibah Daerah (NPHD) kurang lebih

Rp15.000. 000 000,00 (Lima belas milyar rupiah) dengan 3 tahap pencairan

yang dipergunakan untuk kegiatan pilkada kepala daerah Kabupaten

Supiori;
Bahwa proses atau mekamsme dana hibah adalah Pihak KPU Kabupaten

Supiori mengajukan prop_qsal_ dengan membuat rincian kegiatan untuk
pelaksanaan kegiatén pilkada kepala daerah Kabupaten Supiori kemudian
proposal tersebut diajukan'ke pihak Pemesintah Daerah Kabupaten Supiori,
lalu setelah diproses kem,t_ldian dilaksanakan penandatanganan perjanjian
Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) antara pihak KPU Kabupaten
Supiori dengan pihak Kabupaten Supiori. kemudian dilakukan pencairan;
Bahwa awal pembuatan naskah perjanjian hibah tahun 2019 tersebut tidak
melibatkan saksi selaku Kasubbag Hukum karena seluruh proses
penyusunan NPHD tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Kabupaten
Supiori yaitu Naomi Mayer kemudian setelah adanya teguran diketahui
bahwa Kasubbag harus dilibatkan dalam penyusunan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah NPHD” barulah saksi dan semua Kasubbag dikumpulkan
dan mengajukan anggaran sesuai tahapan kebutuhan tiap divisi;

Bahwa, KPU Kabupaten Supiori ada menerima dana hibah dari pemkab
Kabupaten Supiori kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah) dimana pada saat itu bendahara yang mengelola dana tersebut
adalah saksi Anike Kiisifu sedangkan untuk jenis kegiatan yang
dipergunakan dari anggaran tersebut tidak dilaksanakan dengan benar dan
tepat, selain itu untuk pembuatan naskah perjanjian hibah saksi selaku
Kasubbag Hukum tidak pemah dilibatkan dalam penyusunan naskah hibah
tersebut sehingga sampai sekarang saksn tidak mengetahui apakah Naskah

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kegiatan pemilu 2019 ada atau
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tidak;
- Bahwa KPU Suplon pada tahun 2019 menganggarkan pemeliharaan

gedung kantor sesua| DIPA APBN TA 2019 sebesar Rp88.400.000,00
(delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi kegiatan
pemeliharaan gedung kantor tldak dllaksanakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa KPU Sup|0r| pada tahun 2019 menganggarkan pemeliharaan
peralatan dan mesin sesuai DIPA APBN TA 2019 sebesar
Rp143.753. 000 00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga
rupiah) akan tetapl kegiatan pemellharaan peralatan dan mesin tidak
dllaksanakan sebagalmana mestlnya dimana jumlah kendaraan dinas yang
dianggarkan didalam DIPA TA. 2019 tidak sama dengan jumlah fisik
kendaraan yang sebenamya, contoh kendaraan roda empat yang
dianggarkan dalam DIPA TA. 2019 ada 4 (empat) unit akan tetapi dalam
keadaan sebenamya jumiah kendaraan roda empat yang ada di kantor
KPU Kabupaten Supiori jumlahnya 2 (dua) unit;

. Bahwa KPU Supiori pada tahun 2019 menganggarkan kegiatan
penyelesaian sengketa hukum Apemilu sesuai DIPA APBN T.A. 2018
sebesar Rp175.306.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam
ribu rupiah) akan tetapi kqgiatén penyelesaian sengketa hukum pemilu
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena pada penyelesaian
sengketa hukum dalam penyelenggaraan pemilu ada satu sengketa yang
sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta yaitu sengketa pemilihan
legislatif DPRD Provinsi yang saksi {upa namanya. Berdasarkan sengketa

- pileg tersebut saksi bersama dengan satu orang komisioner KPU
Kabupaten Supiori yang bernama Paul Rumbekwan ditunjuk untuk
menghadiri persidangan sengketa tersebut di Jakarta kemudian sebelum
berangkat saksi diberi biaya perjalanan oleh bendahara pengeluaran
saudari Linda Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) kurang lebih
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk kegiatan selama 3 (tiga)
hari, akan tetapi pada saat di Jakarta dengan agenda sidang sengketa
terjadi kemunduran selama 3 (tiga) hari lalu saksi mendapat tambahan
biaya perjalanan yang dibayar secara transfer oleh bendahara sebesar
kurang lebih Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah), adapun penambahan biaya
telah kami Plenokan bersama KPU Provinsi dan dihadiri 29 Kabupaten

Khusus Divisi Hukum yang melaksanakan sengketa dan di setujui
penambahan anggaran tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi kegiatan yang dilaksanakan mengenai penyelesaian
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sengketa hukum maupun advokasn pemasalahan hukum dalam
penyelenggaran pemlllhan umum dan juga pihak KPU Kabupaten Supiori
tidak ada menyewa jasa AdvokaS|

Bahwa anggaran yang tersedia sesual DIPA APBN T.A. 2019 adalah
Rp903.264. 000 00 (sembllan ratus tlga juta dua ratus enam puluh empat
ribu rupiah) akan tetapi keglatan penyelesaian sengketa hukum pemilu
tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dimana kegiatan pendistribusian
logistik dilaksanakan melalui pihak rekanan ( pihak ketiga) akan tetapi
pekerjaan yang dllaksanakan oleh pthak rekanan tersebut tanpa melalui
penandatanganan surat per]anpan (kontrak) ataupun surat perintah kerja
(SPK) sehingga pada ‘pelaksanaannya ada terjadi permasalahan pihak
KPU Kabupaten Supiori dengan pihak rekanan dimana biaya pekerjaan
selalu berubah-ubah tidak sesuai dengan yang disepakati dimana menurut
saksi kekisruhan tersebut terjadi akibat tidak dibuatnya surat perjanjian
(kontrak) dari awal pekerjaén dan untuk Perusahaan yang melaksanakan
kegiatan pendistribusian logistik kegiatan pemilu tahun 2019 saksi tidak
mengetahui siapa yang melaksanakannya setelah akan dilaksanakan
pendistribusién logistik kegiatan pemilu tahun 2019 barutah Saksi
YULIANTI hadir dan untuk pelelangan, sepengetahuan saksi tidak
dilaksanakan dan tidak ada panitia pelelangannya dan seingat saya kontrak
tidak ada menurut yang disampaikan oleh saudari YULIANTI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

10. IKA SULISTYOWATI, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai beriku_t:

Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara
Pemetiksaan;

Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan
sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019;

Bahwa pada tahun 2019 saya adalah Pegawai Negeri Sipil pada KPU
Kabupaten Supiori dengan Jabatan sebagai Penandatangan SPM;

Bahwa tupoksi saksi sebagai Pejabat PPSPM (Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar) adalah:

a) Menguiji kebenaran SPP (SPM) beserta dokumen pendukungnya;

b) Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;

c) Menerbitkan SPM;
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d) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah Pembayaran kepada
KPA; e - :
e) Menolak dan mengembglikan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk di bayarkan ’
Bahwa yang menandatangani SPM adalah saksi sendiri, dokumen tersebut
sudah ada apllkasmya kemudlan saksi tinggal mengeprint/mencetak
dokumen SPM antara lain dokumen daftar SPM, SP2D dan laporan
realisasi anggaran. dan POK (Petunjuk Operasional Keuangan);
Bahwa hanya SPM yang saksi tandatanganl pada dokumen pencairan
untuk pengelolaan Keuangan pada KPU Kabupaten Supiori;
Bahwa mekanisme SPM untuk perjalanan dinas adalah berdasarkan
undangan keglatan dan SPT dan PPK dan disposisi PPK SPM, Kegiatan
berdasarkan SK Pleno perkegiatan dan rincian kegiatan dari masing-
masing divisi dan disposisi sekertans SPM-UP berdasarkan kwitansi
belanja dalam file aplikasi DRPP SPM, Pergantian UP dari bendahara
operatomya ADOLVINA TANAN, SPM Rutin berdasarkan SK (Gaji, Tukin,
uang makan) SPM TUP, berdasarkan rincian kebutuhan kegiatan yang
akan dllaksanakan SPM-TUP dilengkapi SPTJM (surat Perintah tanggung
jawab mutlak) dan PPK SPM Kontrak berdasarkan kontrak yang sudah
ada; ,
Bahwa pembayaran belanja sewa gedung sebesar Rp110.000.000,00
(seratus sepuluh juta ribu rupiah) yang.pengelolaan keuangannya dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran atas nama saudari Linda Maria yawan
(Terdakwa dalam berkas terplsah) dana keluar dengan mekanisme UP
(Uang Persedlaan)
Bahwa perawatan gedung. kantor sebesar Rp88.400.000,00 (delapan
puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) kemudian perawatan halaman
kantor sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan
totalnya sebesar Rp95.900.000,00 (sembitan puluh fima juta sembilan
ratus ribu rupiéh) sesuai dengan POK dan dikeluarkan dengan mekanisme
UP (uang persediaan);
Bahwa ada 5 divisi yaitu divisi bidang Hukum, divisi bidang data, divisi
bidang teknis, divisi bidang sosial/hubungan masyarakat dan divisi bidang
keuangan, umum dan logistik. Dari 5 divisi tersebut dipimpin 5 Komisioner;
Bahwa untuk kegiatan PHPU (bantuan hukum Penyelesaian Kasus Hukum
Pemilu) ada kegiatan perjalanan dinas antara lain ke Jayapura dan Jakarta,

untuk perjalanan dinas ke Jayapura sudeh beberapa kali melaksanakan
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perjalanan dlnas dan saat ltu yang berangkat adalah Komisioner Hukum
saudara PAUL RUMBEKWAN Kasubag Hukum saudari PETRONELLA
TOISUTA dan Operator d| bldang hukum saudara BRIAN TIBLOLA dengan
anggaran perjalan dinas DIVISI Hukum dan untuk perjalanan dinas ke
Jakarta sudah beberapa kaI| melaksanakan perjalanan dinas saat itu yang
berangkat adalah Komlswner Hukum saudara PAUL RUMBEKWAN,
Kasubag Hukum saudan PETRONELLA TOISUTA dan Operator di bidang
hukum saudara BRIAN TIBLOLA dengan anggaran perjalan dinas Divisi
Hukum sebesar Rp122. 106 000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus
enam fribu ruplah) kalau. untuk total keseluruhan dana kegiatan PHPU
(bantuan hukum Penyelesalan Kasus Hukum Pemilu) sebesar
Rp175.306.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu
rupiah), untuk perja|anan dinas divisi bidang data beberapa kali ke
Jayapura, beberapa kali -ke Jakarta, 1 (satu) kali ke Merauke dan ke
Surabaya dengan total anggaran sebesar Rp147.036.000,00 (seratus
empat puluh tujuh juta tiga puluh enam fibu rupiah) yang berangkat dari
perjalanan dinas ke Jayapura, Jakarta dan Merauke yaitu Komisioner
saudara PIET HEIN WAKUM, saksi sendm dan Operator data saudari
DESTRIN, untuk perjalanan dinas divisi bidang teknis beberapa kali ke
Jayapura, beberapa kali ke Jakarta, 1 (satu) kali ke Nabire dan 1 (satu) kali
ke Timika dengan total anggaran sebesar Rp159.397.000,00 (seratus lima
puluh Sembllan juta tiga ratus Sembitan puluh tujuh ribu rupiah) yang
berangkat dari perjalanan dinas ke Jayapura, Jakarta, Nabire dan Timika
yaitu Komisioner saudara APNER KREI, Kasubag saudara RISMAN
PABONEAN, Operator saudara 'ELAM MSEM dan Operator ONI
TIMISELA, untuk perjalanan dinas divisi bidang Sosialisasi beberapa kali ke
Jayapura, beberapa kali ke Jakarta dengan total anggaran sebesar
Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang
berangkat dari perjalanan. dinas ke Jayapura, Jakarta yaitu Komisioner
saudari SILVIA MUNDONI dan Operator saudara IKBAL;

Bahwa untuk Ketua Komisioner KPU Supiori (Keuangan, Umum dan
Logistik) berangkat ke Jayapura dan Jakarta dan anggaran untuk Ketua
Komisioner sebesar Rp65.092. 000,00 (enam puluh lima juta sembilan
puluh dua ribu rupiah) Ketua juga beberapa kali ikut perjalan dinas dengan
Divisi lain tapi saksi lupa divisi apa saja dan terkait penerbitan SPM

perjalanan dinas berdasarkan SPT, undangan kegiatan dan rincian

bendahara dan untuk rincian serta dokumen lainnya saksi serahkan ke
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bendahara pengeluaran atau bendahara rutin yaitu saudari Linda Maria
Yawan (Terdakwa dalam berkas terplsah) dan hanya ada dokumen SPM
dan SP2D dan perjalanan dinas menggunakan dana LS (langsung) yang
saksi pegang; i . |

Bahwa keglatan pendnstnbusmn Ioglstlk pada KPU Kabupaten Supiori tahun
2019 sebesar Rp531 398. 000 00 (hma ratus tiga puluh satu juta tiga ratus
sembilan puluh delapan nbu ruplah) saya bayarkan secara langsung (LS)
ke pihak ketiga yaitu kepada PT IRJAYANTI EXPRESS dan saksi lihat dari
Dokumen Kontrak sebesar Rp331. 255 500 00 (tiga ratus tiga puluh satu
juta dua ratus lima puluh ||ma ribu rupnh) dan ditambah pajak sebesar
Rp39.750.600, 00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu enam
ratus ruplah) dan totalnya sebesar Rp371 1006.100,00 (tiga ratus tujuh
puluh satu - juta enam ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar
Rp160.391 900 00 (seratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu
ribu sembilan ratus rupiah) dan terkait dana sisa tersebut saksi disampaikan
oleh Sekertaris jika uang tersebut digunakan untuk pengelolaan logistik;
Bahwa, ada realisasi pemeliharaan gedung kantor KPU Supiori yang
nilainya sebesar Rp88.400.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus
ribu rupiah) dan sudah terealisasikan, mekanisme pengeluaran anggaran
melalui UP (Uang Persediaan);

Bahwa pada tahun 2019 KP'U Supiori telah melaksanakan kegiatan atau
melaksanakan Bantuan Hukum penyelesaian kasus Hukum Pemilu dengan
nilai sebesar' Rp175.306.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus
enam ribu ruplah) dan sudah terealrsasﬂcan anggaran tersebut;

Bahwa, saksi telah menyerahkan 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja
(SPK) kepada Direksi CV. IRJAYA: EXPRESS yaitu Saksi YULIANTI
bertempat di kantor KPU Kabupaten Supiori atas perintah Sekertaris KPU
Supiori Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER, S.STP untuk
ditandatangani oleh Direksi-CV. IRJAYA EXPRESS yaitu Saksi YULIANTI,
kemudian setelah ditandatangani Saksi YULIANT! kemudian Dokumen 1
(satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) diserahkan kepada Sekertaris
KPU Suplon Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP;

Bahwa KPU Kabupaten Supiori pemah menerima dana hibah nilainya
sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari
Kabupaten Supiori;

Bahwa yang mengelola dana rutin atau dana yang bersumber dari dana

APBN adalah saudari Linda Maria Yawan (T erdakwa dalam berkas
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terpisah) sebagai Bendahara pengeluaran dana rutin atau dana yang
bersumber dari dana APBN;

Bahwa pemah dtlakukan pemenksaan audlt oleh Inspektorat pusat atau
pemeriksaan dan Inspektur Jenderal KPU terkait pengelolaan anggaran di
KPU Suplonlrewew Iaporan keuangan, sekltar bulan Januari 2020 dan yang
berangkat ke Jayapura yaltu Sekertans Terdakwa Naomi Orpa Dorce
Mayer, S.STP, Kasubag Keuangan saudara ALEN PONGOH, Bendahara
pengeluaran’ LINDA MARIA YAWAN dan Operator Keuangan saudari
ALDOVINA TANAN

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dalam Dokumen Isian Pelaksanaan
Anggaran (DlPA) / Petunjuk 0perasnona! Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Supiori terdapat kegiatan Sewa Gudang Logistik
untuk Penyelenggaranaan Pemilu Legislatf dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden di :ahun 2019 jumlah dana/anggaran yang tersedia adalah
Rp1 10.000.(),00,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 dalam DIPA) / Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori
terdapat belanja sewé gudarig kantor yang diperuntukkan untuk logistik
bekas (EXx) \':Pemilu Tahun 2(_)19 yang mana barang-barang EXx Pemilu
Tahun 2019i;jang sudah tidak digunakan akan tetapi belum ada perintah
untuk dilaksanakan pemusnahan Logistik Ex Pemilu Tahun 2019 tersebut
untuk Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Supiori di Tahun
2020 dan sepengetahuan saya jumlah dana/anggaran yang tersedia di
Tahun 2020 adalah Rp126.501.000,00 . (seratus dua puluh enam juta lima
ratus seribu rupiah);

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dalam Dokumen Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Supiori terdapat kegiatan Sewa Gudang Logistik
untuk Penyelenggaranaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden di Tahun 2019 dan sepengetahuan saya jumlah dana/anggaran
yang tersedié adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
Bahwa terkait kelengkapan dokumen berserta pertanggungjawabannya

untuk kegiatan Sewa Gudang sebagaimana dalam DIPA/POK Tahun

Anggaran 2018 dengan nnC|an dokumen adalah, sebagai berikut

a) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori
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Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan Sewa Gudang Logistik senilai
Rp1 10.000_.0O0,0_0 (seratus sepuluh juta rupiah);

b) Permohonan sewa bangunan Nomor: 01/LOG/KPU-SUPMIII2018,
tanggal 27 -Agustus 2018 yang ditanda’wngani oleh Sekretaris KPU
Kabupaten Suplorl yaitu. Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP
selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada pemilik
Gudang / Ruko yaitu saudari TRISNAWATI;

c¢) Surat Perjgnjian sewa bangunan (Kontrak) Nomor: 001/SP-
LOG/SEK/KPUSUP/IX/ZMB tanggal 01 September 2018 yang Naomi
Orpa Dorce Mayer dltandatangam oleh Sekretaris KPU Kabupaten
Supiori yaltu Terdakwa YER S. STP dan saudari TRISNAWATI selaku
pemilik bangunan/gudang dan drtandatanganl oleh saksi saudari
ADOLFINA TANAN yang mana kelengkapan dokumen yang

dllamplrkan yaltu
% Sertifikat Tanah (Sertrﬁkat Hak IV‘|I|kISHM) Nomor: M.78/ Sorendiweri,

tanggal 12 Oktober 2012 atas nama SYARIFUDDIN (suami dari
saudarl._TRISNAWATI) yang dltel!bltkan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kabupaten Biak Numfor;

«» Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 80. 308.338.5-954.000 atas nama
TRISNAWATI
% Buku Tabungan Bank BRI Unit Supiori Biak dengan Nomor Rekening:
7169-01-001941-53-1.An. TRISNAWAT];

d) Kemudian d|terbltkan Surat Penntah Membayar (SPM) Ganti Uang
Persedlaan (UP) Nomor 00256, tanggal 10 Oktober 2018 senilai
Rp100. 000 000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh

ejabat Penandatanganan SPM yaitu saudari IKA SULISTYOWATT;

e) Kemudian diterbitkan lagi Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang
Persediaan (UP) Nomor: 00266, tanggal 18 Oktober 2018 senilai
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat
Penandatanganan SPM yaitu saudan IKA SULISTYOWAT;;

f) Selanjutnya dlterbltkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
180641302001698, tanggal 11 Oktober 2018 senilai Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) yang dlterbltkan oleh pihak KPPN Biak;

g) Kemudian diterbitkan kembah Surat Perintah Pencairan Dana (8P2D)
Nomor: 180641302001752, tanggal 18 Oktober 2018 senilai
Rp10.090.000,00 (sepuluh juta rupieh) yang diterbitkan oleh pihak

KPPN Biak;
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h) Foto Dokumentasu Gudang Loglstik untuk Penyelenggaraan Pemilu
Legislatif dan Pemllu PreS|den dan Wakil Presiden di Tahun 2019;

Bahwa sewa Gudang Loglstlk yang tercantum dalam DIPA/POK Tahun

Anggaran 2018 terkalt pelaksanaan Kegdan Penyelenggaraan Pemilu di

Tahun 2018 dan penyelenggaraaan Pemilu dilaksanakan di Tahun 2019

bukan di Tahun 2018 namun Tahapan pelaksanaan sudah dimulai dari

Tahun 2018 antara lain venﬁkaS| partai politk termasuk kotak suara dan

bilik yang pengadaannya dari KPU RI. sedangkan dari Pihak KPU Supiori

hanya menyediakan Gudang Loglstlk yang telah dianggarkan di Tahun

2018 namun saksi lupa kapan kotak suara dan bilik masuk di dalam

Gudang tersebut,

Bahwa bidang yang menanganmya adatah Bagian Keuangan, Umum dan

Logistik yang saat itu di Tahun 2018 fidak ada Kasubagnya dan dijabat

sementara oleh Terdakwa Naoml Ompa Dorce Mayer, S.STP selaku

Sekretaris KPU Supiori sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan

Oktober 2019 kemudian saudara ALLEN A. PONGOH menjabat secara

Devinitif sejak Bulan November 2019 sampai dengan sekarang sedangkan

ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik yang dijabat oleh anggota

Komisioner adalah saudara LUKAS BONAY, SE di Tahun 2018 kemudian

di Bulan Januari 2019 digantikan oleh saudara BUZIRI KORWA selaku

Ketua Komisioner sampai dengan bulan Agustus 2020 kemudian karena

saudara BUZIRI KORWA tersangkut kasus Pidana lalu digantikan oleh

saudari SELVIA MUNDONI selaku Pit. Ketua KPU Supiori sejak bulan

September 2020;

Bahwa telkait kelengkapan dokumen berserta pertanggungjawabannya

untuk kegiatan Sewa Gudang sebagaimana dalam DIPA/POK Tahun

Anggaran 2020 dengan rincian dokumen adalah, sebagai berikut :

a) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori
Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan Sewa Gudang Logistik senilai
Rp. 126.501.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus seribu
rupiah);

b) Permohonan sewa bangunan Nomor: 47/L OG/KPU-SUP/IX/2020,
tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU
Kabupaten Suplon yartu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP
selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada saudari

~ RISMA RIA SIHOMBING selaku pemilik Gudang;
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c) Surat Perjanjlan sewa bangunan (Kontrak)  Nomor: 01/SP-
LOGISEKIKPU-SUPIIXIZOZO tanggal 07 September 2020 yang
drtandatangam oleh Sekretans KPU Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa
Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku KPA dan saudari RISMA RIA
SlHOMBlNG selaku pemlllk bangunatvgudang dan ditandatangani oleh
saksi adalah DAUD SARAWAN (Staf KPU Supiori) dan saudara
MURSIDIK (suaml darl saudan RISMA RIA SIHOMBING) yang mana
kelengkapan dokumen yang dllamplmm yaitu:
< Sertifikat Tanah (Sertifikat Hak Milik/SHM) Nomor: 314, tanggal
11 Maret 2016 atas nama AGUSTINA RAYAR vyang diterbitkan oleh
Badan. Pertanahan NaS|onaI (BPN) Kabupaten Biak Numfor;
< Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP): 90.737.434.2-954.000 atas nama

RISMA RIA SIHOMBING;

< Buku Tabungan Bank BRI Unit Supiori Biak dengan Nomor Rekening:
7169-01- 007579—53-6 An. RISMA RIA SIHOMBING;

& Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9119036307780002 An. RiSMA RIA
SIHOMBING

d) Kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang
Persediaan (TUP) Nomor: 00172, tanggal 02 Desember 2020 senilai
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani
oleh Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saudari IKA SULISTYOWATIL.
Terkait pembayaran Sewa Gudang logistik menggunakan Surat Perintah
Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) karena saat itu UP
yang tersedla di Tahun 2020 vyang diperbolehkan hanya
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan mekanismenya
seperti itu namun faktanya pemabayaran sewa gudang logistik di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Sekretaris KPU
Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER,
SSTP selaku KPA mengajukan Tambahan Uang Persedia (TUP)
sebesar Rp144.500.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus
ribu rupiah) yang mana ada surat permohonan pengajuan TUP ke pihak
KPPN biak Numfor dari Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER,
S.STP selaku KPA yang didalamnya termasuk pengajuan untuk
pembayaran PCR/SWAP untuk pegawai KPU dalam masa pandemi
Covid-19 di Tahun 2020 sehingga terbitlah SPM Pertanggungjawaban
Tambahan Uang Persediaan (PTUP) Nomor: 00172, tanggal 02

Desember 2020 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
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yang d|gunakan untuk pembayaran sewa gudang milik saudari RISMA
RIA SIHOMBING semlal Rp75 000. 000 00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
sebanyak: 1 (satu) kah pembayaran dengan potongan pajak Pph Final
senilai Rp? 500. 000, 00 (tuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana
yang dlcalrkan untuk pembayaran sewa gudang logistik setelah potong
pajak semial Rp67 500 000, 00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) sedangkan S|sanya untuk pembayaran Jasa petugas PCR/SWAP
untuk pegawai KPU dalam masa pandemi Covid-19 di Tahun 2020.

e) Selan]utnya dlterbltkan Surat Penntah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
200641701 000052, tanggal 03. Desember 2020 senilai Rp75.000.000,00
(tujuh puluh Ilma juta ruplah) yang diterbitkan oleh pihak KPPN Biak;

- Bahwa terkait sewa Gudang Logistik yang tercantum dalam DIPA/POK
Tahun Anggaran 2020 yang. berkaitan dengan penyimpanan logistik berupa
Kotak Suara, Bilik serta barang-barang logistik lainnya bekas (Ex)
Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019 karena belum ada petunjuk dari KPU RI. terkait
Pemusnahan Logistik tersebut;

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di Tahun
2019 yang berkaitan dengan sewa gudang logistik di Tahun Anggaran 2019
yang kaitannya dengan Kegiatan KPU Supiori di Tahun Anggaran 2020
yang mana sepengetahuan saksi sewa gudang tersebut diperuntukkan
untuk penyimpanan barang-barang bekas (Ex) Pemilu Tahun 2019 namun
tidak ada kaitannya dengan Pemlhhan Kepala Daerah di Tahun 2020 dan
pembayaran sewa gudang Ex Barang-barang Logistik Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden Tahun 2019 dibayarkan kepada saudari RISMA RIA
SIHOMBING senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah) sudah potong pajak Pph Final yang dibayarkan ADOLFINA
TANAN selaku Bendahara Pengeluaran dan tidak ada kaitannya dengan
sewa gudang logistik milik'éaudari TRISNAWATI di Tahun 2020 karena
pembayaran sewa gudang Ioglstlk milik saudari TRISNAWATI yang saya
ketahui dibayarkan di Tahun 2018 sedangkan Tahun Anggaran 2019, saksi
tidak mengetahuinya karena yang menjadi bendahara pengeluaran (APBN)
di Tahun 2019 adalah saudari LINDA MARIA YAWAN (Terdakwa dalam
berkas terplsah)'

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
11. MUSLIADI SAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:
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Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara

Pemenksaan
Bahwa saksi “hadir di pers1dangan untuk memberikan keterangan

sehubungan dengan dugaan Tlndak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada Komnsn Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019;

‘Bahwa pada saat proses pemllu saksn pernah diberi tugas antara lain:

a) Terdakwa Naoml Orpa Dorce Mayer, S.STP pernah meminta saksi
diawal bulan Februarl tahun 2019 untuk melakukan sosialisasi lomba
cipta gerak JINGEL Pemilu tahun 2019 pemilih Pemula melalui EVENT
ORGANIZER Merdeka Pro;ect yang saksi pimpin dan pelaksanaanya
selesai pada bulan Februari tahun 2019 dan biaya yang saksi
keluarkan kurang lebih Rp. 20. 00000000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
dimana bukti bukti pertanggung jawaban sudah saksi serahkan kepada
Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris dan
saksi menggunakan CV. INSAN CITA MERDEKA,

b) Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris KPU
Kabupaten Supiori. memberi tugas kepada saksi untuk membantu
dengan cara menalangi -atau memback up biaya biaya tak terduga
seperti pembayaran bahan bakar minyak (BBM), Tiket penumpang
untuk perjalanan dari Biak ke pulau Maspondi dan Mapia, biaya makan
para panitia pengantar sekitar 20 (dua puluh) orang dan dari seluruh
kegiatan ini saksi mengeluarkan biaya kurang lebih Rp10.000.000
(sepuluh juta rupiah) dimana bukti bukti- pertanggung jawaban sudah
saksi serahkan kepada Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER,
S.STP selaku Sekretaris.

c) Saksi juga pemah diminta oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,
S.STP untuk menalangi atau mendahulukan biaya kekurangan uang
pembuatan TPS 71 Mapia sebanyak Rp. 3. 500.000 (tiga juta lima ratus
ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada saksi Agus Warsiwor pada
tanggal 19 April 2019 dimana bukti bukti pertanggung jawaban sudah
saksi serahkan kepada Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP
selaku sekretaris;

Bahwa dari pihak KPU Suplon melalui Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,

S.STP selaku Sekertaris KPU Supiori yang diminta adalah back-ground

(latar belakang) perusahaan milik saisi kemudian Profil Perusahaan

CV. INSAN CITA MERDEKA, perencanagn kegiatan dan setelah itu RAB
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JINGEL Pemilu tahun 2019 pemilih Pemula melalui EVENT ORGANIZER
MERDEKA PROJECT; |

Bahwa saksu tldak mengetahun besaran anggaran untuk kegiatan sosialisasi
lomba cipta: gerak JINGEL Pemilu tahun 2019 pemilih Pemula melalui
Event Orgamzer Merdeka Prolect sesuai dengan POK pada KPU Supiori
karena sak31 dlmlnta membuatkan RAB saja untuk dokumen kerja oleh
Terdakwa Naoml Orpa Doroe Mayer S.STP untuk kegiatan sosialisasi
lomba cipta. ;'ggrak JINGEL Pemilu tahun 2019 pemilih Pemula melalui
Perusahaan milik saksi dan nilainya hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta ruplah), o

Bahwa saKSI di tunjuk atau dlben tugas oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce
Mayer, S.STP untuk melaksanakan pekerjaan tersebut atas perintah lisan
saja dan saksi tidak peméh Iadé menéndatangani sebuah surat perjanjian
atau kontrak fnaubun ‘surat perintah  kerja karena alasan saksi mau
melaksanakan tugas yang diberikan kepada saksi karena hubungan
pertemanan/persahabatan dengan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,
S.STP sudah cukup dekat;

Bahwa biaya seluruh kegiatan yang- saksi kerjakan tersebut sudah
dibayarkan kepéda saksi dimana sistem pembayarannya selalu saksi tagih
setiap pekefrjaan setelah selesai kemudian Terdakwa NAOMI ORPA
DORCE MAYER, S.STP membayarakan biaya kegiatan tersebut;

Bahwa untuk kegiatan di. KPU Supiori saksi hanya mendapat satu
pekerjaan yaitu kegiatan sosiali‘sasi lomba cipta gerak JINGEL Pemilu
tahun 2019 pemlllh Pemula;

Bahwa selain kegiatan yang saksi sosialisasi lomba cipta gerak JINGEL
Pemilu tahun 2019 pemilih Pemula melalui Event Organizer Merdeka
Project sempat saksi ditawari oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,
S.STP selaku sekertaris KPU Supiori untuk 2 kegiatan lagi antara lain
kegiatan Konser Musik dan KPU RUN yang mana saksi sudah membuat
rencana keglatan Konser Musik dan KPU RUN yang menurut saksi

anggaran jl_ka jadi tawaran tersebut dapat di kerjakan tim saksi dengan

nilainya sekitar

Rp50.000. 000 00 (lima puluh juta ruplah) itu untuk 2 kegiatan tersebut
namun kenyataannya saksi tldak mendapelkan pekerjaan tersebut;
Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus

Juta Rupiah) dari Saksi Yullantl atas perintah dari Terdakwa Naomi Orpa

Dorce Mayer, S.STP dimana uang Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
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tersebut saksi- memberi pinjaman kepada Terdakwa Naomi Orpa Dorce
Mayer, SSTP ‘pada A;Iw_vgl‘bular‘j Februari 2019. Terdakwa Naomi Orpa
Dorce Mayer, S.STP meminjam uang ke saksi dan saksi YULIANTI pada
bulan April 2019 yang mengembalikan uang milik saksi yang diperintahkan
oleh Terdakwa Naom| Orpa Dorce Mayer, S.STP dan yang saksi tahu
uang tersebut yaltu uang yang saksi pmjarnkan kepada Terdakwa NAOMI

ORPA DORCE MAYER, S. STP
Terhadap keterangan Sak3| tersebut Terdakwa membenarkan;

12. M. YUSUF ASRI S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

Bahwa benar keterangan sak51 sebammana di dalam Berita Acara
Pemeriksaan,

Bahwa sak5| hadir di persndangan untuk memberikan keterangan
sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2018;

Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai PNS pada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Supiori dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Teknis
Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (T ekmas) pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori;

Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Teknis
Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (T ekmas) pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori yaitu berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Nomor: 798ISDM 1/02-SY/05/XIII2019 tanggal 11 November 2019
Tentang Pemberhentian -dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan
Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papha;

Bahwa tugas pokok (Tupoksi) saya selaku Kepala Sub Bagian Hukum pada
Sekretariat KPU Kabupaten Supiori adalah, sebagai berikut:

a) Analisa Hukum dan membuat surat keputusan (SK) terkait dengan
kegiatan pada KPU Kabupaten Supiori;

b) Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan dalam
hal ini secara Administrasi kepada Sekretaris KPU Supiori
sedangkan secara Teknis kepada Anggota KPU (Komisioner KPU);

Bahwa saksi mengenal Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP

sebagai rekan kerja dan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP
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selaku Sekretans KPU Kabupaten Supiori selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) ‘namun saya tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP,

Bahwa mekamsme pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) pada Komisi Pemlhhan Umum (KPU) Kabupaten Supiori hingga
tahap Pencairan dana untuk keglatan bidang teknis adalah melakukan
rencana penankan kemudian dlbuatkan Surat Perintah Membayar (SPM)
oleh Pe;abat Penandatangan SPM (PP-8PM) melalui KPPN Biak Numfor
kemudian plhak KPPN _menge!uarkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) kemudian Dana APBN tersebut masuk ke rekening Komisi
Pemilihan Umum (KI?U) Supiori atau ke rekening Pihak ke-3 (ketiga)
bilamana ada kegiatan Pe_ngac_:la_an BaramlJasa;

Bahwa salah satu acdan dalam pengelolaan anggaran yang digunakan
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori adalah Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Rephblik indonesia Nomor: 124/Kpts/KPU/Tahun
2016, tanggal 11 Oktober 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Bahwa pelaporan pertanggujawaban kegiatan menggunakan anggaran
APBN penggunaan dana di Sekretariat KPU Supiori terlebih dahulu
dibuatkan rencana anggaran belanja (RAB) untuk kegiatan kemudian RAB
tersebut dibuatkan- Nota Dinas / Disposisi oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) untuk dilakukan realisasi anggaran oleh Bendahara Pengeluaran
APBN KPU Kabupatén Supiori kemudian untuk pertanggungjawaban
kegiatannya diserahkan kepada bendahara pengeluaran disertai dengan
bukti-bukti pendukung kegiatan pada masing-masing bidang teknis

tersebut; }
Bahwa saksi selaku Kasubag Hukum bertugas hanya berkaitan dengan

kegiatan Analisa Hukum dan pembuatan Surat Keputusan (SK) maupun
kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Sub Bagian Hukum namun
sepengetahuan saksi setiap kegiatan masing-masing bidang di Tahun 2020
yang mana membuat rincian atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk
kegiatan tersebut dan diajukan ke bagian Divisi pada Komisioner KPU yang
membidangi Divisi tersebut dan setelah disetujui oleh Divisi masing masing
bagian kemudian. diserahkan oleh masing-masing Kasubag kepada
Sekretaris KPU Kabupa_ten Supio'ri selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) untuk dilakukan ferivikasi apakah Rincian anggaran tersebut sudah

sesuai dalam Petunjuk Operasional Keuengan (POK) untuk segera dibayar
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atau dicairkan;

- Bahwa meka_ni_sme pengelolaan anggaran pada bagian Keuangan, Umum
dan Logistik. pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori
Tahun Anggaran 2,919 adalah bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang
mengelola “sendiri. sedangkén Anggota Komisioner yang membidangi
bidang tersébut wajib méngetahui dan melaksanakan serta
bertanggungjawab terhadap kegiatannya pada bagian Keuangan, Umum
dan Loglstlk tersebut;

- Bahwa menurut saksi setlap kegiatan masing-masing bidang membuat
rincian atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan tersebut dan
diajukan ke baglan Divisi pada Komisioner KPU yang membidangi Divisi
tersebut dan setelah d|setu1u1 oleh Divisi masing masing bagian kemudian
diserahkan oleh masing-masing waag kepada Sekretaris KPU
Kabupaten Supiori selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini
saudari Naomi Orpa Dorce Mayer untuk dilakukan ferivikasi apakah Rincian
anggaran tejrsebut sudah sesuai dalam Petunjuk Operasional Keuangan
(POK) untuk segera dibayar atau dicairkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan,

13. ALLEN ARDIAN PONGOH, S.AN., di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara
Pemeriksaan;

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan
sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana
Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019;

- Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai PNS pada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Supiori dan menjabat sebagai Kasubag Umum pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kasubag Umum pada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarakan Surat Keputusan
(SK) Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tahun 2019
dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: 798/SDM.1/02-SY/XI/2019 tentang
Pemberhentian dan pengangkatan administrasi dan pejabat pengawas di
lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, tanggal 11

November 2019;

- Bahwa tugas pokok (Tupoksi) saksi selaku Kasubag Umum Komisi
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Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten _§ypiori adalah:

a) Rumah tangga anté;a lain Kepegawaian, kebersihan kantor, surat
menyurat dan gaji pegawai (umum);

b) Logistik Pemilu; L

- Bahwa sumber Dana pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori Tahun Anggaran 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) TA 2019

- Bahwa saksi tidak pemah menerima imbalan atau fee atas kegiatan yang
dllaksanakan dengan menggunakan Dana APBN maupun Dana Hibah
tersebut selain Honor POKJA keglatan yang menggunakan anggaran
APBN Tahun 2019 pada Komnsu Pemifihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
14. LINDA MARIA YAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai benkut |

— Bahwa benar keterangan sakm sebagaimana pada Berita Acara
Pemeriksaan di penyldlk

-~ Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran APBN
pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019 berdasarakan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Supiori selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :
03/Kpts.KPU)91/19/l/2019, tanggal 09 Januari 2019 namun saksi tidak
pernah mengikuti pelatihan sebagai Bendahara atau memiliki Sertifikasi
sebagai Bendahars;

- Bahwa benar tugas pokok (T UPOKS!) saksi selaku Bendahara
Pengeluaran APBN pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori Tahun Anggaran 2019 adalah, sebagai berikut:

- Membuat ‘pengajuan Surat Perintah Pencairan (SPP), Surat Perintah
Membayar (SPM) ke Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM);
- Melaksanakan pencairan dana sesuai Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D),
- Melaksanakan pembayaran atas Belanja kegiatan yang sumber dananya
dari APBN;
- Melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja;
Melakukan penyetoran kewajiban potongan wajib pajak di kantor
pelayanan pratama pajak di Biak;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
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- Mengarsmkan dan mendokumentasﬂmn pertanggungjawaban keuangan.

— Bahwa benar terkalt dengan kelengkapan Dokumen yang di ajukan sebagai
syarat pencalran keglatan Rutin dan Pengadaan Barang/Jasa adalah
dokumen SPM, SPP & ADK. '

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2019 saksi ada melakukan
pembayaran untuk keglatan
- Membayar tunjangan Kom|s10ner KPU Kabupaten Supiori;

- Membayar gaji tenaga honorer,membayar gaji tenaga pendukung,honor
POKJA dan. honor kegiatan lainya pemilu tahun 2019 di Kabupaten
Supiori; o ,‘ |

- Pembayaran Ioglstlk telkalt dengan kegiatan pemilu tahun 2019 di
kabupaten supnon

- Membayar Listrik, PDAM dIl yang berasal dari dana Rutin.

— Bahwa sumber Dana pada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten
Supiori Tahun Aanaran 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) TA 2019 sekitar Rp10.753.201.000,- (sepuluh
miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus satu ribu rupiah) namun
belum termasuk direvisi sesuai Petunjulg Operasional Keuangan (POK)
Tahun 2019 dan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori senilai
Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan
sebagaimana yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah
antara Pemerintah Kabupaten Supton dengan Komisi Pemilihan
Umum(KPU) Kabupaten Supiori Tahun 2019 namun nomornya saksi sudah
tidak ingat lagi yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Supiori saudara
YULES F. WARIKA, MM., selaku Pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten
Supiori) dan Ketua Komisi Pemilihan timum Tahun 2019 Kabupaten Supiori
saudara BUZIRI R. KORWA selaku Pihak Kedua yang berkaitan dengan
Program Penunjang Kegiatan dan Tahapan Pemilu Tahun 2019;

— Bahwa Pengelolaan APBN pada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten
Supiori Tahun Anggaran 2019 adalah, sebagai berikut :

- Melakukan permintaan dana sesuai program dan kegiatan setiap bulan
dalam 1 (satu) Tahun oleh Pejabat yang membidangi tugas yaitu Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);

- Melaksanakan pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) oleh Bendahara Pengeluaran APBN;

- Melaksanakan pembayaran belanja kegiatan pada Komisi Pemilinan

Umum Kabupaten Supiori oleh Bendahara Pengeluaran APBN;
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- Melakséhakén pert'a'ngé‘ungjawaban atas belanja oleh Bendahara

Pengeluaran berupa: ‘

- Pencatatan transaksi belanja dalan pembukuan yaitu Buku Kas
Umum dan Buku. Pembantu lainnya;

- Melaksanakan verlﬁkaS| atas belanja laporan pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- Mengesahkan belanja sesuai dengan pencatatan ke dalam Aplikasi
Keuangan |

- Mengarsipkan seluruh buktl-buktl belanja perbulan dalam 1 (satu)
tahun Anggaran oleh Bendahal_'a_Pengeluaran.

-~ Bahwa saksi jélas_kan rinci penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Supiori
Tahun Anggaran 2019 adalah, sebagai berikut:

- Diberikan Uang Persediaan (UP) senilai Rp100.000.000,- (seratus juta
rupiah) untuk mendanai kegiatan KPU pada awal Tahun Anggaran
setelah dilakukan permintaan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
(saudari IKA SULSTYOWATI) dan dilakukan pencairan oleh Bendahara
Pengeluaran A‘PBN' Tahun 'A'ng.garan 2019 yang saat itu dijabat oleh
saksi (sau'd,ari Linda Maria Yawan) dan dibayarkan oleh Bendahara
Penge'lua'ré'n af?s kégiaian yéﬁg dilaksanakan oleh setiap Kasubag;

- Selanjufnya Operator Keuangan (SAIBA) yang dijabat oleh saudari
ADOLFINA TANAN menginput pencatatan atas bukti-bukti belanja yang
diberikan Béndahafa Pehgélua’ran APBN ke dalam sistem Aplikasi
Keuangan (SAIBA) selanjutnya meminta Ganti Uang atas Uang
Persedian  tersebut dengan mengajukan pengesahan laporan
Pertanggungjawaban Keuangan oleh Operator dari Aplikasi Keuangan
Kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;

- Mengajukan Laporan pengesahan Pertanggangjawaban (LPJ) Uang
Persedian (UP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah
membayar / PP-SPM (saudarl IKA SULSTYOWATI) untuk proses
permlntaan Gant Uang (GU) mulai dari SPP, SPM sampai dengan
diterbitkan SP2D; 4

- Bendahara Pengeluaran 'APBN melakukan pencairan setelah
diberitahukan - oleh Pejabat’ Penandatanganan SPM (PP-SPM) dan
Bendahara Péngeluéfafﬁ memberikan Cek untuk ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang saat itu dijabat oleh saudari

Naomi /6’r§a Dorce Mé;ér“s‘e.léklu Sekretaris KPU Kabupaten Supiori;
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Proses ini dilaksanakan ‘oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PP-
SPM), C)perator Keuangan ’(SAIBA) dan Bendahara Pengeluaran
terhadap; belanja langsung (LS) termasukTambahan UP sesuai
Petunjuk Opefasional keuangan (POK) Tahun Anggaran 2019 dan
proses tersebut dilaksanakan sampai dengan selama 1 (satu) Tahun
Anggaran (hingga 31 Desember 2019);

Laporan pertanggungjawéban keuangan dilaksanakan dalam Tahun
Angaran 2019 dan Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat
(dicatat dan disusun) oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM),
Operator Keuangan (SAIBA) dan Bendahara Pengeluaran;

Laporan peﬁanggungjawaban keuangan diberikan kepada KPA pada
akhir selesainya Tahun Anggaran dalam hal ini Tahun Anggaran 2019.

Bahwa Mekanié_me Pengelolaan Dana Hibah (APBD) pada Komisi
Pemilihan Umu/m(KPU)~ Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan
pelaporan perténggungjawaban kegiatan yang berasal dari Anggaran
tersebut adalah, sebagai berikut: ’

Melaksanakan pengesahan Dana Hibah yang dihibahkan ke Komisi
Pemilihén Umum(KPU) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah '(NPHP) Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019 ke kantor
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi Papua
untuk mendapat nomor 'R'egistrasi atas Dana yang ditransfer ke
Rekeriin’g KPU dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk;

Kemudian 's'.etelah ;nendapét Nomor Register dapat melakukan
perniintaari ﬂdntuk behggdﬁaan Dana Hibah Pemilu Presiden dan
Legislatif Tahun Anggaran 2019;

Melakukan permmtaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
untuk keglatan Penyelenggaran  Tahapan  Pemilu  oleh
Penanggungjawab Kegiatan selaku Sekretaris KPU;

Melakukan pencalran dana oleh Bendahara Pengeluaran Hibah
(saudan ANIKE KRISIFU) untuk Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun
2019; 1 N

Melaksar'lv'aka'n,\rpémba'ya}én' atas belanja Kegiatan Tahapan Pemilu
Presiden dan Législatif oleh Bendahara Pengeluaran Hibah;
Melaksanakan 'benca'i:étan Transaksi Belanja pada Buku Kas Umum
(BKU) dan buku Iamnya oléh Bendahara Pengeluaran Hibah;
Melaksanakan verifikasi - laporan pertanggungjawaban Bendahara

Pengelua’ran Hibah Tahun 'Anggaran 2019 oleh KPA;
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- Melaksénakan pencatatan pengesahan Belanja Hibah Pemilu Tahun
2019 yang befsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2019 oleh Pejabat Pembuat SPM yang saat
itu dﬁab?t oleh IKA SULISTYOWATYke kantor KPPN Biak Numfor
untuk disahkan sebagai F’endapatan dan Belanja ke dalam DIPA APBN
Tahun Anggaran 2019 yang akan dijelaskan pada catatan laporan
keuangén KPU Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;

- Mengarsipkan Laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara
Pengeluaran Hibah Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019.

Bahwa sepéngetahuan saksi mekanisme pencairan anggaran di Tahun

2019 sudah sesuai namun penggunaannnya sering menjadi kendala

karena ada yang tidak sesugi dengan peruntukkannya karena ada

beberapa kegiatan yang mendahtjlui Pagu Anggaran sehingga terjadilah
hutang piu’t‘ang untuk rhémfasilitaéi" kegiatan Komisioner Komisi Pemilihan

Umum(KPU) Kabupaten Supiori selama Tahun 2019 sehingga Kuasa

Pengguna Anggaran sering' mengalami kendala dalam mengambil

keputusan nienyangkut penyediaan dana karena dana tersebut belum

tersedia atau tidak sesuai dengan peruntukkannya dan sering juga

Komisioner meminta dana tanpa melalui Prosedur ke Kuasa Pengguna

Anggaran termasuk pembayarah hutang yang anggarannya sudah

digunakah oleh komisioner kemL;dian di tagih kepada Kuasa Pengguna

Anggarah (KPA)'Lsehingga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran

yang tidak sésuéf dengan peruntukkannya termasuk tidak ada bukti-bukti

pertangg’UngjaWabén terhadap penggunaan dana tersebut oleh pihak

Komisioner Komisi Pemlllhan ‘Umum(KPU) Kabupaten Supiori selama

Tahun 2019, contohnya: .

(Pemanggllan pelantlkan Komlsmner KPU RI di Jakarta pada tanggal

21 Desember 2018 yang menglcbatkan hutang yang mana ditagih

kepada KPA sehmgga pembayaran hutangnya menggunakan

Anggaran Tahun 2019 (APBN Tahun 2019);

- Blaya pengamanan POLRI yang tidak ada dalam DIPA Tahun 2019;

- Menyangkut penyelenggaraan pemilu contohnya pembuatan TPS yang
mengaklbaman pengeluaran yang melebihi Pagu anggaran sehingga
menggunakan anggaran dan bldang lain untuk menutupi kekurangan

dana tersebut
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Meminta penambahan biaya oleh KPPS, PPS dan PPD yang melebihi

dari pagu anggaran sehingga menggunakan anggaran dari bidang lain

‘untuk menutupi kekurangan dana tersebut;

Adanya penambahan hari karena adanya konflik pada saat tahapan
pemilu ‘yang mengakubatkan kekurangan anggaran sehingga
menggunakan anggaran dan bidang lain untuk menutupi kekurangan
dana tersebut

temaéuk masih banyak lainnya dikarenakan tahapan pemilu harus
sesuai jadwal namun jadwal tersebut tidak sesuai dengan pencairannya
tanpa didukung dengan buktibukti pencairan dana termasuk
pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan mekanisme
pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum KPU) Kabupaten
Suplori selama Tahun 2019, sehingga dengan banyaknya
penylmpangan anggaran APBN Tahun 2019 yang tidak sesuai
sehingga KPA mengambil kebijakan tanpa mekanime yang sudah
diatur dalam pengelolaan keuangan KPU.

— Adapun mekanlsme pencalran/pembayaran yang saksi lakukan yaitu:

Pencairan yang sifatnya untuk pihak ketiga atau rekanan dengan cara
mengajukan Surat Permohonan Membayar (SPM), membawa ADK ke
KPPN;
Pencairan untuk kegiatan honorarium dan gaji tenaga pendukung
dengan cara ‘sistem Léhgsung (LS) dengan mengajukan Surat
Pemiohoriéri Membayar (SPM) dan membawa ADK ke KPPN;
Pencalran untuk keglatan pembayaran honor PPS dan PPD dengan
cara Uang Persedian (UP) dan langsung (LS);
Pencairan untuk operasmnal kantor dan belanja barang dengan
mengajukan Surat Permohonan Membayar (SPM) dan membawa ADK
ke KPPN dengan cara Iangsung (LS).

- Bahwa untuk pencalran yang snfétnya untuk pihak ketiga, saksi tidak pernah
menefima atau memegang "pukti-bukti - pertanggungjawaban sampali
sekarang karena sak5| meiakukan pencairan atau pembayaran atas
perintah saudan NAOMI MAYER selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA
dan selaku Sekretans KPU di Kab. Supiori) sedangkan untuk pencairan-
pencairan dinas (SPPD) blasanya saksi diperintahkan saudari Naomi untuk
memberikan uang secara tunal kepada peserta yang akan berangkat
melaksanakan tugas d| liar daerah dimana besaran nilainya sudah dibuat

dalam rincian anggaran oleh pengelola keuangan lalu untuk bukti-bukti
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pendukungnya diserahkan setelah mereka kembali akan tetapi sampai
sekarang ada se_bagian bukti pendukung tersebut belum ada.

Bahwa setiab kegiatan sudah saksi lakukan pemotongan kewajiban pajak
akan tetapi tidak seluruhnya yang sudah saksi setorkan dimana pajak yang
saksi setorkan terhltung mulai Januari tahun 2019 sampai Agustus tahun
2019 sedangkan untuk kewajiban setaran pajak bulan September tahun
2019 s/d bulan Désember tahun 2019 belum saksi lakukan penyetoran
dikarenakan dana untuk kewajiban setoran pajak tersebut dipakai/dipinjam
oleh saudari Naomi Mayer selaku Sekretaris KPU selaku KPA sebesar
Rp75.000.000,- (tuj'uh puluh lima juta rupiah) dan sekitar bulan Maret
saudari Naomi Mayer mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar
Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ada notanya, kemudian uang
tersebut sudah éal_ksi setorkan untuk membayar kewajiban pajak.

Bahwa KPU di Kab. Supiori ada melakukan penyewaan gedung untuk
keperiuan gudang logistik di Supiori dengan nilai sebesar Rp1 10.000.000,-
(seratus sepulu_h juta rupiah) dimana dana tersebut saksi serahkan
sepenuhnya' kepada saudari Naomi selaku KPA dan selaku Sekretaris KPU
Kabupateh Supiori lalu saudari Naomi yang melakukan pembayaran
kepada pemilik gedung senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
namun hotanya fnasih éda pada saudari Naomi sedangkan sisanya saksi
tidak mengetahumya

Bahwa besamya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan gedung adalah
sebesar Rp88. 400 000 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu
rupiah) dimana sak31 melakukan pencairan bulan Februari tahun 2019 akan
tetapi dimana 'uang4te?s'jebut saksi serahkan kepada ibu Naomi sebesar
Rp50. ooo'ooo 2 (ima 'puiluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar
Rp38. 400 000 (tlga pquh delapan juta rupiah) saksi disuruh oleh saudari
Naomi Mayer untuk membellkan tiga (3) unit AC dan potongan kewajiban
pajak untuk dlpergunakan kantor KPU di Kabupaten Supiori selain itu
kegiatan pemellharaan kantor pada tahun 2019 tidak pernah dilaksanakan
akan tetapi saksn melakukan pencalran seluruh dana yang tersedia.

Bahwa besamya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan peralatan dan
mesin adalah Rp143 753.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus
lima puluh tlga ribu rupiah) dimana dari kegiatan pemeliharaan peralatan

dan mwn tersebut, ltem pekerjaan yang terlaksana adalah:
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_ Pemeliharaan kendaraan dinas Ketua KPU Kab. Supiori sebesar kurang
lebih Rp20.000.000,- (dué puiuh juta rupiah) akan tetapi dokumen/bukti
belum saya terima sampai sekarang;

- Pengadaan 1 (satu) unit Laptop sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta
rupiah) terhitﬁng kewajiban pajak;

- Pengadaan 2 (dua) unit Printer eebesar kurang lebih Rp4.300.000,-
(empat juta tlga ratus ribu rupiah) terhitung pajak dengan ada nota
kwitansi;

- Servis 1 (satu) unit Laptop milik Komisioner yaitu saudara Pitheim
Wakum sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ada nota
kwitansil sedangkan bukti/nota servis Laptopnya tidak ada saudara
Pitheim Wakum;

- Servis 1 (satu) unit mobil Toyota Rush berwarna merah kurang lebih
Rp1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa anggarah yang tersedia sesuai DIPA APBN Tahun Anggaran 2019

adalah senilai Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah tiga

ratus enam rupiéh) akan tetapi keg’uatan Bantuan Hukum Penyelesaian

Kasus Hukum Pemilu dipergimakan untuk menghadiri sengketa pemilu

terhadap Caleg proVinsi tingkat satu ke Mahkamah Konstitusi (MK) di

Jakarta dimana yang berangkét pada saat itu, yaitu

- PETRON_ELLA‘,TOISLVJTA selaku Kasubag Hukum dan Pengawasan
pada kantor KPU'KabUpatén Supiori, dimana saksi ada menyerahkan
uang tunai kepéqé saudari Petronella Toisuta (ibu Nella) sebagai uang
jalan sekitar Rp12.015.000,- (Dua Belas jutalima Belas Ribu rupiah) di
berikan tunai kemudlan saudan PETRONELLA TOUISUTA meminta
vang tambahan sebesar Rp1 000.000,- (satu juta rupiah) di berikan
tunai kemudlan untuk pel]alanan dinas selama tiga (3) hari akan tetapi
karena ja_dWaI pényéiesaiaﬁ sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi
(MK) d'iuhdufkén é.ehirigga saksi mentransfer lagi yang pertama uang
tambahan perjalanan dinas sebesar Rp2.280.000,- (dua juta dua ratus
delapan puluh ribu ruplah) kemudian transfer kedua sebesar
Rp500 000:- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan transfer uang yang ketiga
sebesar Rp1 .350.000,~( Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
dan ibu Nella sudah menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawabannya
yaitu Nota-nota belanja ATK, Bill Hotel, sewa kendaraan namun bukti

tiket pesawat belum dlserahkan kepada saksi;
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- PAUL RUMBEKWAN selaku Komisioner dimana saksi ada
menyerahkan uang tunai kepada bapak Paul (PAUL RUMBEKWAN)
sebagai uang jalan kurang lebih Rp12.779.000,- (dua belas juta tujuh
ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk perjalanan dinas selama
tiga (3) hari akan tetapi karena jadwal penyelesaian sengketa pemilu di
Mahkamah Konstitusi (MK) ’di_undurkan sehingga saksi mentransfer lagi
uang tambahan perjalanan dinas yang nilainya saksi lupa dan bapak
Paul suda.h menyerahkan buk_ti-bukti pertanggung jawabannya selain itu
saksi ada mentransfer uang yang pertama kepada saudara PAUL
RUMBEKWAN sebesar Rp3.044.000,- (tiga juta empat puluh empat ribu
rupiah) untuk membayar biaya hotel/penginapan dan juga ada
mentransfer uang yang ke 2 (dua) kepada saudara PAUL RUMBEKWAN
sebesar Rp500 000 (lea ratus ribu rupiah) untuk makan dan saksi
tidak menenma nota makan dari saudara PAUL RUMBEKWAN namun
Terdakwa hanya memiliki bukti transfer pada saat saudara PAUL
RUMBEKWAN berada di jakarta beliau menghubungi saksi untuk
membelikan tiket fujuan Jakarta-Biak sebesar Rp4.522.900,- (empat juta
lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dana tersebut di luar
dari biaya per]alanan dinas karena penyampaian dari saudara PAUL
RUMBEKWAN uang untuk perjalanan dinas yang saksi berikan sudah
habis terpakai pada saat di Jakarta yang mana saksi ambil dari uang
Kas dana Rutin yang ‘seharusnya digunakan untuk Bidang namun pada
faktanya tldak sesuai dengan peruntul@nnya

- Ada anggaran yang tersedia sesuan DIPA APBN Tahun Anggaran 2019

adalah senilai Rp733 874 000,- (tu;uh ratus tiga puluh tiga juta delapan
ratus tu;uh puluh empat ribu rupiah) untuk kegiatan pekerjaan
pendnstnbusnan Ioglstlk ‘saksi mencairkan sebanyak 2 (dua) kali untuk satu
kegiatan melalui pihak ketiga atal rekanan kepada CV. IRJAYA EXPRESS
sebesar Rp369. 930 000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan
ratus tlga pquh nbu ruplah) ‘setelah dikenakan potong pajak, untuk
mendlstnbuS|kan Ioglstlk pencalrannya sebanyak 2 (dua) kali untuk pihak ke
tiga masuk ke rekenlng Iangsung dan yang berikut untuk biaya logistik
lainnya.

Bahwa pencalran ke-2 (kedua) senllal Rp155.000.000,- yang mana saksi
serahkan kepada Operator SAIBA yaitu saudari ADOLFINA TANAN untuk

belanja ATK pembuatan TPS 'lalu saksi serahkan dana lagi sekitar

Rp180. 000. 000 (seratua delapan puluh juta rupiah) kepada saudari Naomi
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selaku KPA untuk péndistribusian Logistik ke Mapia namun bukti-bukti /

kwitansi pada saudari ADOLFINA TANAN belum diserahkan hingga saat ini

kepada saksi dan juga saudan NAOMl selaku KPA belum menyerahkan
bukti-bukti / kwitansi dengan alasan akan dibuat sendiri LPJnya.

Bahwa sak3| ada menerima Dana Hibah dari saudari ANIKE KRISIFU

(Bendahara. Pengeluaran Hibah APBD) sebesar Rp114.000.000,- (seratus

empat belas juta ruplah) berdasarkan perintah KPA untuk penambahan

operasional KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada
tanggal 16 April 2019 kemudian dana tersebut atas perintah saudari Naomi

Orpa Dorce Mayer untuk digunakan pembayaran upah untuk operasional

KPPS dan seluruh bukti pertanggungjawabannya sudah untuk biaya

operasional - KPPS yang sesua| dengan dokumen DIPA APBN Tahun

Anggaran 2019 untuk keglatan KPU yang mana seolah-olah ‘kegiatan

tersebut dlambll dan DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 termasuk LPJ

Yang dibuat seolah-oleh pertanggungawaban APBN Tahun Anggaran

2019.

Terdakwa jelaskan, sebagai berikut:

- Biaya sewa geduan gudang logistik untuk Pemilu Tahun 2019 sebesar
Rp110.000.000,'-"dan saksi serahkan kepada saudari Naomi Mayer
sebesar Rp110.000.000,- namun dana yang diserahkan kepada pemilik
bangunan adalah saudari NAOMI selaku KPA namun jumlah dananya
saksi tidak mengetahumya termasuk kwitansinya saudari NAOMI tidak
mau menandatanganl dan sudah sering terjadi;

- Biaya pemellharaan peralatan dan mesin sebesar Rp143.753.000,-
dan dana tersebut sudah di cairkan lalu saksi serahkan Rp50.000.000,-
(lima puluh juta ruplah) namun saudari NAOMI tidak mau
menandatariganl kwutansn yang saksi serahkan kepada saudari NAOMI;

- Blaya Bantuan Hukum untik Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
sebesar Rp175.306.000,- dan anggaran tersebut sudah dicairkan namun
bukti-bukti pendukungnya tidak dapat dilengkapi;

- Bsaya operasmnal pendlstnbu51an logistik sebesar Rp903. 264. 000,- dan
anggaran tersebut sudah dicairkan namun bukti-buktinya sebagian ada
di saksi sedangkan sebaglannya ada pada saudari NAOMI selaku KPA.

Bahwa saksi Jelaskan Audit dan Irjen KPU (inspektorat) Rl Untuk kegiatan

Pemilu Leglslétlf Pemilihan PreSIden dan Wakil Presiden tahun 2019

sudah dllaksanakan tanggal dan bulan yang saksi lupa

tahunnya 2019. .
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— Dokumen pencairan teréebut adalah, sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel. SPK (Surat Perintah  Kerja) Nomor
03. 01/SPK/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019 Tanggal 13-04-2019;

- 3 (tiga) lembar benta acara serah terima barang Nomor
03/Cv.IE/BASTB/IV/2019 Dari CV. IRJAYA EXPRES;

- 2 (dua) Lembar SK Bendahara Atau Kuasa Anggaran KPU Kabupaten
SUPIORI ‘Nomor : 03/Kpts Kpu191l 19/1/2018;

- 1 (satu) Bundel Rincian Biaya Perjalanan Dinas Dengan Lampiran Spd
No : 035 —SPD/KPU/094.012/VI/2019 Pada Tanggal 11-06-2019
danyang menerima saudara PAUL RUMBEKWAN Dengan Uang
Sebesar Rp12.779.000.- ( dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh
sembilan ribu rupiahj;

- 1 (Satu) Bundel Rincian Biaya Perjalanan Dinas Dengan Lampiran Spd
No : 035 —SPD/KPU/094.012/V1/2019 Pada Tanggal 11-06-2019 dan
yang menerima PETRONELLA P.TOISUTA,SH dengan Uang Sebesar
Rp12.015. 000' (dué belas juta lima belas riou rupiah),

- 1 (satu) Bundel Surat PeI]alanan Dinas PETRONELLA P.TOISUTA,;

- 2 (dua) Lembar Foto Copy Nota Garuda 2;

- 1 (satu) Lembar SPM Dgn Nomor : 00276, tanggal 20-06-2019;

- 2(dua) Lembar Nota Service Kendaraan Dengan Plat No DS : 5838 U;

- 1 (satu) Bundel Nota Service Kendaraan Dengan Plat No : PA 1610 UZ;

- 5 (lima) Lembar Foto Copy Nota Belanja Barang.

— Bahwa saksi jeiaskah éelama menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran
pada KPU Kabupaten Suplorl Tahun Anggaran 2019 mencairkan
Anggaran untuk keglatan d| KPU Kabupaten Supiori saksi tidak pernah
membuat dokumen terkait penwlran karena yang mengerjakan semuanya
adalah saudari AbOLFINA TANAN sebagai Operator keuangan di KPU
Kabupaten Suplorl karena saksi sendiri tidak pernah mengikuti pelatihan
bendahara dan tidak mem|I|k| sertlf' kasi pengelolaan keuangan dan tugas
saksi hanya disuruh mencalrkan saja, saksi sampaikan bahwa saksi

menjadi bendahara pengeluaran di KPU Kabupaten Supiori ditunjuk
langsung oleh saudan ‘Naomi Orpa Dorce Mayer dan saksi menggantikan

Bendahara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Suplorl Tahun 2018 yaitu

KPU BUZIRI KQRWA, "SELVI MUNDONI (Anggota Sosmhsasn)

(Komisioner),- ABNER KREY {(Anggota Teknis) (Komisioner), PITHEIN

WAKUM (Anggota Frogram dah Data) (Komisioner), PAUL RUMBEKWAN
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(Anggota Hukum) (Kom:snoner) Sekretaris : Naomi Ormpa Dorce Mayer,
Kasubag Teknis RISMAN PADONEAN Kasubag Program dan Data yaitu
saudar IKA SULIOSTIWATY dan Kasubag Hukum dan Pengawasan
PETRONELLA TOISUTA adapun Iaporan pertanggungjawabannya
tersebut belum selesal dikarenakan bukti-bukti pendukung untuk laporan
Pertanggungjawaban belum dilengkapi.

Bahwa saksi pernah menerirria imbalan atau Fee atas kegiatan yang
dilaksanakan dengan menggunakan Dana APBN Tahun Anggaran 2019,
berupa '-kegia'tén meh¢é,tak baliho i)ang mana Terdakwa terima dari
CV. Bentang Segéla Media di Biak sebagai ucapan terima kasih senilai Rp.
1.000.000,- (safu juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara SALOMO
AMSAMSIUM selaku karyawan di CV tersebut selain itu Terdakwa juga
menerima Honoranum sebagal Pengelola Keuangan dalam hal ini
Bendahara Pengeluaran sekrtar Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu
rupiah) dan menerima honor POKJA sekitar
Rp1.500.000,- ( satu'jufa lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga menerima
honor perjalanan Dlnas KPPN sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus
ribu ruplah) yang menggunakan anggaran APBN Tahun 2019 pada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori sedangkan untuk anggaran
Dana Hibah, saksi tidak pemah menerima Imbalan atau fee.

Bahwa saksi telah mencairkan Dana Kegiatan Penyewaan Gedung yang
pagunya ‘sebesar Rp110 000 000- (seratus sepuluh juta rupiah), lalu
seluruh dana tersebut diminta oleh ibu Naomi, selanjutnya uang tersebut
saksi serahkan d| rumahnya pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat
lagi, kemudlan oleh Saksn Adofina saksi diberi tahu bahwa pembayaran
sewa gedung hanya sebesar Rp50 000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa saksi tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
Kegiatan Penyewaan Gedung yang pagunya sebesar Rp110.000.000,-
(seratus sepuluh juta ruplah) sepengetahuan saksi laporan tersebut dibuat
sendiri oleh ibu Naom|

Bahwa dana tersebut saKS| calrkan bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, yang
masmg-masmg waktu dan jumlahnya saksi tidak ingat lagi, selanjutnya
uang tersebut sak3| bayarkan sebagaimana yang telah saksi jelaskan
dalam Jawaban pada pemenksaan sebelumnya (dilengkapi dengan Bukti
Pendukungl Buktn Transfer) yang totainya Rp37. 990.900.- (tiga puluh tujuh
juta sembllan ratus sembllan puluh ribu sembilan ratus rupiah).

\
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Bahwa te‘_rhadap seluruh dana tersebut pembelanjaannya benar saksi yang
membayarkan untuk kegiatan perjalanan dinas bantuan hukum dan
seluruhnya telah habis dibeianjakan, sementara untuk buktinya berupa;
rincian perjalanan dinas (lengkap), tiket dan hotel (hanya ada sebagian),
sedangkan jumlah rincinya berapa saksi tidak tahu.

Bahwa untuk dana kegiatan Bantuan Hukum ini tidak ada yang diminta
maupun diséfahkan képada Tersan:qka Naomi.

Bahwa dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan saksi
menggunaka_h bukti_-b&kti pendukung yang ada pada saksi, sedangkan
bukti pendukung yang tidak ada tetap saksi biarkan.

Bahwa saksi‘ tidak mengetahui apakah kegiatan Pendistribusian Logistik
dengan ariégérah senilai Rp‘733 874.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta
delapan ratus tu1uh puluh empat nbu rupiah) direvisi atau tidak.

Bahwa sak3| pemah melakukan penmlran dana kegiatan Pendistribusian
Logistik sebanyak 1 (satu) kall sebesar Rp531.398.000,- (lima ratus tiga
puluh satu juta tiga ratus Sembllan puluh delapan ribu rupiah) secara cash;
Bahwa selanjutnya berdasarkan kontrak dibayarkan langsung pada pihak
ketiga yaknl Ibu Yullantl (CV Ijaya Exptess) sebesar Rp360.810.167 - (tiga
ratus enam puluh Juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh
rupiah); - |

Bahwa snsanya sebesar Rp170 587 833,- (seratus tujuh puluh juta lima
ratus delapan puluh tujuh nbu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)
Terdakwa t|t|pkan di brankas Sekretaris/ Ibu Naomi atas perintah ibu
Naomi, selanjutnya saKS| ambll Iagl sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh
juta ruplah) atas |zm dar| ibu Naoml untuk saksi pergunakan untuk belanja
kegiatan |Ongtlk sementara sisartya sejumlah Rp100.000.000,- (seratus
juta rupiah) tetap berada di brankas ibu Naomi dan saksi tidak mengetahui
dlpergunakan untuk apa 1

Bahwa terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak saksi buat
karena menurut |bu Naomi dlnnya yang akan membuatkan, pemilih kepada
Masyarakat Umum anggarannya sebesar Rp448.500.000,- (empat ratus
empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya telah
saksi cairkan sebanyak 3 (tlga) kall secara cash;

Bahwa untuk Kegiatan KonsolldaSI ParhsnpaS| Masyarakat (Parmas) sudah
saksi wlrkan sebanyak Rp48 000 000 (empat puluh delapan juta rupiah)
dan seluruhnya saksi berikan kepada lbu Selvia Mundoni (tanpa tanda
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terima), ﬁlalu saksi mémbuatkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
namun bukti kegiatan tersebut yang saksi terima dari Ibu Selvia Mundoni
hanya Rp24,.162‘.0'0'0,- (dua puluh émpat juta seratus enam puluh dua ribu
rupiah);

Bahwa untuk keglatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih sudah saksi cairkan
sebanyak Rp79.500.000,- (tu;uh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
dan saksi = berikan kepada Bapak Risman Pabonean sebanyak
Rp20. 000 000 (dua puluh juta rupiah) di rumahnya (tanpa tanda terima),
sedangkan sisanya tetap berada di saksi untuk saksi pergunakan
membayar kegiatan antara lain; bayar gedung, makan minum dan blaya
transportasi (ada buktinya), lalu saksi membuatkan Laporan Pertanggung
Jawaban Keuangan namun bukti kegiatan tersebut yang saksi terima dari
Bapak Risman Paboﬁean hanya Rp21.275.000,- (dua puluh satu juta dua
ratus tujuh puluh lima ribu rupiéh);

Bahwa untuk kegiatan Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan
Cepat sudah saksi cairkan sebahyak Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) dan
seluruhnya sudah saksn berlkan kepada Bapak Risman Pabonean (tanpa
tanda tenma) Ialu SakSl membuatkan Laporan Pertanggung Jawaban
Keuangan dengan buktl pertanggung jawaban lengkap yang saksi terima
dari Bapak Risman Pabonean;

Bahwa untuk Keglatan Lomba Selfie di TPS sudah saksi cairkan sebanyak
Rp35. 400. 000,- (tiga puluh hma juta empat ratus ribu rupiah), kegiatan
tersebut tudak dilaksanakan dan uangnya saksi pergunakan untuk
membayar honor-honor sekretanat KPU di Bulan Desember, lalu saksi
membuatkan Laporan Pertangguung jawaban Keuangan dengan bukti
pertanggung jawabah befupa daftar penerima honor;

Bahwa untuk Kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni (Jingle Pemilu) sudah
saksi calrkan sebanyak Rp52 400:000,- (lima puluh dua juta empat ratus
ribu ruplah) selanjutnya uang ‘tersebut seluruhnya saksi berikan (dengan
kwitansi/ tanda tenma) kepada ‘ibu Naomi selaku penanggung jawab
kegiatan, lalu saksi tldak membuat Laporan Pertanggung Jawaban
Keuangan karena buktl pendukung tidak diserahkan oleh Tersangka Naomi
kepada saksi;

Bahwa untuk Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019
sudah sak31 calrkan sebanyak Rp18 000.000,- (delapan belas juta rupiah),
selanjutnya uang tersebut seluruhnya saksi berikan kepada lbu Selvia

Mundoni’ (tanpa tanda tenma), lalu saksi membuatkan Laporan
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Pertanggung jawaban ‘Keuangan dengan bukti pertanggung jawaban
berupa dokumen serta tanda terima pembayaran dari lbu Selvia Mundoni;
Bahwa untuk kegiatan Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa sudah saksi
cairkan sebanyak Rp83.700.000;- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu
rupiah), selanjutnya uang tersebut saksi serahkan seluruhnya kepada Ibu
Selvia Mundoni (tanpa tanda terima), lalu saksi membuatkan Laporan
Pertangguné jawaban’ Keuangan dengan bukti pertanggung jawaban dari
Ibu Selvia Mundoni berupa nota makan minum, nota BBM, kwitansi sewa
kendaraan, daftar honor, namun itu sefuruhnya hanya berjumiah sekitar
Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Bahwa untuk kegiatan KPU Run sudah saksi cairkan sebanyak
Rp122.700.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
selanjutnya ‘ﬁang tersebut saksi serahkan seluruhnya kepada Ibu Selvia
Mundoni (téﬁpé taﬁda terima)~,v lalu saksi tidak membuatkan Laporan
Pertanggun§ jaWabah Keuangan karena Ibu Selvia Mundoni tidak
enyemhkan buktl-buktlnya '
Bahwa untuk paruh pertama tahun 2019 yang membuat Laporan
Pertanggung Jawaban Keuangan adalah Ibu Naomi sendiri atas
permintaannya sendln selanjutnya untuk paruh kedua tahun 2019 saksi
yang membuatkan I-aporan Pertanggung Jawaban;
Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tahun 2019 yang dibuat
oleh Ibu Naom| dan saksi sendln belum sesuai dengan bukti pendukung
yang semeshnya
Bahwa saksu membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tahun
2019 dengan mengumpulkan bukti pendukung sementara untuk kegiatan
yang tidak ada bukt| pendukungnya saksi tidak membuatkan;
Bahwa saksi t!dak memiliki Pencatatan transaksi belanja atas bukti-bukti
belanja béik délam ‘Bﬁku Kas. Uhum dan Buku Pembantu, karena saksi
tidak mengetahun cara membuatnya
Bahwa awalnya da[am rapat kantor pada awal bulan januari 2019 saksi
ditunjuk langsung sebagal bendahara pengeluaran oleh lbu Naomi,
selanjutnya sak3| dltunjuk dan dlangkat sebagal Bendahara berdasarkan
SK yang dltandatanganl oleh Ibu Naoml
Bahwa benar dana penyewaan gedung ‘tersebut sudah saksi serahkan
kepada |bu Naoml sejumlah Rp100 000.000,- (seratus Juta rupiah);
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_ Benar saksi pemah disuruh ibu Naomi untuk mengambil uang dibrankas
sejulah :Rb8-1‘.000,.000,- digunakan'untuk membiayai  kegiatan di kantor
berupa pengesetan dan lain —lain;

— Masih ada S|sanya tetap tersimpan di brankas;

— Bahwa benar ada sisa dana yang saksi pakai untuk kepentingan sendiri.
Menimbahg,' bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pada

pokoknya membenkan pendapat sebagai berkut:

SUNARYO. CA. Ak MAh setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

—  Bahwa benar keterangan Ahli sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan
Penyidik; |

— Bahwa ahli hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan
dengan dugaan Tlndak Pidana Korupsn Penyalahgunaan Dana Rutin Pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supaon Tahun Anggaran 2019;

_ Bahwa ahli pernah melakukan Audlt Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara dugaan Tlndak Pldana Korup5| dalam perkara Penyalahgunaan
Keuangan Negara Dana Rutln pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019. Audit dilaksanakan sesuai Surat
Tugas Kepala Perwakllan BPKP Provms: Papua Nomor ST-658/PW26/5/2021
tanggal 12 Juli 2021

- Bahwa Dasar ahli dalam melakukan Audlt Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara dalam Perkara dugaan ded( Pidana Korupsi Penyalahgunaan
Keuangan Negara Dana Rutin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 ialah:

- Surat Kepala Kejaksaan Negen Biak Numfor Nomor: B-344/ R.1.12/ Fd.1/
04/ 2021 tanggal 07 Aprll 2021 penhd Permintaan Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Penyldlkan dugaan Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Rutin pada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Suplon Tahun Anggaran 2019

- Surat Tugas Kepala PenNakllan BPKP Propinsi Papua Nomor: ST-658/
PW26/ 5/ 2021 tanggal 12 Jul| 2021

— Bahwa ahll melakukan Audlt Penghltungan Kerugian Keuangan Negara dalam
perkara dugaan Tlndak Pldana Kompsl Penyalahgunaan Keuangan Negara
Dana Rutin pada KomISI Pemlllhan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun
Anggaran 2019 selama 15 (hma belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 12
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Juli 2021 sarhpai dengan 2 Agustué 2021, bertempat di kantor Kejaksaan

Negeri Biak Numfor dan Perwakilan BP“KP Provinsi Papua;

Bahwa ruang lingkup audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam
Perkara dugéan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara
Dana Rutin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun
Anggaran 2'_0;19‘ﬁini terbatas pada Pengelolaan Dana Rutin yang bersumber
dari APBN Tahun Anggéran 2019 pada KPU Kabupaten Supiori yang diduga
terjadi penyalahgunaah,‘yaitu:

1) “Sewa Gudang;

2) Tambahén Jasé Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke

TPS; ‘

3) Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu;

a. Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan
DPRD Provinsi/ Kabupater/ Kota tahun 2019

b. Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum' Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan
DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019

4) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

. Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat)

. Fasilitasi Pendidikan Pemilih

Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat

Lomba Selfie di TPS

. Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula

Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019

Pendidikan Pem|I|h Mobillsasn Massa (Konser Musik Pemilih Berdaulat

@ = 0 o e o W

Negara Kuat)

h. KPU Run “Satu Tujuan Melangkah bersama.
Bahwa bahéﬁ dan data yang diperguhakan sebagai referensi untuk melakukan
Penghltungan Keruglan Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak
Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Rutin pada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Suplon Tahun Anggaran 2019 ini ialah:
a) Fotocopy DIPA Tahun Anggaran 2019;
b) Fotooopy Rincian Kértas Kerja Satker Tahun Anggaran 2019;
¢c) Fotocopy Daﬂar SPQD Tahun 2019;
d) Fotooopy SPM 4 Keglatan Tahun 2019;

e) Fotocopy SPP 4 Ke&,latan Tahun 2019:
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f) Fotocopy Laporan Reallsasn Anggaran Tahun 2019;

g) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
124/ Kptsl KPU/ Tahun/ 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman
Teknis - Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

h) Fotooopy Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara
Pemlllhan Umum,;

i) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor:
03/ Kpts KPU/ 92/ 19/l/ 2019 tanggal 09 Januari 2019 tentang Penunjukan
Pejabat yang dlben Wewenang untuk Melakukan Pengujian Terhadap
Permintaan Pembayaran dan untuk dan atas Nama Sekretaris Jenderal
KPU Menandatanganl Surat Perintah Membayar (PPSPM) serta
Bendahara Pengeluaran

)] Fotooopy Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republlk Indonesia Nomor 53/ SDM.05.5-Kpt/05/SJ/1/2018 tanggal 24
Januari 2018 tentang pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Supiori;

k) Fotocopy Surat Sekretaris KPU Kabupaten Supiori nomor (tidak terbaca)
tanggal 08 April 2019 tentang Pemmohonan Penggunaan KM. Sabuk
Nusantara 64; E

[) Fotocopy Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Lalu Lintas
dan Angkatah' Laﬁt‘hohior '(tidak terbaca) tanggal 10 April 2019;

m) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi/ Tersangka oleh
Penyldlk Kejaksan Negeri Biak Numor;

Bahwa ahh melakukan Iangkah-langkah atau prosedur dalam melakukan

Penghitungan Keruglan Keuangan Negara untuk perkara ini ialah:

a) Penyldlk Kejaksaan Negn Biak Numfor melakukan ekspose kepada Tim
Auditor pewvwakllan BPKP Prop|n51 Papua;

b) Mempela;an dan melakukan analisis atas data/ informasi hasil ekspose
dari Penyldlk

c) Mengumpulkan dan "’ mempeiajan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan relevan terkait dengan kegiatan yang diaudit;

d) MenglnventansaSI dan mengumpulkan data-data/ dokumen yang
dlperoleh darl danl atau melalw penyidik yang terkait dengan kegiatan
yang diaudit,

e) Melakukan pengujlan anaiims teview dan evaluasi atas data/ dokumen/
bukti yang diperoleh ‘dari dan/ atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri

Biak Numfor
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f) Melakukah konfirmasi/ klarifikasi 'yang diperiukan kepada pihak-pihak
terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Biak Numfor;

[s)] Merekonstrukm fakta-fakta dan proses kejadian berdasaarkan bukti-buki
dan keterangan/ informasi yang dlperoleh dari dan/ atau melalui Penyidik
Kejaksaan Negeri Biak Numfor;

h) Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara,

i) Melakukah ekspose hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Biak

Numfor,
j)  Menyusun Laporan Hasil Audlt Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara,;
Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ahli lakukan
telah dibuatkan Laporan Hasil Auditnya dalam Laporan Hasil Audit
Penghitungan Keruglan Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori “Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 September 2021,
dengan surat pengérifar Nomor SR-376/PW26/5/2021 tanggal 16 September
2021,
Bahwa Hasil audit yang ‘ahli lakukan terhadap Pengelolaan Dana Rutin pada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019
ditemukan poten3| Keruglan Keuangan Negara sebesar Rp. 548.096.833,00
(lima ratus‘empat puluh delapan juta _senbiian puluh enam ribu delapan ratus

tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian:

a) SewaGudang
_ Realisasi Pencairan SP2D Rp.110.000.000,00
- Realssasn Sesuai Peruntukan _ Rp. 50.000.000.00 -
. selsh | Rp. 60.000.000,00

b) Tambahan Jasa Péjng»elo‘laa‘n dan Pendistribusian Logistik sampai ke

TPS:

_ Realisasi Pencairan SP2D Rp. 531.398.000,00

- Realisasi Sesuai Peruntukan_ Rp. 360.810.167,00 -

- Selisih Ty g Rp. 170.587.833, 00
c) Bantuan Hukum Penyelesa|an Kasus Hukum Pemilu

- Reahsasu Penwlran SP2D . Rp. 175.306.000, 00

- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 54.776.000. 00 -

- Selisih - Rp. 120.530.000, 00

d) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
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- Realisasi Pencairan SP2D °~ Rp. 444.700.000, 00

- Realisasi Sesuai Peruntukan ___Rp. 247.721.000, 00 -

- Selisih " Rp. 196.979.000, 00
e) JUMLAH: ;

- Realisasi Pencairan SP2D R 1.261.404.000,00

- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 713.307.167.00 -

- Selisih’ " "Rp. 548.096.833,00

— Bahwa metode yang ahli lakukan datam melakukan Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas perkara tersebut adalah:
a) Menghitung jumiah realisasi pencairan dana sesuai SP2D, (butir 1)
b) Menghitung jumlah realisasi riil penggunaan dana rutin sesuai
peruntukannya (butir 2)
¢) Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara butir 1
dikurangi dengan butir 2;
— Bahwa Rincian kerugian keuangan Negara sebagai berikut:
1. Sewa Gudang

- Realisasi Pencairan SP2D .........c.cccceeuen. Rp. 110.000.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan ................... Rp. 50.000.000,00
- Kerugian Keuangan Negara................ Rp. 60.000.000,00
2. Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik
sampaike TPS |

- Realisasi Pencairan SP2D ...........ccrer- Rp. 531.398.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan ................... Rp. 360.810.167,00
- Kerugian Keuangan Negara ................... Rp. 170.587.833,00
3. Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu

_ Realisasi Pencairan SP2D ... Rp. 175.306.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan .............c... Rp. 54.776.000,00
- Kerugian Keuangan Negara ... Rp. 120.530.000,00
Perinciannya:. . . ...

a) Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan

Pefnilihan ,UmLum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota
DPR, DPD, d'a;n‘ DPRD Prpvirisi/Kabupaten/ Kota Tahun 2019

- Realisasi Pencairan SP2D ..........ccco.e. Rp. 12.175.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan ............. Rp. 7.175.000,00
- Kerugian Keuangan Negara .............. Rp. 5.000.000,00
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b) P}enye‘lesvaia_n Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota
DPR; DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2019

- "Realisasi Pencairan SP2D Rp. 163.131.000,00

- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 47.601.000,00

- Kerugian Keuangan Negara Rp. 115.530.000,00
4. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

- " 'Realisasi Pencairan SP2D ................. Rp. 444.700.000,00

- Realisasi Sesuai Peruntukan .......... Rp. 247.721.000,00

- Kerugiah Keuangan Negara .............. Rp. 196.979.000,00

Rinciannya sebagai berikut:
a) Koﬁsolidasi Pammas (Partisipasi Masyarakat)

- Realis_a_fsi‘_Pencajr_avn SP2D .......ccoeuiuae Rp. 48.000.000,00

- Realisasi Sesuai Peruntukan ........... Rp. 24.162.000,00

- kémgiéh Keuangan Negara .............. Rp. 23.838.000,00
b) Fasilitasi Pendidikan Pemilih

- Realisasi Pencairan SP2D .................. Rp. 79.500.000,00

- Realisasi Sesuai Peruntukan ............. Rp. 21.275.000,00

- Kerugian Keuangan Negara ............... Rp. 58.225.000,00
c) Pe'ndaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat

. Réalisé#i Pencairan SP2D Rp. 5.000.000,00

- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp 0,00

- Kerugian Keuangan Negara Rp. 5.000.000,00
d) Lomba Selfiedi TPS. =~ .

- Realisasi Pencairan SP2D ...........c... Rp. 35.400.000,00

- Realis_aiéi Sesuai Peruntukan ............. Rp. 35.400.000,00

- Kerugian Keuangan Negara .............. Rp 0,00
e) Lombgi Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula (Jingle Pemilu)

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 52.400.000,00

- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 20.000.000,00

- Kerugian Keuangan Negara Rp. 32.400.000,00
f) Penggéndéan Alat Peraga Pendidikan Pemilin Pemilu 2019

- Realisasi Pencairan SP2D ... Rp. 18.000.000,00

- Realisasi Sesuai Peruntukan ............. Rp. 1.985.000,00

- Kerﬁgién Keuangan Ne_gara soreenseneenee RP.16.015.000,00
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g) Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih
Berdatilat Negara Kuat”)

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 83.700.000,00

- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 82.101.500,00

- Kerugian Keuangan Negara Rp. 1.598.500,00
h) KPU Run “Satu Tujuan Melangkah Bersama”

- Re?lisasi Pencairan SP2D ................. Rp. 122.700.000,00

- "Realisasi Sesuai Peruntukan ............ Rp. 98.197.500,00

- Kerugian Keuangan Negara .............. Rp. 24.502.500,00
Jumiah
- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 1.261.404.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 713.307.167,00
- Kerugian_Keugngan Negara Rp. 548.096.833,00

— Bahwa Rincian realisasi penggunaan dana rutin sesuai peruntukannya,
sebagai berikut:

1) Kegiatan Sewa Gudang, yaitu Kegiatan Pembayaran sewa
gudang selama 1 tahun terhitung bulan September 2019 sampai
dengan bulan September 2020 sejumiah Rp. 50.000.000,00

2) Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian
Logisﬁk sampai ke TPS, terdiri dari:

é)' Kegiatan Kontraktual, yaitu:
- Péncairan sesuéi kontrak dengan pihak ke-3 atas nama
CV. ljaya Ekspress sejumlah Rp. 369.930.000,00
| = Kégiaian tidak dilaksanakan CV. Ifjaya Ekspress yaitu
" pendistribusian logistik ke wilayah Miosbifondi (2 TPS) dan
'wi‘léyéh Mapia § -TPS), antara lain:
o Distribusi Logistik dari Kantor KPU Kabupaten
Supiori-PPD Supiori Barat pulang pergi (3 TPS x
" Rp2.500.000,00)
"2" Distribusi Logistk dari PPD ke PPS/KPPS pulang
" pergi (3 TPS x Rp2.6111.111,00)
- Selisih Rp. 354.596.667,00
" b) Kegiatan Non Kontraktual
" Dana yang ril  dipertanggungjawabkan  untuk
pendistribisian logistik ke wilayah Miosbifondi (2 TPS) dan
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wilayah h Mapia

(1 TPS), yaitu:

(1) Beban biaya laut yang dilaksanakan oleh Sdr. Musliadi
berupa pembayaran tiket untuk 4 penumpang kapal
yang turun di Miosbifondi dengan tarif per orang
sebesar Rp. 40. 000,00 = (4 x Rp. 40.000,00) pulang
perg| jumlahnya Rp. 320.000,00

. (2) Beban biaya laut yang dllaksanakan oleh Sdr. Musliadi
berupa pembayaran tiket untuk 7 penumpang kapal
yang turun di Mapia dengan tarif per orang sebesar
Rp. 50.000,00 (7 x Rp. 50.000,00) pulang pergi
jumlahnya Rp. 700.000,00
- (3) Beban atas sewa 2 kamar di dalam kapal jumlahnya
“Rp. 3.800.000,00
(4) "‘Beb_an atas konsumsi di atas kapal jumlahnya
Rp. 493.500,00
) Beban atas konsumsi di Pelabuhan (20 orang X
’ Rp. 25.000,00) jumiahnya Rp. 500.000,00
: (6) Beban atas sewa kapal Jonson jumiahnya
Rp. 400.000,00
Jumiah non kontraktual sebesar Rp. 6.213.500,00
Jumiah (a + b) sebesar Rp. 360.810.167,00
3) Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu,
yang terdiri dari: |
a. Keglatan Advokasi Permasalahan  Hukum dalam
‘Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden dan' Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019, yaitu tanggal 3 Mei
2019, Pembelian ATK Divisi Hukum dan Pengawasan oleh
Sdr. Petronelia Tolsuta sejumiah Rp. 7.175.000,00
b. Keglatan Pehyélesaian Sengketa  Hukum dalam
| Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presrden dan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
ProvmsVKabupaten/Kota Tahun 2019, pengeluarannya

terdifi: -
LRI Tanggal 1 Me| 2019, Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke

Jayapura a.n. Petronela P. sejumlah Rp. 8.720. 000,00
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Tanggal 13 Mei 2019, Rinciah Biaya Perjalanan Dinas ke
Jayapura a.n. Petronella P. sejumiah Rp. 7.1429.000,00
Tanggal 11 Juni 2019, Rincian Biaya Perjalanan Dinas
ke Jakarta a.n. Paul Rumbekwan  Rp. 12.779.000,00
Bukti Transfer biaya tambahan untuk perjalanan dinas ke
Jakarta Paul Rumbekwan sejumlah Rp. 3.044.000,00
Tanggal 14 Juni 2018, Rincian Biaya Perjalanan Dinas
ke Jakarta an Petronella Toisuta  sejumiah

Rp. 12.015.000,00

Bukti Transfer biaya tambahan untuk perjalanan dinas ke
Jakarta an. Petronelia Toisuta sejumlah Rp.

4.130.000,00

Bukti Nota Fotocopy ke “Percetakan dan Komputer

Garuda 2” di Jakarta sejumlah Rp. 775.000, 00
Tanggal 11 Juni 2019, Kuitansi Sewa Kendaraan dan

ATKdi Jakarta sejumiah Rp. 1.000.000,00

Jumilah Rp 47.601.000,00
Jumiah Total a +b Rp54.776.000,00

4) Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum, terdiri

dani:

a. Koneolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat), yaitu:

Tanggal 9 September 2019, Rincian Biaya Peijalanan .
Dlnas ke Manado a.n. Risman Pabonean sejumlah
Rp 12 081 000,00

Tanggal 9 September 2019, Rincian Biaya Perjalanan
Dlnas ke Manado an. Selvia Mundoni sejumlah

‘Rp. 12. 081 000,00

Jumlah (l + ||) Rp. 24.162.000,00
b. Fasilitasi Pendldlkan Pemilih (KPU Goes to School):

Tanggal 12 Februari 2019, bukti kuitansi untuk BBM

: Sosrahsam Goes to School sejumiah Rp. 300.000,00
Tanggal 12 Februari 2019, bukli kuitansi untuk Sewa

. Kursi Sosialisasi KPU Goes to School tentang surat
“““uara dan pindah memilih sejumiah Rp. 125.000,00
i, Tanggal 10 April 2019, bukii kuitansi untuk Pembinaar

-a

“Pemilih Pemuila sejumiah Rp. 7.500.000,00
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iv. Tanggal 13 Februari 2019, bukti kuitansi KPU Supiori
untuk - Biaya Bimtek Relawan Demokrasi sejumiah
Rp. 12.450.000,00

v. Tanggal 12 Februari 2019, bukii kuitansi untuk Sewa
Gedung Sosialisasi KPU Goes to School sejumiah
Rp700.000,00

vi. Tanggal 12 Februari 2019, bukti kuitansi untuk
Pengamanan Sosialisasi KPU Goes to School tantang

surat suara dan pindah memilih sejumlah Rp. 200.000,00
Jumiah (I sd vi) Rp. 21.275.000,00

. Pendaftaran Le‘r-nbaga Survey Dan Penghitungan Cepat

- Tidak ada kegiatan

; Lomba Selfie di T_PS:

- Tldak ada kegiatan

 Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula, yaitu

Pembayéran kepéda Sdr. Musliadi, selaku Event Organizer
untuk lomba Jingle Pemilu sejumiah Rp. 20.000.000,00

Penggéhdaan Aia‘t Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu
2018, yéitu pada tanggal 25 Februari 2019, bukti kuitansi
untuk'p'énggandaan dan penjilidan buku PKPU 3, 4 dan 5

Tahun 2019 kepada CV. Multi Karya Nucifera sejumlah

Rp. 1.985.000,00

. Pendidikan' Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik

“pemilih Berdaulat Negara Kuat”), terdiri dari:
i. Taﬁggai 1'2“Ajp'ril 2019, pembayaran jasa event organiser
"konser musik pemilu 2019 CV Gavinco Putra, SPK
nomor 001/SPK-SOS/SEK-KPU/SUP/I1I/2019 tanggal 25
Maref 2019 sejumlah Rp. 70.000.000,00
i, Tanggal November 2019, Daftar Nominatif Pembayaran
Honor Péhiia Konser Musik 12 orang sejumiah
'Rp. 3. 597.500,00
i Tanggal 10 Apnl 2019, Bukti Kuitansi untuk 100 Kotak
Nasi ikan Teiur sejumiah Rp. 6.000.000,00

. Tanggal 10 'April 2019, Bukti Kuitansi untuk 3 Karton

' Fresa Cup sejumlah Rp. 78.000,00

. Tanggal 10’ Aprll 2019, Bukti Kuitansi untuk 1 Karton

' Fresa Cup sejumlah Rp. 26.000,00
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vi. Tanggal 10 April 2619, Bukti Kuitansi untuk 40 Kotak
Nasi lkan Telur sejumiah Rp. 2.400.000,00
Jumiah (I sd vi) Rp82;101.500,00
h. KPU Run “Satu Tujuan Mohngkah Bersama”, terdiri:

i. Tanggal 12. April 2019, Pembayaran jasa Event
Organizer KPU Run PEMILU DAMAI 2019 sesuai SPK
No.002/SPK-SOS/SEK-KPU/SUP/III/2019  tanggal 25

‘ Maret 2019 sejumiah Rp. 75.000.000,00
i. Tanggal 30 November 2019, Daftar Nominatif
Pembayaran Honor Panita KPU Run 12 orang sejumlah
Rp. 3.642.500,00
i. Tanggal 10 April 2019, Bukti Kuitansi untuk 50 Kotak
Nasi Ayam lkan sejumiah Rp. 3.000.000,00
v. Tanggal 10 April 2019, Bukti Kuitansi untuk 50 Kotak
Nasi Ikan Telur sejumiah Rp. 3.000.000,00
v.. Tanggal 8 April 2019, Bukti Kuitansi untuk Jumbo Nasi,
Setrika, Termos Panas, dll sejumlah Rp. 700.000,00

vi. Tanggal 10 April 2019, Bukti Kuitansi untuk Kulkan
Polytron, TV Polytron, Dispenser Miyako, dll sejumiah
Rp. 7.700.000,00

vii. Tanggal 11 April 2019, Bukti Kuitansi untuk 1 Dus Nastar,

" 4 Bungkus Kue Pia sejumlah Rp. 295.000,00
viil. Ta"riggal 10 April 2019, Bukti Kuintansi untuk 310 Kue
Camp sejumlah Rp. 1.460.000,00
:ix‘. Tanggal 8 Aprll 2019, Bukti Kuitansi untuk BBM sejumlah
Rp '600.000,00
X. Tanggal 9 Apnl 2019, Bukti Kuitansi untuk BBM sejumiah
Rp 600. 000 00

_)ki‘. 9 Aprll 2019 Bukti Kuitansi untuk BBM sejumiah
Rp 600. 000 00

xi. 9 Apri 2019, Bukti Kuitansi untuk BBM sejumiah

Rp 600. 000 00
Xii. Tanggal Bukti Kuitansi untuk Sewa Kendaraan sejumiah

Rp. 1.000.000,00
Jumlah i éd xiii') Rb %. '1'97'500 00

Halaman 142 dari 206 Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Tpk/2022/PN Jap

i



Jadi realisasi penggunaan dana rutin yang sesuai sebesar
peruljtukannya Rp. 247.721.000,00 (dua ratus empat puluh
tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

— Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban

negara yang dapat diniléi dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa

uang maupun berupa barang yahg dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan berdasarkan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan

hukum baik _sengajé maupun lalai;

Bahwa berdasarkan hasil audit yang telah ahli lakukan terdapat

penyimpangan yang telah dilakdkan Terdakwa sehingga menimbulkan

kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp548.096.833,00 (lima ratus
empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga
puluh tiga rupiah) merupakan'Kerugian Keuangan Negara dimana Laporan

Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun

2019, Buku Kas Umum dan daftar SP2D satker tahun 2019 tidak didukung

dengan bukti SPJ/Kwitansi yang lengkap dan sah;

Bahwa PénYimpéngan yang terjadi sebagaimana tersebut disampaikan

pada tidak sesuai den’gén:

i. Pasal 3 Ayét (1) ; Uhdang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang berbunyi, “Keuangan Negara dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan. ‘

ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016
tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Anggaran Baglan Anggaran '076 di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum 4

Bahwa tugas Bendahara Pengeluaran menurut peraturan tersebut adalah:

a. Menerlma menylmpan menatausahakan dan membukukan uang/surat
berharga dalam pengelolaannya

b. Melakukan penguuan dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

c. Menolak penntah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan

untuk dlbayarkan
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d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari
pembayaran yang dllakukannya
e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke
kas Negara;
f. Mengelola rekenlng tempat penyimpanan UP;
g. Menyampaikan Iaporan pertanggungiawaban (LPJ) Bendahara kepada
KPPN selaku kuasa BUN.
Bahwa berdasarkan peraturan bukti-bukti  pertanggungjawaban
penggunaan ahggaran antara lain:
a. Belanja honorarium
(1) Copy Keputusari Ketua KPU Rl/Ketua KPU Provinsi/KIP
Aceh dan/atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan atau
Sekretaris Jenderal KPU Rl/Sekretaris KPU Provinsi dan/
*" atau Sekretaris KPU Kabupaten /Kota dan/atau KPA;

" (2) Daftar nominatif pemberian honor;

(3) Daﬁaf hadir narasumber dan data pribadi narasumber
sebagai dasar penentuan tingkat besaran honorarirum dan
potongan pajak;

' 4) Daftar hadir péserta; dan

 (5) SSP PPH Pasal 21.

b. Belanjabahan
" (1) Kuitansi/nota barang;
- (2) Surat setoran pajak dan faktur pajak;
(3) Daftar hadir peserta untuk konsumsifsnack;
(4)- PPN dan SSP PPh Pasal 22/Pasal 23.
c. Belanjasewa
(1) Kuitansi/nota;
(2) Surat sétoran pajak dan faktur pajak;
(3) PPN dan SSP PPh Pasal 22/Pasal 23.
(4) Copy STNK untuk kendaraan yang disewa;
(5) SSP PPN dan PPh Pasal 23.

d. Belanja peI]aIanan
(1) Surat tugas Ketua KPU Rl/Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

dan/atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan atau
O Sekretans jenderal KPU Rl/Sekretaris KPU Provinsi dan/
atau Sekretarls KPU Kabupaten /Kota dan/atau KPA;

',(2) Surat P'erjalanan Dinas (SPD);
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(3) Daftar nominatif;
(4) Bukti-buki riil;
(5) Kuitansi dan rincian perjalanan dinas.
e. Transpor lokal
(1) Surat tugas Ketua KPU Rl/Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
dan/atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan atau
Sekretaris Jenderal KPU Rl/Sekretaris KPU Provinsi dan/
atau Sekretaris KPU Kabupaten /Kota dan/atau KPA;
(2) Bukti konfirmasi tujuan;
(3) Daftar nominative.
Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagan benkut

Bahwa benar Terdakwa hadir dlhadapan di persidangan ini sehubungan

dengan dugaan deak Pldana Korup5| Penyalahgunaan Dana Rutin Pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;

Bahwa Terdakwa belum pemah duatuhl hukuman pidana;

Bahwa Terdakwa beker]a sebagal Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Supuon dan juga menjabat sebagai Sekretaris

pada Komisi Pemilihan Umum (KI?U) Kabupaten Supiori pada Tahun 2019;

Bahwa dasar pengangka’ﬁan Terdakwa sebagai Sekretaris pada Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarakan Surat Keputusan

(SK) Sekretans Jenderal Komnsn Pemlllhan Umum (KPU) RI. Tahun 2018,

Bahwa tugas pokok (T upok5|) Terdakwa selaku Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Suplon adalah sebagai berikut:

a) Menyusun perencanaan program kerja dan anggaran Pemilihan Umum
(Pemilu) dalam hal penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Supiori;

b) Membantu memfaS|I|taS| tugas-tugas Komisioner Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Suplon

c) Melaksanakan pengawasan | tugas dan fungsi sekretariatan Komisi
Pemlllhan Umum (KPU) dalam ha| ini KPU Kabupaten Supiori;

d) Membantu memfasnhtasn penyelesalan sengketa Pemnlu

e) Membantu tugas-tugas lain dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu
dalam hal ini Tahapan Pemllu yang dllaksanakan oleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten SUplOﬂ
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Bahwa Terdakwa pemah menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada KPU
Kabupaten Supiori;

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori memiliki tugas pokok dan

fungsi: i

a) Menyusun.Réncana Kegiatan Angaran (RKA) Satuan Kerja KPU;

b) Melakukan tindakan' yang - mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

¢) Melaksanakan anggaran APBN Sathan Kerja;

d) Mengadakan ikatan/berjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkah yang menyangkut penandatangan
Dokumen keuangan; " '_

e) Mengeloia utang dah piutang yang menjadi tanggung jawab Kuasa
Pengguna Angaran (KPA);

f) Mengelola barang milik negara/kekayaan 'negara yang menjadi tanggung
jawab KPA;

g) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;

h) Mengawasi pelaksanaan anggaran APBN yang dipimpinnya;

i) Melakukan ‘verivikasi atas Iabdran pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran;

j) Bertanggung jévVab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi
Pemilihan UmUm’K'abupa:teh- dalam hal ini ketua Kabupaten Supiori;

Bahwa anggaran pada KPU Kébupaten Supiori ditahun 2019 bersumber dari

Anggaran Penaépatan dan Beiénjé Negara (APBN) TA 2019 yang nilainya

sejumiah Rp14.052.466.000,00 (empat belas miliar ima puluh dua juta empat

ratus enam pulﬁh enanﬁ' ribu rupiah);

Bahwa mékahisrhe pehcéifan anggaran pada KPU Kabupaten Supiori pada

tahun 2019 adalah pencairan telalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan

Langsung (LS);

Bahwa Téfda_kfwa. mengetahw ahggafan sewa gudang, Yyakni sebesar

Rp110.000.006,00 '(sefattislsepﬁfluh juta rupiah) dan pernah memberikan uang

kepada Saksi Trisnawat sebesar Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah)

sebagai biaya untuk sewa Gudang;

Bahwa 'I:ei'da;kﬁé | -p'em;aﬁ' fHem'iﬁt.a Saksi Yulianti untuk melaksanakan
kegiatan d4istri~bﬂijsi. logsiéﬁk pérhilu dengan nilai kontrak sebesar kurang lebih
Rp360.00C')."00,0:,.00”(tiga ratq's". enam puluh juta rupiah), yang pelaksanaan
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distribusi logistik tersebut tersebar di Kabupaten Supiori, kecuali Pulau Mapia
dan Pulau Miosbefondi yang dilakukan secara swakelola;

Bahwa Terdakwa pernah menyimpan uang dalam kegiatan distribusi logistik di
dalam brankas milik terdakwa kurang lebih sebesar Rp170.000.000,00
(seratus tdjuh puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pernah meminta
saudari Linda Maria Yawan (T erdakwa dalam berkas terpisah) untuk
mengambil uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di dalam
brankas miliknya dan menggunakannya untuk membayar biaya lipat suara.
Bahwa dalam kegiatan bantuan hukum, yang membayarkan adalah Saksi
Linda Maria Yawan kepada Saksi Petronella dan Saksi Paul Rumbekwan
untuk pelaksanaan keglatan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka
penyelesaian sengketa plleg diMK;,

Bahwa sengketa pemllu tahun 2019 di Kabupaten Supiori hanya 1 (satu) kali;
Bahwa Terdakwa pernah memlnta uang sejumiah Rp52.400.000,00 (lima
puluh dua juta empat ratus ribu ruplah) dari Saksi Linda Maria Yawan untuk
kegiatan jingle pemllu yang dllaksanakan oleh Saksi Musliadi dengan total
anggaran yang dlkeluarkan Rp20 000 000 00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Kegiatan Lomba Selﬁe d| TPS dan kegiatan Pendaftaran Lembaga
Survey sama sekali tidak terlaksana Akan tetapi anggaran dalam kegiatan
tersebut telah dlcalrkan

Bahwa menurut Terdakwa mekamsme pencairan anggaran di Tahun 2019
sudah sesuai namun penggunaannnya sefing menjadi kendala karena ada
yang tidak 'sesuai.dengén perunfukkannya yaitu adanya beberapa kegiatan
yang mendahulun Pagu Anggaran sehingga terjadilah hutang piutang untuk
memfasnlrtasn keglatan Kom|S|oner KomISl Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori selama Tahun 2019 sehlngga Terdakwa selaku Kuasa Pengguna
Anggaran senng mengalaml kendala dalam mengambil keputusan
menyangkut penyedlaan dana karena dana tersebut belum tersedia atau tidak
sesuai dengan peruntukannya "Dan sering juga Komisioner meminta dana
tanpa meIaIUI prosedur ke Kuasa Pengguna Anggaran termasuk pembayaran
hutang yang anggarannya sudah dlgunakan oleh komisioner kemudian ditagih
kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga menjadi
kendala dalam penyerapan anggaren yang tidak sesuan dengan
peruntukkannya termasuk “tidak -adanya bukti-bukti pertanggungjawaban
terhadap penggunaan dana tersebut oleh pihak Komisioner Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Suplon ‘selama Tahun 2019; contohnya:
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a) Pemanggllan pelantikan Komisioner KPU RI di Jakarta pada tanggal 21
Desember 2018 yang mengkibatkan hutang yang mana ditagih kepada
KPA sehingga pembayaran hutangnya menggunakan Anggaran Tahun

2019,
b) Biaya pengamanan yang tidak ada dalam DPA Tahun 2019;

c) Menyangkut penyelenggaraan pemilu contohnya pembuatan TPS yang
mengakibatkan pengeluaran yang melebihi Pagu anggaran sehingga
menggunékan anggaran dari bidang lain untuk menutupi kekurangan dana
tersebut;

d) Meminta penambahan biaya oleh KPPS, PPS dan PPD yang melebihi dari
pagu anggaran sehingga sehingga menggunakan anggaran dari bidang lain
untuk menutupl kekurangan dana tersebut;

e) Adanya penambahan hari karena adanya konflik pada saat tahapan pemiiu
yang mengaklbatkan kekurangan anggaran sehingga menggunakan
anggaran ¢ dari bidang lain untuk menutupi kekurangan dana tersebut

f) dan masih banyak lainnya dikarenakan tahapan pemilu harus sesuai jadwal
namun jadwal tersebut tidak sesuai dengan pencairannya tanpa didukung
dengan bukti-bukti pencairah dana termasuk pertanggungjawaban yang
tidak sesuai derigan mekanisme pengelolaan keuangan pada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori selama Tahun 2019.

g) sehingga dengan banyak penyimpangan anggaran APBN Tahun 2019
yang tidak sesuai sehingga Terdakwa harus mengambil kebijakan selaku
KPA tanpa mekanime yang sudah diatur dalam pengelolaan keuangan
KPU;, ‘

- Bahwa pihak Inspélétorat Sekretariat Jenderal KPU Rl di Jayapura pada
tanggal 19 Februari 2620 pernah melakukan review, dan yang hadir dari KPU
Kabupaten Supiori é_da:léh saudari ADOLFINA TANAN selaku Operator SAIBA
dan saudara ALEX VICTOR WANMA selaku Operator SIMAK BMN
sedangkan saudari LINDA MARIA YAWAN selaku Bendahara Pengeluaran
KPU Kabupaten Suplori tidak hadir karena yang mengikuti kegiatan tersebut
sesuai undangannya sedangkan Terdakwa selaku KPA datang dihari
berikutnya, Terdakwa bertemu dengan pihak Inspektorat KPU Rl dan diminta
untuk melakukan rekomendasn ‘dari hasil Review laporan keuangan untuk
melengkapl rekon d| ApllkaS| SIMAK dan pajak;

Menimbang, bahwa Penasmat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan

saksi yang meringankan (& de charge),
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Menimbang, . bahiwa selain itu "Penuntut Umum juga telah mengajukan
barang bukti berupa: _.

1) 2 (dua) Lembar Foto éopy POK (Petunjuk Operasional Kerja) Tahun
Anggaran 2018.; ‘

2) 2 (dua) Lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun
Anggaran 2018; ‘

3) 2 (dua) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun
Anggaran 2018; ‘

4) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perjanjian Sewa Bangunan Tahun 2018;

5) 1 (satu) Lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun
Anggaran 2020;

6) 1 (satu) bundle Rincian Kertas Kerjia SATKER T.A 2019 Alokasi
Rp.14.052.466.000 (Empat belas juta lima puluh dua ribu empat ratus enam
puluh enam ribu rupiah);

7) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
Nomor : 00554 tanggal 31 — 12 - 2019;

8) 3 (tiga) lembar fotocopy Reviu Laporan Keuangan Semester Il Tahun 2019
Nomor : 076/KU.03.2SR/91/Sek-Prov/ilf2020;

9 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu
lainnya dari bulan Januari s/d Desember 2019;

10) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja KPU Supiori Tahun
2019; | |

11) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah KPU Supiori Tahun 2018;

12) Daftar SP2D Satker;

13) Rincian Kertas Kerja Satker TA 2019 Alokasi Rp. 10.753.201.000 (sepuluh

' milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);

14) 2 (dua) Rangkap Dokumen Foto Copy SP DIPA (Surat Pegesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-
076.01.2. 659928/201 Q.

15) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 06-
02-2019 de_ngan nomor : 00029,

16) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumeh Surat Perintah Membayar tanggal : 12-
12-2019 dengan nomor : 60499,

17) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 29-

04-2019 dengan nomor : 00184;.
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18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

35)

1 (satu) Bunde! fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

01-2019 dengan nomor : 00002;

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

03-2019 dengan nomor : 00133;

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

04-2019 dengan nomor : 00168;

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

06-2018 dengan nomor : 00277

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

07-2019 dengan nomor : 00307;
1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal
08-2019 dengan nomor : 00341;

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal

11-2019 dengan nomor : 00440

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

12-2019 dengan nomor : 00579;

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

04-2019 dengan nomor : 00156;

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

11-2019 dengan nomor : 00430;

1 (satu) Bunde,l fofocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

06-2019 dengan nomor : 00271;

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

08-2019 dengan nomor 00335
1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal
01-2019 déngan nomor : 00013;

1 (satu) Bundel fofpcopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

02-2019 dengan nomor : 00026;

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

03-2019 dengan nomor : 00105;

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :

10-2019 dengan nomor 00401
1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal

05-2019 dengan nomor : 00215

14-

26-

08-

20-

0 13-

15-

31-

01-

07-

11-

12-

: 24-

04-

06-

06-

: 02-
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36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

51)

52)

53)

54)
55)

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-
05-2019 dengan nomor 00201;

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 01-
07-2019 dengan nomor : 00299;

1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 13-
120-2019 dengan nomor : 00529;

1 (satu) lembar Rencana Kegiatan Konser Musik dan KPU Run oleh KPU
Kabupaten Supiori Tahun 2019;

3 (tiga) Iembar Berita Acara Serah Tenma barang Nomor

03/Cv.le/Bastb/IV/2019 dari Cv. Irjaya Expres;,

2 (dua) lembar SK Bendahara atau Kuasa Anggaran KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 03/Kpts.KPU/91/.19/1/2019;

1 (satu) bundle Rincian Biaya Perjalanan Dinas denga lampiran SPD
Nomor : O35—Spd/Kpu/094.01'2NI/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dan
yang menerima (Petronella P. Touisuta, SH dengan Uang sebesar Rp.
12.015.000 (Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Rupiah);

1 (satu) bunqie Surat Perjalari‘an Dinas Ibu Nela;

2 (dua) lembar fotocopy nota Garuda 2;

1 (satu) Iember SPM dengan Nomor : 00276 tanggal 20 Juni 2019;

2 (dua) lembar nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 5838 U;

1 (satu) bundel nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 1610 UZ;

5 (lima) Iemper fotocopy Nota Belanja Barang;

Copy Kwitansi sewa gudang logistik Rp.50.000.000;

Copy Surat . Penntah Kerja (SPK) No. 03. 01/SPK/LOG/SEK/KPU-
SUP/V/2019 tanggal 30 April 2019 dan Kwitansi sewa 2 kamar untuk
keperiuan gudang kotak suara dan kamar bawasiu tanggal 16 April 2019;
Copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas No. 035-SPD/KPU/094.012/1V/2019
tanggal 11 Juni 2019 dan Iamplran bukti transfer;

Copy Ringcian. Blaya Perjalanan Dinas No. 039-SPD/KPU/094.012/1X/2019
tanggal 09 September 2019 dan lampiran tiket perjalanan dinas lampiran
kwitansi fasilitas pendidikan KPU Go To Schoo

Copy Kwitansi Lomba Kreasi Pentas Sent;

Copy Kwitahs_i‘ pengadaan buku PKPU 3,4 dan 5;

Copy Rekomendasi no.. Q1I_Div,._Sos-Sdm/KPU-SUPIIV12019 dan Kwitansi

konser musik;
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56)

57)

58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)

72)

Copy Ringkas Kontrak Pembayaran Jasa Event Organizer KPU RUN
PEMILU DAMAI 2019 beserta lampiran Kwitansi;

Copy Daftar nofninatif pembayaran panitia lomba cipta gerak jingle pemilu
2019 dan daftar pembayaran honor juri lomba cipta gerak jingle pemilu
2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupafen Supiori
Nomor : 00008 tanggal 17—01-20'19;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00009 tanggal 17-01-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor ; 00010 tanggal 17-01-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00022 tanggal 28-01-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supior
Nomor : 00031 tanggal 06-02-2019;

1 (satu) Ie'mlb‘ar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00032 tanggal 06-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00069 tanggal 25-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00070 tanggal 25-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perihtah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00083 tanggal 26-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor ; 00111 tanggal 1 1-03-2019;

1 (satu) lembar fotchpy_ Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00123 tanggal 25-03-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00137 tanggal 26-03-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Su[ét Périntah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00144 tanggal 29-03-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surét Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Normor - 00147 tanggal 28-03-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Su@t Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00149 ‘ta:ng'g::_l_l\ 29-03-2019;
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73)

74)

75)

76)

77)

78)

79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

89)

90)

1 (satu) lembar fotqcopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00174 tanggal 10-04-2019;

1 (satu) Iembaf fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00172 tanggal 10-04-2019;

1 (satu) lembar: fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00484 tanggal 29-04-2019; :

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00200 tanggal 29-04-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00201 tanggal 02-05-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00208 tanggal 02-05-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00211 tanggal 02-05-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00239 tanggal 14-05-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00240 tanggal 14-05-2019;

1 (satu) Iémb’ar fotopdpy Surat Péﬁntah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00243 tanggal 14-05-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00256 tanggal 23-05-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00276 ta_nggél 20-06,-201:9:

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00278 tanggal 20-06-2019;

1 (satu) lembar fotoqopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00279 tanggal 20-06-2019;

1 (satu) Iémb'_a_[ fotoép}:ly Surat Périntah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00356 tanggal 13-08-2019;

1 (satu) Iémbajp fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00378 tanggal 10-08-2019;

1 (satu) ler‘,nb_.a"r. fotqc#gpy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00379 tanggal 11-09-2019;

1 (satu) I,empélj fotocopy Sgra_lf_l_ Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori

Nomor : 00300 tanggal 11-08-2019;
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91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00416 tanggal 09-10-2019;

92) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00423 tanggal 15-10-2019;

93) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor ; 00462 tanggal 29-11-2019;

94) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00463 tanggal 29-11-2019;

95) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00517 tanggal 12-12-2018;

96) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00529 tanggal 13-12-2019;

97) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pe_r_m_tah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00569 tanggal 31- 12-2019;

98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00574 tanggal 31-12-2019;

99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00575 tanggal 31-12-2019;

100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PeEintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00576 tanggal 31-12-2019;

101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00577 tanggal 31-12-2019;

102) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan dengan nomor rekening
1994004110; S

103) 1 (satu) lembar fotocopy b_ukq tab;u’ngan dengan nomor rekening 0308-01-
000607-56-1; |

104) 1 (satu) lembar fotocopy. Rencana ‘Anggaran Biaya Lomba Cipta Gerak
Jinggel Pemilu 2019, | .

105) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Honor Panitia Pelaksana Lomba Cipta
Gerak Jinggel Pemilu 2019; |

106) 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor :
DD2/KSOPM/360/1V/2019; . |

107) 1 (satu) ‘_lgm_ba"r :fqtq_o_opy Su‘r‘a:‘t“Pengangangkatan dari Direktur PT.
Pelayaran Mancjalé Sejahtera Abadi pada tanggal 02 Januari 2019;

108) 1 (satu) iqm‘ba} fotopqpy S;urart: Permohonan penggunaan KM.Sabuk
Nusantara 64 dari KPU Supiori dengan nomor : 21/Sek KPULOGIV/2016:

AR~ TNPTIN WY . . ..{.,'4 N
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109) 2 (dua) lembar dokumen foto KM. Sabuk Nusantara;

110) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitasi dengan nomor : /KWT/2018 yang
diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan
jumiah uang sébesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

111) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitasi dengan nomor : /KWT/2018 yang
diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan
jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

112) 2 (dua) lembar rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori Nomor : 01/Div.Sos-Sdm/KUP-SUP/IV/2019 asli;

113) 2 (dua) lembar ringkasan kontrak pembayaran jasa event organizer KPU
RUN Pemilu Damai 2019 asli;

114) 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak pembayaran jasa event
organizer KPU RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;

115) 1 (satu) Iembar kwitansi / bukti pembayaran beianja bahan kegiatan pemilu
RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;

116) 50 (lima puluh) lembar kwitansi / bukti pembayaran biaya belanja modal
divisi sosiajisasi Parmas dan SDM aslj;

117) 2 (dua) lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Komisioner divisi Sosialisasi Parmas dan SDM asli;

118) 3 (tiga) lembar bukti,slli‘p setqran/trgnsfer/lcliringﬁnkaso dari PT.Bank Mandiri
dengan nominal Rp. 13.000.000.,4 (tiga belas juta rupiah);

119) 1 (satu) lembar Sur?t Pemyqtéén Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Kasubag Divisi Hukum dan Pengawasan asli; |

120) 3 (tiga) lembar rincian biaya pgﬂalanan dinas atas nama Petronella Toisuta,
SH asli; | = ,4"

121) 1 (satu) lembar rekap pembayaran belanja perjalanan dinas KPU
Kabupateh Supiori periode 2018 s/d 2023 di KPU Rl Jakarta;

122) 6 (enam) lembar kwitansi dan tiket pesawat asli;

123) 1 (satu) bq.indel dokumen surati .per‘intah kerja pengadaan Jasa Distribusi
logistik pemilu 2019 KPU Kabupaten Supiori asl;

124) 1 (satu) bundel SPJ Kapal KM .fS.a.b.uk Nusantara 65 tahun 2019;

125) 1(satu) lembar perr_n‘oh,qnan; sewa bangunan dengan nomor
01/log/KPU/SUPVII2018;.

126) 1 (satu) lembar daftar ménif__e_zgtf penumpang kapal sabuk nusantara 64

tujuan myesbifondl Ké_mapla tgriggal 16-17 Apri: 2019;
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127) Copy Salinan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Supiori Norﬁor 03/KU/03.2-Kpt19119/Sek-Kab/l/2021 Tentang Penunjukan
Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik
Negara (SIMAK BMN) Tahun Angggaran 2021;

128) Copy Laporéh Realisasi KPU Kabupaten Supiori Aplikasi SAS (Sistem
Aplikasi Satker); |

129) Copy Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN dan
BUN tahun 2019 (dalam Ruplah) Aplikasi SAIBA (Sistem Akutansi Instansi
Berbasis Akrual) 2019

130) Copy Laporan Pagu Dana Per Kegiatan Data SPAN (Sistem
Perbendaharaan dah Anggaran Negara).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut
hukum dan telgh _diperlihatkan kepada Terdakwa dan membenarkannya, karena
itu dapat diper_ggnékan untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur yang
didakwakan Penuntut Umum kepada Tefdakwa'

Memmbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,
keterangan Terdakwa serta barang bukt| dan alat bukti surat setelah dihubungkan
satu sama lainnya telah salmg bersesualan satu sama lainnya maka diperoleh
fakta-fakta hukum se:bagai berikut:

- Bahwa benar péda tahun 2019 Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP
diangkat sebégai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori
berdasarkan Suraf Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Republlk Indone3|a Nomor: 53/ SDM.05.5-Kpt/ 05/ SJ/ I/ 2018 tanggal 24
Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekremns Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Suplon dan juga bertlndak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum ‘Kabupaten Supiori Nomor: 02/KU.02. 4-Kpt/9119/Sek-
Kab/l/2019 tentang Pembentikan Tim Pengelola Keuangan Anggaran 076
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;

_ Bahwa benar Saksi Linda Maria Yawan menjabat selaku Bendahara
Pengeluaran yang ditinjuk dan ‘diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris Komisi Pemlllhan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/

Kpts. KPU/ 91/ 1/ 2019 tanggal 09 Januari 2019;
- Bahwa benar pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Supiori berdasarkan hasil

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-
076.01.2.659928/ 2019 ‘tanggal 27 Desember 2019, terdapat realokasi

anggaran yang dlperuntukkan bagl sejumlah kegiatan antara lain:
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No

Ké'giat‘an

Anggaran (Rp)

Sewa Gudang

Rp 110.000.000,-

Tambahan Jasa
Pengelolaan dan
Pendistribusian Logistik
sampai ke TPS

Rp 531.398.000,-

Bantuan Hukum

Penyelesaian Kasus Hukum

Pemilu

Rp 175.306.000,-

c. Advokasi Permasalahan
Hukum dalam
Penyelenggaraan
Pemilihan
Presiden dan  Wakil
presiden- dan . Anggota
DPR, DPD dan DPRD
Provinsi/ Kabupaten/
Kota tahun 2019

Umum-

Rp 12.175.000,-

d. Penyelesaian . _sengketa
Hukum ‘dalam
Penjelenggaraan
Umum
Presiden_ dan  Wakil
presidén dan Anggota
DPR, DPD dan“DPRD
Provinsi/ Kabupafén/_
Kotatahun2019

Pemilihan

_Rp 163.131.000,-

Pendidikan Pemilih kepada
Masyarakat Umum

Rp 448.500.000,-

i. Konsolidasi Parmas

(Partisipasi Masyarakat). .|.

Rp 48.000.000,-

j. Fasilitasi Pendidikan

Pemilih

Rp 79.500.000,-

k. Pendaftaran ~ Lembaga
Suvey dan

Rp 5.000.000,-
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Penghitungan Cepat ..1
l. Lomba Selfie-di TPS Rp 35.400.000,-
m.Lomba. Kreasi Pentas Rp 52.400.000,-
Seni Pemilih Pemula
n. Penggandaan Alat| Rp 18.000.000,-
Peraga Pendidikan
Pemilih Pemilu 2019 -
0. Pendidikan Pemilih | Rp 83.700.000,-
Mobilisasi Massa |
(Konser- Musik Pemilih !
Berdaulat Negara Kuat) '
p. KPU Run “Satu Tujuan| Rp 122.700.000,-

Melangkah bersan;‘a” :
TOTAL Rp. 1.265.204.000,- |

- Bahwa benar untuk mengelola dan merealisasikan anggaran Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten SUpiori Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Daftar
Isian Pelaksanaan Angg-afan (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-
076.01.2.659928/ 2019, dilakukan dengan cara;

a) Melakukan pemiintaan’ dana sesuai program dan kegiatan setiap bulan
dalam 1 (_éatu) Tahun oleh Pejébat yang membidangi tugas yaitu Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);

b) Melaksanakan pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) oleh Bendahara Pengeluaran APBN;

c) Melaksanakan pembayaran belanja kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori oleh-Bendahara Pengeluaran APBN;

d) Melaksanakan pertanggungjawaban atas belanja oleh Bendahara

| Pengeluaran berupa:
(1) Pencatatan transaksi belahja dalam pembukuan yaitu Buku Kas Umum
daﬁ Buku Pembantu lainnya;
(2) Melaksanakan venﬁka3| atas belanja laporan pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3) Mengesahkan belaqja sesuai dengan pencatatan ke dalam Aplikasi
Keuangan '" N

- Bahwa benar Terdakwa selaku ‘Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga

menjabat sebagal Pejabat Pembuat Komltmen memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menyusun DIPA
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Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menetapkan Pejabat Penguiji/ Penandatangan Surat Perintah Membayar,
Menetapkan panitia/ pejabat pengadaan/ penerima hasil pekerjaan;
Menyusun rencana umum pengadaan;

Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan

o

@ - oo o ©

pelaksanaan kegiatan dan anggaran,
h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran;
Sedangkan Tugas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:
a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
berdasarkan DIPA,
Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa,
Menetapkan rencana pengadgan barang/ jasa;
Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan;

Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan

® oo T

penyedia barang/ jasa;

Melaksanakan kegiatan swakelola; . -

g. Memberitahukan kepada kuasa BUN/ KPPN atas perjanjian/ kontrak yang
dilakukan;

h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;

i. Menguiji dan menandatngani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;

j. Membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran dengan menguii:

=h

- Kelengkapan dokumen tagihan;

- Kebenaran perhi_tu‘nga’n\tagihan;

- Kebenaran data pihak. yang berhak menerima pembayaran atas
beban APBN; .

- Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana
yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak dengan barang/ jasa yang
diserahkan oleh penyedia barang/ jasa;

- Kesesuaian spesiﬁkaéi teknis.dan volume barang/ jasa sebagaimana
yang tercantum’ pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan
dokumen pefjanjian/ kontrak;

- Kebenaran, ke}abs_a,hqn, serta akibat yang timbul dari penggunaan
surat bukti mengenai pé_k _tag_ih kepada Negara;
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k.

- Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang
tercantum pada 'dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen
perjanjian/ kontrak; '

- Melaporkan peléksanaan/ penyelesaian kegiatan secara bulanan
kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat antara lain;

- Perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang telah
ditandatangani;

- Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/ jasa

- Tagihan yang belum dan teléh diterbitkan SPP-nya;

- Jangké waktu pényelesaian'tégihan.

Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

m. Melaksanakan tugas dah wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan

yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Bahwa benar Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran (KPU)
Kabupaten Supiori memiliki Tugas, Fungsi dan Wewenang sebagaimana yang
diatur berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 124/
Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tanggal 11 ‘Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076, yaitu:

Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/ surat
berharga dalam éengelolaannya.

Melakukan pengujuaﬁ~ dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat
Pembuat Komltmen o

Menolak penntah pembayaran apab|la tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan.

Melakukan pemotonganl pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran
yang dilakukannya.. a

Menyetorkan. pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas
Negara. , ,

Mengelola rekening tempatpenylmpanan Uang Persediaan.

Menyampaikan- Laporan - Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara kepada

KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Bahwa benar Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) secara bersama-sama dengan Saksi Linda Maria
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Yawan selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran tanpa
meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak mengu;ji
kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran
serta telah mengelola dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam hal
ini Terdakwa befsama dengan Saksi Linda Maria Yawan tidak melaksanakan
tugas dan fungsu masmg-masmg sebagaimana seharusnya yaitu tidak
melakukan pengupan dan tidak menelltl kebenaran surat-surat atau dokumen
yang menjadl dasar pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran

DAFTAR ISIAN PENGGUNAAN ANGGARAN (DIPA) maupun DAFTAR ISIAN

PENGGUNAAN ANGGARAN (DIPA) PERUBAHAN sehingga terdapat Realisai

Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah, yaitu sebagai

berikut: o

. Kegiatan Sewa Gudang dengan anggaran Rp. 110.000.000- (seratus
sepuluh juta rupiah) yang ‘realisasi riilnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Saksi
Trisnawati untuk kegiatan Sewa Gudang.

. Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai
ke TPS dengan'anggaran 'Rp'531.398.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta
tiga ratus se’rﬁbilarj puli.l"ribti rupiah) yang realisasi rilnya sebesar
Rp360.810.167,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu
seratus enam puluh tujuri"rupiah) yang digunakan untuk distribusi logistik di
Kabupaten Suplon yang dllaksanakan oleh Saksi Yulianti dan Saksi Naomi
Orpa Dorce Mayer sendlrl |

- Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesalan Hukum Pemilu dengan anggaran
Rp175.306.000,- (seratus tu1uh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah)
yang reallsaSI ml sebesar Rp 54, 776 000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus
tujuh puluh enam nbu ruplah) yang digunakan untuk kegiatan penyelesaian
sengketa hukum di Jakarta oleh Saksu Petronella Toisuta dan Saksi Paul
Rumbekwan dan pembellan ATK

- Kegiatan Pendldlkan Pemlllh kepada Masyarakat Umum dengan anggaran
Rp448.500. 000 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu
rupiah) yang reahsaS| riil sebesar Rp247 721.000,- (dua ratus empat puluh
tujuh juta tu;uh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang digunakan untuk
memblaya keglatan dalam pendldlkan pemilih kepada masyarakat urmum.

Bahwa benar Terdakwa memlnta Saksi Linda Maria Yawan untuk mencairkan

dan kemudlan menyerahkan kepada Terdakwa seluruh dana kegiatan sewa
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gudang yang berjumiah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk

dikelola sendiri Terdakwa dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), yaitu:

Nomor Jumlah Tangggal

No - Nomor SP2D
SPM

00416 | 190641302001846 | Rp. 10.000.000.- 10 September 2019

> | 00423 | 190641302001876 | Rp. 100.000.000,- | 15 September 2019

dan pencaira;ﬁ tersebut dilakukan oleh Saksi Linda Maria Yawan atas
permintaan Te'rdakwa tanpa memeriksa dan tanpa disertai dengan bukti dukung
berupa kontrak/ perjanjian dengan pemilik gudang;

Bahwa benar saksi Trisnawati selaku pemilik gudang hanya menerima uang
sewa gudang miliknya sejumiah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari
Terdakwa seﬁin—éga\terdapat sisa dana kegiatan sejumlah Rp60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) yang seharusnya diawasi penatausahaannya oleh
Terdakwa .namun justru direalisasikan tanpa dilengkapi dengan bukti
pertanggungjawaban yang lengkap dan sah oleh Terdakwa dan Saksi Linda
Maria Yawan; .

Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Linda Maria Yawan juga telah
merealisasikan seluruh dana kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan
Pendistribusién Logistik sampai Ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
berjumiah Rp531.398.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus
Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti
pertanggungjawaban yang lengkap dan sah oleh Terdakwa dan Saksi Linda

Maria Yawan; yaitu:

Jumlah Tangggal

Nomeor pet e }
No Nomor SP2D '1
SPM ' - i
1 | 00184: | 190641302000664 | 'Rp. 369.930.C00.- 29 April 2019 :
2 | 00200 | 190641302000667 | "Rp. 161.468.000,- 29 pril 2019 |

sementara fotal realisasi riil dana. kegiatan tersebut yang digunakan untuk
membiayai Kegiatan Tarhb,_ahan -Jasa.Perugelolaan dan Pendistribusian Logistik
Sampai Ke _TPS 'diselurt.ih;dé@r@ yang tersebar di Kabupaten Supiori (kecuali
Pulau Mapia‘ . dan .’ P,ul_élh . Miosbefondi) hanya sejumiah
Rp360.810.-167,-.; (tiga»hrat_us er{ar_n, puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus
enam pulub tujuh rup.iah) ,seh\ipgga'_ terdapat sisa dana kegiatan tersebut

sebesar Rp170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan pullh
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tujuh ribu de_Iapari ratus ﬁgé pu(dh tiga rupiah) namun sisa dana kegiatan
tersebut lalu disimban di brankas 'rhilik .Terdd(wa yang ada di rumahnya atas
permintaan Terdakwa, selanjutnya berselang beberapa hari kemudian Saksi
Linda Maria Yawan mengambil sisa dana kegiatan tersebut sejumiah
Rp70.000.000,-" (tujuh puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa dan lalu
menggunakan dana sisa anggaran tersebut diluar peruntukannya, sedangkan
sisa dana anggaran kegiatan sejumlah Rp100.587.833 - (seratus juta lima ratus
delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tetap berada di
dalam brankas milik Terdakwa tanpa pertangungjawaban yang sah;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Linda Maria Yawan juga telah
merealisasikan seluruh dana anggaran Kegiatan Advokasi Permasalahan
Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden
dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 yang
berjumiah Rp175._306.000,- (seratus tu1uh puluh lima juta tiga ratus enam ribu

rupiah), yaitu:;
Sic Nomor | Normor SP2D Jumiah Tangggal
SPM - -
50717 | 190641302000336 | Rp.11.902.000 | 12Maret2019
5100123 | 190641302000420 | Rp. 38.675.000,- | 25Maret2019
31 00243 | 190641302000781 | Rp.19.167.000,- | 15Mei2019
4 1 00256 | 190641302000851 | Rp. 8.769.000,- 24 Mei 2019
500276 | 100641302000074 | Rp.43593.000- | 20Juni2019
5 00239 | 190641302000791 | Rp. 5.000.000,- 14 Mei 2019
71 00240 | 190641302000792 | Rp.7.500.000- | 14 Mei2019
5100356 | 190641302001398 | Rp, 20.100.000 | 13 Agustus 2019
—5 00070 | 190641302000024 | Rp. 13.425.000,- | 18 Agustus 2019
500137 | 190641302000433 | Rp.7.175.000 | 26Maret2019

. Bahwa benar saksi Paul Rumbekwan dan saksi Petronella Toisuta pernah
bertanya kepada saksi ika_ Sulistyowati terkait sisa anggaran dalam sub
kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil ‘presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD
Provinsi/ Kabtipaten/ Kota Tahun 2019, dan saksi lka Sulistyowati mengatakan
bahwa anggaran’ tersebut telah habis/ habis dipergunakan, sedangkan
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pelaksanaan kegiatan sengketa pemilu hanya berlangsung 1 (satu) kali dan
tidak ada sengketa p_ilpresi |

Bahwa benar fotal realisasi fill anggaran untuk Kegiatan Bantuan Hukum
Penyelesaian - Kasus ‘Hukum Pemilu yang digunakan untuk membiayai
pembelian ATK, perjalanan dinas ke Jayapura, perjalanan dinas ke Jakarta
berserta tambahannya, biaya foto copy dan ATK serta sewa kendaraan di
Jakarta hanya sebesar Rp54.776.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh
puluh enam fibu rupiah) sehingga terdapat sisa dana anggaran kegiatan
sebesar Rp115.530.000,- (seratus lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu
rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawaban secara lengkap dan sah oleh
Terdakwa darf—Sa’ksi Linda Maria Yawan.

Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Linda Maria Yawan juga telah

merealisasikan seluruh dana kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat
Umum dengan anggarah sejumlah Rp444.700.000,- (empat ratus empat puluh
empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu:

- Hdldmaii 164 dan 206 Putusen Nomor 5/Pid. Sus-Tpk/2022/PN Jap

- Nomor | Nomor SP2D Jumiah Tangggal
SPM

T T 00378 | 190641302001617 | Rp. 24.162.000,- | 10 September 2019
> T 00517 | 190641302002523 | Rp. 23.838.000, | 12 Desember 2019
3 [ 00022 | 190641302000066 | Rp. 36.000.000,- | 28 Januari 2019

4 | 00083 | 190641302000234 | Rp. 30.000.000,- | 26 Februari 2019
5 | 00171 | 190641302000084 | Rp. 70.000.000,- | 12 April 2019

6 | 00772 | 190641302000082 | Rp. 75.000.000- | 12 April 2019

7 | 00390 | 190641302001630 | Rp. 33.479.000~ | 11 September 2019
§ | 00574 | 190641302000252 | Rp.2521.000, | 31 Desember 2019
o [ 00577 | 190641302000255 | Rp. 12.000.000 | 31 Desember 2019
10T 00070 | 190641302000223 | Rp. 2.700.000,- | 26 Februari 2019
11| 00576 | 190641302000254 | Rp.2.700.000,- | 31 Desember 2019
172 100009 | 190641302000023 | Rp.2.500.000,- | 18 Januari 2019
73700032 | 190641302000110 | Rp. 5.000,000,- | 06 Februari 2019
12 00148 | 190641302000455 | Rp. 1.500.000,- | 29 Maret2019
15100278 | 190641302000977 | Rp. 1.000.000,- 20 Juni 2019

176 100279 | 190641302000978 | Rp. 1.000.000,- 202019 |
50570 | 150641302001624 | Rp. 5,000,000 | 11 September 2019
75| 00575 | 100641302000253 | Rp. 3000000 | 31 Desembar 2019 |



19 00069 190641302000222 | Rp. 3.700.000,- 26 Februari 2019 ]

50 | 00462 | 190641302002270 | Rp. 3.700.000,- | 29 November 2019

00463 | 190641302002271 | Rp. 3.700.000,- | 29 November 2019

52 | 00529 | 190641302002564 | Rp.6.700.000,- | 16 Desember 2019

23 | 00008 | 190641302000022 |- Rp. 5.000.000,- 18 Januari 2019

24 | 00031 | 190641302000109 | Rp.11.000.000,- | 06 Februari 2019
00147 | 190641302000454 | Rp. 16.500.000,- 29 Maret 2019
00208 | 190641 3020000’14 . Rp. 9.000.000,- 02 Mei 2019
00211 | 190641302000008 | Rp.43.000.000,- 02 Mei 2019

00569 | 190641302000247 | Rp. 11.000.000,- | 31 Desember 2019

- Bahwa benar 1umlah total realisasi riil anggaran untuk Kegiatan Pendidikan
Pemilih kepada Masyarakat Umum hanya sejumiah Rp247.721.000,- (dua ratus
‘empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sehingga terdapat sisa
dana kegiatan sebesar Rp196.979.000,- (seratus sembilan puluh enam juta
Sembilan ratus tujuh pulah Sembllan ribu rupiah) yang tidak dapat
dlpertanggungjawabkan secara Iengkap dan sah oleh Terdakwa maupun Saksi

Linda Maria Yawan,

Bahwa benar; dana anggaren yang direalisasikan Terdakwa dan Saksi Linda

Maria Yawan di luar perun’;ﬁkannya sebagaimana dalam pagu anggaran serta
tanpa dilengkepi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah telah
bertentangan dengan: ‘

a.

Pasal 18 ayat 3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.

Peraturan Menten Keuangan Nornor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29
November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2).

Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPUﬂ' ahun 2016 tanggal 11 Oktober
2016 tentang Pedoman Tekms Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran
076 di Llngkungan Kom15| Pemlhhan Umum.

Pasal 5 ayat “4) Undang—Undang Rl Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersnh dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotlsme

Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomo
PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran

dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

r 190/
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- Bahwa bené.r terdapat kerugian keuangan Negara atas penyalahgunaan dana
rutin KPU Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa bené'r' ‘berdasarkan 5;sil ";erhitungan dari Badan Pengawasan .
Keuangan dain - Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal
16 September- 2021 dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan
Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019, terdapét éélisih anfafa pencéiraﬁ dana rutin dan jumlah realisasi riil sesuai |

dengan peruntukan yakni sebagai berikut:

No. Kegiatan Realisasi Pencairan | Realisasi Riil Selisih (Rp) |
. Dana Rutin SP2D sesuai *
(Rp) Peruntukannya
__ Sl ~ Rp) |
Sewa Gudang 110.000.000,- 50.000.000,- | 60.000.000,- i
2. [Tambahan Jasa i
Pengelolaan dan | - {
Pendistribusian 531.398.000,- 360.810.167,- | 170.587.833,- |
Logistk sampai |-
ke TPS.
3. | Bantuan . Hukum
Penyelesaian
Kasus . -Hudamil... “‘_I75'.306..000,- 54.776.000,- | 120.530.000,- |
Pemilu _ |
4. | Pendidikan |
Pemilih kepada
444.700.000,- 247.721.000,- | 196.979.000.-
Masyarakat. ... s e
Umum | eoprmmer iz
JUMLAH Rp 1.261.404.000,- | 713.307.167,- | 548.096.833,-

- Bahwa benar jumiah kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi

Papua

tanggal

16

Septemiber

2021, yakni

sebesar

Rp548.096.8‘35,-'"("lirha' ratus -—eﬁ'lb.étnﬁii'luh delapan juta sembilan puluh enam

ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa jumlah selisih sebesar Rp548.096.833,- (lima ratus empat puluh delapan

juta sembilan puluh enam

ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang
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dihitung sebagai kerugian k'euahgan negara dipergunakan tidak sesuai dengan
peruntukannya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan;

- Bahwa beha;r Terdakwa ada menggunakan sisa dana kegiatan tersebut
+ sebesar Rp212.987.833 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan

puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimb‘ahgj ‘bahwa selanjutnya 'Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta huklim tersebut di atas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Memmbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan Kombinasi (Gabungan), yaitu:

Pertama
Primair . Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU. Rl. Nomor 31 Tahun 1999

. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
_ diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

. Tindak Pidéna Korupsi Pgnberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

- Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Subsidiair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang

-‘ Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi sebagaimana diubah .

" dalam UU. RI. Nomor 2‘0 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
" UU: RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
" Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal
" 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Atau
Kedua . Pasal 9 Jo Pasal' 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah
. dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
UU' RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pldana Korups1 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal
55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menlmbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu '

tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-

unsur dari pasal yang dldakwakan kepadanya
Menlmbang, ‘bahwa oleh karena’ dari fakta-fakta hukum di atas Jelas dan

terang bahwaiTerdakwa tldak melaksanakan Tugas dan Tanggung-Jawabnya
dalam jabatan, maka Majelis Hakim teriebih dahulu akan mempertimbangkan
Dakwaan Pertama;
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, Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama disusun dalam bentuk
subsidaritas méka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Pertama .
Primair dan apablla Dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka Dakwaan
Pertama Subsidair tidak perlu dlbukttkan lagi dan sebaliknya apabila Dakwaan
Pertama Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Pertama Subsidair akan dibuktikan
kemudian dan seterusnya :

Memmbang, bahwa pada Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum
menguraikan perbuatan Terdakwa diatur dan dlanwm pidana dalam Pasal 2 Ayat
(1) Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana KOI'LIpSI sebagalmana diubah dalam UU. Rl. Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal '_55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur
sebagai berikut: . |
1. Setiap Orané, ‘

2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Pe,r_buatan; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

i

korporasi,
4. Dapat merUgikén keuangan'Negé'r‘a atau perekonomian Negara,
5. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

perbuatan pldana
Ad.1. unsur “Setiap Orang* .

Menimbéng, bahwa 'péhgeriiah “setiap orané” dapat dijumpai pada Pasal 1

butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

-tindak pidana Korup5| yang berbunyl “setiap oradg adalah orang perseorangan

atau termasuk korporasn

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.

1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan.
terminologi kata “barang siapa’. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini
adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga
melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan
pidana yang dépaf dim'intéi'peiféhggd‘ngjawaban atas segala tindakannya;
Memmbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang
telah secara tegas menyebutkan bahwa pengeman setiap orang adalah orang
perseorangan bakhkan termasuk pula korpora3| dimana orang perseorangan
tersebut adalah recht person yang merupakan subyek hukum yang mempunyai

hak dan kewajlban cakap dalam bertlndak dan tidak di bawah pengampuan,
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sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau
kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Naomi Orpa Dorce Mayer,
S.STP., selaku Pé‘gav_vai Negeri Sipil kPNS) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Supidri' merarigkap jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan nama dan identitas
Terdakwa dalam surat dakwéan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam keadaan sehat
jasmani dan rohan,i.serta mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat, Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., adalah subyek
hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44
KUHPidana, sedangkan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana
dimaksud dalam dakwaan maupun apakah Terdakwa dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana, berkaltan dengan adanya alasan pemaaf dan alasan
pembenar, akan dipertimbangkan lebih fanjut pada unsur-unsur berikutnya;

Memmbang, bahwa dengan pertlmbangan tersebut di atas, maka unsur
"setiap orang” telah terpenuhl
Ad.2. unsur “Secara Melawan Hukum¢

Menimbang, bahwa dari penjelésan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999’ tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagalmana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantésan Tindak Pidana Korupsi, yang
dimaksud dengan “secara melawan hukum’” dalam pasal ini mencakup perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materi;

Menimbang, bahwa Méﬁkai'nah Konstitusi dalam putusannya nomor:
003/PUU- IV12006 tanggal 24 Juh 2006 mengena| pengujian. undang-undang
Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap
Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa: penjelasan
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Rl Nomor: 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan deak Pldana Korupsn sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang RI Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sepanjang frasa jang bérbunyi'l“yéhg diﬁiéksud dengan secara melawan hukum
dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun

dalam arti materil yaknl mesklpun perbuatan tersabut tidak diatur dalam peraturan
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perundang-undangan namun apabilé perbuatan tersebut dianggap tercela karena
tidak sesuai dengan rasa kead'ilan ata'ﬁ norma kehidupan sosial dalam masyarakat
maka perbuatan tersebtit dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonésia Téhun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat; |

Menimbang, bahwa yahg dimaksud dengan melawan hukum dalam arti
formil adalah apabila seluruh' bagian inti delik sudah terpenuhi atau dapat
dibuktikan maka dengan sendirinya dianggép perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimban"g,' bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan
melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara
ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak, haruslah dilihat apakah
ada peraturan peru‘ndang-uridéngan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan
gubemnur, keputusan bupatifwalikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimané
dimaksud dalam ‘Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum
Undang-Undang ini berlaku, héruslah dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini”;

Menlmbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1899 tentang
pemberantasan Tlndak Pidana KorupS| sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan praktek peradilan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572.K/Pid/2003),
tanggal 12 Pebruari Tahun 2003 “menentukan bahwa dalam hal seseorang
melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam “Jabatan” atau
“Kedudukan” maké berlaku pﬁnsip bérfan‘ggungjawaban jabatan, dimana dalam
hal ini Terdakwa dalam kapasntas Jabatan yaltu selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dan selaku Pejabat Pembuat ‘Komitmen (PPK) pada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Suplon melakukan pekerjaan berupa antara lain
membuat dan menandatanganl Surat Penntah Pembayaran dengan menguii lebih
dahulu kebenaran, 'keabsahan serta akubat yang timbul dari penggunaan surat
bukti mengenai hak taglh kepada Negara serta membuat Perjanjian/ kontrak
dengan penyedla barang/ jasa yang telah ditandatangani sebagai dasar

pembayaran atau pencalran Anggaran Komrs: Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
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Supiori Tahun Anggéran 2019 berdasarkan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076 01.2.650028/ 2019 sebesar Rp.
1.265.204.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat ribu
rupiah) yang tertampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, yang
merupakan dasar diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa, terdapat perbuatan
Terdakwa Naomi Or’ba Dorce Mayer, S.STP., yang dilakukan dalam jabatannya
tersebut, yaitu Terdakwa melakukan penyimpangan terkait dengan pencairan
anggaran pada DIPA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun
Anggaran 2019 yaitu: telah melakukah pembayaran tanpa meneliti kelengkapan
perintah pembayaran yang diterbitkah oleh Kuasa Pengguna Anggaran maupun
Pejabat Pembuat Kom|tmen dan tidak menguiji kebenaran perhitungan tagihan
yang tercantum dalam penntah pembayaran serta telah mengelola dana yang
tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga bertentangan dengan Undang-
undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (3)
huruf a dan huruf b Jo. Pasal 21 Ayat (4) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 3
Ayat (2) dan Ayat (3) Selain |tu telah melakukan pembayaran kepada pihak lain
dengan tidak dlsertal dengan buktl bukti yang sah sehingga penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan tidak dilengkapi dengan bukti — bukti yang sah
sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012
tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (3),
menurut Majelis Haklm merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat
dengan “jabatan atau kedudukan” Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Suplon sehmgga merupakan perbuatan melawan
hukum ‘secara forrml yaitu menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau
sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya tersebut,
oleh karenanya Majells haklm berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum”
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun
1999 sebaganmana telah dnubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsu, tidak tepat diterapkan pada diri

Terdakwa dan dengan dem|k|an maka unsur ini tidak terpenuhi;
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Menimbang, bahwa oleh kareha unsur ‘“secara melawan hukum® dari
Dakwaan Pertama Primai‘r tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan
tersebut tidak perlu dlpemmbangkan lagi;

Menlmbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah dlubah dengan UURI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dlnyaakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tmdak pidana sebagalmana didakwakan dalam Dakwaan
Pertama Primatr, sehlngga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh‘ kareﬁa Dakw)vaan Pertama Primair tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Dakwaan Pertama Subsidiair, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU.
RI. Nomor 31 Taﬁun 1995' tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas UU. RL Ndmér 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)7Ke-1 KUHP yang unsur-unsumya sebagai berikut:

1. Setiap Orang, | |

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendm atau orang lain atau suatu
korporasi;

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan

4, Yang dapat meruglkan keuangan atau'perekonomian negara;

5. Secara bersama—sama sebagal orang yang melakukan atau turut serta
melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur “Sehap Orang”

Memmbang, bahwa pengertlan setlap orang” dapat dijumpai pada
Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan tindak pldana Korups1 yang berbunyi: “setiap orang adalah orang
perseorangan atau termasuk korporasi”, artinya unsur setiap orang dalam pasal 2
maupun pasal 3 mempunyai pengertian yang sama;

Menlmbang, bahwa sebagalmana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan
Pertama Primair melanggar pasal 2:ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
sebagaimana yang telah dlubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan tmdak pidana Korupsi, tentang unsur “setiap

orang” telah terpenuhi dalam dit Terdakwa, oleh karena it dengan mengambil
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alih seluruh pertimbanéan hukum terseb'ut ménjadi pertimbangan dalam Dakwaan

Pertama Subsidiair, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3,

maka Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tu;uan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasl

Memmbang, bahwa yang dlmaksud “dengan tujuan” mengandung
pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiiiki niat dan
kesadaran tentang perbuatan yang dilékukan'

Memmbang, bahwa dalam Crlmuneel Wetboek (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana) 1809 dlcantumkan “Kesengaaan adalah kemauan untuk
melakukan atau tldak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau
diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara
mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki
atau diketahui) édalah "‘s.eséorang yang melakukan suatu perbuatan dengan
sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan #tu serta harus menginsyafi atau
mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh
untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau
harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan
bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain
atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang
bersifat non finansialpun dapaf diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian
menguntungkan tersebut; )

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, ‘itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak
pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813
K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara fain
disebutkan bahwa unsur "menguntungkari 'diri sendiri atau orang lain atau suatu
badan” cukup dmﬂal dar| kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku
Terdakwa sesual dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau

kedudukannya,
Menlmbang, bahwa pengertlan diti sendiri artinya untuk kepentingan

pribadinya (dalam hal |n| Terdakwa sendln) orang lain artinya orang selain
pribadinya, sedangkan korpora3| sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang
lain tetapi substansi pengertzan korporaS| yang berbeda dengan pengertian orang
yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka .(1. ) UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana” Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
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UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tinda.k Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwé berdasarkan iimu pengetahuan hukum tersebut di atas
apabila dihubungkan dengan fakta hdkum yang terungkap dipersidangan yang
diperoleh dari keterangan sakm-saksr ahI| dan keterangan Terdakwa serta
dihubungkan dengan bukli surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan,
maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai
di bawah ini; |

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum mekanisme pembayaran dari
uang persediaan dalam Revisi Daftar ISIan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun
2019 Nomor SP DIPA-076 01 2 659928/ 2019 tanggal 27 Desember 2019 pada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Suplon Provinsi Papua yang dilakukan
oleh Terdakwa Naom: Orpa Dorce Mayer, S.STP., selaku KPA dan PPK bersama
dengan Saksi Lmda Maria Yawan yang menj.abat selaku Bendahara Pengeluaran
pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori tersebut tidak sesuai dan
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) Jo. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/ PMK: 05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Pasal 40 A)?at (2) Jo. Kephtusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016
tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian
Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilinan Umum yang mengatur sebagia
berikut: . | |
- Pasal 18 ayét (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara D

“Pejabat yang menandatangam dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukdi yang menjadi dasar pengeluaran atas beban
APBN/APBD bertanggung ]awab atas kebenaran material dan akibat yang
timbul dari penggunaan surat buktl dlmaksud"

-  Peraturan Menterl Keuangan | Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November
2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2) Jo. Keputusan KPU Nomor

24/Kpts/KPUlT ahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Baglan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum:
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“Pembayaran tagihan kepada penyedia barangfasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang

meliputi™:

- Bukti perjanjian/kontrak;

- Referensi Bank yang-menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia
barang/jasa; :

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;

- Bukti penyelesaian pekefjaan lainnya sesuai ketentuan;

- Berita Acara Pembayaran;

- Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barangfjasa dan PPK,
yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran i
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani
oleh Wajib'Péjak/Bendahara Pengeluaran;

- Jaminan yahg dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau
perusahaan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
dan/atau . ..

- Dokumen. lain yang dipersyaratkan khususnya untuk pefjanjian/kontrak
yang danapya sebagian. atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau
hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah
perjanjian pinj'aman atau hibah Qalgmlluar negeri bersangkutan.

Sedangkan pada kenyataannya Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP.,
bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan telah melakukan pembayaran tanpa
meneliti kelengkaban perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran maupun, F’_ejabat Pembuat Komitnlen dan tidak menguji kebenaran
perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta telah
mengelola dana yéhg tidak sééUai dengan peruntukannya, selain itu Terdakwa
juga telah melakukén péhbayaran kébé_dé pihak lain dengan tidak disertai dengan
bukti — bukti yangsah sehiﬁgga LbenyUsunan laporan pertanggungjawaban
keuangan tidak dllengkapl dengan buktl bukti yang sah, seharusnya dalam
melakukan pembayaran Terdakwa bersama dengan saksi Linda Maria Yawan
harus terlebih dahulu meneliti kelengkapan perintah pembayaran dan mengup
kebenaran perhltungan taglhan yang ‘tercantum dalam perintah pembayaran

sesuai dengan persyaratan dan q_\en_gelola dana sesuai dengan peruntukannya
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dan dalam melakukah pembayéran kepadé pihak lain harus disertai dengan bukti
— bukti yang sah sehlngga dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban dapat
dilengkapi dengan bukti — buktl yang sah pula

Menimbang, bahwa dalam DIPA Perubahan anggaran Tahun 2019 KPU
Kabupaten Supiori sgbagai pehyel_enggara pemilihan umum untuk Kabupaten
Supiori terdapat kegiafan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian
Logistik Sampai Ke TPS yang bertujuan untuk pengelolaan dan pendistribusian
logistik sampai ke TPS yang 'tersebar di seluruh Kabupaten Supiori, dengan
anggaran sebesar Rp531.398._000,— (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus
Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), kemudian untuk melaksanakan kegiatan
tersebut, Terdakwa bértemu dengan saksi Yulianti selaku direktur/ pemilik CV.
Ijaya Express di Supermarket Hadi, seIanjUtnya Terdakwa menawarkan kepada
saksi Yulianti untuk mendistribusikan Ioglstlk (kotak suara beserta dengan surat —
surat suara) ke seluruh daerah yang tersebar di Kabupaten Supiori (kecuali Pulau
Mapia dan Pulau Miosbefondi) dan saksi Yulianti pun bersedia untuk
melaksanakan kegiatan tersebut. Selar’ijdtnya saksi Yulianti atas perintah
Terdakwa meskiplin tidak dilengkapi dengan kontrak kerja/ Surat Perintah Kerja
(SPK), mendistribusikan logistik (kotak suéra beserta dengan surat — surat suara)
ke seluruh TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Supiori (kecuali Pulau Mapia
dan Pulai Miosbe‘“%o'ndi) dengan meﬁggunékan mobil truk selama kurang lebih 7
(tujuh hari). Setefah saksi Yulianti selesai mendistribusikan seluruh logistik ke
seluruh TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Supiori (kecuali Pulau Mapia dan
Pulai Mlosbefondd Terdakwa baru melengkapi kontrak kerja/ Surat Perintah Kerja
(SPK) dengan Nomor 03.01/ SPK/ LOG/ SEKI KPU- SUP/ IV/ 2019 tanggal 13
April 2019, untuk kemud|an membayar blaya distribusi logistik kepada saksi
Yulianti S ' sebesar
Rp336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribur rupiah) setelzh
dipotong pajak 10% (sépuluh 'bérseh) Selain itu untuk mendsitribusikan logistik
(kotak suara beserta surat — surat 'suaranya) ke Pulau Mapia dan Pulau
Miosbefondi, pada awalnya Terdakwa ‘beftemu dengan saksi Pether Kho selaku
Kepala Cabang/: Manager Kapal Penntzs KM Sabuk Nusantara 64 untuk
menanyakan penhal penyewaan Kapat Pennhs KM Sabuk Nusantara 64 yang
rencananya akan drgunakan dntuk distribusi logistik (kotak suara beserta surat —
surat suaranya) ke Pulau Mapia dan PuIau ‘Miosbefondi, akan tetapi, oleh karena
Kapal Perintis Sabuk Nusantara 64 tldak bisa disewa, maka pendistribusian logistik
tersebut tetap > menggunakan Kapal Perintis

KM Sabuk Nusantara 64 dengan tarrf no:mal kemudian seluruh dana kegiatan
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Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendlstnbuslan Logistik Sampai Ke TPS yang
berjumiah Rp531.398.000,- (lea Ratus T|ga Puluh Satu Juta Tiga Ratus
Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) telah direafisasikan seluruhnya, sedangkan
total realisasi riiI d'ana kegiétan tersebut yang digunakan hanya sebesar
Rp360.810.167 - (tlga ratus enam puluh Juta delapan ratus sepuluh ribu seratus
enam puluh tujuh ruplah) untuk pendlstnbu3|an logistik di seluruh daerah yang
tersebar di Kabupaten Suplon sehlngga terdapat sisa dana kegiatan sebesar
Rp170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu
delapan ratus bga puluh tiga rupiah) namun oleh Terdakwa memerintahkan saksi
Linda Maria Yawan untuk menyimpan seluruh sisa anggaran tersebut di brankas
milik Terdakwa yang ada. di< rumahnya dén( berselang beberapa hari kemudian
Terdakwa meminta saksi Linda Maria Yawan untuk mengambil sisa dana kegiatan
tersebut sejumlah Rp70 000. 000 (tu;uh puluh juta rupiah) dan menggunakan sisa
dana tersebut dlluar peruntukannya sedangkan sisa dana kegiatan sejumlah
Rp100.587.833,- (seratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus
tiga puluh tiga rupiah) tetap berada di ‘dalam brankas milik Terdakwa yang
seharusnya pembayaran tersebut ditolak, nahun Terdakwa bersama Saksi Linda
Maria Yawan justru merealisasikannya tanpa dilengkapi dengan bukti
_pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya DIPA Perubahan anggaran Tahun 2019
KPU Kabupaten Slxpiori yang masing-masing berupa dana anggaran Kegiatan
Advokasi Permésaléhan Hukum dalam .Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/
Kabupater/ Kota tahun 2019 yang berjumlah Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh
lima juta tiga ratus enam ribu ruplah) dana anggaran kegiatan Pendidikan Pemilih
Kepada Masyarakat Umum - dengan jumiah  anggaran  sebesar
Rp444.700.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
untuk membtayai 8 (delapan) " sub- keglatan yaitu sub kegiatan Keglatan
Konsolidasi Parmas (Parhsmasn Masyarakat) Sub Kegiatan Fasilitas Pendidikan
Pemilih, sub keglatan Pendaftaran Lembaga Survey dan Perhitungan Cepat, sub
kegiatan Lomba Selﬁe Di TPS, Sub Keglatan Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih
Pemula, Sub Kegiatan Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih 2019, Sub
Kegiatan Pendldlkan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilih Berdaulat
Negara Kuat) dan 'Sub keglatan KPU Run “Satu Tujuan Melangkah bersama’,
serta dana anggaran ‘ kegiawn Sewa Gudang sebesar
Rp110.000.000,- (seratus sepuluh nbu ruplah) masing-masing telah direalisasikan

seluruhnya oleh Terdakwa bersama SakSI Linda Maria Yawan dimana jumiah -
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dana anggaran L__i.ntﬁk Kegiatan Ban{uan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum
Pemilu tersebut sebesar Rp175.306.060,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus
enam ribu rupiah) sementara total reaiisasi riil anggaran tersebut yang digunakan
untuk membiayai pembelian ATK, pérjalanan dinas ke Jayapura, perjalanan dinas
ke Jakarta berserta tambahannya biaya foto copy dan ATK serta sewa kendaraan
di Jakarta hanya sebesar Rp54 776. 000 (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat sisa dana anggaran kegiatan sebesar
Rp115.530.000,- {Set:atus lima belas' jﬁta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selain
itu dana anggar_ar; kegiatan Pendiqikan -Pemilih Kepada Masyarakat Umum
dengan jurhlaﬁ N anggaran sebesar
Rp444.700.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
yang digunakan untuk membiayai 8 (delapan) sub kegiatan hanya terealisasi riil
sejumlah Rp247. 721 000,- (dua ratus empat pulsh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh
satu  rupiah) sehmgga terdapat "sisa dana kegiatan  sebesar
Rp196.979.000,- (seratus sembllan pquh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh
Sembilan ribu ruplah) dan dana anggaran untuk kegiatan Sewa Gudang sebesar
Rp110.000.000,- (seratus sephluh 'rAibu rupiah) hanya terealisasi ril sebesar
Rp50.000.000,- (ima puluh juta’rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan
sejumlah Rp60.000.000,- (enam bu|uh juta rupiah) dimana masing-masing sisa
dana anggaran tersebut tidak déﬁéft' dipertanggungjawaban secara lengkap dan
sah oleh Tendakwa selaku Kuasa 'Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan sak3| Linda Maria Yawan sebagai Bendahara
Pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil audit yang ahli SUNARYO, CA.,
Ak. MAK., lakukan, terdapat penyimpangan yang telah dilakukan Terdakwa
sehingga menfmbulkan kéfﬂﬁiéh ' keuangan negara yaitu sebesar
Rp548.096.833,00 (iima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu
delapan ratus tiga puluh tiga ruplah) merupakan Kerugian Keuangan Negara
dimana Laporar{ ‘Perténggdr-igjé\ivéban berupa Laporan Realisasi Anggaran
Belanja tahun 201@ Buku Kas Umum dan daftar SP2D satker tahun 2019 tidak
didukung dengan buktl SPJ/Kwrtansn yang lengkap dan sah dan penyimpangan
yang terjadi sebagalmana ahli sampalkan adalah ketidak sesuaian dengan

-

ketentuan:
i. Pasal 3 Ayat (1) Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, yang berbunyi, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertangguna {awab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan’.
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ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016
tanggal 11 thober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Bagian Anggafan 076 di Lingkungan Kdmisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,
maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi
Linda Maria Yawan yang tidak melakukan penelitian dan tidak melakukan
pengujian terhadap seluruh dokumen atau surat — surat yang menjadi dasar
keputusan atau tmdakan yang dapat beraklbat timbulnya pengeluaran uang atau
tagihan atas beban_ APBN dan mengelola dana tidak sesuai dengan
peruntukannya serta’ melakukan pembayéran kepada pihak lain dengan tidak
disertai dengan bukti — bukti ya’ng sah sehingga penyusunan laporan
pertanggungjawaban kedangan tidak dilengkapi dengan bukti — bukti yang sah,
padahal seharusnya dalam melakukan pembayaran Terdakwa bersama dengan
Saksi Linda Mana Yawan harus meneliti kelengkapan perintah pembayaran dan
menguji kebenaran perhltungan taglhan yang tercantum dalam perintah
pembayaran sesuai dengan persyaratan 'dan mengelola dana sesuai dengan
peruntukannya, telah terkandung niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri yakni
sebesar Rp212.987.833 - (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh
tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan atau menguntungkan saksi
Linda Maria Yawan sebesar Rp335.109.000- (tiga ratus tiga puluh lima juta
seratus sembitan ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat
bahwa Unsur dengan tu1uan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi telah terpenuhl

Ad.3. Unsur Men!alahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada Edanxa karena |abaian atau kedudukan;
Menimbang, " bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan tersebut adalah mehgéunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku
tindak pidana korUpsr untuk tu;uan lain dari maksud diberikannya kewenangan,
kesempatan atau sarana tersebut (R Wyono S.H., Pembahasan Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsn Sinar Grafika, 2005, Hal.38),

Memmbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan

tujuan untuk menguntungkan diri 'sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan

dalam unsur kedua_ di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara.
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1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau
kedudukan pelak@; 2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada
jabatan atau kedt_jdukan pelaku; 3. Déngan menyalahgunakan sarana yang ada
pada jabatan ataukedudukan pelaku; R

Menimbang, bahwa yang dimalgsyd dengan ‘kewenangan” adalah
serangkaian hak v_yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil
tindakan yang dipjﬁerlukah, agar tugas dan Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan
baik, sedangkan: yang ~dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wéwenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi Negara ( Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU
No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Képegawaian);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, telah terjadi
pergeseran tentang pengertian penyalahgﬁ,naan kewenangan dalam pasal 3 UU
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana
telah diubah dengain UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam
putusan Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor. 742 K/Pid/2007, dengan
berpedoman pada’ putusan tanggal 17 Pebruari 1992 nomor. 1340 K/Pid./1992
yang mengambil alih pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 52
ayat (2) huruf b undang undang ‘nomor 5 tahun 1986 menegaskan yaitu telah
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya
wewenang tersebut atau yang dikenal dengén *detournament de pouvoir”;

Menlmbang, bahwa lebih Ianjut dalam putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor. 2257 KIP|d/2006 telah membenkan pertimbangan hukum, apa
yang dimaksud dengan kedudukan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU
No. 20 Tahun 2001 tentang Perbbahan‘Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korup5| undang undang tidak menjelaskan, oleh
karena itu harus dlartlkan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan
dalam hukum pnvat mlsalnya seorang dlrektur PT, Firma ataupun CV;

Menlmbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam
perkara ini Terdakwa telah menyalahguﬁakan kewenangan, kesempatan atau
sarana Yyang ada pada Jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga
mendatangkan ke'u'ntuhgén bégi dirinya éta‘u bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur
perbuatan melav@én'jl'fiukum jIZ:)_ak\}\t‘aé.r"n Pertama Primair, maka Majelis H‘akim
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berpendapat tidak perlu untuk diulangi kembali sehingga diambil alih menjadi
baglan dari pertimbangan unsur ini;

Memmbang, Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa Naomi
Orpa Dorce Mayer, S. STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Supiori Provinsi Papua yang diangkat berdasarkan Keputusan
Sekretaris Komisi ‘Pemilihan Umum' Kabupaten Supiori Nomor: 02/KU.02.4-
Kpt/9119/Sek-Kabli/201 9 tentang ifl?embentui@n Tim Pengelola Keuangan
Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019
memiliki tugas sebagai berikut:
Menyusun DIPA;
Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Menetapkan Pejabat Penguiji/ Penandatangm Surat Perintah Membayar,
Menetapkan panma/ pejabat pengadaanl penerima hasil pekerjaan;
Menyusun rencana umum pengadaan;
Memberikan éupervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;

Mengawasi genatausahaan,dokgmen dan transaksi yang berkaitan dengan

@ ™ o o0 0 T ®

pelaksanaan }<egiatan dan anggaran;
h. Menyusun laéoran keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran;
Sedangkan Tuga;e.:fTerdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:
a. Menyusun rénirana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
berdasarkan DIPA;
Menerbitkan __Shrat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa;
Menetapkan rencana.pengadaan barang/ jasa;
Mengusulkan. perubahan paket pekel]'aa.n dan jadwal kegiatan pengadaan;
Membuat, rri‘ganandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan

©® oo o

penyedia barang/ jasa; .

f. Melaksanakan kegiatan swakelola;

g. Memberitahukan kepada kuasa BUN/ KPPN atas perjanjian/ kontrak yang
dilakukan;

h. Mengendalikan pelaksanaan per]anuanl kontrak;

i. Menguiji dan menandatngani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;

j. Membuat dan mgnandatangani Surat Perintah Pembayaran dengan menguji:
- Kelengkapan dokumen tagihan;
- Kebenaréq perhitungan tagihan; .. -
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- Kebenaran data pihak 'yang berhak menerima pembayaran atas beban
APBN; | .

- Kesesuaiéh spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang
tercantum dalam perjahjian} kontrak dengan barang/ jasa yang diserahkan
oleh penyedia barang/ jasa;

- Kesesuaian s_peSiﬁkasi"teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang
tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen
perjanjian/ kontrak; -

- Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti mengenai hak tagih kepada Negara;

- Ketepatan' jangka wakiu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang
tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen
perjanjian/ kontral_g , : ;

- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan secara bulanan kepada
Kuasa Pqnggur_mg Anggaran yang memuat antara lain;

- Perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang telah
ditandatapgani; )

- Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/ jasa

- Tagihan Qang belum dan telah diterbitkan SPP-nya;

- Jangka waktu penyelesaian tagihan.

k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna

Anggaran de_r)g'an berita acara penyerahan;

. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan,

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan
yang mengakibatkan ,pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta hukum mekanisme
pembayaran dari. uang persediaan dalam Revisi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA)‘__tah,im 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 tanggal 27
Desember 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang
dilakukan oleh Terdakwa selaku KPA dan selaku PPK. bersama-sama dengan
Saksi Linda Maria Yawan yang fnevn‘jalbat selaku Bendahara Pengeluaran pada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupatén Supicri tersebut tidak sesuai dan
bertentangan deﬁgén r'Un‘daﬁQ-:uﬁd‘a'ng ‘Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Pasal 18 ‘A’Qaf {3) Jo. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara
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Pembayaran dalam Rangka Eelaksanaaﬁ Anggaran Pendapatan ‘dan Belanja
Negara Pasal 40 Ayat (2) Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016
tanggal 11 Oktobér 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian
Anggaran 076 di-Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur sebagai
berikut: _

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara:

“Pejabat yarig menandatangani dan/atau  mengesahkan dokumen yang

berkaitan dengan .surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang

timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 28 November
2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2) Jo. Keputusan KPU Nomor
124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan ;‘\nggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilikan
Umum: |
“Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (15 huruf a, dilaksénakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang
meliputi”: '

- Bukti per]'énj’ianvlkontrak; | 1

- Referensi Bank yang fnenunju!&kan nama dan nomor rekening penyedia
barangfiasa; < |

- Berita Aqé_r,a Penyelesaian Pekerjaan;

- Berita Acara Serah Terima PekérjaanlBarang;

- Bukti penyelesafan pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;

- Berita Acara Pembayaran;

- Kuitansi yang-telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK,
yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l
yang merupakan bagian tidak vterpisahkm dari Peraturan Menteri ini;

- Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani
oleh Waijib Pajak/Bendahara Pengeluaran;

-, Jaminan yang-dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau
perusahaan asuransi- sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;

dan/atau ...
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- Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak
yang dananya éebagian atau selui_‘uhnya bersumber dari pinjaman atau
hibah dalam/uar negeri sebagaiinana dipersyaratkan dalam naskah
perjanjian: pinja‘man atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.

Sedangkan pada kenyataannya Terdakwa Naomi Oma Dorce Mayer, S.STP.,
bersama dengan Sakéi‘ Linda '_Maria Yawan telah melakukan pembayaran tanpa
meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak menguiji kebenaran
perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta telah
mengelola dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, selain itu Terdakwa
juga telah melakukan pembayaran kepada pihak lain dengan tidak disertai dengan
bukti — bukti yang sah sehlngga .penyusunan laporan pertanggungjawaban
keuangan tidak dllengkapl dengan buktu - bukti yang sah, seharusnya dalam
melakukan pembayaran Terdakwa bersama dengan saksi Linda Maria Yawan
harus lebih dahulu meneliti kelengkapan perintah pembayaran dan menguji
kebenaran pemithhgan tagihan .yan'g tercantum dalam perintah pembayaran
sesuai dengan petsyarétéh dan mengélola dana sesuai dengan peruntukannya
dan dalam melakukan pembayaran kepada pihak lain harus disertai dengan bukii
~ bukti yang sah séhing}ga dalam penyifsuna‘n laporan pertanggung jawaban dapat
dilengkapi dengan bukti — bukti yang sah pula;

Menimbang, bahwa dalam DIPA Perubahan anggaran Tahun 2019 KPU
Kabupaten Supiori Provinsi Papua sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk
Kabupaten Sup|or| terdapat dana anggaran masmg-masmg berupa dana anggaran
kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Sampai Ke
TPS yang bertujuan untuk pengelolaan dan pend:stnbusnan logistik sampai ke TPS
yang tersebar d| seluruh Kabupaten Supiori, dengan anggaran sebesar
Rp531.398.000,- (lea Ratus Tga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh
Delapan Ribu Ruplah) dana anggaran Keglatan Advokasi Permasalahan Hukum
dalam Penyelenggaraan Pemlllhan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan
Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 yang
berjumiah Rp175 306 000 (seratus tu;uh puluh lima juta tiga ratus enam ribu
rupiah), dana anggaran keglatan Pendld‘kan Pemilih Kepada Masyarakat Umum
dengan jumiah anggaran sebesar Rp444 700.000,- (empat ratus empat puluh
empat juta tujuh ratus ribu ruplah) untuk memblayal 8 (delapan) sub-kegiatan yaitu
sub kegiatan Keglatan KonsolidaSI Parmas (Paﬂ:slpa3| Masyarakat), Sub Kegiatan
Fasilitas Pendldlkan Pemlllh sub keglatan Pendaftaran Lembaga Survey dan

Perhitungan Cepat sub keglatan Lomba Selﬁe Di TPS, Qub Kegiatan Lomba
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Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula,. Sub Kegiatan Penggandaan Alat Peraga
Pendidikan Pemilih 2019, Sub Kegiatan Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa
(Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat) dan Sub kegiatan KPU Run “Satu
Tujuan Melangkah bersama serté dana. anggaran kegiatan Sewa Gudang
sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), yang masing-masing telah
direalisasikan seluruhnya oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.TP., dan
Saksi Linda Maria Yawan, dimana jumlah dana anggaran untuk Kegiatan
Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Sampai Ke TPS yang
bertujuan untuk bengeIOIaan dan pendistribusian logistik sampai ke TPS yang
tersebar di séluruh Kébdpateh Sl_jpiori. dengan anggaran sebesar
Rp531.398.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh
Delapan Ribu Rupiah) sementara total realisasi riill anggaran tersebut yang
digunakan hanya sebesar
Rp360.810.167 - ‘(tiga ratus enam puluh jut_a delapan ratus sepuluh ribu seratus
enam puluh tujuh rupiéh) sehingga terdapat sisa dana anggaran kegiatan sebesar
Rp170.567.833~ (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu
delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), selain itu dana anggaran Bantuan Hukum
Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu tersebut sebesar
Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah)
sementara total reahsasn riil anggaran tersebut yang digunakan untuk membiayai
pembelian ATK, perjalanan dinas ke Jayapura perjalanan dinas ke Jakarta
berserta tambahéhnya, biaya foto copy dan ATK serta sewa kendaraan di Jakarta
hanya sebesar Rp54 776 000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah) sehlngga terdapat sisa dama anggaran kegiatan sebesar
Rp115.530.000,- (seratus lima belas Juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selain
itu pula dana anggaran keglatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum
dengan jumiah anggaran sebesar Rp444 700. 000,- (empat ratus empat puluh
empat juta tujuh’ ratus nbu ruplah) yang dlgunakan untuk membiayai 8 (delapan)
sub keglatan ' hanya ' * terealisasi riil sejumlah
Rp247.721.000,- (dué ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu
rupiah) sehingga terdapat S|sa dana keglatan sebesar Rp196.979.000,- (seratus
sembilan puluh enam Juta Sembllan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan
dana anggaran untuk keg|atanv Sewa Gudang sebesar Rp110.000.000,- (seratus
sepuluh ribu rupiah) hanya terealisasi riil sebesar Rp50.000.000,- (ima puluh juta
rupiah) sehmgga terdapat sisa dana keglatan sejumiah Rp60.000.000,- (enam
puluh juta rupnah) dmana mamng-masmg sisa dana anggaran tersebut tidak dapat

dlpertanggung]awaban secara Iengkap dan sah oleh Terdakwa selaku Kuasa
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Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi

Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran;

Menimbang,'bahwa berdasarkan pendapat ahli SUNARYO, CA., Ak. M.Ak.,
terdapat penyimpangan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu Laporan
Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun 2019,
Buku Kas Umum dan daftar SP2D satker tahun 2019 tidak didukung dengan bukti
SPJ/Kwitansi yang iengkap dan sah dan penyimpangan yang terjadi sebagaimana
ahli sampaikan ada‘lah ketidak sesuaian dengan ketentuan:

i. Pasal 3 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, yang berbunyi, “Keuangén Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

ii. Keputusan Ko;'nisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016
tanggal 11 dkfober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Bagian Anggarén 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia persidangan dalam pengelolaan
(DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 tanggal 27 Desember
2019 pada Komisi Pemilihan Umum- (KPU) Kabupaten Supiori yang merupakan
tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) bemaha dengan saksi Linda Maria Yawan selaku
Bendahara Pengeluaran seharusnya menolak perintah pembayaran apabila tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan serta mengawasi dan menatausaha
dokumen dan tfansaksi‘ yang berkaitan - dengan pelaksanaan kegiatan dan
anggaran, dan mengun kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari
penggunaan surat buktl mengenal hak taglh kepada Negara, hamun sebaliknya
Terdakwa bersama dengan sak51 Linda Maria Yawan tidak melaksanakan tugas
dan fungsi sebagalmana seharusnya dalam melaksanakan beberapa kegiatan
tersebut; :
Menimbang; bahwa Terdakwé selaku KPA dan PPK bersama dengan
Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran pada kenyataannya
telah mencalrkan anggaran dan’ melakukan pembayaran tanpa meneliti
kelengkapan penntah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak menguji kebenaran
perhitungan tagihan yang tercantum ‘dalam perintah pembayaran serta telah
mengelola dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta telah melakukan
pembayaran kepada pihak lain ‘dengan tidak disertai dengan bukti — bukti yang sah
sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan fidak dilengkapi
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dengan bukti — buktl yang sah atas alokasi anggaran Hasil Revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.650928/
2019 tanggal 27 Desember 2019, telah menyalahgunakan kewenangan yang ada
padanya karena k_édudu_kan atau jabatannya, sebagaimana dipertimbangkan baik
dalam Dakwaan Pertama Primair tenténg unsur melawan hukum sebagaimana
diuraikan diataé, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
menyalahgunakar; wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atéu kedudukén terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperimbangkan unsur keempat, yaitu
“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’;

Menlmbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “merugikan keuangan negara
atau perekonomlan negara” tersebut bersifat atlematif, sehingga apabila salah satu
elemen unsur telah terpenuhl maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Memmbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi
rugi atau menjadi berkurang Dengan ‘demikian yang dimaksud dengan “merugikan
keuangan negara” adalah keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara
menjadi berkurang;

Menlmbang, bahwa Pénjelaégn Umum Undang - undang Nomor: 31 Tahun
1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa keuangan
negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan
atau yang tidak dlplsahkan tennasuk dldalamnya segala bagian kekayaan negara
dan segala hak dan kewajlban yang timbul karena:

a. berada datam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat
lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan
Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan
negara; R E

Menimbarig, bahwa dalam pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan ?'riegara ditentukan bahwa kerugian negara / daerah adalah
kekurangan uang, surat ‘berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Memmbang bahwa berpedoman pada arti kata merugikan yang sama
artinya dengan menjadl rug| “atau men}adl berkurang, maka yang dimaksud

dengan unsur meruglkan perekonomlan negara adalah sama amnya dengan
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perekonomian negara menjadl rugi atau perekonomlan negara menjadi kurang

berjalan (R. Wryono Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsn

Penerbit Sinar Grafika, catakan II Maret 2008, him. 41);
Menimbang, bahwa yang dima_ksud 'dengan perekonomian Negara adalah

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada
kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan
ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat,
kemakmuran, dan késejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil Revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/
2019 tanggal 27 Desember 2019, terdapat realokasi anggaran yang diperuntukkan
bagi sejumlah kegiatan sebagai berikut:

No ;K’egiatan Anggaran (Rp)
1. | Sewa Gudang I Rp 110.000.000,-
2. | Tambahan: Jasa Pengelolaan ' Rp 531.398.000,-
dan Pendistribusian - Logistik
sampai ke TPS
3. | Bantuan Hukum Penyelesaian Rp 175.306.000,-

Kasus Hukum Pemiilu -

e. Advokasi Permasalahan | Rp 12.175.000,-
Hukum ° ' dalam
Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Presiden” dan Wakil
presiden dan Anggota DPR; | ..
DPD dan DPRD --Provinsi/-|----

(]
£

Kabupaten/ Kota tahun 2019
f. Penyelesaian .sengketa | Rp 163.131.000,-
Hukum _ _ dalam

Penyelenggaraan Pemlllhan
Umum Presiden dan Wakil
presideﬁ dan Anggota DPR,
DPD dan DPRD_Provinsi |
Kabupaten/ Kota tahun 2019
4, Pend|d1<an Pemlhh kepada Rp 448.500.000,-
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Masyarakat Umum
a. Konsolidasi Parmas' Rp- 48.000.000,-
(Partisipasi Masyarakat)
b. Fasilitasi Pendidikan Pemilih | Rp 79.500.000,-
c. Pendaftaran Lembaga | Rp 5.000.000,-
Survey “dan Penghitungan '

Cepat _
d. Lomba Selﬁe di TPS Rp 35.400.000,-
e. Lomba Kreasi Pentas Seni| Rp 52.400.000,-

Pemilih Pemula
f Penggandaan Alat Peraga| Rp 18.000.000,-

Pendidikan Pemilih Pemilu .

2019 -

g. Pendidikan ' Pemilih | Rp 83.700.000,-
Mobilisasi Massa (Konser
Musik :Pemilih Berdaulat
Negara Kuat) '

h. KPU Run “Satu Tujuan| Rp 122.700.000,-
Melangkah bersama”

- FOTAL -~ —— Rp. 1.265.204.000;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa telah meminta Saksi
Linda Maria Yawan untuk menecairkan seluruh anggaran kegiatan Sewa Gudang
sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) lalu dana kegiatan
tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang,.. bahwa saksi Trisnawati selaku pemilik gudang mengakui
hanya menerima uang sejumiah _R_p50.000.000,— (lima puluh juta rupiah) untuk
masa sewa tahun 2019 dari Terdakwa. Naomi Orpa Dorce Mayer dan saksi juga
menyatakan bahwa sewa gudang tersebut tanpa disertai dengan bukti berupa
kontrak/ per]anjlan dengan demlklan terdapat sisa dana kegiatan sewa gudang
sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tidak dapat
dipeﬂanggungiav\i_abankab secara lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula Terdakwa bersama dengan
Saksi Linda Maria Yawan juga telah merealisasikan seluruh dana kegiatan
Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendlstnbusmn Logistik Pemilu sampai Ke

Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumiah Rp. 531.398.000,- (Lima Ratus
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Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang
dilaksanakan oleh saksi Yulianti, S.E., n‘a‘rﬁijn menurut keterangan saksi Yulianti,
S.E., tidak ada yang mengajukan penawaran beserta dokumen perusahaannya
untuk pelaksanaan kegiatan Barang/Jasa pengadaan Pendistribusian Logistik
Pemilu Tahun 2019 selanjutnya saksi Yuliant, S.E., menerangkan bahwa dari
pendistribusian tersebut sepengetahuan saksi terkait Rencana Anggaran biaya
(RAB) dan - Harga Perklraan Sendiri (HPS) sebesar
Rp360.000.000, (hga ratus enam pquh jum rupiah) yang tertuang dalam dokumen
SPK yang juga merupakan total realisasi riil dari kegiatan tersebut yaitu sebesar
Rp360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga terdapat sisa dana
kegiatan sebesar Rp170.587_.833,- (éeratu_s tujuh puluh juta lima ratus delapan
puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang tidak dapat
dlpertanggungjawabkan |

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Linda Maria
Yawan juga telah mencairkan seluruh dana anggaran Kegiatan Advokasi
Permasalahan Hukum dalam ’Penye'lenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota
tahun 2019 yang} berjumlah 'Rp17'5.306.0(j0,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga
ratus enam ribu riipiah) dan menurut keterangan saksi Paul Rumbekwan dan saksi
Petronella Toisuta yang pemaﬁ bertanya kepada saksi lka Sulistyowati terkait sisa
anggaran dalam sub kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam
Penyelenggaraan‘ Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota
DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2019, dimana saksi Ika
Sulistyowati kemudian ‘mengatakan bahwa anggaran tersebut telah habis
dipergunakan, dedangkan pelaksandan’ kegiatan sengketa pemilu hanya
berlangsung 1 (satu) kali dan tidak ada sengketa pilpres dan pada kenyataannya
total realisasi riil anggaran untuk Keglatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus
Hukum Pemilu yang dlgunakan untuk’ membiayai pembelian ATK, perjalanan
dinas ke Jayapura perjalanan d|nas ke Jakarta berserta tambahannya, biaya foto
copy dan ATK serta sewa kendaraan di Jakarta hanya sebesar
Rp54.776.000,- (Ilma puluh empat juta tu1uh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
sehingga terdapat ~ sisa dana anggaran kegiatan sebesar
Rp115.530.000,- T(s‘erat'u's lima belas juta 'lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang
tidak dapat dlpertanggung;awaban secara lengkap dan sah;

Menlmbang, bahwa faktanya anggaran kegiatan Pendidikan Pemilih
Kepada Masyarakat Umum dengan anggaran Rp444.700.000,- (empat ratus

empat puluh empat juta tujuh ‘ratus ribu ruplah) juga telah dicairkan seluruhnya,
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sementara total realisasi riil anggaran tersebut hanya sebesar Rp247.721.000,-
(dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sehingga
terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp196.979.000,- (seratus sembilan puluh
enam juta Sembilan ratus tujuh_. puluh Sembilan ribu rupiah) yang juga tidak dapat
dipertanggungjaw_’abkan secara lengkap dan sah oleh Terdakwa bersama Saksi
Linda Maria Yawa'fn;l ‘_

MenimbanQ, bahwa ajhli5 SUNARYO, CA., Ak. M.Ak., berdasarkan Laporan
Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan
Keuangan dan ?PembangUna'n (BPKP)' Perwakilan Provinsi Papua tanggal
16 September 2021 atas Kasus Dugéan 'ﬁndak Pidana Korupsi Penyalahgunaan
Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Provinsi Papua
bahwa Nilai Keruglan Keuangan Negara sebesar
Rp548.096.833, 00 (tima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu
delapan ratus tiga puluh tiga ruplah) karena ditemukan Pertanggungjawaban
berupa Laporan ReallsaS| Anggaran BeIanJa tahun 2019, Buku Kas Umum dan
daftar SP2D satker tahun 2019 tidak dldukung dengan bukti SPJ/Kwitansi yang
lengkap dan sah sehingga bertentangan dengan peraturan;

Menimbang, bahwa audit yang ahli lakukan terhadap Pengelolaan Dana
Rutin pada Komusn Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran
2019 ditemukan Keruglan Keuangan Negara sebesar Rp548.096.833,00 (lima
ratus empat puluh delapan juta sembllan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh
tiga rupiah), dengan rincian: ‘
a) Sewa Gudang

. RealisasiPencairan SP2D -~ Rp. 110.000.000,00

- RgglisasiSesual Peruntukan Rp. 50.000.000,00 -

. Selisih " Rp. 60.000.000,00
b) Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendlstrbusmn Logistik sampai ke TPS:

- ReahsaS| Pencalran SPZD | Rp. 531.398.000,00

- eahsa5| Sesuai Peruntukan Rp. 360.810.167.00 -

- Selsih " Rp. 170.587.833, 00
¢) Bantuan Huk;lm _Ee;;yeleééi,ap ‘Kasus_ Hﬁkum Pemilu

- RealisasiPencairan SP2D . Rp. 175.306.000, 00

- Realisasi Sesuaj Peruntukan - Rp. 54.776.000.00-

. Selsh * . . T Rp. 120.530.000, 00

d) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
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- Realisasi:Pencairan SP2D Rp. 444.700.000, 00

- Realisasi Sesuai Peruntukan _ Rp. 247.721.000. 00 -
- Selisih | _ Rp. 196.979.000, 00
e) JUMLAH: |
- Realisasi:Pencairan SP2D Rp. 1.261.404.600,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 713.307.167.00 -
- Selisih Rp. 548.096.833,00

Menimbang, bahwa dari keteréngan para saksi serta dihubungkan dengan
pendapat ahli maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan
Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) bérsama—sama dengan Saksi Linda Maria Yawan telah terjadi
kerugian keuangah negara sejumlah Rp548.096.833,00 (lima ratus empat puluh
delapan juta sembilan puluh enam ribu defapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikién unsur “yang merugikan keuangan
Negara telah terpenuhi; s
Ad.5. Unsur Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut
serta Melakukan.” ,

Menimbang, bahwa pésal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang mengatur tentang
penyertaan (deeineming), bér_bunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :orang
yang melakukan, yang menyumh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan®; ' = E

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan terdiri dari elemén unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan
terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah
terpenuhi; - : | )

MenimbanQ, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tersebut
terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. orang yang melakukan (pieger); '
2. orang yang me‘hyuruh me'lgk‘ukahi(dbeh pleger);
3. orang yang turut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai “Yang Melakukan dan
Turut serta melakukan® dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (1) Ke-1 KUHP; maka harus dibériuﬁi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (Bewuste samenwerking) dari setiap
peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
2. Ada kerja sam.a"yar!’ug erat dalam ‘peléksénaan (Gezamenlijke uitvoering), untuk

melakukan tinc;lak bida'néi oleh karena itu datam hal turut serta, yang utama
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A

adalah dalam mélakukan perbuatan pidana #u, ada kerjasama yémg erat dan
dilakukan secara sadar antara mereka; |

Memmbang, bahwa dan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dalam
kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan selaku
Bendahara Pengeluaran telah iﬁelakuk’an pencairan atas keseluruhan Dana Rutin
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp1.265.204.000,:?- dimana pencairan dana rutin tahun anggaran 2019 tersebut
tidak sesuai denQan peraturan dan 'perundang-undangan karena tanpa lebih
dahulu meneliti kéléngkap‘an perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa
Pengguna Angga'rén maupun Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak menguiji
kebenaran perhittingan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta
telah mengelola dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap
bahwa pembayémn kegié{tan Sewa Gudang, kegiatan Tambahan Jasa
Pengelolaan dan? Pendistribusian Ldgistik; sampai ke TPS, kegiatan Bantuan
Hukum Penyeleséian Kasus Hukum Pemilu dan kegiatan Pendidikan Pemilih
kepada Masyarakaf Umum dengan’ menggunakan anggaran Dana Rutin Pada
Komisi Pemilihan :Umum (KF"U) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dalam
pelaksanaannya telgh menimbulkan édanya kerugian keuangan negara akibat
peranan Terdakwa Naomi Orpa DorCé’Mayer, S.STP., selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) bersama-sama
dengan Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat kefja sama yang erat untuk melakukan perbuatan
serta ada hubungén yang erat antara bérbuatan yang satu dengan perbuatan yang
lainnya untuk melékukan penéairénlpéiﬁbayaran keseluruhan dana untuk kegiatan
Sewa Gudang, kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik
sampai ke TPS, kegiatan’BantiJaiﬁ Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu dan
kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum Tahun Anggaran 2019
pada Komisi Pemthhan Umum Kabupaten Supiori antara Terdakwa Naomi Orpa
Dorce Mayer, SSTP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku
Pejabat Pembuat komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan
selaku Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori; ek i

Menlmbang bahwa dan rangkalan perbuatan Terdakwa sebagaimana

diertimbangkan di atas, maka _Majehs Hakim bemendapat bahwa perbuatan

- Halaman-193 dari 206 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap

"



Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer,iS;STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dan Pejabat Pemb'iJat' Komitrnen (PPK) tersebut merupakan perbuatan
“orang yang Melakukan” dengan demlklan unsur “Orang yang Melakukan, yang
Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan.” telah terpenuhi pada
perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang -
Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhl maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbuktn secara sah dan meyaklnkan melakukan tindak pidana
sebagaimana dldakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum
Terdakwa pada bokoknya berpendapat baﬁwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum batal demi hukum sebagéimana yang dikemukakan dalam nota
pembelaannya dan oleh karenannya mohon kepada Majelis Hakim untuk
membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana, memulihkan Hak Terdakwa
dalam kemampuan, nama baik, kedudﬁkan dan harkat serta martabatnya;

Memmbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum
Terdakwa, Majells Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa
tersebut dengan’ pertlmbangan-pertlmbangan hukum sebagaimana yang telah
dipertimbangan péda unsur-unsur tersebut di atas, maka dengan demikian alasan
dan pendapat yéii'\g dikemukakan ‘oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa sebééaimana tertuang délam nota pembelaan haruslah
dikesampingkan;© SR

Menimbang, bahwa . Penuntut Umum dalam dakwaannya juga
mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
di ubah dengan :Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang - Undang "Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang mengatur tentang pldana tambahan;

Memmbang, bahwa diketahui berdasarkan pertimbangan sebagai mana
tersebut di atas, telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumliah
Rp548.096.833, 00 (||ma ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu
delapan ratus tlga puluh tiga ruplah) yang merupakan akibat dari dilakukannya
realisasi anggaran Dana Ritin dafam Daﬂar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Tahun 2019 pada Komisi Pemlllhan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang tidak

didukung dengan bukfi SPJ/Kwitarisi yang lengkap dan sah;
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Menlmbang bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman
membayar uang penggantl akan dlkenakan kepada Terdakwa, sama dengan harta
benda yang dlperoleh dari tlndak pidana korupsu yang dilakukannya dan ternyata
dalam perkara ini ‘berdasarkan fakta persndangan telah terbukti bahwa perbuatan
Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan
telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar
Rp548.096.833, 00 (I|ma 'ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu
delapan ratus hga pquh tiga ruplah) dan berdasarkan fakta pula dipersidangan
ditemukan adanya sejumlah uang ataupun dana yang dikuasai dan dinikmati oleh
Terdakwa yakni sebesar Rp 212 987 833 (dua ratus dua belas juta sembilan
ratus delapan puluh tu1uh nbu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) maka
berdasarkan fakta tersebut Majelis. Hakim berpendapat bahwa Terdakwa
dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti dengan mengembalikan
uang sejumiah Rp212 087. 833 (dua raius dua belas juta sembilan ratus delapan
puluh tujuh ribu delapan ratus tlga puluh tlga rupiah) dengan ketentuan jika
Terpidana tidak membayar uang penggantl paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan yang telah kekualan tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh jaksa dan dllelang untuk menutupl uang pengganti tersebut, dalam hal
Termpidana tidak mempunyal harta bendé yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti, maka" dlpldana dengan pldana penjara yang akan ditentukan dalam

|l

amar putusan ini; .
Menimbang, bahwa dalam persrdangan Majelis Hakim tidak menemukan

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya :

Menimbang, bahwa cleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pérkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang duatuhkan

Memmbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dtlandasn alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap bérada dalam tahanan; -
Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan

bilamana sewaktu-watﬁu dlbutuhk.an maka agar tetap terlampir dalam berkas

perkara ini;
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Memmbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka Majelis Hakim juga memperhmbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI
(Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3
Undang-undang Pe}‘nbérantasé'n Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1
Tahun 2020, pada pokoknya 'm’enyétakan datam menentukan berat ringannya
pidana, Hakim harus mempertimbangkan kerugian Negara atau perekonomian
Negara, tingkat kesalahan, d"ampak‘,'-* keuntungan, rentang penjatuhan pidana,
keadaan yang mérﬁbératkan dén meringankan sesta penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap fakta hukum terkait dengan
tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce
Mayer, S.STP., sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar
Rp548.096.833,00 (fima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu
delapan ratus tiga puluh tlga rupiah);

Menlmbang bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sebesar
Rp548.096.833,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu
delapan ratus tiéa puluh tiga rupiahj maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
terhadap kerugian 'keuangan Negara sebagaimana dimaksud tersebut termasuk
dalam kategori nngan berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun
2020 dan Majelis Hakim menilai terhadap kerugian keuangan Negara dengan
klasifikasi kateggn ringan, karena Nilai Kerugian Keuangan Negara atau
Perekonomian Negara dari Tindakl Pidana Korupsi a quo adalah lebih dari
Rp200.000.000,00;(dué :r,atusljjuta rtép_iah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) maka terhadap tihg,l_(at kesalahan, dampak dan keuntungan
berada pada kategonf rendah karena dari aspek kesalahan, Terdakwa merupakan
orang yang membantu dalam pélaks'énaan tindak pidana korupsi dan Terdakwa
melakukan perbuatannya tldak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi,
sementara dari aspek dampak juga ‘masuk dalam kategori rendah karena
perbuatan Tetda‘kwa mengaklbatkan ‘dampak atau kerugian dalam skala
Kabupaten/Kota atau satuan WIIayah d| bawah Kabupaten/Kota dan perbuatan
Terdakwa mengakabatkan hasil pekeI]aan tanpa ada pertanggungjawaban yang
jelas, sedangkan ﬁar’fa\‘sbek'keUntunga‘n termasuk dalam kategori tinggi, karena
tidak ada pengembahan keruglan ‘keuangan Negara yang dilakukan oleh
Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti, telah

bersesuaian dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 10 huruf a dan b
serta Pasal 8 huruf c Penna Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
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sehingga terhada

berpendapat dan memilil a .18
dengan perbuatan:'Temakwa Naomi'___'rpa Dorce Mayer, S.STP., berada ditingkat
rendah, sebagamana ‘tersebut dalam angka romawi [V dengan pidana Penjara
selama 4 (empat) sarnpa: den_gan & (enam) tahun dan denda sebesar

Rp200.000.000, 00 (daa ratus Juta ruplah) sampar dengan Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta ruplah) -

Memmbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap
bahwa Terdakwa be!um mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar
biasa (extra ordinary crime) perlu'dila'kUKan penegakan hukum secara tegas agar
memberikan efek j jera bagl pelaku dan’ Upaya pencegahan bagi masyarakat;

Memmbang bahwa untuk rnenjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka

periu d|pert1mban9kan, terlebih dahulu maksud dan tujuan pemidanaan dan
keadaan yang mémberattcan sertamenngankan yang ada pada diri dan perbuatan
Terdakwa; . : e B -
Memmbang, bahwa pldana yang drjatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah
merupakan pembalasan melamkan bermaksud dan bertujuan untuk memberikan
penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat
menyadari kesalahannya dan dlharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari
setelah Terdakwa menjalam hukuman dan agar orang kain tidak meniru perbuatan
yang telah dllakukan Terdakwa dan penjatuhan pidana juga bertujuan untuk
mendukung program pemenntah dalam ‘memberantas tindak pidana korupsi dan
untuk memullhkan keruglan keuangan negara

Memmbang, bahwa pemenntaTl dan masyarakat senantiasa mengharapkan
agar penegakan hukum terhadap tmdak pldana korupsi semakin ditingkatkan dan
diintensifkan, nafnun dengan tetap ‘menghormati hak asasi manusia dan
kepentingan masyarakat dan membenkan keadilan untuk semua (justice for all);

Menimbang; bahwa oleh karena itu Majeﬁs Hakim dalam mengadili perkara
tindak pidana komp3| hdak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun
kepentlngan melalnkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan

Memmbang, bahwa sebelum Majehs Haklm menjatuhkan putusan terhadap
diri Terdakwa maka terlebih "dahulu  akan dipertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan menngankan sebagar benkut
Hal-hal Yang Memberatkan |
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- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang
gencar memberantas korupsi;

_ Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana dan belum mengembalikan
kerugian keuangan Negara;

- Terdakwa merUpéka‘n aparatur sipil Negara;

Hal-hal Yang Meringankan:

Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;

Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Terdakwa meng&ui perbuatannya dan menyesalinya,

Terdakwa mempunya| tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara
Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pldana Korupsi jo. Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tlndak Pldana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

~ MENGADILL:

1. Menyatakan Terdakwa Naoml Orpa Dorce Mayer, S.STP., tidak terbukti
secara sah dan meyaklnkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair
fersebut e

3. Menyatakan Terdakwa Naoml Orpa Dorce Mayer, S.STP., tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyaklnkan bersalah melakukan tindak pidana

Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan

Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pndana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dengan ketentuan apablla denda tersebut tidak dibayar, maka
diganti dengan pldana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp212.987. 833 . (dua ratus ‘dua belas Juta sembilan ratus delapan puluh tujuh
ribu delapan ratus tiga puluh tlga ruplah) dengan ketentuan jika Terpidana
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tidak membayar uang pengganti térsebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah
putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan
jika Terpidana ‘tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana
penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari 'pid_anaﬂ.yang d;ijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwé tetap berada datam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1) 2 (dua) Lembar Foto copy POK (Petunjuk Operasional Kerja) Tahun
Anggaran 2018;

2) 2 (dua) Lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun
Anggaran 2018;

3) 2 (dua) Iem.l‘)ar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun
Anggaran 2018;

4) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perjanjian Sewa Bangunan Tahun 2018;

5) 1 (satu) Lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun
Anggaran 2020;

6) 1 (satu) bundle Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2019 Alokasi
Rp.14.052.466.000 (Empat belas juta lima puluh dua ribu empat ratus
enam puluh enam ribu rupiah); '

7) 2 (dua) Iembar fotocopy Surat Penntah Pengesahan Hibah Langsung
Nomor : 00554 tanggal 31 - 12 - 2019

8) 3 (tiga) lembar fotocopy Reviu Laporan Keuangan Semester Il Tahun
2019 Normior : 076/KU.03.2SR/91/Sek-Prov/ll/2020;

9) 1(satu) bundel fotocopy Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu
lainnya dari bulan Januari s/d Desember 2019;

10) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja KPU Supiori Tahun
2019, Lt

11) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah KPU Supiori Tahun 2018;

12) Daftar SP2D Satker;

13) Rincian Kertas Kerja Satker T. A 2019 Alokasi Rp. 10.753.201.000
(sepuluh mllyar tujuh ratus Ilma puluh tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);

14) 2 (dua) Rangkap Dokumen Foto Copy SP DIPA (Surat Pegesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-
076.01.2: 659928/2019 '

15) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 06-

02-2019 dengan homor 00029
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16) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Sﬁrat Perintah Membayar tanggal : 12-
12-2019 dengan nomor ; 00499

17) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 29-
04-2019 dengan nomor ; 00184; :

18) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 14-
01-2019 dengan nomor : 00002

19) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 26-
03-2019 dengan nomor : 00133;

20) 1 (satu) Bundel fotocopy Doku’l.jnen Surat Perintah Membayar tanggal : 08-
04-2019 dengan nomor : 00168;

21) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 20-
06-2019 dengan nomor : 00277;

22) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-
07-2019 dengan nomor : 00307;

23) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 13-
08-2019 dengan nomor : 00341;

24) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 15-
11-2018 dengan nomor : 00440;

25) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokurnen Surat Perintah Membayar tanggal : 31-
12-2019 dengan nomor : 00579;

26) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 01-
04-2019 dengan nomor : 00156;

27) 1 (satu) Bundel f6tocopy Dokmﬁen Surat Perintah Membayar tanggal : 07-
11-2019 dengan nomor : 00430;

28) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokunien Surat Perintah Membayar tanggal : 11-
06-2019 dengan nomor : 00271; ’

29) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 12-
08-2019 dengan nomor : 00335

30) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 24-
01-2019 dengan nomor : 00013,

31) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 04-
022019 dengan nomor : 00026;

32) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 06-
03-2019 dengan nomor : 00105;

33) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 06-

09-2019 dengan nomor : 00370,
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34) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 07-
10-2019 dengan nomor : 00401;

35) 1 (satu) Bundel fotocop_fy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-
05-2019 dengan nomor : 00215;

36) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-
05-2019 dengan nomor : 00201;

37) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 01-
07-2019 dengan nomor : 00299;

38) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 13-
120-2019 dengan nomor : 00529;

39) 1 (satu) lembar Rehcana Kegiatan Konser Musik dan KPU Run oleh KPU
Kabupaten Supiori Tahun 2019;

40) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima barang Nomor :
03/Cv.le/Bastb/IV/2019 dari Cv. Ijaya Expres;

41) 2 (dua) lembar SK Bendahara atau Kuasa Anggaran KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 03/Kpts.KPU/91/.19/1/2019;

42) 1 (éatu) bundle Rincian Biaya Perjalanan Dinas denga lampiran SPD
Nomor : 035-Spd/Kpu/094.012/Vi/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dan
yang menefima Petronella P. Touisuta, SH dengan Uang sebesar
Rp. 12.015.000 (Dua Belas Juta Lima Befas Ribu Rupiah);

43) 1 (satu) bundle Surat Perjalanan Dinas Ibu Nela;

44) 2 (dua) lembar fotocopy nota Garuda 2:

45) 1 (satu) lembar SPM dengan Nomor 00276 tanggal 20 Juni 2019;

46) 2 (dua) lembar nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 5838U;

47) 1 (satu) bundel nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 1610 UZ;

48) 5 (lima) Iembar fotocopy Nom Belanja Barang;

49) Copy Kwitansi sewa gudang IGQISﬁk Rp.50.000.000;
50) Copy Surat Perintah Ker]a (SPK) No. 03.01/SPK/LOG/SEK/KPU-

SUPNV/2018 tanggal 30 Apnl 2019 dan Kwitansi sewa 2 kamar untuk

keperluan gudang kotak suara dan kamar bawaslu tanggal 16 April 2019;
51) Copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas No. 035-SPD/KPU/094.012/IV /2019

tanggal 11 Juni 2019 dan Iamp1ran bukti transfer;

52) Copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas No. 039-SPD/KPU/094.012/IX/ 2019
tanggal 09 September 2019 dan Iamplran tiket perjalanan dinas fampiran
kwitansi fasilitas pendidikan KPU Go To School;

53) Copy Kwitansi Lomba Kreasi Pentas Seni;

54) Copy Kwitansi pengadaan buku PKPU 34 dan 5;
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55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69)

70)

71)

72)

Copy Rekomendasi no. 01/Div.Sos-SdmvKPU-SUP/IV/2019 dan Kwitansi

konser musik;

Copy Ringkas Kontrak Pembayaran Jasa Event Organizer KPU RUN

PEMILU DAMAI 2019 beserta lampiran Kwitansi;

Copy Daftar nominatif pembayaran panitia lomba cipta gerak jingle pemilu
2019 dan daftar pembayaran honor juri lomba cipta gerak jingle pemilu

2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00008 tanggal 17-01-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor ; 00009 tanggal 17-01-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00010 tanggal 17—01 -2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Periﬁtah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00022 tanggal 28-01-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiorni Nomor : 00031 tanggal 06-02-201 9;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00032 tanggal 06-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00069 tanggal 25-02-2018;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00070 tanggal 25-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00083 tanggal 26-02-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00111 tanggal 11-03-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nommor : 00123 tanggal 25-03-2019;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00137 tanggal 26-03-2019

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00144 tanggal 29—03—2019

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten

Supiori Nomor : 00147 tanggal 29—03—2019
1 (satu) Iembar fotocopy Surat Penntah Membayar KPU Kabupaten

Supiori Nomor : 00149 tanggal 29-03 2019:
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73)

74)

75)

76)

77)

78)

79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

88)

89)

90)

1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00171 tanggal 10-04-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00172 tanggal 10-04-2019;
1 (satu) lembar fotocopy' Surat Pen’ntah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00184 tanggal 29-04-2019;
1 (satu) Iembar.fo'tocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00200 tanggal 29-04-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00201 tanggal 02-05-201;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00208 tanggal 02-05-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00211 tanggal 02-05-2019;
1 (satu) Iembar fotocopy Surat Penntah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00239 tanggal 14-05-2019,;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00240 tanggal 14-05-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor 00243 tanggal 14-05-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor ; 00256 tanggal 23-05-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00276 tanggal 20-06-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00278 tanggal 20-06-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00279 tanggal 20-06-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor ; 00356 tanggal 13-08-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00378 tangg_al 10-09-2019
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00379 tanggal 11-09-2019;
1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00390 tanggal 11-09-2019;
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91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00416 tanggal 09-10-2019;

92) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00423 tanggal 15-10-2019;

93) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00462 tanggal 29-11-2019;

94) 1 (satu) Iéh’nbar"fotocopy Surat Pen'ntah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00463 tanggal 29-11-2019;

95) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 06517 tanggal 12-12-2019;

96) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00529 tanggal 13-12-2019;

97) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00569 tanggal 31-1 2—2019;

98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peﬁﬁtah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00574 tanggal 31-12-2019;

99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor ; 00575 tanggal 31-12-2019;

100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00576 tanggal 31-12-2019;

101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pefintah Membayar KPU Kabupaten
Supiori Nomor : 00577 tanggal 31-12-2019

102) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan dengan nomor rekening
1994004110,

103) 1 (satu) lembar fbtocopy buku tabungan dengan nomor rekening 0308-01-
000607-56-1;

104) 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Lomba Cipta Gerak
Jingge! Pemilu 2019;

105) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Honor Panitia Pelaksana Lomba Cipta
Gerak nggel Pemilu 2019 |

106) 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor :
DD2/KSOPIII/360/IV/2019,

107) 1 (satu) leri1bar fotocopy‘ Surat Pengangangkatan dari Direktur PT.
Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi pada tanggal 02 Januari 2019;

108) 1 (satu) lembar fbtocopy SUrat Permohonan penggunaan KM.Sabuk
Nusantara 64 dari KPU Supiori dengan nomor : 21/Sek-KPU/LOG/IV/2019

109) 2 (dua)lembar dokumen foto KM. Sabuk Nusantara
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110) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitasi dengan nomor: /KWT/2018 yang
diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan
jumiah uang sebesar Rp. 10.060.000,- (Sepuluh juta rupiah);

111) 1 (satu) lehbar fotocopy Kwitaisi dengan nomor: /KWT/2018 yang
diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan
jumiah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

112) 2 (dua) lembar rekomendasi Komisi:Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Supiori Nomor ; 01/Div.Sos-Sdm/KUP-SUP/IV/2019 asli;

113) 2 (dua) lembar ringkasan kontrak hembayaran jasa event organizer KPU
RUN Pemilu Damai 2019 asli; _

114) 1 (satu) lembar kartu pengawaéan kontrak pembayaran jasa event
organizer KPU RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;

115) 1 (satu) lembar kwitansi / bukti pembayaran belanja bahan kegiatan
pemilu RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;

116) 50 (lima puluh) lembar kwitansi / bukti pembayaran biaya belanja modal
divisi sosialisasi Parmas dan SDM asli;

117) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Komisioner divisi Sosialisasi Parmas dan SDM asli;

118) 3 (tiga) lembar bukti slip sétoran/transferlkliringﬁnkaso dari PT.Bank
Mandiri dengan nominal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

119) 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutiak (SPTJM)
Kasubag Divisi Hukum dan Pengawasan asli;

120) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas atas nama Petronella
Toisuta, SH asli B

121) 1 (satu) lembar rekap pémbayarah'belaria perjalanan dinas KPU
Kabupaten Supiori periode 2018 sid 2023 di KPU Rl Jakarta;

122) 6 (enam) lembar kwitansi dan tiket pesawat asli;

123) 1 (satu) bundel dokumen surat perintah keja pengadaan Jasa Distribusi
logistik pemilu 2019 KPU Kabupaten Supiori asli

124) 1 (satu) bundel SPJ Kapal KM Sabuk Nusantara 65 tahun 2019;

125) 1(satu) lembar permohonan sewa bangunan dengan nomor :
01/10g/KPU/SUPII/2018;

126) 1 (satu) lembar daftar manifest penumpang kapal sabuk nusantara 64
tujuan myesbifondi ke mapia tanggal 16-17 april 2019;

127) Copy Salinan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Supiori Nomor : 03/KU/03.2-Kpt/9119/Sek-Kab/1/2021 Tentang
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Penunjukan Operator Aplkasl S:stem Informasi Manajemen Akutansi
Barang Milik Negara (SiMAK BMN) Tahun Angggaran 2021;

128) Copy Laporan Reahsasr KPU Kabupawn Supiori Aplikasi SAS (Sistem
Aplikasi Saﬁ(er)

129) Copy Laporan Realnsasr Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN
dan BUN tahun 2019 (dalam Ruprah) Aplikasi SAIBA (Sistem Akutansi
Instansi Berbasas Akrual) 201 9

130) Copy Laporan Pagu Dana Pe_r. Kegia:an Data SPAN (Sistem
Perbenda‘ﬁa_r{aén4dan Anggaran Negara);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
9. Membebankan kepada TeranWa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00 (lima ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana ‘Ko"rup'si pada Péngédiiah Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal
18 Juli 2022 oleh Eddy Soeprayltno S. Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,
Nova Claudia De: lea, S.H, dan And: Mattalatta, S.H., Hakim-hakim Ad Hoc
masing-masing sebagau Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk ufum pada vhari‘ itu juga; oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi
para hakim anggota tersebut, ‘dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura,
serta dihadiri oleh Bryan S. Tambuwun, S H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasmat Hukumnya 5

Hakim Anggota . Hakim Ketua
Nova Claudia De Lima, S.H. Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.
3 MENGETAHUI

FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PA NITERA

Andi Mattalatta, S.H.

Akhmad Zumron " -H.
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